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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 

2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 

Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kudus untuk 

kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, yang disusun berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Kudus Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan mengakomodasi 

perubahan aturan, dinamika kebutuhan masyarakat, peningkatan 

pelayanan publik dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. 

Sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, 

meliputi : 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan 

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. 

b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 

sebelumnya (SiLPA) harus digunakan untuk tahun berjalan. 

c. dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit 

Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban menjelang Hari Raya 

Idul Adha 1443 H, hasil pemantauan pelacakan, uji klinis dan laporan 

masyarakat terjadi peningkatan populasi ternak yang terindikasi 

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sehingga diperlukan kebijakan, 

strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Kudus         

tahun 2022; dan 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR 32 TAHUN 2022 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 
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d. perkembangan pandemi Covid-19 yang lebih terkendali sejak akhir 

tahun 2021 memberikan harapan baru bagi tumbuhnya kembali 

perekonomian di Kabupaten Kudus, sehingga seluruh kebijakan, 

strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Kudus tahun 

2022 akan lebih diarahkan pada perbaikan dan pemulihan 

perekonomian. 

Mendasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan 

triwulan II tahun 2022, percepatan pencapaian target pembangunan 

daerah maupun nasional tahun 2022, peningkatan kualitas dan cakupan 

pelayanan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang berdampak 

pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disertai 

perubahan/pergeseran anggaran, penambahan program, kegiatan dan sub 

kegiatan untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, 

dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.  

 

1.2 Dasar Hukum 

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 disusun 

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga 

Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - 

Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran 

Negara' Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224); 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 110); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
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Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 107); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus             

Nomor 113); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 252); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 

Nomor 249); 

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 

25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan 

Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2018 Nomor 1541); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan 
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Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2018 Nomor 1619); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 158); 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar 

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 

2019 Nomor 68); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2021 Nomor 1419); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021            

Nomor 1513); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022; 

36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta 

Kesiapan Hewan Kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H; 

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029  

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); 

38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 25). 
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1.3 Hubungan Antar Dokumen 

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa 

penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan 

tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan 

APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 

APBD Tahun 2022 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2022. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 

adalah melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan 

daerah serta kerangka pendanaan mendasarkan evaluasi Triwulan II 

Tahun 2022. 

Sedangkan tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Kudus         

Tahun 2022 adalah: 

1. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan 

pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah; 

2. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan 

daerah serta program kegiatan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-

2023, yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2022; 

3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak 

dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan 

4. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 serta penyesuaian 

pendapatan terutama dana perimbangan dan belanja daerah. 

 

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 

Sistematika Perubahan RKPD ini disusun terdiri dari enam bab 
dengan rincian sebagai berikut: 

 
1. Buku I, Narasi Perubahan RKPD Tahun 2022 terdiri dari: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 
  Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan 

RKPD dan alasan yang mendasari Perubahan RKPD. 

 1.2 Dasar Hukum 
  Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang 
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digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD yang 

memuat ketentuan secara langsung dengan 
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional 

maupun daerah. 
 1.3 Hubungan Antar Dokumen 
  Memuat hubungan antara dokumen Perubahan RKPD 

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran 
lainnya 

 1.4 Maksud dan Tujuan 
  Mengemukakan kegunaan dokumen Perubahan RKPD  

dalam proses perencanaan pembangunan. 
 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 
  Mengemukakan sistematika perubahan RKPD terkait 

dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari 
setiap bab. 

   
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II         

TAHUN 2022  
 Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2022 baik fisik maupun 

keuangan dibandingkan target RKPD. 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  

 Memberikan uraian ringkas tentang asumsi-asumsi ekonomi 
makro, pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang 

mengalami perubahan yang digunakan dalam penyusunan 
Perubahan RKPD. 

 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  

 Menjelaskan sinkronisasi sasaran dan prioritas yang termuat 
dalam RKPD Tahun 2022 terhadap sasaran dan prioritas yang 

termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023. 
 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

 Mengemukakan perencanaan program dan kegiatan prioritas 

yang disusun berdasarkan kebutuhan yang memuat kegiatan 

yang mengalami pergeseran, penghapusan dan penambahan 

kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu 

indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami 

perubahan. 

 

BAB VI PENUTUP  

   

2. Buku II, Lampiran terdiri dari:  
 

I. Capaian Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2022. 
 

II. Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan 

Pagu pada Perubahan RKPD Tahun 2022. 
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BAB II 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022 

 

Secara umum evaluasi atas pelaksanaan RKPD dapat dijelaskan 

bahwa, Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 

menyelenggarakan urusan pemerintahan pada APBD tahun 2022 sebanyak 

127 program dengan 242 kegiatan, sedangkan pada RKPD Kabupaten 

Kudus Tahun 2022, jumlah program dan kegiatan sebanyak 126 program 

dengan 240 kegiatan. 

Perbedaan pada program dan kegiatan di RKPD dan APBD 

disebabkan, hal-hal sebagai berikut : 

1. kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi. 

2. penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Perumahan Rakyat sesuai 

Berita Acara Penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020 dan 

Pengintegrasian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022 pada tanggal 19 

Agustus 2021.  

Program yang ada di APBD Tahun 2022 tetapi tidak ada di RKPD 

Tahun 2022, adalah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan 

Persampahan Regional 

Kegiatan yang ada di APBD Tahun 2022 tetapi tidak ada di RKPD 

Tahun 2022, sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah 

Kabupaten/Kota. 

2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten/Kota. 

 

2.1. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PADA RKPD TAHUN 

2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 

2.1.1. Metode Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah 

2.1.1.1  Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam evaluasi capaian  kinerja 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah  adalah data yang berasal dari 

Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus.  

2.1.1.2  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengelompokan data dalam evaluasi capaian kinerja 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah  dilakukan melalui penilaian 

kinerja atas indikator kinerja pembangunan daerah. Penilaian 

dilakukan dengan cara melihat kondisi capaian kinerja RKPD Tahun 

2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan Target RKPD 

Tahun 2022. 

2.1.1.3  Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah ini adalah sebagai berikut: 

1. menunjukkan capaian target RKPD Tahun 2022 sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2022; 

2. membandingkan kondisi Realisasi pada RKPD Tahun 2022 sampai 

dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan Target RKPD Tahun 2022; 
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3. melakukan analisa terhadap hasil capaian kinerja indikator pada 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dijadikan bahan 

percepatan pencapaian target RKPD Tahun 2022. 

 

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 

diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah 

dalam RKPD Tahun 2022, yang terbagi atas kelompok urusan waijb, 

urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPJMD 

Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja pembangunan daerah pada 

RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dinyatakan 

dalam status sebagai berikut: 

  untuk  capaian  kinerja  terhadap  target  RKPD  yang  Tercapai  

lebih  dari 100% (> 100%). 

  untuk  capaian   kinerja   terhadap  target  RKPD  yang  Akan  

tercapai (25%≤99%). 

  untuk   capaian  kinerja  terhadap  target  RKPD yang Perlu 

Upaya Keras (<25%).  

 NA untuk capaian indikator Not Available yaitu indikator yang 

belum ada informasi data dari Perangkat Daerah atau belum ada 

rilis resmi dari yang berkompeten. 

 

Sedangkan rata-rata capaian kinerja dari capaian kinerja 

pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2022 dikategorikan dalam predikat kinerja, yaitu: 

 Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja di atas 46,00 % (X > 

46,00%). 

 Tinggi, untuk  capaian  kinerja  diatas  38,00%  sampai  dengan  

45,00% (45,00% ≥ X >38,00%). 

 Sedang,  untuk  capaian kinerja diatas 33,00% sampai dengan 

37,00% (37,00% ≥ X >33,00%). 

 Rendah,  untuk  capaian  kinerja  diatas  26,00%  sampai dengan 

32,00% (32,% ≥ X >26,00%). 

 Sangat  Rendah,  untuk   capaian  kinerja  sama  atau  kurang  

dari  25,00%  (X ≤ 25,00%). 

 

Selain itu digambarkan dalam penilaian kinerja tersebut, 

gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai 

sebagai berikut: 

a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan 

pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas 

persyaratan minimal penilaian kinerja. 

b) Hasil Sedang, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah 

memenuhi persyaratan minimal penilaian kinerja (cukup). 

c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan 

pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih 

dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang 

diharapkan. 
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Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan 

Kabupaten Kudus pada RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

maka status pencapaian indikator terhadap capaian RKPD Tahun 2022 

sampai dengan Triwulan II dari 159 indikator kinerja pembangunan 

sebanyak 64 indikator atau 40,25% berstatus telah tercapai; 82 indikator 

atau 51,57% berstatus akan tercapai; 13 indikator atau 8,18% perlu upaya 

keras. Sedangkan berdasarkan rata-rata capaian kinerja urusan terhadap 

capaian RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dari 42 

urusan dapat dikategorikan 37 urusan atau 88,1% berpredikat kinerja 

sangat tinggi, 0 urusan atau 0% berpredikat tinggi, 0 urusan atau 0% 

berpredikat sedang, 0 urusan atau 0% berpredikat rendah dan 5 urusan 

atau 11,9% berpredikat sangat rendah, sebagaimana tertuang pada Tabel 

berikut. 

 

Tabel 2.1  
Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RKPD Tahun 2022  

sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 

 

Status Jumlah Indikator Persentase 

Telah Tercapai 64 40,25 

Akan Tercapai 82 51,57 

Tidak Tercapai 13 8,18 

Total 159 100 

 

Tabel 2.2  
Rata-rata Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RKPD Tahun 2022  

sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 

  

Predikat Kinerja Jumlah Urusan Persentase 

Sangat Tinggi 37 88,1 

Tinggi 0 0 

Sedang 0 0 

Rendah 0 0 

Sangat Rendah 5 11,9 

Total 42 100 

 

Tabel 2.3  
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Pada RKPD Tahun 2022 

sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 

 

NO. 

URUSAN/BIDANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

JUMLAH 
INDIKATOR 

STATUS 

NA KETERANGAN TELAH 
TERCAPAI 

AKAN PERLU 
UPAYA 

KERAS TERCAPAI 

  

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG 
BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

            

1 Pendididkan 15 8 7 0 0 0 

2 Kesehatan 10 3 6 1 0 

Telah selesai 
th. 2019 sebyk 

1 indikator 
(Tercapai) 

3 PUPR 8 5 3 0 0 0 
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NO. 

URUSAN/BIDANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

JUMLAH 

INDIKATOR 

STATUS 

NA KETERANGAN TELAH 

TERCAPAI 

AKAN PERLU 
UPAYA 

KERAS TERCAPAI 

4 
Perumahan rakyat & 
kawasan permukiman 

3 1 2 0 0 0 

5 

Ketentraman, Ketertiban 

Umum, dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

6 4 2 0 0 0 

6 Sosial 6 4 2 0 0 0 

  

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

        0 0 

1 Tenaga Kerja 2 1 1 0 0 0 

2 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

4 3 1 0 0 0 

3 Pangan 3 3 0 0 0 0 

4 Pertanahan 1 1 0 0 0 0 

5 Lingkungan Hidup 7 1 6 0 0 0 

6 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

3 0 3 0 0 0 

7 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

3 1 2 0 0 0 

8 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

3 2 1 0 0 0 

9 Perhubungan 3 1 2 0 0 

Telah selesai 
th. 2019 sebyk 

1 indikator 
(Tercapai) 

10 
Komunikasi dan 
Informatika 

4 1 3 0 0 0 

11 Koperasi dan UKM 2 0 2 0 0 0 

12 Penanaman Modal 4 2 0 2 0 0 

13 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

2 2 0 0 0 0 

14 Statistik 1 0 1 0 0 0 

15 Persandian 1 0 0 1 0 0 

16 Kebudayaan 2 1 1 0 0 0 

17 Perpustakaan 2 0 1 1 0 0 

18 Kearsipan 1 1 0 0 0 0 

  
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
PILIHAN 

        0 0 

1 Kelautan dan Perikanan 1 0 1 0 0 0 

2 Pariwisata 3 1 1 1 0 0 

3 Pertanian 2 0 2 0 0 0 

4 Kehutanan 1 1 0 0 0 0 

5 
Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

1 0 0 1 0 0 

6 Perdagangan 5 1 4 0 0 0 

7 Perindustrian 1 0 1 0 0 0 

8 Transmigrasi 1 0 0 1 0 0 

  

UNSUR PENDUKUNG 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

        0 0 

1 Sekretariat Daerah 16 2 13 1 0 0 

2 Sekretariat DPRD 2 0 2 0 0 0 

  
UNSUR PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

            

1 Perencanaan  5 3 2 0 0 0 

2 Keuangan 5 3 2 0 0 0 

3 Kepegawaian 4 2 2 0 0 0 

4 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

2 0 0 2 0 0 
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NO. 

URUSAN/BIDANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

JUMLAH 

INDIKATOR 

STATUS 

NA KETERANGAN TELAH 

TERCAPAI 

AKAN PERLU 
UPAYA 

KERAS TERCAPAI 

5 
Penelitian dan 
Pengembangan 

1 1 0 0 0 0 

  

UNSUR PENGAWASAN 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

            

1 Inspektorat Daerah 8 4 2 2 0 0 

  UNSUR KEWILAYAHAN             

1 Kecamatan 1 0 1 0 0 0 

  
UNSUR 
PEMERINTAHAN 
UMUM 

            

1 
Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

4 1 3 0 0 

Telah selesai 
th. 2019 sebyk 

1 indikator 

(Akan Tercapai) 

  JUMLAH 159 64 82 13 0 
  

  Persentase 100 40,25 51,57 8,18 0,00 

 

 

 

Tabel 2.4  
Rekapitulasi Predikat Kinerja Pembangunan Daerah Pada RKPD Tahun 2022 

sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 
 

NO. 
URUSAN/BIDANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

PREDIKAT KINERJA 

SANGAT 
TINGGI 

TINGGI SEDANG RENDAH 
SANGAT 
RENDAH 

 

  
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

          
 

1 Pendididkan V - - - - 
 

2 Kesehatan V - - - - 
 

3 PUPR V - - - - 
 

4 
Perumahan rakyat & kawasan 
permukiman 

V - - - - 
 

5 
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan 
Perlindungan Masyarakat 

V - - - - 
 

6 Sosial V - - - - 
 

  

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

TIDAK BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

          
 

1 Tenaga Kerja V - - - - 
 

2 
Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
V - - - - 

 

3 Pangan V - - - - 
 

4 Pertanahan V - - - - 
 

5 Lingkungan Hidup V - - - - 
 

6 
Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

V - - - - 
 

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa V - - - - 
 

8 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 
V - - - - 

 

9 Perhubungan V - - - - 
 

10 Komunikasi dan Informatika V - - - - 
 

11 Koperasi dan UKM V - - - - 
 

12 Penanaman Modal - - - - V 
 

13 Kepemudaan dan Olahraga V - - - - 
 

14 Statistik V - - - - 
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NO. 
URUSAN/BIDANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

PREDIKAT KINERJA 

SANGAT 
TINGGI 

TINGGI SEDANG RENDAH 
SANGAT 
RENDAH 

15 Persandian - - - - V 
 

16 Kebudayaan V - - - - 
 

17 Perpustakaan V - - - - 
 

18 Kearsipan V - - - - 
 

  URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN           
 

1 Kelautan dan Perikanan V - - - - 
 

2 Pariwisata V - - - - 
 

3 Pertanian V - - - - 
 

4 Kehutanan V - - - - 
 

5 Energi dan Sumber Daya Mineral - - - - V 
 

6 Perdagangan V - - - - 
 

7 Perindustrian V - - - - 
 

8 Transmigrasi - - - - V 
 

  
UNSUR PENDUKUNG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

          
 

1 Sekretariat Daerah V - - - - 
 

2 Sekretariat DPRD V - - - - 
 

  
UNSUR PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

          
 

1 Perencanaan  V - - - - 
 

2 Keuangan V - - - - 
 

3 Kepegawaian V - - - - 
 

4 Pendidikan dan Pelatihan - - - - V 
 

5 Penelitian dan Pengembangan V - - - - 
 

  
UNSUR PENGAWASAN URUSAN 
PEMERINTAHAN 

          
 

1 Inspektorat Daerah V - - - - 
 

  UNSUR KEWILAYAHAN           
 

1 Kecamatan V - - - - 
 

  UNSUR PEMERINTAHAN UMUM           
 

1 Kesatuan Bangsa dan Politik V - - - - 
 

  JUMLAH 37 0 0 0 5 
 

  Persentase 88,1% 0,0% 0,0% 0,0% 11,9% 
 

 

Selanjutnya hasil capaian kinerja pembangunan daerah 

Kabupaten Kudus pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II 

Tahun 2022 dapat dilihat pada urusan wajib, urusan pilihan, fungsi 

penunjang dan fungsi lainnya, sebagai berikut. 

2.1.2 Evaluasi  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek 

Pelayanan Umum (Urusan Wajib Pelayanan Dasar) 

2.1.2.1   Pendidikan 

Kinerja penyelenggaran Urusan  Pendidikan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 15 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut : 
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Tabel 2.5  
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan 

No 
Aspek/ Program 
Indikator Kinerja 

Target 

RPJMD 
2018-

2023 

Realisas
i  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 
Tingkat 

Capaian 
RKPD 2022 

sd TW II (%) 

Status 

 

 
PD 

PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I PENDIDIKAN          

1. Angka Partisipasi Kasar 
SD/MI 

108,90 99,15% 98,67% 110,17% 101,80% 110,17
% 

108,22 
 

Disdikpora 

2. APK SMP/MTs 91,24 115,51

% 

116,08% 105,37% 114,75% 105,37

% 

91,83 
 

Disdikpora 

3. APM SD/MI/Paket A 99,46 88,61% 86,17% 99,29% 99,83% 99,29% 99,46 
 

Disdikpora 

4. APM SMP/MTs/Paket 

B 

83,78 86,21% 76,67% 82,08% 97,97% 82,08% 83,78 
 

Disdikpora 

5. Angka Partisipasi 

Sekolah Usia 7-12 
tahun 

100,15 100,78

% 

104,05% 103,34% 103,19% 103,34

% 

100,15 
 

Disdikpora 

6. Angka Partisipasi 

Sekolah Usia 13-15 

tahun 

115,16 120,81

% 

78,06% 117,77% 102,27% 117,77

% 

115,16 
 

Disdikpora 

7. Persentase sekolah 

terakreditasi A 

98,60 74,69% 80,42% 73,32% 74,16% 73,32% 98,87 
 

Disdikpora 

8. APK PAUD 131,77 76,01% 102,86% 118,59% 88,89% 118,59
% 

133,41 
 

Disdikpora 

9. APK pendidikan 
kesetaraan 

109,86 2,14% 2,20% 1,56% 1,41% 1,56% 110,64 
 

Disdikpora 

10. Persentase sarpras 
pendidikan dasar 

dalam kondisibaik 

101,01 95,93% 94,52% 96,24% 95,03% 96,24% 101,27 
 

Disdikpora 

11. Persentase sarpras 

pendidikan non formal 
dalam kondisi baik 

97,45 95,40% 92,03% 89,74% 92,07% 89,74% 97,47 
 

Disdikpora 

12. Persentase pendidik 
pendidikan dasar yang 

bersertifikasi pendidik 

107,05 62,14% 57,67% 75% 69,06% 75% 107,76 
 

Disdikpora 

13. Persentase pendidik 
pendidikan non formal 
yang bersertifikasi 

pendidik 

63,58 36,14% 24,56% 24,16% 37,52% 24,16% 64,39 
 

Disdikpora 

14. Persentase pendidik 
dan tenaga 

kependidikan non PNS 
pendidikan dasar yang 
memenuhi kompetensi 

92,012 65,89% 100% 87,89% 93,21% 87,89% 94,29 
 

Disdikpora 

15. Persentase pendidik 

dan 
tenagakependidikan 

non PNS pendidikan 
non formal yang 
memenuhi kompetensi 

96,47 90,96% 99,88% 91,74% 91,66% 91,74% 100,09 
 

Disdikpora 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 100,45   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pendidikan 

pada Triwulan II  Tahun 2022 yang terdiri dari 15 indikator, sebanyak 

8 indikator berstatus tercapai, dan 7 indikator berstatus akan 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator 

Angka Partisipasi Kasar SD/MI karena usia siswa dibawah 7 tahun 

yang bersekolah di jenjang SD/MI sebanyak 93.504 siswa dari jumlah 

penduduk usia 7 – 12 tahun sebanyak 84.873 orang, sehingga APK 

SD/MI meningkat terutama untuk sekolah swasta yang batasan umur 

masuk sekolah lebih fleksibel. Dan Indikator Angka Partisipasi 

Sekolah usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun karena adanya siswa dari 

luar daerah yang bersekolah di Kudus terutama yang terintegrasi 

dengan Ponpes, yaitu untuk usia 7 -12 sebanyak 87.709 siswa dari 

jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 84.873 orang, dan untuk 

usia 13-15 tahun sebanyak 48.060 siswa dari jumlah penduduk usia 

13-15 tahun sebanyak 40.810 orang. Sedangkan Indikator APK PAUD 
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karena jumlah siswa PAUD sebanyak 32.483 siswa dari jumlah 

penduduk usia 5-6 tahun sebanyak 27.301 orang, hal ini disebabkan 

semakin tingginya kesadaran orang tua mengenai Pendidikan usia 

dini sehingga rentang usia siswa PAUD semakin lebar dan jumlah 

siswa PAUD semakin meningkat. Indikator APK Kesetaraan juga 

meningkat karena adanya peningkatan akses pendidikan kesetaraan, 

yaitu sebanyak 2.565 siswa telah mengikuti Pendidikan kesetaraan 

dari jumlah penduduk usia 7-18 tahun sebanyak 164.423 orang. 

Untuk indikator persentase sarpras Pendidikan dasar dalam kondisi 

baik karena dari jumlah sekolah sebanyak 475 unit, sebanyak 457 

sekolah dalam keadaan baik. Pada Indikator pendidik Pendidikan 

dasar yang bersertifikasi pendidik, sebanyak 2.350 guru telah 

bersertifikasi dari jumlah guru sebanyak 3.133 orang, hal ini 

disebabkan banyaknya pendidik yang menempuh jalur pengambilan 

sertifikasi secara mandiri guna peningkatan kompetensi dan 

kesejahteraannya. 

2.1.2.2   Kesehatan 

Kinerja penyelenggaran urusan Kesehatan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.6  
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan  

No 

Aspek/ 

Program 
Indikator 

Kinerja 

Target 

RPJMD 
2018-

2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 

Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 

 
PD 

PENANGGUNGJA
WAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II KESEHATAN          

1. Angka 

Kematian Ibu 

 

52,78 

 

72,90 

 

101,57 

 

150,95 

 

52,78 

 

57,51 

 

91,04  
Dinas Kesehatan 

2. Angka 

Kematian Bayi 

 

6,9 
8,15 

 

8,26 
6,75 

 

7,1 

 

2,44 

 

165,63  
Dinas Kesehatan 

3. Prevalensi 

stunting 
(pendek dan 

sangat pendek) 
pada anak 

dibawah dua 
tahun 

18,60% 8,09% 4,71% 4,5% 18,79

% 

4,5 100 
 

Dinas Kesehatan 

4. Cakupan 
pelayanan 

kesehatan 
masyarakat 

100% 96,8% 89,70 94,60% 100% 82,72% 82,72 
 

Dinas Kesehatan 

5. Cakupan 
pelayanan 

pengendalian 
penyakit 

100% 69,6% 93,05 91,54% 100% 73% 73 
 

Dinas Kesehatan 

6. Cakupan 
desa/keluraha

n Universal 
Child 

Immunization 
(UCI) dan IDL 

100% 99% 99,00 96,25% 100% 40% 40 
 

Dinas Kesehatan 

7. Cakupan 
pelayanan dan 

sumber daya 
kesehatan 

92,7% 97,65
% 

94,58 96,10% 92,3
% 

41,67% 45,15 
 

Dinas Kesehatan 

8. Cakupan 

ketersediaan 
sarpras 
kesehatan 

73,66% 100,0

0% 

- 

 

- - - - 
 

RSUD dr. 

Loekmonohadi 

9. Cakupan 

ketersediaan 
sarpras 

kesehatan 
rujukan 

100% 95,7% 100% 96,15 100% 0% 0 
 

RSUD dr. 

Loekmonohadi 

10. Cakupan 
pelayanan 

BLUD 

100% 98,5% 93,33% 96,72 100% 45,79% 45,79 
 

RSUD dr. 
Loekmonohadi 
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No 

Aspek/ 
Program 

Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realis

asi  
2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 

RKPD 
2022 sd 

TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNGJA

WAB 

 

Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 71,48   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan kesehatan 

pada Triwulan II  Tahun 2022 yang terdiri dari 10 indikator, sebanyak 

3 indikator berstatus tercapai, 6 indikator berstatus akan tercapai, 

dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat 

tinggi. 

Capaian indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator 

Cakupan Ketersediaan Sarpras Kesehatan Rujukan karena pada 

Tahun 2022 RSUD dr. Loekmonohadi tidak termasuk penerima DAK 

Tahun 2022, sehingga menghambat pencapaian indikator dimaksud. 

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu mengusulkan kegiatan ke 

Kementerian Kesehatan melalui APBN yang bersumber dana selain 

dari DAK. 

Jumlah kematian ibu sebanyak 8 (delapan) kasus dengan 7 

kasus karena adanya penyebab langsung (obstetric atau 

kegawatdaruratan hamil bersalin nifas) dan 1 kasus karena 

terkonfirmasi Covid-19. Masalah Angka Kematian Ibu tidak dapat 

dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain 

status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan 

antenatal (masa kehamilan), pertolongan persalinan dan perawatan 

segera setelah persalinan. Upaya pencegahan kematian ibu yang 

sudah dilakukan dan perlu ditingkatkan antara lain: a) peningkatan 

SDM kesehatan (sosialisasi deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi); 

b) peningkatan pelayanan kesehatan (Audit Maternal Perinatal, review 

deteksi dini ibu hamil berisiko; c) kemitraan lintas sektor dan lintas 

program; d) pemantapan sistem rujukan (aplikasi Si Bulan); e) 

pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jempesal); serta f) promosi 

kesehatan dan pemberdayaan kesehatan. Upaya yang dilakukan 

dalam menurunkan angka kematian ibu di era pandemi Covid-19 

antara lain: a) melaksanakan ANC dengan protokol kesehatan; b) 

upaya vaksinasi yang dapat dilakukan pemerintah menyusun 

susunan prioritas vaksinasi berdasarkan analisis risiko yang cermat 

dan presisi; c) edukasi pada ibu hamil dan keluarga tentang upaya 

peningkatan status gizi dan imunitas serta prokes 5 M; d) 

meningkatkan upaya pendayagunaan tenaga kesehatan yang 

kompeten dan terproteksi dengan baik; e) mengupayakan Puskesmas 

PONED mampu melaksanakan persalinan ibu hamil terkonfirmasi 

tanpa gejala dan gejala ringan; f) peningkatan aksesibilitas terhadap 

alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah untuk  menjamin 
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bahwa setiap masyarakat mendapat akses obat yang terjangkau serta 

mendapat fasilitas pendukung sesuai tingkatan penyakitnya. 

Angka Kematian Bayi merupakan dampak dari tingginya ibu 

hamil risiko tinggi. Penyebab kematian bayi antara lain karena kasus 

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan intervensi 

adekuat karena belum ada kematangan organ. Kasus yang lain adalah 

asfiksia (kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan 

dan teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi peradangan 

di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), dan kelainan 

kongenital juga masih cukup tinggi di Kabupaten Kudus. Upaya yang 

telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan antara lain: a) keterpaduan 

lintas program yaitu dengan program pengendalian penyakit menular 

melalui imunisasi pada bayi; b) perbaikan gizi masyarakat melalui 

pemberian PMT pada ibu hamil serta peningkatan konsumsi tablet 

besi (Fe); serta c) peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. 

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 82,72%, 

terdiri dari lima (5) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 

persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai 

standar (87,93%), persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan 

persalinan sesuai standar (88,02%), presentase bayi baru lahir 

mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (89,45%), 

presentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita 

sesuai standar (59,70%) dan presentase usia pendidikan dasar yang 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (88,52%). Skrining 

kesehatan untuk usia pendidikan dasar melalui kegiatan penjaringan 

kesehatan anak kelas 1 SD dan SMP akan dilaksanakan pada tahun 

ajaran baru sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2022.  

Cakupan pelayanan pengendalian penyakit sebesar 73%, terdiri 

dari  tujuh (7) indikator yaitu persentase usia produktif mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar (44,28%), presentase usia lanjut 

yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (69,87%), 

presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan 

sesuai standar (69,14%), presentase penderita DM yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar (100%), presentase ODGJ berat 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 

(85,31%), presentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB 

sesuai standar (62,56%), dan presentase orang berisiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat yang bersifat 

peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif (79,84%). Upaya 

yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui percepatan 

pelaksanaan pemeriksaan atau penjaringan secara aktif dalam 

pelayanan pengendalian penyakit. 

Sedangkan cakupan desa/ kelurahan Universal Child 

Immunization (UCI) dan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)  baru tercapai 
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40% karena petugas yang ada prioritas untuk melaksanakan capaian 

target vaksinasi Covid-19, sedangkan program imunisasi pada anak 

akan serentak dilaksanakan pada Bulan Agustus melalui program 

Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Dengan adanya program 

tersebut diharapkan UCI dan IDL bisa tercapai 100% pada akhir 

tahun. 

Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan sebesar 

41,67% terdiri dari cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, 

persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, dan cakupan 

pelayanan perizinan, sertifikasi dan pemetaan SDM Kesehatan. Pada 

akhir tahun cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan akan 

tercapai 100% melalui pelaksanaan pengadaan dan distribusti obat 

dan vaksin secara merata sesuai kebutuhan, tercukupinya anggaran 

untuk jaminan kesehatan, penyusunan profil Sumber Daya Kesehatan 

serta pelayanan terpadu untuk perizinan dan sertifikasi.  

Upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja 

indikator Cakupan Pelayanan BLUD dengan cara promosi Kesehatan 

kepada masyarakat melalui sosial media dan membuka pelayanan 

baru yaitu layanan kateterisasi jantung (cath lab). 

2.1.2.3  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator 

kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 

2022, seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

No 

Aspek/ 
Program 

Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 
Tingkat 

Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 

 
PD 

PENANGGUNGJ
AWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III PEKERJAAN 
UMUM DAN 

PENATAAN 
RUANG 

         

1. Persentase 
alat-alat berat 

dalam kondisi 
baik 

88 84,0 85 95 87 95 109,20 
 

PUPR 

2. Persentase luas 
irigasi 

kabupaten 
dalam kondisi 

baik 

85,00 86,3 87,64 87,90 84,00 87,90 104,64 
 

PUPR 

3. Persentase 
panjang jalan 
kabupaten 

dalam kondisi 
mantap 

92,83 86,2 91,94 92,34 91,43 92,34 101,00 
 

PUPR 

4. Persentase 

jumlah 
jembatan 
kabupaten 

dalam kondisi 
mantap 

91,07 90,5 90,17 90,17 90,46 90,17 99,68 
 

PUPR 

5. Persentase  

drainase dalam 
kondisi baik/ 
pembuangan 

aliran air tidak 
tersumbat 

 

66 62,0 63,03 64 65 64 98,46 
 

PUPR 
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No 

Aspek/ 
Program 

Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realis

asi  
2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 

RKPD 
2022 sd 

TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNGJ

AWAB 

 
Target 

Realisa
si sd 

TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Persentase 

penduduk 
berakses air 

minum 

100 95,8 95,37 98 99 98 98,99 
 

PUPR 

7. Persentase 

rumah tinggal 
bersanitasi 

100 100 100 100 100 100 100 
 

PUPR 

8. Persentase 
ketaatan 

rencana tata 
ruang 

100 100 100 100 100 100 100 
 

PUPR 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 101,50   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pekerjaan 

umum dan penataan ruang pada Triwulan II  Tahun 2022 yang terdiri 

dari 8 indikator, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai, dan 3 

indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat 

tinggi. 

Capaian indikator yang melampaui target yaitu Indikator 

persentase alat-alat berat dalam kondisi baik karena dari 22 unit alat 

berat sebanyak 21 unit dalam keadaan baik, untuk indikator 

persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik karena telah 

dilaksanakan rehabilitasi terhadap DI yang dalam kondisi rusak 

sedang, rusak ringan dan rusak berat sehingga dapat meningkatkan 

ketersediaan air irigasi. Jumlah Jaringan Irigasi Kabupaten Kudus 

seluas 10.295 ha, dengan kondisi baik seluas 9.049,40 ha (87,90 %), 

kondisi rusak ringan seluas 513 ha (4,98 %), kondisi rusak sedang  

seluas 733 ha ( 7,12 %), dan rusak berat seluas 0%. Sedangkan 

indikator persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap 

bahwa dari Panjang SK jalan Kabupaten Kudus dengan panjang  

639,262 Km,  kondisi mantap telah tercapai sepanjang 590,295 km 

(92,34%) dan kondisi tidak mantap panjang sepanjang 48,967 km 

(7,66%).   

Upaya peningkatan capaian indikator persentase jumlah 

jembatan kabupaten dalam kondisi mantap melalui penanganan 

kondisi jembatan rusak ringan dan berat melalui penggantian dan 

pemeliharaan jembatan. Jumlah Jembatan Kabupaten Kudus 

sebanyak 356 unit, dengan kondisi baik sebanyak 312 unit (87,64%), 

kondisi sedang sebanyak 9 Unit (2,53%),  dan kondisi rusak 35 unit 

(9,83%). Sedangkan dalam pencapaian target indikator persentase  

drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 

melalui upaya menjaga kondisi drainase dalam kondisi baik antara 

lain pembangunan/rehabilitasi saluran drainase tuntas sampai 

dengan saluran pembuang, pemeliharaan saluran drainase 

(memperbesar inlet tempat masuknya air dari badan jalan, 

normalisasi saluran drainase, dan babat rumput di sepanjang bahu 

jalan). Panjang drainase Kabupaten Kudus sepanjang 591.623,25 m, 



II-13 

 

dengan kondisi baik sepanjang 259.171,25 m (43,81%), kondisi 

sedang sepanjang 119.493,00 m ( 20,20%),  dan kondisi rusak 

sepanjang 212.959,00 m (36,00%). Dan dalam upaya pencapaian 

indikator Persentase penduduk berakses air minum, maka telah 

dilaksanakan peningkatan penyediaan dan kualitas layanan 

infrastruktur strategis. 

2.1.2.4  Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 

target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel berikut. 

Tabel 2.8  
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  

No 

Aspek/ 
Program 

Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 

Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 

 
PD 

PENANGGUNGJ
AWAB 

 

Target Realisasi 
sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

         

1. Persentase 

kawasan 
lingkungan 
permukiman 

yang layak 

99,14% 98,97

% 

99,98% 98,53% 99,08% 98,53% 99,44% 

 

 
PKPLH 

2. Cakupan 
ketersediaan 

rumah layak 
huni 

98,30% 98,05
% 

96,77% 97,07% 98,20% 97,08 98.86% 
 

PKPLH 

3. Persentase 
lingkungan 

permukiman 
kumuh 

0,02% 0,12% 0,02% 0,02% 0,04% 0,02% 200% 
 

PKPLH 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 132,77   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Triwulan II Tahun 2022 yang 

terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, dan 2 

indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat 

tinggi. 

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu persentase 

lingkungan permukiman kumuh karena adanya pelaksanaan updating 

data kawasan kumuh dan adanya dukungan kegiatan penanganan 

kumuh yang dilaksanakan Pemerintah Desa sehingga memberikan 

kontribusi terhadap kenaikan penanganan kumuh.  

Dalam meningkatkan capaian indikator persentase kawasan 

lingkungan permukiman yang layak, diupayakan untuk memberikan 

sosialisasi dalam menjaga lingkungan agar tertata dan tetap menjadi 

kawasan non kumuh. Sedangkan indikator cakupan ketersediaan rumah 

layak huni belum dapat mencapai target disebabkan adanya unit rumah 

yang layak ditingkatkan kualitasnya tetapi terkendala penanganannya 

karena belum terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
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di Kementerian Sosial. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai 

indikator tersebut melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah 

Desa dan Dinas terkait untuk pemutakhiran DTKS serta pelibatan 

peranserta CSR dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. 
 

2.1.2.5  Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja 

sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai 

dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel berikut.  

 

Tabel 2.9  
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

No 
Aspek/ Program 
Indikator Kinerja 

Target 

RPJMD 
2018-
2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 

Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 

 
PD 

PENANGGUNGJ
AWAB 

 

Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V KETENTRAMAN, 
KETERTIBAN 
UMUM DAN 

PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

         

1. Cakupan 

penegakan perda 
dan perkada 

85% 87% 100% 100% 83% 42% 50,60 
 

Satpol PP 

2. Persentase 
cakupan 

penanganan 
gangguan tibum 
tranmas 

80% 98% 85% 89,94% 75% 95,33% 127,11 
 

Satpol PP 

3. Rasio linmas per 
jumlah RT 

1,34 1,36 1,36 1,36 1,34 1,36 101,49 
 

Satpol PP 

4. Cakupan 

penanganan 
bencana 
kebakaran 
kabupaten 

86% 100% 100% 100% 85% 90,48 106,45 
 

Satpol PP 

5. Tingkat waktu 
tanggap (response 
time rate) 

7 menit 15 
menit 

10 menit 13,304meni
t 

7 
menit 

15 
menit 

46,67 
 

Satpol PP 

6. Persentase 
aparatur 
pemadam 

kebakaran yang 
memenuhi 
standar 
kualifikasi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 
 

Satpol PP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 88,72   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan ketentraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Triwulan II 

Tahun 2022 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 4 indikator 

berstatus tercapai, dan 2 indikator berstatus akan tercapai, dengan 

predikat kinerja sangat tinggi. 

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu indikator 

persentase cakupan penanganan gangguan tibumtranmas karena 

telah dilaksanakan penanganan sebanyak 306 kasus dari 321 kasus, 

yang terdiri dari penanganan terhadap PKL sebanyak 15 kasus dari 19 
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kasus, penanganan reklame sebanyak 30 kasus dari 30 kasus, 

penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) 

sebanyak 14 kasus dari 21 kasus, minuman keras sebanyak 180 

kasus dari 180 kasus, penanganan K3 sebanyak 5 kasus dari 5 kasus 

dan penanganan lain-lain sebanyak 62 kasus dari 66 kasus. Dan 

untuk indikator rasio Linmas per jumlah RT karena jumlah Satlinmas 

mengalami penambahan anggota pada tahun 2021 meskipun tidak 

signifikan, dan berdasarkan hasil pemutakhiran data, jumlah anggota 

Satlinmas tahun 2021 dan 2022 adalah sebanyak 5.119 anggota. Hal 

ini disebabkan adanya rotasi dan pergantian anggota Satlinmas 

dibeberapa Desa dikarenakan ada yang meninggal dunia dan atau 

memasuki usia pensiun, sehingga dilakukan penambahan anggota 

baru. Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa rasio jumlah 

kelompok penduduk (Rukun Tetangga/RT) per anggota Satlinmas 

adalah 1,36 dari total RT se Kabupaten Kudus 3.771. Hal ini 

menunjukkan bahwa anggota Satlinmas hadir disetiap RT  di 

Kabupaten Kudus. Sedangkan Cakupan Petugas Satlinmas di 

bandingkan dengan luas wilayah kerja  dalam hektar adalah sebesar 

0,12. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan area kerja setiap anggota 

Satlinmas adalah sebesar ± 12 hektar, dengan rasio tersebut beban 

setiap anggota Satlinmas relatif masuk dalam kategori cukup ideal. 

Untuk indikator persentase aparatur pemadam kebakaran yang 

memenuhi standar kualifikasi telah tercapai 100% karena Petugas 

Damkar sejumlah 30 personil telah bersertifikasi. Sedangkan capaian 

kinerja indikator cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten 

karena dari jumlah kasus kebakaran yang dilaporkan dan tertangani 

sebanyak 19 kasus dari target 21 kasus, namun masih perlu 

dilaksanakan pengoptimalan dan pemenuhan armada Damkar serta 

sarana prasarana penunjang kegiatan Damkar. 

Pada indikator cakupan penegakan perda dan perkada telah 

dilaksanakan  kegiatan penegakan terhadap perda/perkada sebanyak 

42 kali dari target sebanyak 100 kali dalam penegakan 56 

perda/perkada, upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian target 

melalui percepatan kegiatan penegakan perda/perkada. Sedangkan 

indikator tingkat waktu tanggap (response time rate) selama 15 menit 

diperlukan upaya dalam meningkatnya menjadi 7 menit melalui 

peningkatan SDM anggota pemadam, pembentukan relawan 

kebakaran serta peningkatan sarpras pemadaman. Meskipun belum 

dapat mencapai target, namun telah dapat memenuhi standar teknis 

pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan 

kebakaran daerah kabupaten sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 

2018 selama 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai 

tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan 

evakuasi. 
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2.1.2.6   Sosial 

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian 

kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2022 

sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.10  
Capaian Kinerja Urusan Sosial  

No 
Aspek/ Program 

Indikator 

Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-2023 

Realisa
si  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 

Capaian 
RKPD 2022 

sd TW II 
(%) 

Status 

 

 
PD 

PENANGGUNGJA
WAB 

 

Target Realisasi sd 
TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI SOSIAL          

1. Rasio PMKS 7,50% 7,87% 

 

7,84% 9,42% 7,67% 9,25% 120,60% 
 

Dinsos P3AP2KB 

2. Persentase 

PMKS yang 
mendapat 

pelayanan 
kebutuhan 

dasar 

47% 37% 77% 79,74% 45% 66,73% 148,3% 
 

Dinsos P3AP2KB 

3. Persentase 

penyandang 
disabilitas,anak 

terlantar,lanjut 
usia terlantar, 

pengemis dan 
gelandangan 
yang mendapat 

jaminan sosial 

5,6% 5,6% 15,68% 24.54% 5,6% 84% 84,00% 
 

Dinsos P3AP2KB 

4. Persentase PSKS 
yang aktif 

menangani 
PMKS sesuai 
standard 

65% 65% 83% 71% 65% 71% 109,23% 
 

Dinsos P3AP2KB 

5. Persentase 

keluarga miskin 
yang 

memperoleh 
pelayanan dasar 
sosial 

75% 68% 82% 

 

82,98% 75% 69,6% 92,80% 
 

Dinsos P3AP2KB 

6. Cakupan 

pelayanan 
penanggulangan 

bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

BPBD 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 109,16   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 

  

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan sosial pada 

Triwulan II Tahun 2022 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 4 

indikator berstatus tercapai, dan 2 indikator berstatus akan tercapai, 

dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator 

rasio PMKS karena jumlah PMKS atau yang sekarang disebut PPKS 

(Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial) sebanyak 80.238 orang dari 

jumlah penduduk sebanyak 867.205 orang. Untuk indikator 

persentase PMKS yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar 

karena dari jumlah PMKS sebanyak 80.238 orang, yang telah 

mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar  sebanyak 53.542 orang. 

Sedangkan untuk indikator persentase PSKS yang aktif menangani 

PMKS disebabkan bertambahnya jenis PSKS yaitu Family Care Unit 

yang aktif,  dari 14 sub PSKS sebanyak 10 sub PSKS aktif 

melaksanakan penanganan terhadap PSKS. 

Dengan adanya regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal 

tentang SPM Sosial, dalam pemenuhan capaian indikator persentase 
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penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis 

dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial pada tahun 2022 

ditargetkan 445 orang untuk pemenuhan nutrisi / permakanan, 

kebutuhan sandang, kebutuhan alat bantu, pelatihan keterampilan, 

dan telah terealisasi sebanyak 376 orang. Sedangkan indikator 

persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial, 

keluarga miskin yang mendapat Bantuan Pangan non tunai sebanyak 

53.336 KPM dari Jumlah DTKS 76.623 RT. Upaya yang dilaksanakan  

dalam pencapaian kinerja melalui percepatan pelaksanaan kegiatan 

sehingga dapat mencapai target. 

 

2.1.3. Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek  

Pelayanan Umum (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar) 

2.1.3.1  Tenaga Kerja 

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh 
capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 
pada tabel berikut : 

Tabel 2.11  
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja 

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I TENAGA 
KERJA 

         

1. Persentase 
pencari kerja 
yang sudah 
bekerja 

50% 42% 45,53% 53,04% 48% 42,39
% 

88,31 
 

Disnaker 
Inkop,UKM 

2. Persentase 
kasus yang 
terselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 100 
 

Disnaker 
Inkop,UKM 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 94,16   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan tenaga kerja 

pada Triwulan II Tahun 2022 yang terdiri dari 2 indikator, sebanyak 1 

indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai, 

dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Dalam mencapai indikator persentase pencari kerja yang sudah 

bekerja akan dilaksanakan upaya peningkatan SDM dan ketrampilan 

agar dapat bekerja baik disektor formal maupun informal sesuai 

dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. 

 

2.1.3.2   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 
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target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel berikut. 

Tabel 2.12  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II PEMBERDA
YAAN 
PEREMPUA
N DAN 
PERLINDUN

GAN ANAK 

         

1. Indeks 
Pemberdaya
an Gender 
(IDG) 

63,02 62,02 62,07 65,18 63 65,18 103,5% 
 

Dinsos 
P3AP2KB 

2. Tingkat 
partisipasi 
angkatan 
kerja 
perempuan 
dalam 
bekerja 

71,85% 71.57
% 

71,64% 64,05% 71,7
8% 

64,05
% 

97,34% 
 

Dinsos 
P3AP2KB 

3. Persentase 
pekerja 
perempuan 

60,97% 60,25
% 

82,62% 88,73% 60,7
9% 

88,73
% 

146% 
 

Dinsos 
P3AP2KB 

4. Cakupan 
perempuan 
dan anak 

korban 
kekerasan 
yang 
terselesaikan 
penanganan
nya pada 
unit layanan 
terpadu 

100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 100% 
 

Dinsos 
P3AP2KB 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 111,71

% 

  

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan II 

Tahun 2022 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 3 indikator 

berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan 

predikat kinerja sangat tinggi. 

Capaian kinerja yang melampaui target yaitu indikator Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) yang menggambarkan perbandingan 

(rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki, semakin 

kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara 

pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan indikator 

persentase pekerja perempuan karena dari jumlah perempuan yang 

bekerja sebanyak 176.524 orang dari angkatan kerja perempuan 

sebanyak 198.945 orang, serta dukungan minat bekerja perempuan 

di sektor formal dan informal.  
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Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan telah 

tercapai 100%. Dari laporan kasus kekerasan yang terjadi pada 

perempuan dan anak terdapat 7 kasus dan dapat diselesaikan di 

unit layanan terpadu perempuan dan anak. 

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

merupakan perbandingan antara angkatan kerja perempuan 

sebanyak 198.945 orang dengan penduduk usia kerja perempuan 

sebanyak 310.590 orang. Tingkat capaiannya belum dapat mencapai 

target karena banyak penduduk perempuan yang memasuki usia 

kerja 15 – 64 tahun memilih menjadi Ibu Rumah Tangga (bukan 

angkatan kerja) bukan bekerja (angkatan kerja). 

 

2.1.3.3   Pangan 

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.13  
Capaian Kinerja Urusan Pangan 

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III PANGAN          

1. Persentase 
ketersediaan 
pangan 
utama 

100% 100% 176,59% 161,12% 100
% 

75 75 
 

Dispertan 
dan pangan 

2. Persentase 
keamanan 
pangan 

90% 86% 90% 93% 89% 75 82,27 
 

Dispertan 
dan pangan 

3. Persentase 
penanganan 
daerah 
rawan 
pangan 

100% 80% 94,44% 100% 95% 50 52,6 
 

Dispertan 
dan pangan 

           

 Rata-rata capaian kinerja (%) 69,96   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pangan pada 

Triwulan II Tahun 2022 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 3 

indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat 

tinggi. 

Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target antara lain 

dengan segera melaksanakan kegiatan pengujian pangan segar dan 

intervensi terhadap produsen penghasil pangan segar serta 

melakukan pembinaan terhadap kelompok maupun desa rawan 

pangan. 
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2.1.3.4   Pertanahan 

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.14  
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV PERTANAHA
N 

         

1. Persentase 
luas tanah 
bersertifikat 

74,84% 74,75
% 

 

74,80% 79,93% 73,1
9% 

79,93
% 

109,20 
 

PUPR 

           

 Rata-rata capaian kinerja (%) 109,20   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pertanahan 

pada Triwulan II Tahun 2022 yang terdiri dari 1 indikator berstatus 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja 

tersebut telah melampaui target karena dari tanah seluas 

425.160.000 ha di Kabupaten Kudus, telah bersertifikat seluas 

339.682.289 ha.  
 

2.1.3.5   Lingkungan Hidup 

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan 

oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.15  

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 

No 
Aspek/ Program Indikator 

Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realisasi  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 

Tingkat 
Capaian 

RKPD 2022 
sd TW II (%) 

Statu

s 

 

 
PD 

PENAN
GGUN
GJAWA

B 

 
Target 

Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V LINGKUNGAN HIDUP          

1. Indeks kualitas air 50,85 46,00 47,22 47 49,6

4 

47 94,68 
 

PKPL

H 

2. Indeks kualitas udara 93,92 89,07 90,34 79,47 92,7
1 

79,47 85,72 
 

PKPL
H 

3. Indeks tutupan lahan 60,85 56,00 58,51 58,90 59,6
4 

58,90 98,76 
 

PKPL
H 

4. Cakupan pembinaan dan 
pengawasan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan yang 
memiliki izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup 

 

50% 20% 27,90% 47,06% 42% 66,92 159,33 
 

PKPL
H 
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No Aspek/ Program Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realisasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 

Tingkat 

Capaian 
RKPD 2022 

sd TW II (%) 

Statu
s 

 
 

PD 
PENAN

GGUN
GJAWA

B 

 

Target 
Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Persentase peningkatan 
komunitas pecinta lingkungan 

hidup 

5% 9% 14,28% 17,78% 5% 2% 40 
 

PKPL
H 

6. Persentase penanganan volume 

sampah 

72% 88% 42,88% 77% 73% 42,48% 58,19 
 

PKPL

H 

7. Proporsi ruang terbuka hijau 

(RTH) 

8,20% 8,15% 8,10% 8,16% 8,19

% 

8,11% 99,02 
 

PKPL

H 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 90,81   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan lingkungan 

hidup pada Triwulan II Tahun 2022 yang terdiri dari 7 indikator, 

sebanyak 1 indikator tercapai, dan 6 indikator berstatus akan 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu cakupan 

pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup karena dari jumlah perusahaan 

sebanyak 130 buah, telah dilaksanakan pembinaan dan 

pengawasan kepada 87 buah perusahaan. 

Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target 

Indikator Indeks kualitas air melalui pemantauan kualitas air 

sungai dan perairan umum secara berkala untuk memantau 

kualitas air, meningkatkan pemahaman aparat dalam 

menumbuhkan kesadaran masyarakat dari hulu hingga akhir akan 

pengelolaan lingkungan (sampah, limbah rumah tangga), 

memperketat pengawasan kepada kegiatan  yang membuang air 

limbah ke sungai, dan memperketat baku mutu di izin lingkungan 

kepada kegiatan yang membuang air limbah ke perairan 

umum/sungai. 

Untuk Indikator indeks kualitas udara, upaya yang 

dilaksanakan yaitu pemantauaan kepada kegiatan industri yang 

potensi menimbulkan pencemaran udara, meningkatkan 

penghijauan penyerap polutan disekitar industri, sosialisasi kepada 

kegiatan industri untuk mengganti bahan bakar yang rendah emisi 

dan memperketat kepada kegiatan industri yang mengajukan izin 

lingkungan terkait teknologi yang digunakan proses industri agar 

emis yang di hasilkan memenuhi baku mutu. 

Dalam pencapaian target indikator indeks tutupan lahan 

akan dilaksanakan optimalisasi pemantauan perubahan tutupan 

lahan, pemeliharaan tutupan hutan melalui berbagai 

program/kegiatan, dan penanaman pohon dengan berbagai 

pendekatan serta lebih banyak menyediakan RTH dan 

memultifungsikan RTH yang ada sebagai ruang terbuka publik yang 

dapat berfungsi sosial dan ekowisata. 

Pada indikator persentase peningkatan komunitas pecinta 

lingkungan hidup akan dioptimalkan untuk menumbuhkan 
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kesadaran dalam membentuk komunitas pecinta lingkungan hidup. 

Jumlah komunitas yang terbentuk tahun 2022 ditargetkan 

sebanyak 3 komunitas, namun baru terbentuk 1 komunitas,  dan 

upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target yaitu optimalisasi 

pembentukan bank sampah/komunitas lingkungan hidup lainnya 

di desa/kelurahan/ masyarakat dalam rangka penanganan sampah 

dari sumbernya dan optimalisasi kegiatan adiwiyata di sekolah-

sekolah dengan memberikan  pengetahuan dan kesadaran warga 

sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. 

Sedangkan indikator persentase penanganan volume sampah 

upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian target melalui 

sosialisasi kepada masyarakat/lembaga/desa persampahan dengan 

melakukan kegiatan pengurangan sampah, pemilahan sampah 

organik dan anorganik, memanfaatkan kembali, mendaur ulang 

serta mengubah sampah menjadi energi terbarukan dengan 

melakukan pengolahan sampah menjadi refuse derived fuel. 

Upaya pencapaian target pada indikator proporsi ruang terbuka 

hijau (RTH) melalui peningkatan kualitas ruang terbuka hijau 

khususnya taman di wilayah perkotaan  

2.1.3.6  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 

target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.16  
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  

No 
Aspek/ Program 
Indikator Kinerja 

Target 

RPJMD 

2018-2023 

Realisa

si  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 
Tingkat 

Capaian 
RKPD 2022 

sd TW II (%) 

Status 

 
 

PD 

PENANGGUNGJAW
AB 

 
Target Realisasi sd 

TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

VI. 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN 
PENCATATAN 

SIPIL 

         

 

1. 

Cakupan 

Kepemilikan Kartu 
Tanda Penduduk 

(KTP) 

100% 99,74% 99,18% 98,54% 100% 97,39% 97,39 

 

Dinas Dukcapil 

 

2. 

Cakupan 

Kepemilikan Akta 
Kelahiran Usia 0-

18 tahun 

100% 92,18% 95,60% 98,14% 100% 98,04% 98,04 

 

Dinas Dukcapil 

 
3. 

Cakupan 
Pengelolaan 

Database 

Kependudukan 

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50 

 

Dinas Dukcapil 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 81,81   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil pada Triwulan II Tahun 2022 

yang terdiri dari 3 indikator, seluruhnya  berstatus akan tercapai, 

dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target pada 

indikator cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui 

peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 
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melalui penambahan layanan di Kecamatan, Mall Pelayanan 

Publik (MPP) dan jemput bola usia pemula, pelayanan penerbitan 

dokumen terintegrasi (dalam bentuk paket layanan setiap ajuan 

peristiwa kependudukan akan menerbitkan 2/3/lebih dokumen 

kependudukan). Untuk indikator cakupan kepemilikan akta 

kelahiran usia 0 – 18 tahun melalui pelayanan jemput bola ke titik 

pelayanan dimana penduduk memiliki kendala aksesibilitas, sakit, 

berada di lembaga pemasyarakatan, terkendala untuk hadir ke 

tempat pelayanan masyarakat, sedangkan indikator cakupan 

pengelolaan Database Kependudukan melalui pengoptimalan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, khususnya 

pemutakhiran elemen data kependudukan. 

 

2.1.3.7   Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator 

kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 

2022, seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.17  

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 

Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 

 
PD 

PENANGGUNG
JAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VII PEMBERDAY
AAN 

MASYARAKA
T DAN DESA 

         

1. Persentase 
peningkatan 

kelembagaan 
dan 
perekonomia
n masyarakat 

desa 

30% 10% 15% 30,08% 25% 29,3% 117,2 
 

Dinas PMD 

2. Persentase 
desa yang 

bermasalah 

10% 50% 12% 11% 20% 11% 55 
 

Dinas PMD 

3. Persentase 
peningkatan 

kawasan 
perdesaan 

100% 25% 80% 100% 75% 20% 26,66 
 

Dinas PMD 

           

 Rata-rata capaian kinerja (%) 66,29   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan 

pemberdayaan masyarakat dan desa pada Triwulan II Tahun 2022 

yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai 

dan 2 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja 

sangat tinggi. 

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu persentase 

peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa karena 
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adanya peningkatan status IDM dengan status desa maju dari 69 desa 

menjadi 77 desa, dan status mandiri dari 17 desa menjadi 25 desa. 

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator 

persentase desa yang bermasalah melalui peningkatan kapasitas 

aparat pemerintah desa.  

Sedangkan capaian Indikator persentase peningkatan kawasan 

upaya yang akan dilaksanakan melalui percepatan pelaksanaan 

kegiatan dengan melibatkan stakeholder (universitas dan lembaga-

lembaga desa), karena penyusunan dokumen PKP (Peningkatan 

Kawasan Perdesaan) baru dalam tahap persiapan. 

 

2.1.3.8   Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 

target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan 

Triwulan II  Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.18  
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

No 

Aspek/ 

Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 

RPJMD 
2018-
2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 

Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 

 
PD 

PENANGGUNG
JAWAB 

 

Target Realisasi 
sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VIII PENGENDALI
AN 
PENDUDUK 

DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 

         

1. Total Fertility 
Rate (TFR) 

2,01 2,01 1,89 2,10 2,02 2,10 96,2% 
 

Dinsos 
P3AP2KB 

2. Cakupan 

peserta KB 
aktif 

72,00% 70,88

% 

71,07% 72,62% 71,0

0% 

72,62% 102,3% 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

3. Persentase 
penggunaan 

kontrasepsi 
jangka 
panjang 

14,00% 13,38
% 

14,35% 15,40% 14,0
0% 

15,40% 110% 
 

Dinsos 
P3AP2KB 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 102,8   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana pada Triwulan II Tahun 2022 yang 

terdiri dari 3 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 1 

indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat 

tinggi. 

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu indikator 

Cakupan peserta KB aktif karena dari jumlah pasangan usia subur 

sebanyak 145.064 PUS, yang aktif ber KB sebanyak 105.350 PUS. 

Dan untuk indikator persentase penggunaan kontrasepsi jangka 

Panjang karena dari 105.350 PUS yang aktif ber KB, sebanyak 16.227 

PUS aktif ber KB MKJP.  



II-25 

 

Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian target indikator 

Total Fertility Rate (TFR) melalui percepatan pelaksanaan kegiatan 

pendukung pencapaian TFR. 

 

2.1.3.9   Perhubungan 

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.19  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 

Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-

2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 

TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNG

JAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IX PERHUBUNG

AN 
 

         

1. Kecepatan 
rata-rata 

kendaraan 
bermotor di 
jalan 
perkotaan 

40 
km/jam 

34 36 37  38 36 94,74 
 

Dinas 
Perhubungan 

2. Persentase 
penyediaan 
fasilitas 

perlengkapan 
jalan pada 
daerah rawan 
kecelakaan 

90% 79,84
% 

83,49% 86% 88% 85,25% 96,88 
 

Dinas 
Perhubungan 

3. Kontribusi 
retribusi 
perparkiran 

dan terminal 
terhadap PAD 

0,019 0,019 - - - - 100 
 

Dinas 
Perhubungan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 97,21   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan perhubungan 

pada Triwulan II Tahun 2022 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 

indikator berstatus tercapai yang telah selesai pada tahun 2019, dan 

2 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat 

tinggi. 

Upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target 

indikator kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan 

adalah dengan melalukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada 

titik-titik kemacetan pada jam-jam sibuk. Dan untuk indikator 

persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan 

kecelakaan dengan melakukan pemenuhan cakupan pelayanan atas 

persediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan 

kecelakaan. 
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2.1.3.10   Komunikasi dan Informatika 

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja 

dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.20  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

X KOMUNIKA
SI DAN 
INFORMATI
KA 

         

1. Cakupan 
informasi 
yang 
dipublikasik
an melalui 
berbagai 
media 

100% 100
% 

100% 100% 100
% 

70% 70 
 

Dinas 
Kominfo 

2. Kebijakan 
internal 
SPBE 

3,06 1,94 3,12 2,30 3,06 2,3 75,16 
 

Dinas 
Kominfo 

3. Tata kelola 
SPBE 

2,43 1,43 2,43 1,90 2,43 1,9 78,19 
 

Dinas 
Kominfo 

4. Layanan 
SPBE 

3,03 2,55 3,39 3,49 2,7 3,49 129 
 

Dinas 
Kominfo 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 88,09   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan komunikasi 

dan perhubungan pada Triwulan II Tahun 2022 yang terdiri dari 4 

indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, dan 3 indikator 

berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Capaian kinerja yang telah melampuai target yaitu indikator 

Layanan SPBE karena rata-rata aplikasi yang baik aplikasi yang 

digunakan untuk layanan publik maupun administrasi telah 

mencapai level kolaborasi yaitu terintegrasi dengan aplikasi lain. 

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian 

indikator kebijakan internal SPBE melalui pencantuman indikator 

baru pada evaluasi SPBE berupa kebijakan penggunaan sistem 

penghubung layanan instansi dan audit TIK dalam Peraturan Bupati 

Kudus tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kudus. 

Sedangkan peningkatan capaian indikator tata Kelola SPBE melalui 

penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE sesuai konsep 

arsitektur nasional sebagai dasar penyusunan arsitektur SPBE di 

daerah. 
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2.1.3.11   Koperasi dan UKM 

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan 

oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.21  
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM   

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 

Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-

2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 

TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

XI KOPERASI 
DAN UKM 

         

1. Persentase 
koperasi 
aktif 

89% 87,7
3% 

86,33% 85,79% 88,7
5% 

45% 50,70 
 

Disnaker, 
Inkop, UKM 

2. Persentase 
perkembang

an Usaha 
mikro, kecil 
dan 
Menengah 

6% 4,80
% 

4,85% 5,70% 5,5
% 

2,6% 47,27 
 

Disnaker, 
Inkop, UKM 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 48,99   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan koperasi dan 

UKM pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 2 indikator, yang 

seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja tinggi. 

Pada indikator persentase koperasi aktif perlu upaya yang lebih 

intensif dan memacu kinerja koperasi agar lebih meningkatkan 

ketaatan terhadap ketentuan berkoperasi yang sehat. Upaya yang 

dilakukan melalui pembinaan, monitoring dang evaluasi kinerja 

koperasi. 

Target indikator persentase perkembangan usaha mikro, kecil 

dan menengah dari seluruh UMKM Kabupaten Kudus sebanyak 

17.182 UMKM, dan pada Triwulan II meningkat 446 UMKM atau 

2,6%. Upaya untuk mempercepat capaian kinerja melalui pemberian 

bantuan modal usaha kepada wirausaha, dukungan stimulan 

bantuan modal usaha dan pelatihan serta fasilitasi kemitraan 

pemasaran dengan pasar modern / retail dan berbasis IT serta 

fasilitasi kemitraan permodalan antara UMKM dengan perbankan. 

 

2.1.3.12   Penanaman Modal  

Kinerja penyelenggaran urusan Penanaman Modal ditunjukkan 

oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut : 
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Tabel 2.22  
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal  

No 
Aspek/ Program 

Indikator Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realisa
si  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 

RKPD 2022 

sd TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 

PENANGGU
NGJAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

XII PENANAMAN 

MODAL 

         

1. Persentase 
peningkatan 

jumlah investor 

10% 31,70% 320% -27,76% 8% -69,54% -869,25% 
 

DPMPTSP 

2. Realisasi investasi 
yang terlaporkan 

3,497 T 2,053 T 1,95T 0,73 T 3,33T 0,31 T 9,31% 
 

DPMPTSP 

3. Persentase 
pelayanan  
perijinan 

pembangunan 
dan lingkungan 
yang sesuai 
standar pelayanan 

60% 32,44% 24,36% 75% 55% 75,04% 136,4% 
 

DPMPTSP 

4. Persentase 
pelayanan 
perizinan 
perekonomian dan 

jasa usaha yang 
sesuai standar 
pelayanan 

80% 78% 98% 614% 80% 89% 111,2% 
 

DPMPTSP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) -153,09   

 Predikat kinerja Sangat 
Rendah 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan penanaman 

modal pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 4 indikator, sebanyak 

2 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras, 

dengan predikat kinerja sangat rendah. 

Capaian kinerja yang perlu upaya keras yaitu indikator 

persentase peningkatan jumlah investor disebabkan penghitungannya 

baru dapat terukur apabila telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun 

atau sampai dengan akhir tahun 2022.  Sampai dengan bulan Juni 

tahun 2022 jumlah investor sebesar 1.344 sedangkan jumlah investor 

di tahun 2021 sebesar 4.412. Persentase peningkatan jumlah investor 

dihitung dengan mengurangkan jumlah investor tahun 2022 sebesar 

1.344 dengan jumlah investor di tahun 2021 sebesar 4.412 dibagi 

dengan jumlah investor tahun 2021 dikalikan 100% sehingga didapat 

nilai -69,54%. Nilai negatif tersebut menunjukkan jumlah investor di 

tahun 2022 belum mengalami peningkatan dibanding dengan investor 

di tahun 2021. Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan 

minat investor untuk berinvestasi dengan mengadakan temu usaha 

dan kegiatan promosi investasi. Sedangkan indikator realisasi 

investasi yang terlaporkan sebesar 0,31 Trilyun sehingga tingkat 

capaian RKPD 2022 sampai dengan triwulan II sebesar 9,31% 

disebabkan realisasi investasi yang terlaporkan baru rilis sampai 

dengan triwulan I. Verifikasi atas realisasi investasi melalui LKPM 

dilakukan oleh BKPM di akhir bulan berikutnya setelah triwulan 

berakhir. Untuk triwulan II akan diverifikasi pada akhir bulan Juli 

2022, sehingga realisasi yang dipergunakan saat ini adalah realisasi 

triwulan I ditambah dengan realisasi perusahaan mikro sampai 
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dengan bulan Juni 2022 yang sudah tercatat di OSS dan tidak wajib 

LKPM. Upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan 

pendampingan pelaporan LKPM ke perusahaan sehingga jumlah 

investasi yang terlaporkan meningkat dan tetap memantau realisasi 

investasi perusahaan mikro lewat OSS. 

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator 

Persentase pelayanan  perijinan pembangunan dan lingkungan yang 

sesuai standar pelayanan dan Persentase pelayanan perizinan 

perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan karena  

meningkatnya minat masyarakat untuk mendirikan usaha di 

Kabupaten Kudus dan kesadaran untuk melegalkan usahanya melalui 

perizinan di OSS serta pulihnya iklim investasi pasca covid 19 juga 

turut mendukung meningkatnya jumlah perusahaan yang 

mengajukan izin. 

 

2.1.3.13   Kepemudaan dan Olahraga 

Kinerja penyelenggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator dalam 

RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti 

tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.23  
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

XIII KEPEMUDA
AN DAN 

OLAHRAGA 

         

1. Persentase 
organisasi 
pemuda 
yang aktif 

96,96% 96,4
3% 

81,00% 100% 95,9
5% 

100% 100 
 

Disdikpora 

2. Cakupan 

pembinaan 
olahraga 

92,00% 92,0

0% 

91,77% 92% 92% 92% 100 
 

Disdikpora 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 100   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 
Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kepemudaan 

dan olahraga pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 2 indikator, 

seluruhnya berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 

2.1.3.14   Statistik  

Kinerja penyelenggaran urusan Statistik ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 
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Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada table berikut : 

Tabel 2.24  
Capaian Kinerja Urusan Statistik  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

XIV STATISTIK          

1. Cakupan 
pelayanan 
data 
statistik 

sektoral 

100% 100
% 

100% 100% 100
% 

59,52
% 

59,52 
 

Dinas 
Kominfo 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 59,52   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan statistik pada 

Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator yang berstatus akan 

tercapai, dengan predikat kinerja Sedang. Capaian indikator cakupan 

pelayanan data statistik sektoral perlu ditingkatkan karena dari 42 

Perangkat Daerah baru 25 Perangkat Daerah yang mengirimkan data, 

sehingga ketersediaan data belum maksimal. Upaya yang 

dilaksanakan dalam pencapaian target dengan melakukan 

inventarisasi daftar data yang ada di semua Perangkat Daerah, 

melaksanakan penyusunan metadata statistik sektoral sebagai bagian 

dari wujud prinsip satu data berdasarkan daftar data yang telah 

disusun serta melakukan pengumpulan data berdasarkan daftar data 

yang telah disusun. 

 

2.1.3.15   Persandian 

Kinerja penyelenggaran urusan Persandian ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.25  
Capaian Kinerja Urusan Persandian  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

XV PERSANDIA
N 
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No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi 
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target 

Realisas
i sd TW 

II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Persentase 
perangkat 
daerah yang 
mengimple
mentasikan 
pengamana
n informasi 
dan 

persandian 

24% 9% 
 

44% 12% 18% 0% 0 
 

Dinas 
Kominfo 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 0   

 Predikat kinerja Sangat 
Rendah 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan persandian 

pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator yang berstatus 

perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Belum 

terealisasinya capaian kinerja urusan persandian disebabkan 

kurangnya aparatur yang menguasai keamanan informasi sehingga 

beberapa sub domain terkena insiden keamanan informasi, belum 

adanya tools untuk pengujian kerentanan aplikasi dan belum 

terbentuknya Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) 

di Pemerintah Kabupaten Kudus. 

Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian target yaitu dengan 

melaksanakan sosialisasi pengamanan informasi, dan meningkatkan 

penggunaan SSL pada aplikasi perangkat daerah. 
 

2.1.3.16   Kebudayaan 

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.26  
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

XVI KEBUDAYA

AN 

         

1. Persentase 
seni / 
budaya 
yang 
diaktualisas
ikan 
 
 
 

71% 48,0
% 

47% 53% 67% 41% 61,19 
 

Dinas 
Budpar 
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No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Persentase 
cagar 
budaya 
yang 
dikelola 
secara 
terpadu 

20% 16,0
0% 

22% 37,27% 19% 48% 252,63 
 

Dinas 
Budpar 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 156,91   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kebudayaan 

pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 2 indikator , seluruh 

indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat 

tinggi. 

Indikator Persentase cagar budaya yang dikelola secara 

terpadu telah melampaui target karena jumlah cagar budaya yang 

dikelola terpadu sebanyak 173 buah dari jumlah Obyek Diduga Cagar 

Budaya (ODCB) sebanyak 361 buah. Penetapan Cagar Budaya 

Peringkat Kabupaten/Kota dan kajian benda Cagar Budaya yang 

dilaksanakan di Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala 

Patiayam dibantu oleh Museum Sangiran dan Museum Ronggowarsito 

sehingga menambah banyak obyek cagar budaya yang dikelola secara 

terpadu.   

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target pada 

indikator persentase seni/budaya yang diaktulisasikan adalah dengan 

memberikan dukungan pentas seni/budaya di obyek wisata/desa 

wisata, menyelenggarakan pagelaran seni/budaya, pembuatan 

aplikasi pendataan organisasi kebudayaan Kudus, dan meberikan 

dukungan pentas seni/budaya untuk acara Car Free Day.  

 

2.1.3.17   Perpustakaan 

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

dalam tabel berikut : 

Tabel 2.27  

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 

(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 

Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

XVI
I 

PERPUSTAK
AAN 
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No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Persentase 
pengunjung 
perpustakaa
n per tahun 

9,4% 8,31
% 

2,35 % 1,14% 8,7
% 

0,42% 4,83 
 

Dinas Arpus 

2. Persentase 
ketersediaa
n bahan 
pustaka 

73,58% 70,8
7% 

70,78% 71,02% 73,0
0% 

71,02
% 

97,29 
 

Dinas Arpus 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 51,06   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan 

perpustakaan pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 2 indikator , 

sebanyak 1 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator 

berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Capaian indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator 

Persentase pengunjung perpustakaan per tahun karena jumlah 

pengunjung perpustakaan mengalami penurunan disebabkan 

pelayanan perpustakaan dilakukan pembatasan sehubungan masih 

berlangsungnya pandemi Covid-19, dimana jumlah pengunjung 

layanan perpustakaan, baik di perpustakaan induk, layanan 

perpustakaan keliling, car free day, kegiatan pelibatan masyarakat 

dan pengunjung pada aplikasi i Kudus sejumlah 3.676 orang. Upaya 

yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja melalui 

promosi layanan dan publikasi kegiatan perpustakaan diberbagai 

media baik media sosial, online maupun cetak, penambahan jenis 

layanan perpustakaan dengan pelibatan masyarakat, komunitas 

berupa pelatihan dan pemberalajaran gratis, serta penambahan 

koleksi buku. 

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian 

target kinerja indikator persentase ketersediaan bahan Pustaka 

melalui penambahan bahan pustaka baik pengadaan buku, 

hibah/bantuan dari stakeholder, maupun bantuan/hibah dari 

Perpustakaan Provinsi/Nasional. 

 

2.1.3.18   Kearsipan 

Kinerja penyelenggaran urusan Kearsipan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut : 
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Tabel 2.28  
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

XVI
II 

KEARSIPAN          

1. Persentase 
perangkat 
daerah yang 
melaksanak
an jadwal 
retensi arsip 
 

23% 8,31
% 
 

6,68% 25,58% 22,5
8% 

25,58
% 

157,13 
 

Dinas Arpus 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 157,13   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kearsipan 

pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator , berstatus 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Capaian indikator kinerja yang telah melampaui target karena 

Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang 

melaksanakan Jadwal Retensi Arsip (JRA) telah 11 Perangkat Daerah 

dari target 7 (tujuh) Perangkat Daerah.   

 

2.1.4    Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah   

Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan) 

2.1.4.1  Kelautan dan Perikanan 

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja 

dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.29  
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN 

         

1. Persentase 
peningkatan 
produksi 
perikanan 

100 88,9
9 
 

97,14% 98,01 98,9 53,89 54,49 
 

Distan dan 
Pangan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 54,49   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
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Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kelautan 

dan perikanan pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator, 

berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yaitu 

melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan agar 

dapat memfasilitasi dan memberikan akses dalam mengatasi kendala-

kendala agar produksi perikanan terus meningkat. 

2.1.4.2   Pariwisata 

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.30  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata  

No 

Aspek/ 

Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 

RPJMD 
2018-
2023 

Realis

asi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 

RKPD 
2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNG

JAWAB 

 

Target Realisasi 
sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II PARIWISATA          

1. Persentase 
kenaikan PAD 
sektor 

pariwisata 

14% 8% -57% -48% 13% 10,24 78,77 
 

Dinas Budpar 

2. Persentase 
peningkatan 

sarpras 
pariwisata 
yang memadai 

10% 0% 4% 0% 8% 0% 0 
 

Dinas Budpar 

3. Persentase 
peningkatan 
promosi 
pariwisata 

15% 13% 60% 80% 14% 24 171,43 
 

Dinas Budpar 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 83,4   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pariwisata pada 

Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator 

berstatus tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu 

upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.  

Capaian kinerja yang perlu upaya keras yaitu indikator 

persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai optimis 

akan dapat mencapai target karena kegiatan dilaksanakan sesuai 

jadwal yang telah ditentukan yakni bulan November 2022. 

Sedangkan capaian indikator yang telah melampaui target 

yaitu persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai 

karena kegiatan promosi pariwisata sampai dengan bulan Juni 2022 

telah tercapai sebesar 124% dari kegiatan promosi pariwisata tahun 

2021, sehingga sampai bulan juni 2022 terdapat peningkatan promosi 

pariwisata sebesar 24% dari tahun 2021. Promosi pariwisata 

dilaksanakan melalui media cetak, media online/TV dan media tatap 

muka.  
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Realisasi PAD pada sektor pariwisata pada tahun 2021 tercapai 

sebesar Rp. 1.681.436.055,00, dan realisasi PAD sampai dengan 

bulan Juni 2022 telah tercapai sebesar Rp. 1.853.604.268,00 atau 

110,24% dari realisasi PAD sektor pariwisata pada tahun 2021, 

sehingga telah mencapai peningkatan sebesar 10,24%. Dengan target 

kenaikan PAD sektor pariwisata tahun 2022 sebesar 13% atau 

sebesar Rp.1.900.022.742,15, maka optimis akan dapat mencapai 

target. 

 

2.1.4.3   Pertanian 

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.31  
Capaian Kinerja Urusan Pertanian  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III PERTANIAN          

1. Persentase 
peningkatan 
produktifita
s hasil 
pertanian / 
perkebunan 

100 102,
1 

96,50% 102,4 98,5
2 

98,3 99,78 
 

Distan dan 
Pangan 

2. Persentase 
peningkatan 
produksi 
peternakan 

100 81,3
1 

96,64% 88,53 95,2
4 

39 40,95 
 

Distan dan 
Pangan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 70,37   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pertanian 

pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 2 indikator, seluruhnya 

berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target indikator 

Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan 

antara lain dengan melakukan pembinaan dan pendampingan secara 

rutin kepada petani/kelompok tani agar dapat memberikan akses 

kebutuhan petani serta membangun infrastruktur pertanian dan 

memberikan bantuan sarpras pertanian/perkebunan terhadap 

kelompok tani agar produksi hasil pertanian/perkebunan terus 

meningkat.  

Capaian indikator persentase peningkatan produksi 

peternakan sangat dipengaruhi wabah Penyakit Mulut dan Kuku 

(PMK) pada hewan ternak, sampai bulan Juni 2022 sebanyak 454 



II-37 

 

ekor ternak bergejala klinis dengan kecamatan tertular 8 kecamatan 

yang tersebar pada 30 desa, dengan angka kesembuhan 297 ekor, 

potong paksa 31 ekor, pengobatan 124 ekor dan mati 2 ekor. Upaya 

yang akan dilaksanakan melalui percepatan penanganan dan 

pengendalian wabah PMK serta vaksinasi bagi hewan ternak 

 

2.1.4.4   Kehutanan 

Kinerja penyelenggaran urusan Kehutanan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Tahun 2022 

sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.32  
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan  

No 

Aspek/ 

Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 

RPJMD 
2018-
2023 

Realis

asi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 

RKPD 
2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNG

JAWAB 

 

Target Realisasi 
sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV KEHUTANAN          

1. Persentase 
tutupan 
lahan 

0,48% 0,08
% 
 

0,20% 9,95% 0,40
% 

14,92% 3730 
 

Dinas PKPLH 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 3730   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kehutanan 

pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator yang berstatus 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.  

Capaian indikator persentase tutupan lahan yang melampaui 

target karena telah dilaksanakan penanaman sebanyak 150 batang 

pohon di lahan Taman Huran Rakyat (Tahura), dimana 1 batang 

pohon diasumsikan memiliki tutupan lahan seluas 25 m2, sehingga 

tutupan lahan yang dihasilkan seluas 3.750 m2 dari luas Tahura 

yaitu 25.129 m2 (2,5 hektar) di Dukuh Ngrangit Desa Terban 

Kecamatan Jekulo sesuai persetujuan lahan dari Bupati Kudus Nomor 

522.6/4149/21.00/2019. 

 

2.1.4.5   Energi dan Sumber Daya Mineral 

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya 

Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator 

kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 

2022, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.33  
Capaian Kinerja Urusan ESDM  

No 

Aspek/ 
Program 

Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 

PENANGGUNG
JAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V ENERGI DAN 

SUMBER 
DAYA 
MINERAL 

         

1. Cakupan 
fasilitasi 
perizinan 
pemanfaatan 

energi dan 
sumber daya 
mineral 

100% 100% 
 

0% 20% 100
% 

0% 0 
 

DPMPTSP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 0   

 Predikat kinerja Sangat 
Rendah 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan Energi dan 

Sumber Daya Mineral pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 

indikator yang berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja 

sangat rendah. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Kudus belum ada 

usaha untuk energi baru terbarukan yang membutuhkan fasilitasi 

legalitas usaha di Kabupaten Kudus. Fasilitasi legalitas usaha 

tersebut dilaksanakan untuk memacu inovasi  terhadap sumber 

energi terbarukan yang mencakup sumber energi panas bumi, angin, 

biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, limbah produk 

pertanian dan perkebunan, serta limbah atau kotoran hewan ternak 

dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mempercepat 

pencapaian target bauran energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 

23% pada tahun 2025. Upaya yang perlu dilakukan adalah 

melakukan koordinasi dengan DPMPTSP dan BPESDM Propinsi Jawa 

Tengah tentang fasilitasi legalitas usaha energi baru terbarukan. 
 

2.1.4.6   Perdagangan 

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.34  
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan  

No 
Aspek/ Program 
Indikator Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-

2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 

TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNG

JAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI PERDAGANGAN          

1. Cakupan bina 

kelompok 
pedagang/ usaha 
informal 
 

 

70% 37,83

% 

41% 52,94% 60% 20% 33,33 
 

Dinas 

Perdagangan 
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No 
Aspek/ Program 
Indikator Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-

2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 

TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNG

JAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Cakupan 

pembinaan 
fasilitasi 
perdagangan, 
pengendalian 

bahan pokok dan 
barang penting, 
pengawasan 
barang 

bersubsidi serta 
pelaksanaan 
promosi 

100% 65% 37,03% 41,25% 95% 47,22% 50 
 

Dinas 

Perdagangan 

3. Cakupan 
fasilitasi 
perlindungan 
konsumen 

95% 75% 68,53% 72,88% 90% 50% 55,55 
 

Dinas 
Perdagangan 

4. Kontribusi 
pendapatan 
pasar terhadap 
PAD 

4,50% 2,28
% 

1,83% 2,84% 4,30
% 

2,37% 55,11 
 

Dinas 
Perdagangan 

5. Cakupan 
pengelolaan 
pasar rakyat 

95% 80% 80% 85% 90% 90% 100 
 

Dinas 
Perdagangan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 55,89   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan perdagangan 

pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 5 indikator,  sebanyak 1 

indikator berstatus tercapai dan  4 indikator berstatus akan tercapai,  

dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Pada indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha 

informal dari kelompok 30 yang ditargetkan dibina yang terbina baru 

6 kelompok, upaya yg dilaksanakan melalui peningkatan pembinaan 

kepada PKL dan menambah jumlah kelompok yang dibina. 

Untuk indikator cakupan pembinaan fasilitas perdagangan, 

pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang 

bersubsidi serta pelaksanaan promosi melalui koordinasi dengan 

pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

bahan pokok dan barang penting. Pada indikator cakupan fasilitasi 

perlindungan konsumen dengan melakukan pendataan potensi tera. 

Sedangkan untuk indikator kontribusi pendapatan pasar terhadap 

PAD adalah melaksanakan koordinasi dengan BPPKAD dalam upaya 

percepatan penyerahan Pasar Bitingan dan Pasar Jember, sehingga 

dapat memungut retribusi PKDnya, melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pemungutan serta penyetoran retribusi pasar. 

 

2.1.4.7   Perindustrian 

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Tahun 2022 

sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel 

berikut. 
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Tabel 2.35  
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VII PERINDUST
RIAN 

         

1. Persentase 
pertumbuha
n IKM 

0,40% 0,20
% 
 

0,25% 0,30% 0,35
% 

0,18% 51,4 
 

Disnaker,In
kop,UKM 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 51,4   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan perindustrian 

pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator yang berstatus 

akan tercapai,  dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian 

indikator persentase pertumbuhan IKM dengan mengadakan 

sosialisasi tentang alur proses perizinan berusaha dan melaksanakan 

fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha agar semakin 

mudah dan ringkas. 

2.1.4.8   Transmigrasi 

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Tahun 2022 

sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.36  
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi  

No 

Aspek/ 
Program 

Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Reali
sasi  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 

PENANGGUN
GJAWAB 

 
Target Realisa

si sd 
TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VIII TRANSMIG
RASI 

         

1. Persentase 
calon 
transmigran 
yang 
terfasilitasi 

25% 0% 
 

0% 0% 25% 0% 0 
 

Disnaker,In
kop,UKM 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 0   

 Predikat kinerja Sangat 
Rendah 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan transmigrasi 

pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator yang berstatus 

perlu upaya keras,  dengan predikat kinerja sangat rendah. Hal ini 

disebabkan selama masa pandemi Covid 19 kuota pengiriman 
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transmigran sangat terbatas dan juga karena masih menunggu proses 

kesiapan sarana tempat tinggal dan infrastruktur di lokasi 

transmigran. 

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja indikator 

persentase calon transmigran yang terfasilitasi yaitu dengan 

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah karena masih ada masyarakat 

yang berminat mengikuti program transmigrasi, meskipun terdapat 

kecenderungan minat yang menurun antara lain disebabkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat di Jawa dipandang cukup baik, daerah 

tujuan tidak sesuai dengan yang diharapkan para transmigran dan 

fasilitasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah belum optimal.  

 

2.1.5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur 
Pendukung Urusan Pemerintahan) 

2.1.5.1 Sekretariat Daerah 

Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat Daerah 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 target indikator kinerja 

dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.37  
Capaian Kinerja Unsur Pendukung  Sekretariat Daerah  

No 
Aspek/ Program 
Indikator Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Realisa
si  

2019 

Realisas
i 

2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 

Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 

 
PD 

PENANGGUNGJA
WAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I SEKRETARIAT 
DAERAH 

         

1. Persentase 
fasilitasi tata 
pemerintahan 

100% 100% 100% 100% 100
% 

85,7% 85,7 
 

Bagian 
Pemerintahan 

2. Persentase 
fasilitasi 
Kerjasama 

100% 100% 100% 100% 100
% 

73,3% 73,3 
 

Bagian 
Pemerintahan 

3. Persentase 
penataan 
terhadap 
peraturan 

perundang-
undangan dan 
penyelesaian 
penanganan 

kasus pemda 

90% 78,50% 84% 479% 89% 268% 301 
 

Bagian Hukum 

4. Persentase 
peningkatan 

produk hukum 
daerah yang 
diinformasikan 

97% 50% 90% 96% 97% 34% 35 
 

Bagian Hukum 

5. Persentase 
fasilitasi 
peningkatan 
kesejahteraan 

sosial dan 
kegiatan 
keagamaan 

100% 100% 90% 92,5% 100
% 

37,20% 37,20 
 

Bagian Kesra 

6. Persentase 

fasilitasi 
penyaluran dan 
pemanfaatan 

zakat, infak, 
sodaqoh 
 

100% 100% 100% 100% 100

% 

62,38% 62,38 
 

Bagian Kesra 



II-42 

 

No 
Aspek/ Program 
Indikator Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-

2023 

Realisa
si  

2019 

Realisas
i 

2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 

TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNGJA

WAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. Persentase 

efektifitas 
kelembagaan 
perangkat daerah 

100% 90% 88% 100% 95% 50% 52,63 
 

Bagian 

Organisasi 

8. Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

85 82,45% 84,81 86,88 83,5

% 

87,78 105,13 
 

Bagian 

Organisasi 

9. Nilai akuntabilitas 
kinerja 

83,00 66,36% 68,93 69,45 81 69,45** 85,74** 
 

Bagian 
Organisasi 

10 Indeks Reformasi 
Birokrasi 

90 59,35% 67,26 67,52 85 67,52** 79,44** 
 

Bagian 
Organisasi 

11. Cakupan 

pembinaan 
kelembagaan, 
ketatalaksanaan 

dan pelayanan 
publik, 
akuntabilitas 
kinerja 

pemerintah 
daerah dan 
reformasi 
birokrasi 

100% 100% 100% 100% 100

% 

77,78% 77,78 
 

Bagian 

Organisasi 

12. Persentase 
kelancaran 
pelayanan 
kedinasan kepala 

daerah/ wakil 
kepala daerah 

100% 100% 89,39% 107,1% 100
% 

95,59% 95,59 
 

Bagian Umum 

13. Persentase 

pelaksanaan 
rekomendasi TPID 

85% 100%  

100% 

100% 84% 50,00% 59,52 
 

Bagian 

Perekonomian  

14. Persentase 

kenaikan 
kontribusi laba 
BUMD terhadap 
PAD 

 
 
 
 

9% 31,23% 38,23% 3% 8% 8% 

 

100 
 

Bagian 

Perekonomian  

No Aspek/ Program 
Indikator Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-

2023 

Realisa
si  

2019 

Realisas
i 

2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 

PENANGGUNGJA
WAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

      7 8 9 10 11 

15. Persentase 

realisasi kegiatan 
pembangunan 
yang tepat waktu 

90% 89% 100% 89,97% 90% 84,16% 93,51 
 

Bagian 

Administrasi 
Pembangunan 

16. Persentase 
pelaksanaan 
pengadaan barang 
dan jasa 

95% 100,00
% 

98.85% 89,11% 90% 19,67% 21,86 
 

Bagian 
Pengadaan 

Barjas  

 Rata-rata capaian kinerja (%) 85,36   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
** Capaian tahun 2021 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur pendukung 

Sekretariat Daerah pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 16 

indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, sebanyak 13 

berstatus akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras,  dengan 

predikat kinerja sangat tinggi. 

Capaian indikator yang perlu upaya keras yaitu persentase 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa karena dokumen 

perencanaan pengadaan di Perangkat Daerah belum tersusun dan 

adanya aturan/kebijakan terkait DBHCHT sehingga proses pengadaan 
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barang dan jasa yang terfasilitasi sebanyak 12 paket dari target 

sampai dengan Juni 2022 sebanyak 61 paket. Upaya yang 

dilaksanakan dalam pencapaian target adalah pendampingan dan 

konsultasi persiapan pengadaan barang dan jasa serta berkoordinasi 

dengan Perangkat Daerah terkait. 

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu Persentase 

penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian 

penanganan kasus Pemda karena dikarenakan untuk penanganan 

perkara telah dilaksanakan 100 % atau 3 kasus dari yang ditargetkan, 

sedangkan untuk penyusunan draft Produk Hukum telah terealisasi 

sebanyak 166 draft (Perda : 6 draft, Perbup : 29 draft dan Kep Bupati : 

131 draft)  dari target sebanyak 60 draft. Sedangkan indikator Indeks 

Kepuasan Masyarakat karena realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat 

sampai dengan Triwulan II sebesar 87,78% dari target sebesar  83,5%. 

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian 

target indikator yang berstatus akan tercapai pada unsur pendukung 

Sekretariat Daerah, sebagai berikut : 

- Percepatan pelaksanaan penegasan batas wilayah; 

- Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi 

kerjasama dan fasilitasi penerimaan kunjungan kerja; 

- Semua Produk Hukum akan dipublikasikan, selain Produk Hukum 

yang dikecualikan secara aturan tidak diperbolehkan untuk 

disebarluaskan; 

- Percepatan kelengkapan administrasi pencairan hibah dan 

penyaluran serta pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh. 

- Pengoptimalan pengaturan cash flow agar semua belanja dapat 

terealisasikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan rumah tangga 

Kepala Daerah; 

- Melakukan evaluasi dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan 

dan pencapaian target kinerja. 

 

2.1.5.2 Sekretariat DPRD 

Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat DPRD 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja 

dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.38  
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD  

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGU
NGJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II. SEKRETARI
AT DPRD 

         

1. Persentase 
agenda 
kerja DPRD 
yang 

terealisasi 
 

100% 100
% 

100% 92,85% 100
% 

50,29
% 

50,29 
 

Sekretariat 
DPRD 
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No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGU
NGJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Persentase 
kegiatan 
DPRD yang 
dipublikasi
kan 
 

100% 100
% 

100% 100% 100
% 

57,86
% 

57,86 
 

Sekretariat 
DPRD 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 54,08   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur pendukung 

Sekretariat DPRD pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 2 

indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat 

kinerja sangat tinggi. 

Upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target 

indikator persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi dengan 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan agenda kerja DPRD yang telah 

ditetapkan dalan Badan Musyawarah. Sedangka indikator persentase 

kegiatan DPRD yang dipublikasikan dengan menginformasikan dan 

mempublikasikan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD yang 

terupdate/terkini. 

 

2.1.6 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur 
Penunjang Urusan Pemerintahan)  

2.1.6.1 Perencanaan  

Kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Perencanaan 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja 
dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.39    
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan 

No 
Aspek/ Program Indikator 

Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Realisa
si  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 

RKPD 2022 
sd TW II 

(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGU

NGJAWAB 

 
Target 

Realisa

si sd 
TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I PERENCANAAN          

1. Persentase konsistensi 

program RPJMD ke dalam 
RKPD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 
 

Bappeda 

2. Persentase konsistensi 
program RKPD ke dalam 

APBD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 
 

Bappeda 

3. Persentase keterisian 
data/informasi 

65% 58% 58,12% 58,43% 60% 60% 100 
 

Bappeda 

4. Cakupan fasilitasi 
perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi kinerja bidang 

pemerintahan dan sosial 
budaya 
 

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50 
 

Bappeda 
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No 
Aspek/ Program Indikator 

Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-

2023 

Realisa
si  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 

RKPD 2022 
sd TW II 

(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGU

NGJAWAB 

 
Target 

Realisa
si sd 

TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Cakupan fasilitasi 

perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi kinerja bidang 
prasarana wilayah, ekonomi 
dan sumber daya alam 

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50 
 

Bappeda 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 80   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang 

Perencanaan pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 5 indikator, 

sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, dan 2 indikator berstatus 

akan tercapai,  dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target yaitu 

dengan meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, 

dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

 

2.1.6.2 Keuangan 

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Keuangan 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja 

dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.40  
Capaian Kinerja Unsur  Penunjang Keuangan 

No Aspek/ Program Indikator Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realisasi  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 

Tingkat 
Capaian 

RKPD 2022 
sd TW II (%) 

Status 

 

 
PD 

PENANG
GUNGJA

WAB 

 

Target Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II KEUANGAN          

1. Persentase realisasi PAD 100% 102% 131,62% 137,5% 100% 43,06% 43,06 
 

BPPKAD 

2. Persentase klasifikasi dan kode 

rekening belanja yang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-
undangan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 
 

BPPKAD 

3. Rasio tahapan penyusunan LKPD 
sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 
 

BPPKAD 

No Aspek/ Program Indikator Kinerja Target 

RPJMD 
2018-

2023 

Realisasi  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 

Capaian 
RKPD 2022 

sd TW II (%) 

Status  

 
PD 

PENANG
GUNGJA

WAB 

 

Target Realisasi 

sd TW II  

      7 8    

4. Capaian realisasi pembayaran 

belanja PD 

95% 80% 88,95% 84% 95% 31,95% 31,95 
 

BPPKAD 

5. Persentase jumlah koreksi audit 
BPK terhadap total aset yang 
dimiliki Pemerintah Daerah 

90% 90% 99,57% 99,94% 90% 99,94%
** 

111,04** 
 

BPPKAD 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 77,21   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 

  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
** Capaian tahun 2021 
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Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang 

Keuangan pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 5 indikator, 

sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, dan 2 indikator berstatus 

akan tercapai,  dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Pada indikator persentase realisasi PAD capaiannya akan 

mencapai target disebabkan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang 

sah belum terealisasi karena penggantian BPJS dan belum 

dimutakhirkannya Perda tentang Tarif PKD (Pemakaian Kekayaan 

Daerah). Upaya yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan 

penagihan pajak dan penambahan alat pemantau transaksi pajak 

secara elektronik serta melakukan koordinasi dengan Perangkat 

Daerah pengelola pendapatan. 

Sedangkan pada indikator capaian realisasi pembayaran belanja 

PD capaiannya karena pekerjaan kontraktual yang sudah 

dilaksanakan belum dilaksanakan pembayaran dan belanja dari 

sumber DBHCHT baru dalam proses pengadaan, upaya yang 

dilaksanakan melalui percepatan pemenuhan persyaratan pencairan 

pelaksanaan pekerjaaan. 

 

2.1.6.3   Kepegawaian 

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Kepegawaian 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja 

dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.41  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian 

No 

Aspek/ 

Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 

RPJMD 
2018-
2023 

Realis

asi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 

RKPD 
2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNG

JAWAB 

 

Target Realisasi 
sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III KEPEGAWAIA
N 

         

1. Persentase 

layanan 
administrasi 
kepegawaian 
yang sesuai 

standard 
 

100% 100% 100% 100% 100

% 

100% 100 
 

BKPP 

No Aspek/ 

Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 

RPJMD 
2018-
2023 

Realis

asi  
2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 

Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status  

 
PD 

PENANGGUNG
JAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Persentase 
perangkat 
daerah yang 

berhasil 
melaksanaka
n kode 

etik/aturan 
perilaku 

95% 95% 95% 79% 95% 94% 99 
 

BKPP 

3. Persentase 
perangkat 

daerah yang 
taat terhadap 
laporan 
kepegawaian 

100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 100 
 

BKPP 
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No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 

Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-

2023 

Realis
asi  

2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 

TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNG

JAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Persentase 

sistem 
informasi 
kepegawaian 
yang 

terintegrasi 
dengan 
SIMPEG 

100% 50% 63% 75% 88% 75% 85 
 

BKPP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 96   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang 

Kepegawaian pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 4 indikator, 

sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, dan 2 indikator berstatus 

akan tercapai,  dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Indikator Persentase layanan administrasi kepegawaian yang 

sesuai standar telah tercapai karena usulan Kenaikan Pangkat 

sebanyak 687 dan Pensiun sebanyak 268 sampai dengan bulan Juni 

sudah terselesaikan dan tersampaikan kepada ASN.  

Untuk indikator persentase perangkat daerah yang berhasil 

melaksanakan kode etik/aturan perilaku sampai dengan bulan Juni 

tahun 2022 mencapai angka 94% karena sebanyak 32 Perangkat 

Daerah dari 34 Perangkat Daerah telah mematuhi kode etik/aturan 

perilaku (tanpa ada kasus), upaya yang dilaksanakan dalam mencapai 

target melalui peningkatan pembinaan kedisplinan. 

Indikator Persentase perangkat daerah yang taat terhadap 

laporan kepegawaian target pada bulan Juni tercapai sebesar 100% 

karena 34 Perangkat Daerah telah mematuhi pelaporan kepegawaian 

seperti pembuatan kartu kepegawaian, izin cuti dan pelaporan 

LHKPN.  

Pada indikator Persentase sistem informasi kepegawaian yang 

terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian sampai dengan 

bulan Juni terdapat Aplikasi sistem informasi yang terintegrasi sudah 

tercapai 6 Buah dari target 7 buah di Tahun 2022, yaitu: SIDICA 

(Aplikasi untuk mempermudah permohonan kartu identitas pegawai), 

SIHADIRV2 (Aplikasi untuk mempermudah  Manajemen Absensi 

pegawai), E-SKP (Aplikasi untuk mempermudah penyusunan kegiatan 

Sasaran Kerja Pegawai,E-Document (Aplikasi untuk Arsip Digital 

Pegawai), E-Cuti (Aplikasi untuk mempermudah proses pengajuan 

cuti), dan SIMPEG (Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian). Untuk mencapai target dibutuhkan 1 sistem aplikasi 

yang terintegrasi yang akan dirilis pada tahun ini yaitu aplikasi E-

Mutasi yang akan memudahkan Pengadministrasian Pegawai yang 

akan melakukan perpindahan jabatan ataupun unit kerja.  
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2.1.6.4   Pendidikan dan Pelatihan 

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Pendidikan dan 

Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target 

indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II 

Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.42  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan 

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV PENDIDIKA
N DAN 
PELATIHAN 

         

1. Persentase 
pejabat 
eselon II, III, 
IV JFU, JFT 
yang 
memenuhi 
standar 
kompetensi 

46% 32% 35,86 29,18% 45% 11,03
% 

24,51 
 

BKPP 

2. Persentase 
ASN yang 
memenuhi 
pendidikan 
dan 
pelatihan 20 
JP pertahun 

1,6% 9,69
% 

1,61 5,89% 1,6
% 

0% 0 
 

BKPP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 24,51   

 Predikat kinerja Sangat 
Rendah 

  

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang 

Pendidikan dan Pelatihan pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 2 

indikator, seluruhnya berstatus perlu upaya keras,  dengan predikat 

kinerja sangat rendah.  

Capaian kinerja yang perlu upaya keras yaitu Indikator 

Persentase pejabat eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar 

kompetensi karena sampai dengan bulan Juni terdapat 16 orang ASN 

yang mengikuti Tes Kompetensi yaitu Uji Kompetensi dalam rangka 

Evaluasi Kinerja JPT Pratama. Untuk Triwulan III akan dilanjutkan 

Tes Asesmen dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama yang masih kosong dan Penilaian Potensi Kompetensi (Talent 

Pool). Upaya yang akan  dilaksanakan dalam mencapai target yaitu 

segera melakukan penilaian potensi kompetensi untuk pengisian 

jabatan Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang masih kosong yang 

dijadwalkan pada semester II tahun 2022 ini dengan total peserta 

sebanyak 120 orang PNS. 

Sedangkan indikator Persentase ASN yang memenuhi 

pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun dikarenakan jadwal 

pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan baik 
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pengiriman Latsar maupun Pelatihan Teknis bagi PPPK baru 

dilaksanakan di semester II dengan jumlah peserta sebanyak 496 

orang. 

 

2.1.6.5  Penelitian dan Pengembangan 

Kinerja penyelenggaran unsur Penunjang Penelitian dan 

Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target 

indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II 

Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.43  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan 

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V PENELITIAN 
DAN 
PENGEMBA
NGAN 

         

1. Capaian 
fasilitasi 
bidang 
pengemban
gan dan 
penelitian 
daerah 

100% 57,1
4% 

 

57,14% 86% 86% 86% 100 
 

Bappeda 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 100   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang 

Penelitian dan Pengembangan pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri 

dari 1 indikator, berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja 

sangat tinggi, namun masih diperlukan adanya program improvement 

yang bersifat perubahan dan inovatif yang akan mendorong 

peningkatan kinerja. 

 

2.1.7.   Evaluasi    Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur 
Pengawasan Urusan Pemerintahan) 

2.1.7.1    Inspektorat Daerah 

Kinerja penyelenggaran Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja 

dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.44  
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan  Inspektorat Daerah 

No 
Aspek/ Program Indikator 

Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018-
2023 

Realisa
si  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisas
i 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II (%) 

Status 

 
 

PD 

PENANGGU
NG JAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I INSPEKTURAT DAERAH          

1. Persentase perangkat daerah 
yang bersih dari penyimpangan 
pengelolaan keuangan dan aset 
yang bersifat material 

100% 62% 93,02% 100% 100% 42% 42 
 

Inspektur 
Daerah 

2. Persentaset indaklanjut 
rekomendasi koordinasi 
supervise dan pencegahan KPK 

100% 79% 80,46% 79,40% 95%  45% 47 
 

Inspektur 
Daerah 

3. Persentase aduan pungli yang 
selesai ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 
 

Inspektur 
Daerah 

4. Persentase aduan masyarakat 

yang telah selesai ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 
 

Inspektur 

Daerah 

5. Nilai rata-rata maturitas SPIP PD 3,5 3,126 3,1 2,781 3,4 0 0 
 

Inspektur 
Daerah 

6. Persentase laporan gratifikasi 
yang telah selesai ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 
 

Inspektur 
Daerah 

7. Persentase perangkat daerah 

yang berpredikat WBK/WBBM 

32,4% 2,4% 4,76% 23,11% 26,5

% 

0 0 
 

Inspektur 

Daerah 

8. Persentase realisasi progress 
PMPRB 

100% 69% 69% 84% 95% 100% 100 
 

Inspektur 
Daerah 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 61,13   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Unsur Pengawasan 

Inspektorat Daerah pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 8 

indikator, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 2 indikator 

berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, 

dengan predikat kinerja sangat tinggi.  

Capaian kinerja yang perlu upaya keras yaitu indikator nilai rata-

rata matiritas SPIP PD karena penilaian maturitas baru akan 

dilaksanakan bula Oktober 2022, upaya yang dilaksanakan dalam 

pencapaian target adalah intensifikasi pendampingan Perangkat 

Daerah utamanya terhadap Perangkat Daerah yang tingkat 

kematangan pengendalian internalnya masih rendah. Sedangkan 

indikator persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM 

disebabkan penilaian predikat Zona Integritas (ZI) menuju 

WBK/WBBM dijadwalkan bulan September 2022, dan upaya yang 

dilaksanakan dalam pencapaian target melalui penambahan jadwal 

Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai calon Perangkat Daerah 

berpredikat WBK/WBBM dan intensifikasi pendampingan persyaratan 

pemenuhan Perangkat Daerah yang diusulkan. 

2.1.8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur 

Kewilayahan) 

2.1.8.1 Kecamatan 
Kinerja penyelenggaran unsur Kewilayahan Kecamatan 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja 

dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 

seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.45  
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan 

No 

Aspek/ 
Program 
Indikator 
Kinerja 

Target 
RPJMD 
2018-
2023 

Reali
sasi  
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 
RKPD 

2022 sd 
TW II 
(%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUN

GJAWAB 

 
Target Realisas

i sd TW 
II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I KECAMATA
N 

         

1. Cakupan 
fasilitasi 
dan 
penyelengga
raan 
pemerintah
an 

100% 100
% 

100% 97,59% 100
% 

85,39
% 

85,39 
 

9 
Kecamatan 
dan 9 
Kelurahan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 85,39   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 

Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Unsur Kewilayahan 

pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator, berstatus akan 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Upaya yang 

dilaksanakan dalam pencapaian target melalui peningkatan fasilitasi 

dan mengoptimalkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan agar 

tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.  

Namun demikian masih banyak dijumpai permasalahan-

permasalahan di wilayah yang memang masih harus diselesaikan 

secara berkesinambungan oleh Kecamatan, beberapa masalah yang 

muncul antara lain pelayanan publik terkait administrasi 

kependudukan yang belum optimal, pelestarian  budaya di kecamatan 

yang belum terfasilitasi dengan baik, belum opimalnya data  sosial 

kemasyarakatan yang akan  dijadikan fokus program pengentasan 

kemiskinan Pemerintah Daerah, penyelesaian perdes terkait APBD 

desa yang belum sesuai dengan ketentuan, koordinasi yang belum 

optimal terkait penanganan konflik sekaligus bencana yang tidak 

dapat diprediksi sebelumnya menjadi tugas dari Kecamatan, dan yang 

terakhir yang menjadi tugas dari Kecamatan adalah mengupayakan 

peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembinaan UMKM di 

wilayah Kecamatan. 

 

2.1.9 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur 
Pemerintahan Umum) 

2.1.9.1 Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kinerja penyelenggaran Unsur  Pemerintahan Umum Kesatuan 

Bangsa dan Politik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 

target indikator dalam RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II 

Tahun 2022, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.46  
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik 

No Aspek/ Program Indikator Kinerja 

Target 

RPJMD 
2018-2023 

Realisasi  

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Tingkat 
Capaian 

RKPD 
2022 sd 

TW II (%) 

Status 

 
 

PD 
PENANGGUNG

JAWAB 

 
Target Realisasi 

sd TW II  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK 

         

1. Persentase potensi konflik sosial 

yang tertangani 

100% 100% 100% 100% 100% 66,67% 66,67 
 

Kesbangpol 

2. Persentase tingkat partisipasi 
pemilih dalam pemilu 

85,98% 85,98% - - - - -  Kesbangpol 

3. Persentase potensi gangguan 
keamanan dari kelompok radikal 

yang tertangani 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 
 

Kesbangpol 

4. Persentase potensi konflik SARA 

yang tertangani 

100% 100% 75% 75% 100% 50% 50 
 

Kesbangpol 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 72,22   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (25 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 25%) 
Sangat Tinggi X>46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25 

 
 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Unsur  Pemerintahan 

Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada Triwulan II Tahun 2022 

terdiri dari 4 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 2 

indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator telah berakhir pada 

tahun 2019, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian target pada 

indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani dengan 

mengkoordinasikan jadwal kegiatan antara Forkopimda dengan 

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan 

Perangkat Daerah (TKPD). Sedangkan untuk indikator persentase 

potensi konflik SARA yang tertangani dengan mengagendakan 

audiensi bersama masyarakat sekitar pada kasus pendirian masjid 

Baithut Dhohirin LDDI Desa Jepang RT 05 RW 02 Kecamatan Mejobo 

yang merupakan kasus yang belum selesai dari tahun 2020. 

2.2 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MININAL (SPM)  SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional, maka perlu 

memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang 

Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat dan 

kawasan, Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 

serta bidang Sosial. Adapun capaian SPM sampai dengan Triwulan II 

sebagai berikut : 

Tabel 2.47 
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian Target Capaian 

Batas Waktu 
Capaian 

Realisasi 
Capaian 

 
URUSAN PENDIDIKAN 
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No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian Target Capaian 

Batas Waktu 
Capaian 

Realisasi 
Capaian 

1. Pendidikan Dasar Jumlah Warga 
Negara  7- 15 
Tahun yang 
berpartisipasi 
dalam Pendidikan 
Dasar (SD/MI, 
SMP/MTs) 

100 % 
(84.533) 

1 Tahun 104,06 % 
(87.966) 

2. Pendidikan 
Kesetaraan 

 

 

Jumlah Warga 
Negara Usia 7-18 
Tahun yang belum 
menyelesaikan 
pendidikan dasar 
dan/atau 
menengah yang 
berpatisipasi 
dalam pendidikan 
kesetaraan 

100 % 
(2.200) 

1 Tahun 66,7 % 
(1.467) 

3. Pendidikan Anak 
Usia Dini 

Jumlah Warga 
Negara Usia 5 – 6 
Tahun yang 
bepartisipasi 
dalam pendidikan 
PAUD 

100 % 
(4442) 

1 Tahun 67,8 % 
(300) 

 
URUSAN KESEHATAN 

1. Pelayanan 
Kesehatan Ibu 
Hamil 

Persentase Ibu 
hamil yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan 

100 % 1 Tahun 94,86% 

2. Pelayanan 
Kesehatan ibu 
bersalin  

Persentase Ibu 
Bersalin yang 
mendapatkan 
pelayanan 
Kesehatan  

100% 1 Tahun 100% 

3. Pelayanan 
Kesehatan bayi 
baru lahir 

Persentase bayi 
baru lahir yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan  

100% 1 Tahun 98,63% 

4. Pelayanan 
Kesehatan Balita 

Persentase balita 
yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan 

100% 1 Tahun 82,90% 

5. Pelayanan 
Kesehatan pada 
usia Pendidikan 
Dasar 

Persentase usia 
pendidikan dasar 
yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan sesuai 
standar 

100% 1 Tahun 79,52% 

6. Pelayanan 
Kesehatan pada 
usia Produktif 

Persentase usia 
prduktif yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

100% 1 Tahun 100% 
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No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian Target Capaian 

Batas Waktu 
Capaian 

Realisasi 
Capaian 

7. Pelayanan 
Kesehatan pada 
usia lanjut 

Persentase usia 
lanjut yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan sesuai 
standar 

100% 1 Tahun 100% 

8. Pelayanan 
Kesehatan 
penderita Diabetes 
Millitus 

Persentase 
penderita Diabetes 
Mellitus yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar  

100% 1 Tahun 100% 

9. Pelayanan 
Kesehatan 
penderita 
Hipertensi 

Persentase  
penderita 
hipertensi yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

100% 1 Tahun 100% 

10. Pelayanan 
Kesehatan orang 
dengan gangguan 
Jiwa berat 

Persentase ODGJ 
gangguan jiwa 
berat yang 
terlayani 
kesehatan 

100% 1 Tahun 100% 

11. Pelayanan 
kesehatan orang 
terduga TB 

Persentase orang 
terduga 
teberculosis yang 
mendapatkan 
pelayanan TB 
sesuai standar 

100% 1 Tahun 40,81% 

12. Pelayanan 
Kesehatan orang 
dengan resiko HIV 

Persentase orang 
beresiko terinfeksi 
HIV yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan yang 
bersifat 
peningkatan/ 
promotif dan 

pencegahan/ 
preventif 

100% 1 tahun 100% 

 
URUSAN PEKERJAAN UMUM 

1. Pemenuhan 
kebutuhan air 
minum sehari-hari 

Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
kebutuhan pokok 

100% Setiap 
tahun 

100% 

2. Penyediaan 
Pelayanan 
pengolahan air 
limbah domestik 
regional lintas 
kabupaten 

Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 
regional lintas 
kab/ kota 

100% Setiap 
Tahun 

100% 

 
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
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No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian Target Capaian 

Batas Waktu 
Capaian 

Realisasi 
Capaian 

1 Penyediaan dan 
Rehablitasi 
Rumah Layak 
Huni bagi Korban 
Bencana Alam 

Jumlah Warga 
Negara Korban 
Bencana yang 
Memperoleh 
Rumah Layak 
Huni 

100 % 
(42) 

Setiap 
Tahun 

     
(42) 

 

2 Fasilitasi 
Penyediaan 
Rumah Layak 
Huni bagi 
Masyarakat 
terkena Relokasi 
Program 

Pemerintah 
Daerah Kabupaten 

Jumlah Warga 
Negara yang 
terkena relokasi 
akibat Progam 
Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
yang memperoleh 

fasilitasi 
penyediaan rumah 
yang layak huni 

100 % 
(1) 

Setiap 
Tahun 

     
(1) 

  
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
 

1 Pelayanan 
Ketentraman dan 
Ketertiban  

Persentase jumlah  
warga negara yang 
memperoleh 
layanan akibat 
dari penegakan 
hukum Perda 
sesuai mutu  

100% Setiap 
Tahun 

100% 
 

2. Pelayanan 
Ketentraman dan 
Ketertiban 
 

Persentase jumlah 
warga negara yang 
memperoleh 
layanan akibat 
dari penegakan 
hukum Perda 
sesuai mutu dan 
pelayanan ganti 
rugi 

100% Setiap 
Tahun 

100% 

3. Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Kebakaran 

Persentase jumlah 
warga Negara yang 
memperoleh 
layanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
kebakaran 

100% Setiap 
Tahun 

100% 

  
URUSAN SOSIAL 
 

1. Rehabilitasi sosial 
dasar penyandang 
disabilitas telantar 
di luar panti 

Jumlah Warga 
Negara 
penyandang 
disabilitas yang 
memperoleh 
rehabilitasi sosial 
diluar panti 

100 % Setiap 
Tahun 

17,86 % 

2. Rehabilitasi sosial 
dasar anak 
terlantar di luar 
panti 
 

Jumlah anak 
telantar yang 
memperoleh 
rehabilitasi di luar 
panti 

100 % Setiap 
Tahun 

63,3 % 
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Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong 
Praja, BPBD, dan Dinas Sosial P3AP2KB, Dokumen LPPD Kabupaten Kudus, 2022 

 

2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kegiatan pada 

RKPD 2022 dengan menggunakan evaluasi realisasi DPA Perangkat Daerah. 

Hasil realisasi DPA Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 merupakan 

bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Untuk 

mengevaluasi tingkat capaian Renja Perangkat Daerah sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2022, dapat dikategorikan dalam predikat kinerja, yaitu : 

 Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja di atas 47,00 % (X > 47,00%). 

 Tinggi, untuk capaian kinerja diatas 38,00% sampai dengan 47,00% 

(47,00% ≥ X >38,00%). 

 Sedang, untuk capaian kinerja diatas 33,00% sampai dengan 38,00% 

(38,00% ≥ X >33,00%). 

 Rendah, untuk capaian kinerja diatas 26,00% sampai dengan 33,00% 

(33,% ≥ X >26,00%). 

 Sangat Rendah, untuk capaian kinerja sama atau kurang dari 26,00%    

(X ≤ 26,00%). 

 

Evaluasi Renja Perangkat Daerah dilaksanakan pada Perangkat 

Daerah dan Sub Unit yang terdiri dari 34 Perangkat Daerah dan Sub Unit  

yaitu 8 Bagian, 19 Unit Pelaksana Tugas (UPT) Puskesmas, 1 Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan, dan 9 Kelurahan. 

Berdasarkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja terhadap hasil Renja 

Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, 63 Perangkat 

Daerah dan Sub Unit atau 88,73% berpredikat Sangat Tinggi, 6 Perangkat 

Daerah dan Sub Unit atau 8,45% berpredikat Tinggi, 1 Perangkat Daerah 

atau 1,41% berpredikat Sedang, 0 Perangkat Daerah dan Sub Unit atau 0% 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian Target Capaian 

Batas Waktu 
Capaian 

Realisasi 
Capaian 

3. Rehabilitasi sosial 
dasar lanjut usia 
terlantar diluar 
panti 
 

Jumlah Warga 
Negara lanjut usia 
terlantar yang 
memperoleh 
rehabilitasi sosial 
diluar panti 

100 % Setiap 
Tahun 

57,4 % 

4. Rehabilitasi sosial 
dasar tuna sosial 
khususnya 
gelandangan dan 
pengemis di luar 
panti 
 

Jumlah Warga 
Negara/ 
gelandangan dan 
pengemis yang 
memperoleh 
rehabilitasi sosial 
dasar tuna sosial 

diluar panti 

100 % Setiap 
Tahun 

100 % 

5. Perlindungan dan 
jaminan sosial 
pada saat tanggap 
& paska bencana 
bagi korban 
bencana kab/kota 

Jumlah Warga 
Negara korban 
bencana kab/kota 
yang memperoleh 
perlindungan dan 
jaminan sosial 

100 % Setiap 
Tahun 

100 % 
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berpredikat Rendah dan 1 Sub Unit atau 1,41% berpredikat Sangat Rendah. 

Adapun 1 Sub Unit dalam kategori sangat rendah yaitu UPTD. Laboratorium 

Kesehatan. 

Kondisi rata-rata capaian kinerja evaluasi terhadap hasil Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 

disajikan dalam Tabel berikut. 

Tabel 2.48 
Rata-Rata Capaian Kinerja Evaluasi terhadap Renja PD  

Tahun 2022 s.d Triwulan II Tahun 2022 

 

No Kategori 
Rata-rata Capaian Kinerja 

Jumlah PD/Sub Unit  % 

1 SANGAT TINGGI 63 88,73 

2 TINGGI 6 8,45 

3 SEDANG 1 1,41 

4 RENDAH 0 0 

5 SANGAT RENDAH 1 1,41 

 JUMLAH 71 100 

 

 
Secara umum permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBD 

sehingga realisasi kinerja yang meliputi kinerja penyerapan keuangan dan 

kinerja fisik kurang baik antara lain: 

⁻ Beberapa kegiatan masih menunggu/menyesuaikan regulasi / jadwal 

dari Pemerintah Provinsi uaupun Pusat sehingga pada periode ini belum 

terlaksana dengan maksimal; 

⁻ Pelaksanaan kegiatan DBHCHT menunggu penyesuaian PMK 

215/PMK.07/2021 yaitu pada Perangkat Daerah dan Sub Unit penerima 

DBHCHT yang terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmonohadi, 

Dinas Kominfo, Disnakerinkop UKM, Dinsos P3AP2KB, Satpol PP, 

Bagian Perekonomian, 19 UPT. Puskesmas dan 1 UPTD. Laboratorium 

Kesehatan. 

⁻ Untuk paket pekerjaan melalui penyedia dilaksanakan secara 

kontraktual masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, selesai masa 

kontrak estimasi selesai kontrak di bulan Juli. Metode pembayaran 

sekaligus / dibayarkan 100% setelah selesai pekerjaan. sehingga 

penyerapan di bulan Mei masih rendah karena penyerapannya di 

kegiatan dibelanja rutin;  

⁻ Adanya kegiatan yang kurang sesuai penjabaran DPA nya sehingga 

menunggu perubahan APBD untuk menyesuaikan. Adanya kegiatan 

yang mengalami penundaan jadwal kegiatan menyebabkan realisasi 

target dan serapan anggaran tidak sesuai; 

⁻ Penetapan target kinerja ada yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, 

sehingga untuk indikator yang terlalu tinggi akan sulit dalam 

pencapaian, sedangkan target terlalu rendah sehingga capaian 

melampuai target meskipun baru pada Triwulan II, perubahan target 

indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai. 
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Solusi yang dapat diambil atas permasalahan yang ada antara lain:  

⁻ Peningkatan atau percepatan manajemen pelaksanaan kegiatan dan 

pelaporan terutama dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban 

kegiatan; 

⁻ Perlu dilaksanakan penyesuaian dan percepatan jadwal pelaksanaan 

kegiatan DBHCHT sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. 

⁻ Lebih meningkatkan capaian kinerja dan meningkatkan koordinasi dan 

kerjasama dalam melaksanakan program dan kegiatan. 

⁻ Perlu dilakukannya sinkronisasi antara serapan anggaran dan capaian 

kinerja pada Perangkat Daerah, dan Unit Perangkat Daerah, dengan 

penjadwalan kegiatan yang telah direncanakan. 

⁻ Perlu dilakukan pengkajian ulang tentang penentuan indikator, volume 

dan satuan pada kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat 

capaian kinerja dapat diukur dengan baik dan benar. 

 

Untuk mengetahui secara lengkap kondisi capaian evaluasi terhadap 

hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II (Mei) 

Tahun 2022 dapat disajikan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kudus 

Nomor   Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus 

Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2022.  

 

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab 

berbagai permasalahan yang diidentifikasi terdapat gap antara kondisi yang 

ada dengan kondisi yang diharapkan. Pada RKPD Perubahan Tahun 2021 
permasalahan daerah juga memperhatikan dampak Corona Virus Disease 
2019 (COVID 19) yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan 
masyarakat, namun berdampak pula pada permasalahan sosial dan 
ekonomi.  

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang 

teridentifikasi pada masing-masing urusan, adalah sebagai berikut : 

2.4.1  Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

1) Pendidikan 

Pembangunan pendidikan merupakan faktor yang sangat 

penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya 

manusia. Dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten 

Kudus, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan 

penanganan sebagai berikut :   

a)  Belum optimalnya mutu dan akses Pendidikan. 

b) Masih kurangnya jumlah dan kompetensi sumberdaya pendidik 

pendidikan dasar. 

c) Masih kurangnya kompetensi pendidik pendidikan non formal. 

2) Kesehatan 

Pembangunan Kesehatan juga merupakan faktor yang 

mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan 

Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan 



II-59 

 

masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat, masih ada beberapa permasalahan antara lain  

a) Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting. 

b) Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi. 

c) Masih rendahnya cakupan penemuan jumlah suspek 

Tuberculoisis. 

d) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam 

upaya pemulihan layanan kesehatan akibat Pandemi Covid-19. 

e) Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan dasar 

dan rujukan. 

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kudus dalam 

penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 

berkaitan dengan belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar. 

Kondisi jalan dan jembatan yang rusak atau tidak mantap akan 

berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan ekonomi maupun sosial, serta masih 

terdapatnya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiataan penataan ruang. 

Beberapa permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan 

ruang antara lain : 

a. Masih adanya jalan dalam kondisi tidak mantap.   

b. Adanya pendangkalan sungai/saluran. 

c. Masih kurangnya infrastruktur air minum yang layak dan aman. 

d. Masih kurangnya infrastruktur air limbah domestik yang layak. 

e. Dimensi saluran drainase belum memadai. 

f. Beberapa kerusakan jembatan yang belum tersentuh rehabilitasi/ 

pemeliharaan. 

g. masih adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang belum 

memenuhi standar administratif dan teknis. 

h. Masih adanya bangunan yang peruntukannya belum sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena belum berijin maupun 

ketidakesuaian bangunan existing dengan RTRW.  

i. perlunya upaya peningkatan kompetensi tenaga konstruksi 

maupun kualitas penyelenggara jasa konstruksi. 

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman, 

nyaman dan berkelanjutan termasuk kebutuhan dasar dalam 

kehidupan manusia. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

perumahan dan Kawasan permukiman terdapat beberapa 

permasalahan antara lain : 

a. Terkendala pemenuhan persyaratan administrasi dan pendataan 

terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan 

permukiman kumuh.  

b. Belum terpenuhinya kebutuhan rumah dimasa yang akan datang 

secara memadai. 

c. Belum optimalnya pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana 

umum perumahan permukiman. 

d. Masih adanya permukiman kumuh/ilegal. 
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5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan wilayah yang kondusif. 

Dalam rangka mewujudkannya masih ada permasalahan yang 

dihadapi, antara lain : 

a. Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan 

ketertiban umum di wilayah kabupaten Kudus 

b. Belum terpenuhinya mutu minimal layanan dasar meliputi 

barang/jasa dan SDM trantibumlinmas 

c. Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana 

d. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

e. Belum optimalnya peningkatan pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana dan korban kebakaran. 

6) Sosial 

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu 

upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk 

mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya 

kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial 

telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus, namun masih 

terdapat beberapa permasalahan antara lain : 

a. Bertambahnya jumlah keluarga miskin karena Pandemi Covid-19. 

b. Masih perlunya penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan 

trauma bagi korban bencana kabupaten. 

 

2.4.2  Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 

1) Tenaga Kerja  

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor 

keberhasilan pembangunan. Meskipun pada Tahun 2021 terjadi 

kenaikan potensi ekonomi dari sisi penyediaan lapangan kerja baik di 

sektor formal maupun informal yang menyerap tenaga kerja di 

Kabupaten Kudus, namun masih ada permasalahan dalam 

meningkatkan partisipasi Angkatan kerja, antara lain : 

a) Masih kurangnya pelatihan ketrampilan dan pengembangan 

kompetensi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja baik 

formal dan informal 

b) Meningkatnya angka pengangguran akibat bencana non alam 

c) Belum optimalnya sinergitas, harmonisasi dan kerjasama antara 

pemerintah dengan sektor swasta (perusahaan) dalam mengelola 

tenaga kerja guna peningkatan produktivitas baik tenaga kerja 

maupun perusahaan 

d) Belum optimalnya pelayanan hubungan industrial di Kabupaten 

Kudus sehingga berpotensi terjadinya perselisihan antara tenaga 

kerja dengan perusahaan 
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2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender 

dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan 

anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam 

kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yang 

perlu perhatian antara lain: 

a. Belum terpenuhinya nilai maksimal kesetaraan perempuan 

dengan laki-laki. 

b. Penduduk perempuan yang memasuki usia kerja (14 – 64 tahun) 

memilih menjadi ibu rumah tangga (bukan angkatan kerja) bukan 

bekerja (angkatan kerja). 

c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

3) Pangan 

Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah, 

keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan 

dipengaruhi oleh cadangan pangan pemerintah maupun masyarakat. 

Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin 

tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi. Pola 

konsumsi masyarakat Kudus masih didominasi dari kelompok pati-

patian untuk sumber karbohidratnya. Data tahun 2020-2022, 

proporsi konsumsi pati-patian ada di skor maksimum yaitu 25 

sementara umbi-umbian masih rendah yaitu capaian kisaran 0,8-0,9 

dari angka ideal 2,5. Pada kelompok pangan hewani, proporsi 

konsumsi telah mencapai angka maksimum/ideal sesuai dg AKG 

(angka kecukupan gizi) yang dianjurkan yaitu 22,6-24 dari 24. 

Walaupun telah mencapai angka maksimum namun variasi konsumsi 

masih terfokus pada pati-patian hal inilah yang harus diupayakan 

yaitu mendorong masyarakat agar memvariasi makanan pokok yang 

dikonsumsi agar beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). 

Kabupaten Kudus telah berupaya untuk mewujudkan ketahanan 

pangan, namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

a) Masih kurangnya diversifikasi pada pola konsumsi masyarakat 

agar beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) 

b) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan 

c) Masih banyaknya pangan segar yang tidak layak konsumsi 

d) Masih perlunya pendampingan dan pembinaan terhadap produsen 

penghasil pangan segar secara intensif. 

4) Pertanahan 

Peningkatan akses dan aset reforma agraria dilaksanakan untuk 

menjamin perlindungan akses masyarakat terhadap kepemilikan 

tanah serta redistribusi lahan. Dalam upaya pelaksanaannya terdapat 

beberapa permasalahan antara lain : 

a) Belum ada kesepakatan luasan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan) untuk pembangunan Bendungan Logung. 

b) Belum adanya kesepakatan desain peta KTP Jalan Lingkar segmen 

Klumpit. 
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5) Lingkungan Hidup 

Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan 

dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya masih 

terdapat beberapa permasalahan, antara lain : 

a. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

b. Adanya potensi kerusakan lingkungan. 

c. Masih adanya potensi pencemaran lingkungan. 

d. Perlunya tolok ukur evaluasi pengelolaan lingkungan hidup. 

e. Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan. 

f. Belum optimalnya kinerja persampahan. 

g. Degradasi ruang terbuka hijau publik dan berkurangnya 

keanekaragaman hayati. 

h. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam keberlanjutan 

dan pelestarian lingkungan hidup. 

i. Kelebihan kapasitas di TPA Tanjungrejo. 

6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan dan pendayagunaan hasilnya yang ditujukan untuk  

peningkatan pelayanan publik, masih menemui beberapa 

permasalahan, meliputi : 

a. Belum optimalnya pelayanan pendaftaran kependudukan 

khususnya kurangnya akses (jarak, informasi) masyarakat dalam 

pengurusan dokumen pendaftaran kependudukan. 

b. Belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil khususnya 

kurangnya akses (jarak, informasi) masyarakat dalam pengurusa 

dokumen pencatatan sipil. 

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pemberdayaan masyarakat berperan cukup penting dalam 

proses pembangunan, dimana masyarakat berpartisipasi dan 

berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun 

sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Dalam 

melaksanakan proses tersebut terdapat beberapa permasalahan yang 

dihadapi yaitu: 

a. Masih ditemukannya desa yang bermasalah hukum. 

b. Masih ditemukannya desa yang bermasalah dalam pengelolaan 

keuangan. 

c. Masih banyaknya kelembagaan desa yang belum berfungsi secara 

optimal 

d. Kurang berkembangnya perekonomian masyarakat desa melalui 

BUMdesa/Bumdesa bersama 

e. Perlunya upaya pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat 

desa melalui kerjasama antar desa 

f. Perlunya penguatan infrastruktur guna mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 
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8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan 

sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan 

penduduk dengan kapasitas sumber daya. Permasalahan yang masih 

perlu perhatian antara lain: 

a) Belum optimalnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 

b) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan keluarga melalui 

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

c) Masih kurangnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam 

pembangunan keluarga 

9) Perhubungan 

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan 

kapasitas dan kualitas pelayanan dan penyediaan aksesibilitas jasa 

perhubungan kepada masyarakat yang akan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya masih ditemui 

permsalahan sebagai berikut : 

a) Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas-

ruas jalan perkotaan dalam rangka meminimalisasi potensi 

kemacetan pada jam sibuk dan kerawanan kecelakaan. 

10) Komunikasi dan Informatika 

Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi 

publik sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, 

efektif, transparan dan partisipatif. Dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan informasi dan komunikasi publik tersebut, masih 

terdapat beberapa permasalahan antara lain : 

a) Belum optimalnya peran Kelompok Informasi Masyarakat sebagai 

mitra Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya transparansi 

informasi dan desiminasi informasi Pemerintah Daerah. 

b) Belum optimalnya keterlibatan Perangkat Daerah dalam upaya 

membangun pengelolaan komunikasi publik. 

11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, Usaha Kecil Menengah 

(UKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu 

menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian, 

menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat 

pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja sehingga 

mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat 

kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. 

Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi UKM masih 

ditemukan permasalahan yaitu: 

a) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan koperasi. 

b) Persaingan perkembangan lembaga keuangan di luar Koperasi. 

c) Kewenangan yang terbatas dalam pembinaan dan pengawasan  

Koperasi. 

d) Kurang optimalnya fasilitasi kemitraan pemasaran dan 

permodalan untuk UMKM. 
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12) Penanaman Modal 

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong 

peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat 

permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman 

modal, yaitu: 

a. Belum optimalnya upaya peningkatan realisasi investasi. 

b. Tidak terlaporkannya realisasi investasi bagi pelaku usaha yang 

modalnya di bawah 1 Milyar ke sistem pelaporan LKPM. 

c. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang 

mampu mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Kudus. 

13) Kepemudaan dan Olah Raga 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda 

untuk berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan 

prestasi olahraga, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan 

antara lain: 

a) Belum optimalnya prestasi olah raga. 

b) Kurangnya sarana olahraga yang memenuhi standar. 

14) Statistik 

Ketersediaan data yang valid sangat penting dalam proses 

penyusunan kebijakan publik. Perangkat Daerah sebagai produsen 

data diharapkan mampu menyediakan data yang andal. Dalam 

mewujudkannya masih ditemukan permasalahan antara lain : 

a) Belum adanya satu data yang terintegrasi di tingkat Kabupaten 

Kudus. 

15) Persandian 

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan 

menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah 

merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi 

informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti 

penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman 

dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-

government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh 

pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Dalam pengelolaan 

persandian masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut  : 

a. Masih adanya perangkat daerah yang belum 

mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian. 

b. Masih adanya perangkat daerah yang belum menerapkan 

pemanfaatan sertifikat elektronik. 

16) Kebudayaan 

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mempertahankan, 

melestarikan, menjaga dan mewarisi budaya lokal sehingga dapat 

memperkokoh budaya bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi 

Kabupaten Kudus dalam pembangunan kebudayaan antara lain :  

a) Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan 

dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan daerah. 

b) Belum optimalnya pengelolaan registrasi dan perlindungan, 

pengembangan serta pemanfaatan cagar budaya. 
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17) Perpustakaan 

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca 

masyarakat, permasalahan yang dihadapi antara lain : 

a. Promosi untuk meningkatkan minat baca kepada masyarakat 

masih kurang. 

b. Kurang optimalnya kualitas layanan perpustakaan kepada 

masyarakat. 

c. Belum dilakukannya pengukuran tingkat kegemaran membaca 

masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat. 

d. Pengembangan perpustakaan belum menjadi prioritas 

pembangunan di kecamatan, desa dan sekolah. 

e. Ketersediaan bahan Pustaka di Perpustakaan Daerah tidak 

sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kudus. 

f. Kualitas bahan Pustaka masih kurang memadai. 

g. Koleksi buku digital dan koleksi terbitan berkala masih kurang. 

18) Kearsipan 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

salah satunya didukung sistem penyelenggaraan kearsipan yang 

komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar 

dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan 

arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti 

pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan 

dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan dan 

penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa 

permasalahan antara lain : 

a. Kualitas pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah kurang 

maksimal. 

b. Belum adanya sosialisasi tentang kaidah baku terhadap produk 

hukum/arsip bernilai sejarah pada Perangkat Daerah. 

c. Belum adanya buku panduan tentang prosedur penyusutan 

arsip. 

d. Belum adanya sosialisasi prosedur penyerahan arsip inaktif ke 

LKD yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun. 

e. LKD belum mengadakan Bimtek kearsipan untuk pengelola 

kearsipan pada Perangkat Daerah. 

f. Belum adanya sosialisasi arsip vital kepada Perangkat Daerah. 

 

2.4.3 Urusan Pilihan 

1) Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kudus tidak memiliki potensi perikanan laut namun 

memiliki potensi perikanan darat. Pembangunan perikanan telah 

dilaksanakan melalui budidaya dan pengolahan perikanan, namun 

masih dijumpai permasalahan, antara lain :  

a) Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kepada 

pembudidaya ikan dan pengolahan ikan. 

b) Kurangnya inovasi untuk peningkatan produksi perikanan. 
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2) Pariwisata 

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk 

dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan 

berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dalam upaya 

pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil 

menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya masih 

terdapat permasalahan antara lain : 

a) Belum optimalnya pembangunan destinasi pariwisata. 

b) Belum optimalnya pembangunan kelembagaan dan pemasaran 

pariwisata. 

3) Pertanian 

Pembangunan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, 

perkebunan dan peternakan yang diarahkan untuk menjaga tingkat 

produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pangan, pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk. Namun 

pada faktanya ada kejadian yang sangat berpotensi mengganggu 

tingkat produktivitas ternak dengan adanya wabah penyakit mulut 

dan kuku yang menyerang ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, 

kambing dan domba. Permasalahan lain yang perlu penanganan lebih 

lanjut adalah turunnya kebutuhan konsumsi hasil peternakan serta 

naiknya harga pakan ternak. 

4) Kehutanan 

Pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka 

meningkatkan daya dukung fungsi lindung secara berkelanjutan. 

Permasalahan yang dihadapi yaitu : 

1) Potensi berkurangnya tutupan lahan. 

5) Energi dan Sumber Daya Mineral 

Urusan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kudus adalah berupa pemberian izin 

pengelolaan panas bumi atau energi baru terbarukan (EBT), dan 

sampai saat ini belum ada yang mengajukan perizinan panas bumi 

disebabkan karena tidak terdapat potensi panas bumi baru yang 

terbarukan, namun demikian dimungkinkan adanya penemuan 

sumber energi baru yang terbarukan, dan permasalahan yang 

dihadapi yaitu :  

a) Belum adanya inovasi mengenai sumber energi terbarukan. 

6) Perdagangan 

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran 

strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan 

jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong 

pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan 

perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan 

pemerataan pendapatan sekaligus pemerataan antar wilayah. Adapun 

permasalahan yang masih menjadi kendala adalah: 

a. Belum optimalnya upaya pembinaan kelompok pedagang/ usaha 

informal 
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b. Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi perdagangan, 

pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan 

barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi 

c. Masih rendahnya kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD 

d. Masih kurangnya diversifikasi produk unggulan yang berpotensi 

menjadi komoditas ekspor 

e. Belum optimalnya penyebarluasan informasi guna pengenalan 

produk ekspor dalam pameran, misi dagang maupun pencitraan 

produk 

f. Masih kurangnya optimalisasi pelaksanaan metrologi legal berupa 

tera, tera ulang dan pengawasan pada produk-produk 

perdagangan dalam upaya perlindungan konsumen 

7) Perindustrian 

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin 

pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini 

disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di 

sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta 

kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari 

setiap input atau bahan dasar yang diolah. Namun permasalahan 

Perindustrian yang masih menjadi kendala adalah : 

a) Pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah 

belum optimal. 

8) Transmigrasi 

Transmigrasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan 

dan melakukan pemerataan pembangunan serta memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa. Namun masih dijumpai 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Fasilitasi terhadap program transmigrasi belum optimal. 

b. Menurunnya minat masyarakat terhadap program dan daerah 

tujuan transmigrasi. 

 

2.4.4  Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

1) Sekretariat Daerah 

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yang penting dalam 

pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam pelaksanaannya menghadapi  

beberapa permasalahan, sebagai berikut : 

a. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang 

Pemerintahan dan Kesra. 

b. Belum optimalnya pelayanan administrasi umum lingkup 

Sekretariat daerah. 

c. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian 

dan pembangunan. 

2) Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang 

membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
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bidang pemerintahan umum dengan fungsi mengkoordinasikan, 

mengintegrasikan dan mensinkronkan penyelenggaraan tugas 

pimpinan dan anggota DPRD, yang secara teknis juga membantu 

kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD serta secara 

administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam 

pelaksanaannya permasalahan yang dihadapi yaitu : 

a) Masih adanya agenda kerja DPRD yang belum terealisasi. 

 

2.4.5  Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

1) Perencanaan 

Perencanaan merupakan sebuah tahapan yang strategis, dimana 

keberhasilan pembangunan diawali dari tersusunnya berbagai 

dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas 

perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta 

adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin 

dinamis, unpredictable dan unbounderless menjadi bagian yang harus 

diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Namun 

demikian, masih ditemui permasalahan dalam perencanaan 

pembangunan, yaitu : 

a) Masih rendahnya keterisian data/informasi perencanaan 

pembangunan. 

2) Keuangan 

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan 

terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan 

berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa 

permasalahan pengelolaan keuangan antara lain: 

a) Masih perlunya upaya menjamin konsistensi pengelolaan keuangan 

daerah agar tetap akuntabel dan transparan. 

b) Belum optimalnya sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pendapatan asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan persentase PAD 

terhadap sumber pendanaan lainnya. 

c) Belum terintegrasinya SIPD dan SIMDA dalam perencanaan, 

penatausahaan dan pelaporan keuangan. 

3) Kepegawaian 

Mewujudkan ASN yang profesional merupakan tantangan 

terbesar dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, permasalahan 

yang dihadapi adalah : 

a) Adanya kasus-kasus pelanggaran disiplin pada Perangkat Daerah 

menunjukkan masih kurangnya komitmen ASN maupun 

Perangkat Daerah dalam menegakkan disiplin. 

b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian yang 

cepat, tepat dan akurat didukung sistem informasi yang memadai. 

4) Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan 

SDM ASN yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral 

serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk 

mencapai hal tersebut permasalahan yang dihadapi yaitu : 

a) Belum optimalnya pemetaan kompetensi ASN 
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b) Belum adanya HCDP (Human Capital Development Program) 

sehingga belum dapat mengetahui tingkat kebutuhan 

pengembangan ASN secara akurat 

5) Penelitian dan Pengembangan 

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

peningkatan daya saing daerah dihadapkan pada permasalahan: 

a) Belum optimalnya fasilitasi jejaring penelitian, pengembangan dan 

pemanfaatan inovasi daerah. 

 

2.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 

1) Inspektorat Daerah 

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang 

independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi 

permasalahan antara lain: 

a. Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). 

b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP). 

c. Kurangnya komitmen dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) 

agar mendapatkan predikat WBK/WBBM. 

 

2.4.7  Unsur Kewilayahan 

1) Kecamatan 

Pembangunan kewilayahan sangat diperlukan untuk penguatan 

peran kecamatan dalam melaksanakan  fungsi koordinatif, pembinaan 

dan pengawasan kewilayahan. Permasalahan yang perlu menjadi 

perhatian yaitu : 

a) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah 

Desa 

b) Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan antara lain  

administrasi kependudukan, pelestarian budaya di wilayah 

kecamatan, data sosial kemasyarakatan yang akurat untuk focus 

program penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyusunan 

APBDesa. 

c) Belum optimalnya dukungan pemerintah kecamatan atas upaya 

pencapaian SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar di wilayahnya 

 

2.4.8. Unsur Pemerintahan Umum 

1) Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Kudus termasuk daerah yang terkondusif, hampir 

tidak ada potensi konflik sosial dan interaksi diantara masyarakat 

lintas agama terjalin dengan baik, namun masih ada Permasalahan 

perlu menjadi perhatian yaitu :  

a) Belum selesainya penanganan konflik SARA. 
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2.5   ISU STRATEGIS 
 

Dengan memperhatikan dinamika isu global diantaranya terjadinya 

pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) yang menimbulkan dampak sosial 

ekonomi masyarakat secara global, maka penentuan isu strategis 

pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu regional dan 

nasional yang teridentifikasi terhadap isu kabupaten sebagaimana tabel 

berikut ini. 
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Tabel 2.49 
Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional 

 

No Isu Strategis Kabupaten Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Nasional 

1 Kualitas dan daya saing sumberdaya 

manusia 

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber 

Daya Manusia 

Reformasi Sistem Kesehatan 

2 Tata kelola pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusifitas 

Wilayah 

Transformasi Digital 

3 Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman Kesenjangan Wilayah Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 

4 Daya saing ekonomi dan kesempatan 

berusaha 

 Penanggulangan Kemiskinan  

 Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan 

Kesempatan Berusaha 

Reformasi Ekonomi 

 

5 Pembangunan berkelanjutan dengan 

memperhatikan daya dukung lingkungan 

dan kelestarian sumber daya alam 

 Keberlanjutan Pembangunan dengan 

Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan 

dan Kelestarian Sumber Daya Alam 

 Kedaulatan Pangan dan Energi 

 Reformasi Ketahanan Bencana 

 Ekonomi Hijau 

 Ketahanan Pangan 
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Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat 

terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis berdasarkan 

kriteria di atas dalam tahun 2022 yaitu : 

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 

 Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia 

diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan 

tahun 2021, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 75,16 dan masuk 

kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu 

ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab 

tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata 

lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2021 sebesar 8,76 dan 

harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 13,24. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 

masih perlu didorong pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi tersebut, 

dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan 

kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang 

menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka 

peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain : 

 a. Pendidikan 

  Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana 

prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat 

menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik 

memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan 

penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi 

terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di 

segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab 

tantangan jaman, di samping pengembangan karakter dan 

penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua 

tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya 

pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa 

Indonesia. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa 

harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman. 

 b. Kesehatan 

  Permasalahan di bidang kesehatan yaitu pelayanan pengendalian 

penyakit yang baru terlaksana sebesar 24,99% dan cakupan desa/ 

kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan Imunisasi Dasar 

Lengkap (IDL)  baru tercapai 40% karena petugas yang ada 

prioritas untuk melaksanakan capaian target vaksinasi Covid-19. 

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan 

mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, 

kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan 

dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan 

pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat 
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miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. 

2. Tata kelola pemerintahan 

 Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan 

mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme 

aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik 

yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. 

Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi 

penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. 

Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna 

meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka 

pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen 

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan 

perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi 

kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga 

harus semakin ditingkatkan. 

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju 

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja 

dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga 

implementasi. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Kudus pada tahun 

2021 sebesar 69,45, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu 

meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam 

menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, 

beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. 

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila 

didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta 

kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan 

kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai 

penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian 

juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari 

kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. 

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman 

 Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis 

dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program 

pembangunan. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan 

kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui 

kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.  

Angka kriminalitas pada tahun 2021 sebesar 0,011. Dalam rangka 

menjaga kondusifitas wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan, 

Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan 

kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya 

peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi 
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seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga 

diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan 

antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil 

masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 

harmonis dari dimensi ketertiban sosial. 

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha 

 Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat 

mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang 

luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui 

fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, 

penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses 

pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara 

berkesinambungan. 

Pada tahun 2021 berjumlah penduduk miskin (penduduk dengan 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di 

Kabupaten Kudus mencapai 67,06 ribu orang (7,60 persen), bertambah 

sebanyak 2,82 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada 

tahun 2020 yang berjumlah 64,24 ribu orang (7,31 persen).  Garis 

Kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan 

dari Rp. 429.666 pada tahun 2020 menjadi Rp.450.992 pada tahun 

2021. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran 

yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di 

pada tahun 2021 sebesar 3,77%. Berbagai upaya untuk menurunkan 

tingkat pengangguran dilakukan dengan memberi pelatihan-pelatihan 

teknis dan seminar kewirausahaan untuk memberikan semangat pada 

angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. 

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung 

lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu 

yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait 

dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh 

perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan 

menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang 

berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs). 
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2.6  ISU PEMULIHAN DAMPAK COVID-19 

Meskipun Covid-19 tidak lagi menjadi faktor utama yang mendukung 

reformasi di bidang Kesehatan, namun Pemerintah Kabupaten Kudus masih 

tetap memperhatikan  penanganan pemulihan dampak Covid-19 pada tahun 

2023. Hal ini terkait dengan adanya perkembangan varian dan manivestasi 

gejalanya serta perubahan hidup berdampingan dengan Covid-19. Selain itu 

perlu dilaksanakan penyesuaian protokol kesehatan di semua sektor dan 

meningkatkan pemenuhan vaksinasi terutama bagi kelompok rentan.  

Data kasus covid-19 sampai dengan 21 Maret 2022 di Kabupaten Kudus 

pasien terkonfirmasi Covid-19 dengan kasus aktif yang dirawat di Rumah Sakit 

atau isolasi mandiri sebanyak 73 orang, sembuh 17.470 orang bertambah 15 

orang dari data sebelumnya, dan tidak ada yang meninggal, sehingga total 

meninggal 1.448 orang.  

Apabila dibandingkan dengan kasus Covid-19 sampai dengan tanggal 21 

Maret 2022 di Indonesia, maka di Kabupaten Kudus kasus aktif sebesar 

0,036%, sembuh 0,311% dan meninggal 0,941%, sedangkan terhadap  Provinsi 

Jawa Tengah, maka kasus yang positif sebesar 1,225%, sembuh 11,629% dan 

meninggal sebesar 13,893%, sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 2.50 

Perbandingan Kasus Covid-19 s.d 21 Maret 2022 

No Uraian Indonesia Jawa Tengah Kabupaten 

Kudus 

1. Positif 203.345  5.956 73 

2. Sembuh 5.609.945 150.218 17.470 

3. Meninggal 153.892 10.422 1.448 

Sumber : jawapos.com, new.detik.com, Dinas Kesehatan Kab. Kudus 

 

Sesuai dengan Surat Dirjen Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Kementerian Kesehatan tanggal 13 Juli 2021 Nomor : 

SR.02.06/II/1862/2021 perihal Perubahan Data Sasaran Pelaksanaan 

Vaksinasi Covid-19, maka sasaran vaksinasi Covid-19 di Kabupaten 

Kudus sebanyak 661.727 orang, yang terdiri dari SDM Kesehatan 

sebanyak 5.502 orang, Lansia sebaanyak 71.098 orang, Petugas Publik 

sebanyak 52.660 orang, masyarakat umum dan rentan sebanyak 

452.410 orang dan remaja sebanyak 80.057 orang. Untuk capaian 

vaksinasi di Kabupaten Kudus sampai dengan 21 Maret 2022 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.51 

Capaian Vaksinasi sd 21 Maret 2022 

No Kategori 
Dosis 

1 2 3 

1. SDM Kesehatan 6.589 6.589 2.893 

2. Lansia 49.639 37.389 7.501 

3. Petugas Publik 35.131 38.689 10.654 

No Kategori 
Dosis 

1 2 3 

4. Masyarakat Rentan dan 
Umum 

314.568 266.320 80.674 

5. Remaja 71.888 70.384 1.066 

6. Anak-anak 75.667 68.610 0 

 Total 553.482 487.981 102.788 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kudus 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ketercapaian vaksinasi dari 

sasaran yang ditetapkan untuk dosis pertama sebanyak 553.482 orang atau 

83,64%, dosis ke dua sebanyak 487.981 orang atau  73,74% dan dosis ke tiga 

sebanyak 102.788 orang atau 15,53%, sehingga perlu dilaksanakan upaya 

untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar 

melaksanakan vaksinasi dari dosis pertama sampai ke tiga atau booster, 

sehingga diharapkan semua masyarakat dapat memperoleh vaksinasi primer 

demi menjaga kekebalan tubuh dan meminimalisir peluang tertular maupun 

perburukan gejala jika sakit khususnya pada kelompok rentan. 

Dalam rangka penanganan pemulihan dampak Covid-19, maka dapat 

dilihat permasalahan yang menjadi isu strategis, sebagai berikut : 

1. Kesehatan 

Covid-19 dapat dengan mudah menular dari satu orang ke orang 

lainnya. Penularan dan penyebaran virus Covid-19 tidak hanya menjadi 

ancaman bagi kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, namun juga 

menjadi ancaman bagi kelompok usia produktif. Faktor penyebabnya adalah 

meningkatnya risiko penyakit tidak menular penyerta yang bersifat kronis 

yang menyerang orang usia produktif. Penyakit ini terjadi secara perlahan 

dan bisa menetap dalam jangka waktu yang lama yang menyebabkan 

kondisi kesehatan penderitanya menurun secara bertahap sehingga rentan 

terkena infeksi termasuk infeksi Covid-19. Selain itu penderita penyakit 

kronis menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderitanya melemah dan 

lebih sulit melawan infeksi. Kebanyakan penderita penyakit kronis sudah 

mengalami kerusakan organ, sehingga saat terpapar virus Covid-19 

kerusakannya akan semakin parah dan berakibat gejala Covid-19 akan 

semakin berat. Jenis-jenis penyakit kronis yang perlu diwaspadai antara 

lain gangguan pernafasan kronis seperti asma; broncho  pneumonia; 

penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner, gagal jantung, stroke, 

hipertensi; diabetes; penyakit ginjal; kanker; termasuk penyakit autoimun. 
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Kondisi tersebut menuntut perwujudan derajat kesehatan yang lebih 

optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat 

adalah lingkungan, perilaku (life style), pelayanan kesehatan, dan 

keturunan. Untuk itu menjadi hal penting di sektor kesehatan adalah 

bagaimana meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam penanganan 

dan pemulihan Covid-19, tanpa meninggalkan upaya kuratif dan 

rehabilitatifnya. Terutama terkait dengan peningkatan Pola Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) di masyarakat, penerapan protokol kesehatan, dan 

pemenuhan vaksinasi primer lengkap, serta didukung optimalisasi layanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta 

penyiapan upaya kontigensi apabila kasus mulai meningkat atau tinggi. 

2. Sosial 

Dampak Covid-19 menimbulkan kerentanan lain dari aspek sosial 

dan ekonomi. Kelompok masyarakat yang rentan terhadap Covid-19 secara 

sosial ekonomi adalah mereka masyarakat yang saat ini termasuk dalam 

kelompok 40 persen berpenghasilan rendah (desil 1-4), dan masyarakat yang 

berpenghasilan tidak tetap setiap bulan, yang terbanyak adalah mereka 

yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha UKM, pedagang pasar, 

pedagang kaki lima, ojek, dan lain-lainnya. Mereka inilah kelompok 

masyarakat yang rentan, rentan secara ekonomi menjadi miskin, dan rentan 

terpapar Covid-19. Kelompok masyarakat miskin inilah yang masuk dalam 

poverty trap atau jebakan kemiskinan, yang jika terjadi krisis maka mereka 

akan semakin tidak berdaya. 

Ditambah lagi dengan kondisi tekanan ekonomi global yang 

berdampak pada sektor ekonomi, yang mengakibatkan sebagian kelompok 

masyarakat yang sebelumnya berada pada kelompok rentan miskin 

akhirnya masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin (dari desil 5-6 

menjadi desil 1-4), yaitu kelompok pekerja yang terkena PHK atau 

dirumahkan oleh industri atau UMKM. Meskipun pada tahun 2022 ini telah 

ada kenaikan potensi ekonomi dari sisi penyediaan lapangan kerja yang 

dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kudus, namun tetap perlu 

memberikan dukungan kepada kelompok miskin berpenghasilan rendah dan 

menengah, melalui serangkaian program pelatihan keterampilan dan 

penciptaan lapangan kerja serta program bantuan sosial.  

3. Ekonomi 

Dari sisi perekonomian, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak 

yang sangat signifikan pada beberapa sektor ekonomi. Sektor-sektor 

perekonomian tersebut antara lain sektor koperasi, UMKM, dan IKM yang 

ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, dan tenaga kerja. Sektor lain 

yang terdampak cukup signifikan adalah sektor pariwisata. Menurunnya 

minat masyarakat untuk bepergian ke destinasi wisata religi yang sangat 

tajam berakibat pada menurunnya roda perekonomian bagi para pelaku 

usaha bidang pariwisata.  
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Pada sektor transportasi sebagai pendukung pembangunan ekonomi 

juga mengalami dampak cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19. 

Kebijakan pemerintah untuk menghentikan penularan virus Covid-19 

dengan melakukan pembatasan pergerakan manusia berakibat pada 

penurunan pendapatan para pelaku usaha di bidang transportasi termasuk 

pelaku usaha yang berdampingan dengan sektor transportasi seperti UMKM.  

Dalam mendukung pemulihan akibat Covid-19 di sektor ekonomi 

perlu peningkatan perekonomian diantaranya melalui optimalisasi UMKM, 

pengembangan sektor investasi, pariwisata dan transportasi serta 

peningkatan infrastruktur. Pada sektor pariwisata yang sangat terpuruk dua 

tahun terakhir perlu dilaksanakan pemulihan, penguatan dan 

pengoptimalan kunjungan wisatawan dengan mempersiapkan destinasi 

sesuai standar tata kelola, infrastruktur pendukung serta penerapan 

protokol kesehatan. 

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah 

Pandemi Covid-19 telah mengubah tata kelola dan mekanisme kerja 

di pemerintahan. Kerja birokrasi disesuaikan dengan kondisi pandemi agar 

pelayanan publik tetap dilakukan secara optimal dan berintegritas. 

Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi agar tata kelola 

pemerintahan tetap berjalan efektif melayani publik di tengah upaya 

menanggulangi dampak kesehatan masyarakat karena pandemi dan upaya 

pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan menerbitkan Surat 

Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

Ada dua dimensi tata kelola birokrasi yang berubah sebagai dampak 

pandemi Covid-19, yakni, dimensi organisasi dan sistem kerja. Dari sisi 

organisasi, telah terjadi perubahan dari semula yang dilakukan secara 

normal menuju adaptasi kebiasaan baru atau dikenal juga dengan istilah 

new normal. Dari sisi sistem kerja, terdapat dua pilihan, yaitu bekerja dari 

rumah atau work from home (WFH) dan tetap bekerja di kantor atau work 

from office (WFO) dengan menjalankan ketentuan protokol kesehatan. 

Kondisi pandemi juga mendorong percepatan pengarusutamaan 

flexible working arrangement (FWA) atau pengaturan kerja secara fleksibel. 

Pengadaan rapat-rapat koordinasi menggunakan teknologi digital 

(telemeeting atau teleconference) tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga 

lebih efektif dan efisien dari sisi waktu maupun biaya. Perubahan dimensi 

organisasi dan sistem kerja birokrasi ini didukung sistem pemerintahan 

berbasis elektronik (SPBE). 
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Berbagai aplikasi teknologi digital digunakan dan diterapkan sebagai 

bagian dari budaya kerja baru pelayanan publik. Layanan administrasi 

pemerintah berbasis elektronik seperti sistem aplikasi e-office, sistem 

aplikasi perencanaan, sistem aplikasi penganggaran, sistem aplikasi 

monitoring dan evaluasi, serta sistem aplikasi informasi kepegawaian terus 

diterapkan. Kondisi pandemi juga semakin mendorong birokrasi bekerja 

dengan aplikasi komunikasi dan kolaborasi berbasis digital, seperti video 

dan web conference Zoom, Google Meet, media sosial, penyimpan awan 

(cloud storage), virtual private network, dan aplikasi digital lainnya. 

Tata kelola pemerintahan selama ini menghadapi beberapa masalah 

klasik, diantaranya tidak sinkronnya tuntutan kebutuhan masyarakat 

dengan reformasi birokrasi, tingginya kompleksitas masalah publik, 

tuntutan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi, lemahnya kontrol 

kinerja birokrasi, tren korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan wewenang 

yang masih tinggi, kinerja dan kualitas sumber daya aparatur 

pemerintahan yang masih rendah, dan era desentralisasi yang 

mengakibatkan tingginya tuntutan dalam pelimpahan kewenangan.  

Meskipun pasca pandemi, birokrasi harus terus mengembangkan 

ide-ide serta kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik dalam 

memberikan pelayanan publik. Implementasi e-governance harus diperluas 

dan ditingkatkan pemanfaatannya dalam upaya mewujudkan paradigma 

new public governance yang juga hendak kita capai sebagai hasil reformasi 

birokrasi tahap akhir saat ini. Penerapan digitalisasi data dan informasi 

seperti e-budgeting, e-project planning, system delivery, penatausahaan, e-

controlling, e-reporting, hingga e-monev serta aplikasi custom lainnya harus 

semakin ditingkatkan. Selain itu perlu pula dilaksanakan  penguatan 

kapasitas birokrasi dalam penguasaan aplikasi berbasis digital dan 

meningkatkan edukasi public khususnya terkait dengan transformasi 

pelayanan manual daring (online). 

 

2.7  ISU PENANGANAN DAN PENGENDALIAN WABAH PENYAKIT MULUT 

DAN KUKU (PMK) 

Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit infeksi virus yang 

bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah (cloven-

hoofed). Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel/lepuh dan 

erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. PMK dapat 

menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan 

menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya. Nama lain 

penyakit ini antara lain aphthae epizootica (AE), aphthous fever, foot and mouth 

disease (FMD).  

Indonesia pernah mengalami beberapa kali wabah PMK sejak penyakit 

ini pertama kali masuk pada tahun 1887 melalui impor sapi dari Belanda. 

Wabah PMK terakhir terjadi di pulau Jawa pada tahun 1983 yang kemudian 
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dapat diberantas melalui program vaksinasi massal. Indonesia dinyatakan 

sebagai Negara bebas PMK pada tahun 1986 melalui Surat Keputusan Menteri 

Pertanian No.260/1986 dan kemudian diakui oleh OIE pada tahun 1990 

dengan Resolusi no XI, dan sampai saat ini status bebas tersebut masih dapat 

dipertahankan.  

Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara masih tertular PMK dan ini 

merupakan salah satu ancaman yang besar untuk kemungkinan masuknya 

PMK ke Indonesia. Risiko terbesar masuknya PMK ke Indonesia adalah melalui 

importasi/masuknya daging dan produk susu secara ilegal (penyelundupan) 

ataupun dibawa oleh penumpang yang berasal dari negara/daerah tertular. 

Masalah besar lainnya adalah sisa makanan dari pesawat dan juga kapal laut, 

terkait dengan praktek pemberian makanan sisa (swill feeding) ke hewan 

terutama babi. Selain itu risiko besar lainnya adalah kemungkinan masuknya 

hewan hidup yang rentan terhadap PMK dari negara tetangga yang masih 

berstatus belum bebas PMK.  

Kasus PMK di Indonesia sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 telah 

menyebar pada 19 provinsi dan 221  kabupaten/kota dengan jumlah kasus 

sebanyak 283.606 ekor dan telah melaksanakan vaksinasi kepada 80.514 ekor. 

Untuk kasus di Jawa Tengah per 30 Juni 2022 mencapai 32.715 ekor, dan 

vaksinasi sebanyak 19.919 ekor, sedangkan di Kabupaten Kudus kasus sebaran 

PMK sebanyak 454 ekor, dengan kecamatan tertular 8 kecamatan yang tersebar 

pada 30 desa, dengan angka kesembuhan 297 ekor, potong paksa 31 ekor, 

pengobatan 124 ekor dan mati 2 ekor dan vaksinasi yang disediakan sebanyak 

500 dosis. 

Untuk mengurangi dampak yang lebih besar dan meminimalkan 

penyebaran PMK, beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis sebagai 

berikut : 

1. Ekonomi 

Salah satu kerugian ekonomi yang terjadi secara langsung bagi 

usaha peternak sapi berupa tingginya angka kematian sapi dan kematian 

anak sapi, tingginya angka kesakitan pada sapi, penurunan tingkat 

pertumbuhan sapi, penurunan produksi susu, aborsi, penurunan berat 

badan pada sapi, virus ini sangat menimbulkan keresahan pada pelaku 

ekonomi khususnya pada peternak sapi, pedagang sapi, dan pengelola 

daging sapi, keresahan ini yang dapat menimbulkan hambatan para 

pedagang dan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi bagi 

peternak.  

Agar terhindar dari wabah penyakit PMK, perlu di lakukan upaya 

pengendalian dan penanggulangan PMK yang memerlukan kerja keras, 

biaya tinggi, dan waktu yang panjang. Salah satu langkah yang perlu 

dilakukan yaitu melalui pengendalian vaksinasi massal untuk mengurangi 

rantai penuluran, jika hasil positif pada ternak harus dipisahkan atau 

diisolasi dengan ternak yang negatif dan juga bagi hewan yang sudah 

kontak langsung dengan ternak yang positif sebaiknya dipisahkan agar 

melindungi hewan ternak yang belum tertular demi mencegah penyebaran 
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yang lebih luas, serta meningkatkan kesehatan kandang dengan menjaga 

kebersihan kandang melalui pemberian desinfektan pada kandang ternak 

hewan. Selain itu perlu dilaksanakan stamping out dengan sistem zoning 

(perwilayahan) sehingga daerah lain yang tidak tertular tetap dipertahankan 

bebas dan perdagangan di daerah bebas tersebut dapat terus berjalan. 

Dalam penerapan stamping out diperlukan biaya kompensasi tunai yang 

sesuai dengan standar harga yang berlaku di pasar. Program vaksinasi 

dilaksanakan apabila diperlukan dengan pertimbangan epidemiologis. 

Pelaksanaan program stamping out dan vaksinasi perlu didukung dengan 

pelaksanaan identifikasi permanen bagi hewan yang divaksinasi dan kontrol 

lalu lintas hewan yang ketat. Dalam kondisi darurat dimana jumlah vaksin 

tidak mencukupi maka semua hewan yang tidak divaksin harus dipotong 

dengan pengawasan ketat serta pengendalian lalu lintas hewan dan 

produknya. Pencegahan dengan cepat dan tepat sangat di perlukan, agar 

nilai kerugian ekonomi tidak semakin besar. 

2. Sosial 

Dampak secara sosial kasus PMK ini tidak hanya meresahkan para 

pedagang tetapi menimbulkan keresahan bagi kalangan masyarakat. 

Banyak masyarakat yang takut dan khawatir untuk mengkonsumsi daging 

sapi dan susu sapi, karena takut tertular oleh virus PMK. Kekhawatiran 

masyarakat terhadap konsumsi daging dan susu tentunya akan berdampak 

pada penurunan kebutuhan (demand) daging susu sehingga merugikan 

peternak dan usaha peternakan, selain itu dampak selanjutnya yang 

memungkinkan akan terjadi peningkatan stunting. Dengan adanya kasus 

PMK ini diharapkan masyarakat dapat merubah kebiasaan menyimpan 

daging dengan cara dibekukan karena sangat rawan dan belum ada hasil 

risetnya bahwa daging yang disimpan dalam suhu dingin virusnya akan 

mati, sehingga akan menjadi kebiasaan untuk memasak daging dengan 

benar pada suhu di atas minimal 70°C. 
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BAB III 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

 

3.1 Gambaran Ekonomi Makro Daerah 

3.1.1  Kondisi Ekonomi Nasional 

Kondisi perekonomian global saat ini memasuki tahap pemulihan 

atas dampak pandemi global virus Covid-19 yang terjadi hampir di 

seluruh negara di dunia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. 

Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada 

tahun 2021 mengalami rebound sebesar 5.5 persen setelah mencatat 

pertumbuhan negatif sebesar 4,1 persen pada tahun 2020. Meskipun 

pada tahun 2021 status pandemi wabah virus Covid-19 belum 

dinyatakan berakhir, namun para pelaku ekonomi diyakini mampu 

beradaptasi dengan pola kehidupan normal baru yang berlaku secara 

global.  

Pada skala nasional, Indonesia dalam perekenomian dunia akan 

semakin diperhitungkan posisinya bersama dengan negara – negara 

berkembang lainnya menuju emerging markets dalam ekonomi global 

dengan keunggulan jumlah penduduk dan pasar domestik yang sangat 

dinamis. Kondisi perekonomian Indonesia dalam masa tahap pemulihan 

wabah virus Covid-19 pada tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan 

3,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa prospek ekonomi nasional 

pada tahun 2021 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi nasional ke 

arah yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami 

penurunan pertumbuhan sebesar -2,07 persen. Pertumbuhan beberapa 

lapangan usaha sudah menunjukkan trend positif seperti Industri 

Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Sedangkan 

beberapa sektor lapangan usaha yang mmasih mengalami trend negatif 

yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum.  

Pemerintah Pusat telah memberikan prioritas utama 

pembangunan tahun 2022 pada pemulihan ekonomi melalui diversifikasi 

ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha yang didukung dengan 

reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, 

reformasi iklim investasi, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola 

pemerintahan.  Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun 

sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah 

sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor 

pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) 

meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) 

meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan 

dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi 

dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi 

perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, 

serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan 

COVID-19. 
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Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah terutama untuk 

mendorong perekonomian nasional antara lain melalui Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan mulai tahun 2020 

dan berlanjut hingga tahun 2022. Kebijakan dari sisi fiskal juga 

dilakukan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari 

pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan yang diharapkan 

akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. 

Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta 

Lembaga Penjamin Simpanan juga memastikan sektor keuangan dapat 

terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi 

APBN Tahun 2021 secara keseluruhan maupun program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan. 

Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi 

ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2021 

dan program PEN terus akan diakselerasi untuk penanganan masalah 

kesehatan akibat Covid-19, perlindungan sosial, program prioritas, 

insentif usaha, dukungan UMKM dan korporasi. Perubahan alokasi 

beberapa komponen PEN diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem 

(PKE), program padat karya dan program jaminan kehilangan pekerjaan. 

Untuk mendukung pelaksanaan PEN di Jawa Tengah digunakan untuk 

jaring pengaman sosial, kesehatan dan ekonomi serta Penanggulangan 

Kemiskinan Ekstrem (PKE). 

Perekonomian dunia pada tahun 2022 dan 2023 masih akan 

menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, 

dimana negara – negara mulai mengurangi anggaran penanganan 

dampak wabah Covid-19. Proyeksi kondisi perekonomian global pada 

tahun 2022 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih moderat 

sebesar 4,1 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yang 

mengalami rebound sebesar 5,5 persen. Hal ini disebabkan karena 

beberapa negara melakukan pengurangan dukungan anggaran 

penanggulangan Covid-19. Selain itu adanya kebijakan pengetatan 

mobilitas masyarakat secara global menyebabkan terganggunya rantai 

pasokan persediaan bahan baku industri secara global. Prediksi 

pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Dunia menyebutkan 

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 akan 

tumbuh positif kisaran angka 3,2 persen.   

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah, perekonomian nasional 

Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 sampai 

5,5 persen sedangkan target pembangunan sesduai dengan RPJMN 

ditetapkan sebesar 5,7 – 6,0 persen. Respon positif perekonomian global 

menjadi salah satu modal bagi pemulihan ekonomi Nasional terutama 

pada peningkatan produksi komoditas ekspor serta peningkatan 

transaksi keuangan dan investasi luar negeri. Selain itu, keberhasilan 

Pemerintah dalam pengendalian Covid-19 menjadi kunci utama 

pemulihan ekonomi dalam negeri, terutama melalui pemulihan aktivitas–

aktivitas kunci perekonomian dalam sektor industri, transportasi, dan 

pariwisata terdampak cukup dalam akibat dampak pandemi Covid-19.  
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3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah 

Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 

sebesar 3,32 persen naik dibanding kondisi ekonomi pada tahun 2020 

yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,65 persen. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang cenderung kearah positif menjadi signal 

pemulihan ekonomi regional Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan pada 

jalur yang semestinya. Hal ini juga diikuti oleh tingkat inflasi Provinsi 

Jawa Tengah yang berada pada 1,70 persen, hal ini menjadi pertanda 

bahwa stabilitas harga – harga umum di wialyah Jawa Tengah masih 

cenderung stabil. Pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah 

masih akan dipengaruhi oleh trend perekonomian pada skala nasional 

dan global.  

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa 

Tengah tahun 2021, penyumbang pertumbuhan Jawa Tengah 

disumbang oleh Industri Pengolahan menjadi penyumbang 

pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,32 persen, diikuti Konstruksi   

7,37 persen, serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda 

motor sebesar 5,8 persen. Tumbuhnya tiga sektor basis ini diharapkan 

mampu memberikan efek berganda untuk mendorong rantai pasokan 

indutri di Jawa Tengah. Selain itu sektor pertanian juga pertumbuhan 

sebesar 0,81 persen menunjukkan bahwa ada dukungan sektor 

pertanian terhadap pemulihan ekonomi.  

 

Tabel 3.1  

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022 
 

No Indikator Satuan 
Proyeksi 

Tahun 2022 

1 Pertumbuhan Ekonomi % 4,2-5,62 

2 PDRB ADHK  Milyar Rp 1.058.903, 49 

3 PDRB per kapita Juta Rp 41,46 

4 Inflasi  % 3,0 ± 1 

5 Nilai PMA dan PMDN Milyar Rp 56.596,31 

6 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,75 – 5,69 

7 Angka Kemiskinan % 10,49 –10,30 

8 Rasio Gini  Angka 0,35 

  Sumber :  RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 

 

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2022 

sebagaimana tertuang pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 

ditetapkan sebesar 4,2 sampai 5,2 persen. Sementara itu, inflasi Jawa 

Tengah tahun 2022 diprediksikan masih terkendali pada kisaran 3,0±1% 

melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan 

kebutuhan pokok masyarakat serta terjaganya ekspektasi positif 

masyarakat. Pada tahun 2022 target pendapatan per kapita penduduk 

Jawa Tengah sebesar 41,46 juta rupiah. Selain itu, untuk target 

persentase kemiskinan ditetapkan sebesar 10,49–10,30 persen 

sedangkan untuk target persentase angka pengangguran ditetapkan 

sebesar 5,75 – 5,69 persen.   
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Melihat kondisi global dan kebijakan nasional, pembangunan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dilaksanakan untuk 

mendukung kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah “Peningkatan 

Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung 

Penguatan daya saing Ekonomi dan SDM”, dengan prioritas pada 

pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan 

permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui 

diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor – 

sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor 

lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang akan 

dilakukan antara lain percepatan penanganan Covid-19, pemberian 

bantuan sosial masyarakat, pemberian fasilitas kemudahan UMKM, 

pemulihan sektor pariwisata, peningkatan layanan perizinan investasi, 

dan pembangunan infrastruktur dan distribusi barang jasa secara padat 

karya.   

 

3.1.3  Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 3.2 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2017–2021 
 

Tahun 

PDRB Harga Konstan (2010) 

Pertumbuhan (%) 
Pertumbuhan tanpa industri 

pengolahan tembakau (%) 

2017 3,21 5,48 

2018 3,24 5,47 

2019 3,09 5,62 

2020* -3,11 -6,26 

2021** -1,98 4,63 

     Sumber : SIPD – BPS 2021, Bappeda (data diolah) Tahun 2022 
   Ket *  : angka sementara;  ** : angka sangat sementara 

 

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 

2021 mengalami kontraksi sebesar -1,98 persen. Hal ini disebabkan 

karena sektor industri pengolahan terutama industri hasil tembakau 

yang mengalami penurunan pertumbuhan produksi bahkan sejak 

sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Sebagai sektor yang 

menyumbang 70 persen dari total PDRB daerah, penurunan 

pertumbuhan sektor industri hasil tembakau menjadi faktor utama 

atas penurunan total PDRB Kabupaten Kudus. Meski secara total 

PRDB Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami penurunan, 

namun pertumbuhan ekonomi pada sektor – sektor selain sektor 

industri pengolahan  mengalami  pertumbuhan yang positif. Dilihat 

dari data pertumbuhan sektoral per lapangan usaha, kondisi laju 

pertumbuhan negatif PDRB Kabupaten kudus pada tahun 2021 

berbeda kondisi tahun 2020, dimana pada tahun 2020 penurunan 
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terjadi hampir di semua sektor lapangan usaha sedangkan pada 

tahun 2021 penurunan PRDB didominasi sektor industri pengolahan. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa sektor – sektor usaha di 

Kabupaten Kudus telah mampu bangkit kembali dari keterpurukan 

ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, dimana sebagian besar sektor 

usaha di Kabupaten Kudus mengalami laju pertumbuhan negatif 

akibat Covid 19.  

Apabila dilihat lebih jauh terkait dengan pertumbuhan PDRB 

tanpa IHT, maka dapat diketahui bahwa PDRB tanpa IHT masih 

tumbuh sebesar 4,63 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi 

sebesar -5,26 pada 2020 sebagai dampak Covid 19. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sektor industri yang mengalami penurunan 

di Kabupaten Kudus hanya sektor industri IHT. Namun karena 

dominasi sektor usaha IHT masih mendominasi sumbangan PDRB 

Kudus sekitar 72 persen dari total PDRB, sehingga peningkatan 

pertumbuhan sektor usaha tanpa IHT masih belum cukup 

mengimbangi penurunan sektor usaha IHT.  

 

b. Laju Inflasi 

Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi 

Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 3.3 

Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 

Uraian 2016 2017 2018 2019  2020 2021 

Kudus (%) 2,32 4,17 3,11 3.02 1,24 1,59 

Jawa Tengah (%) 2,36 3,71 2,82 2.81 1,56 1,70 

Nasional (%) 3,02 3,61 3,13 2.72 1,68 1,87 

 Sumber : SIPD – BPS Kudus 2022, BPS Jawa Tengah, BPS RI 

 

Laju inflasi tahunan di tahun 2021 memberikan indikasi 

adanya pemulihan ekonomi pasca pendemi Covid-19. Tingkat inflasi 

pada skala Nasional, regional Jawa Tengah dan lokal Kabupaten 

Kudus pada tahun 2021 mengalami peningkatan secara simultan 

dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2020 dimana awal 

pandemi Covid-19 dimulai. Inflasi Kabupaten Kudus tahun kalender 

dan year on year (yoy) 2021 sebesar 1,59 lebih rendah dibanding 

Nasional (1,87) dan Jawa Tengah (1,70).  

 

c. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 

Kabupaten Kudus Tahun 2017–2021 dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 
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  Tabel 3.4 
         Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021 

 

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 

Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) (%)  

71,75 71,98 71.83 74,50 74,77 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (%) 

3,56 3,33 3.86 5,53 3,77 

Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar 10.680 8.191 10.948 7.086 7.460 

Jumlah Tenaga Kerja 

Ditempatkan 

4.338 4.219 5.174 3.226 3.957 

Pencari kerja yang terfasilitasi 

pelatihan 

3.736 3.112 1.568 480 1.040 

Jumlah perselisihan 

ketenagakerjaan  

6 17 14 16 9 

Persentase Jumlah 

perselisihan ketenagakerjaan 
yang terselesaikan  

100 100 100 100 100 

                 Sumber :  BPS, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022. 

 

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis 

Kegiatan Utama yang masuk pada kelompok menganggur (persentase 

pengangguran terbuka) mengalami penurunan, dari 5,53 persen di 

tahun 2020 menjadi 3,77 persen di tahun 2021 atau turun  sebesar 

1,76 persen. Penurunan angka TPT pada tahun 2021, karena dampak 

pandemi Covid-19 berangsur membaik  perekonomian mulai pulih 

dan aktivitas dunia usaha baik sektor formal, informal dan jasa 

memberikan peluang kesempatan bekerja dan berusaha yang luas, 

mengakibatkan penyerapan tenaga kerja meningkat dan adanya 

dukungan dari pemerintah berupa kebijakan kemudahan memberikan 

izin usaha.  

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2021 tercatat 

521.094 dari penduduk angkatan kerja terdapat 501.443 orang atau 

sekitar 96 % yang bekerja. Sehingga penduduk usia kerja yang 

menganggur sebesar 3,77 %, penduduk usia kerja bukan angkatan 

kerja sebanyak 175.796 orang terdiri dari penduduk usia sekolah, 

mengurus rumah tangga dan lainnya.Ketenagakerjaan di Kabupaten 

Kudus dari tahun ke tahun dalam kondisi yang kondusif dan aman, 

fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial yang dilakukan kepada 

perusahaan seperti pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan 

pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), fasilitasi dan pembinaan 

perselisihan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus 

pada tahun 2020 berupa penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan 

Industrial (PHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah 

kasus yang masuk sebanyak 16 kasus dan jumlah kasus yang dapat  

terselesaikan dengan baik sebanyak 16 kasus atau sebesar 100% 

(status target tercapai).  

Menurunnya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi  mulai pulih setelah pandemi Covid-19, 

aktivitas dunia usaha mulai bangkit yang ditandai dengan 

meningkatnya daya beli masyarakat (ditunjukkan dengan tingginya 
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angka pencari kerja yang mendaftar mencari pekerjaan baik melalui 

permintaan kartu AK.I dan banyaknya yang mendaftar mengikuti 

pelatihan ketrampilan, belum dapat terserap secara optimal). 

Pada tabel di atas juga dapat diketahui bahwa tenaga kerja 

yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan 

UKM  selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 

2021 jumlah tenaga kerja yang terdaftar 7.460 orang mengalami 

kenaikan 374 orang  dari 7.086 orang di tahun 2020.  Pencari kerja 

yang ditempatkan hanya sebesar 3.957 orang (53,04%) ditempatkan di 

perusahaan melalui pelayanan penyelenggaraan pelatihan 

ketrampilan kerja, bursa kerja / job fair dan bursa kerja online. 

Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja di Kabupaten Kudus 

yang terfasilitasi pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, 

Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus sebanyak 1.040 orang 

mengalami kenaikan 560 orang dibanding tahun 2020 yang hanya 

memfasilitasi sebanyak  480 orang dikarenakan adanya penambahan 

anggaran dari DBHCHT untuk penggunaan  bidang kesejahteraan 

masyarakat pada program pembinaan lingkungan sosial untuk 

penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja (PMK 

206/PMK.07/2020). 

Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun 

dalam kondisi yang kondusif dan aman, fasilitasi dan pembinaan 

hubungan industrial yang dilakukan kepada perusahaan seperti 

pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB), fasilitasi dan pembinaan perselisihan 

ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus 

pada tahun 2021 berupa penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan 

Industrial (PHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah 

kasus yang masuk sebanyak 9 kasus dan jumlah kasus yang dapat  

terselesaikan dengan baik sebanyak 9 kasus atau sebesar 100% 

(status target tercapai). 

Pandemi Covid-19 telah sangat memberikan tekanan pada 

pertumbuhan perekonomian yang pada akhirnya berimbas pula pada 

kondisi pengangguran. Hal ini terjadi karena pertumbuhan 

perekonomian selalu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga 

kerja. Sehingga apabila pertumbuhan perekonomian melemah, maka 

penyerapan tenaga kerja tidak dapat berjalan dengan maksimal yang 

berakibat pada naiknya angka pengangguran. 
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d. Penduduk Miskin 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun 

2017 ke 2021 tersaji dalam tabel 3.5 berikut ini. 

 

Tabel 3.5 

Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021 

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 64.400 59.990 58.000 64.240 67.060 

Persentase Penduduk Miskin (%) 7,59 6,98 6,68 7,31 7,6 

Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan) 373.224 393.078 406.470 429 666 450.992 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,00  0,88 0,83 1,01 1,23 

Indeks Keparahan Ke miskinan (P2)      0,21  0,19 0,17 0,18 0,27 

                   Sumber : SIPD – BPS Tahun 2022   

 

Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus 

periode 2017 – 2021 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah 

maupun persentasenya, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 sebagai 

efek dari terjadinya wabah Covid-19. Pada tahun 2021, jumlah 

penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per 

bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Kudus mencapai 

67,06 ribu orang (7,60 persen), bertambah sebanyak 2,82 ribu orang 

dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2020 yang 

berjumlah 64,24 ribu orang (7,31 persen).  Garis Kemiskinan 

penduduk Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan dari Rp. 

429.666 pada tahun 2020 menjadi Rp.450.992 pada tahun 2021. 

Pada periode tahun 2020 - 2021, baik Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di 

Kabupaten Kudus mengalami kenaikan.  Kabupaten Kudus 

termasuk dalam kategori 10 kabupaten/kota Garis Kemiskinan 

Sedang, yaitu garis kemiskinan berada di atas garis kemiskinan 

provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Mengakhiri segala 

bentuk kemiskinan dimanapun merupakan salah satu isu SDG’s 

goal 1, diantaranya dilaksanakan melalui upaya perlindungan 

jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Jumlah penerima 

Jamkesda setiap tahun mengalami fluktuasi, hal tersebut 

berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerima Jamkesda. Mulai 

bulan Februari 2019 Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan 

program UHC (Universal Health Coverage) bagi seluruh masyarakat 

Kabupaten Kudus yang belum memiliki jaminan kesehatan akan di 

cover oleh Pemerintah. Sedangkan jumlah masyarakat miskin tahun 

2020 berjumlah 64.240 jiwa (7,31%) meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya yang hanya 58.000 jiwa (6,68%). Kondisi jumlah 

penduduk yang dicakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 

Kabupaten Kudus mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 

belum terpenuhi 100 %, hal tersebut karena sudah adanya program 

kelas III gratis bagi seluruh masyarakat yang berobat di RSUD Dr. 

Loekmono Hadi dan Puskesmas yang menggunakan fasilitas 

pelayanan kelas III. 
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Upaya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

berdasar indikator SDG’s “Proporsi peserta Program Jaminan Sosial 

Bidang Ketenagakerjaan”. Berikut peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021 : 

 
Tabel 3.6 

Kepesertaan Jamkesmas Tahun 2017 -2021 

NO. URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Penerima Jamkesmas 240.144 235.448 211.910 227.885 207.099 

2. Penerima Jamkesda 28.104 27.477 196.172 55.414 55.913 

3. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 64.400 59.990 58.000 64.240 312.435 

4. Cakupan JKN per 1000 

penduduk 
76,81 82,59 95,6 80,37 70,50 

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022 

 

e. PDRB per kapita 

PDRB perkapita berkorelasi positif dengan tingkat 

kemakmuran suatu daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat 

kemakmuran  Kudus relatif besar dan nilainya jauh lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan daerah di Jawa Tengah  lainnya, meskipun pada 

realitanya kemakmuran ini dinikmati oleh segelintir pemilik modal 

yang berdomisili di wilayah perkotaan. PDRB perkapita Kabupaten 

Kudus atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.7 
PDRB Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021 

 No Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021 

  PDRB Perkapita 
Atas Dasar Harga 
Berlaku 

          

1 Produk Domestik 

Regional Bruto 
(PDRB) dalam Juta 
Rupiah 

97.163.854,20 104.056.376,22 110.595.456,65 109.159.661,24 108.214.899,14 

2 Jumlah Penduduk 
Pertengahan Tahun 

(Jiwa) 

851.478 861.430 871.311 865.969 866.548 

3 PDRB Perkapita 

(Juta Rupiah/ Jiwa) 

114,11 120,79 127,52 129,13 126,95 

4 PDRB Perkapita per 
Bulan (Juta 
Rupiah/ Jiwa) 

9,51 10,07 10,58 10,71 10,58 

  PDRB Perkapita 

Atas Dasar Harga 

Konstan 

          

1 Produk Domestik 
Regional Bruto 
(PDRB) dalam Juta 
Rupiah 

68.821.162,19 71.048.973,31 73.249.694,10 70.662.043,36 70.662.043,36 

2 Jumlah Penduduk 
Pertengahan Tahun 

(Jiwa) 

851.478 861.430 871.311 865.969 866.548 

3 PDRB Perkapita 
(Juta Rupiah/ Jiwa) 

80,83 82,48 84,46 83,36 81,60 

4 PDRB Perkapita per 
Bulan (Juta 

Rupiah/ Jiwa) 

6,74 6,87 7,01 6,93 6,8 

 

Sumber: BPS - PDRB Tahun 2022 (data diolah) 

PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku Kabupaten 

Kudus tahun 2021 sebesar 126,95 juta rupiah mengalami penurunan 
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dibanding tahun 2020 sebesar 129,13 juta rupiah seiring dengan 

penurunan nilai PDRB atas harga berlaku pada tahun 2021. Meski 

demikian secara umum nilai PDRB perkapita Kabupaten Kudus masih 

tergolong tinggi  di bandingkan dengan tingkat PRDB perkapita provinsi 

Jawa Tengah  tahun 2021 sebesar 38,67 juta rupiah/jiwa. Tingginya 

tingkat  PDRB per kapita Kabupaten Kudus dibanding dengan PDRB per 

kapita kabupaten  sekitar maupun PDRB per kapita Provinsi Jawa 

Tengah menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kudus lebih 

produktif daripada daerah lainnya di Jawa Tengah. 

  

f. Konsumsi Rumah Tangga per Kapita  

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk diukur 

melalui tingkat konsumsi per kapitanya. Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga per jiwa di Kabupaten Kudus ditampilkan pada tabel 

berikut. 

 
Tabel 3.8 

Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021 

No JENIS PENGELUARAN 2018 2019 2020* 2021** 

1 Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga per jiwa 

perbulan 

959.427 973.624 1.030.180 1.105.491 

2 Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga per jiwa per 

tahun 

11.513.124

   

11.695.488 12.362.160 13.265,892 

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2022 

Tingkat Konsumsi rata – rata rumah tangga per penduduk 

Kabupaten Kudus mengalami peningkatan yang konsisten setiap 

tahunnya dari tahun 2018 sebesar 11,513 juta per tahun ( 959.427 

rupiah  perbulan) menjadi 11, 695 juta pertahun (974.624 rupiah  per 

bulan) pada tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 menjadi 12, 362 

juta ( 1.030.180  rupiah per bulan) dan pada tahun 2021 menjadi 

13,265 juta (1.105,491 rupiah perbulan). Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat konsumsi masyarakat pada tahun 2021 masih terjaga secara 

stabil dan menjadi penahan turunnya pertumbuhan ekonomi semakin 

dalam. Peningkatan tingkat konsumsi masyarakat mendorong 

aktivitas kegiatan ekonomi lokal yang didominasi oleh pelaku usaha 

kecil masih mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 yang 

menghambat peningkatan ekonomi sektor usaha menengah.  

 

g. Nilai Investasi   

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam 

modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik 

Indonesia. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Kudus sangat 

dipengaruhi oleh regulasi tentang pelayanan perizinan yang 

mengalami perubahan dan penyempurnaan dari awal terjadi pada 

pertengahan Tahun 2018 sampai tahun 2021 masih dilakukan 
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evaluasi sistem dan regulasi oleh pemerintah pusat. Perkembangan 

investasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

Tabel 3.9 
Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2017 – 2021 (dalam juta rupiah) 

 

TAHUN TARGET 
Perkembangan Nilai Investasi 

% 
PMA PMDN TOTAL 

2017 10.997.710,33 - 11.463.103,50 11.463.103,50 104,20 

2018 7.339.742,86 - 7.028.822,93 7.028.822,93 95,70 

2019 7.593.315,98 91.500,00 5.774.843,11 5.866.343,11 77,20 

2020 7.737.592,28 59.054,41 3.199.922,88 3.258.977,29 42,10 

2021 8.340.000,00 25.025,40 11.943.302,96 11.968.328,36 143,50 

Jumlah   175.579,81 39.409.995,38 39.585.575,19  

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 

Perkembangan nilai investasi dihitung dari jumlah pengajuan 

ijin investasi yang diajukan oleh investor melalui aplikasi OSS (online 

single submission). Struktur Investasi Kabupaten Kudus terdiri dari 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN). Perkembangan nilai investasi yang bersumber dari PMA 

hanya terdapat pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan jumlah 

175.579, 81 juta rupiah. Sedangkan jumlah investasi yang bersumber 

dari PMDN selama 2017 sampai dengan 2018 sebesar 39.585.575,19 

juta rupiah.  

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perkembangan total nilai 

investasi mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dari tahun 

2017 sampai dengan 2021. Capaian kinerja target nilai investasi pada 

tahun 2021 sebesar 11.968.328,36 juta rupiah telah melampaui target 

nilai  investasi  tahun 2021 sebesar 8.340.000,00  juta rupiah, atau 

sebesar 143,5 persen dari target nilai  investasi yang ditetapkan. 

Sedangkan pada tiga tahun sebelumnya capaian nilai investasi 

Kabupaten Kudus mengalami hasil yang kurang memuaskan dimana 

pad tahun 2018 capaian target investasi baru tercapai sebesar  95,70 

persen, tahun 2019 menurun menjadi 77,20 dan pada tahun 2020 

kembali turun menjadi 42,10 persen. Hal ini disebabkan karena 

terjadi kendala pelaporan pada saat transisi dari sistem aplikasi 

SIPTO ke aplikasi OSS. Selain itu masalah ketersediaan lahan untuk 

pengembangan investasi khususnya industri di Kabupaten Kudus 

mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena ruang peruntukan 

untuk industri kurang terakomodir dalam RTRW Kabupaten Kudus. 

Langkah yang telah dilakukan yaitu merevisi RTRW agar lahan 

peruntukan untuk pengembangan industri dapat lebih terakomodir. 

 

3.2 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

Perubahan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah 

antara lain sebagai berikut : 

a. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 



III-12 

Secara umum, indikator ekonomi daerah yang telah tertuang 

dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, tetap menjadi target, 

dengan beberapa revisi terhadap RKPD Tahun 2022. Adapun target 

indikator makro ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2022 ditampilkan 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.10 

Target Indikator Makro Ekonomi  

Kabupaten Kudus Tahun 2022 

NO INDIKATOR 

TARGET 

RKPD Kab. Kudus 

Tahun 2022 

Perubahan RKPD Kab. 

Kudus Tahun 2022* 

1. Pertumbuhan ekonomi (%) 2,5-3,3 2,2 - 3,14 

 Pertumbuhan Ekonomi tanpa 
industri pengolahan tembakau 

5,65 4,0 - 5,65 

2. IPM 76,0-76,44 75,4 – 76,44 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 
(%) 

3,05-3,50 3,05 - 3,50 

4. Penduduk Miskin (%) 6,01–6,50 6,01–6,50 

           Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 Tahun 2022,* Bappeda (data diolah) 

 

Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2022 

diperkirakan berjalan lebih lambat dari target yang telah ditetapkan 

pada RKPD 2022 akibat melemahnya peningkatan ekonomi pada 

sektor industri pengolahan khususnya pada indsutri hasil tembakau 

dimana pada tahun 2021 masih mengalami pertumbuhan negatif 

sebesar 3,73 persen. Hal ini berdampak pada perekonomian terutama 

sektor riil di Kabupaten Kudus, dimana proyeksi pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2022 yang semula diperkirakan 

sebesar 2,5-3,3 persen mengalami perubahan menjadi 2,2 – 3,14 

persen. Asumsi jika dihitung angka pertumbuhan ekonomi selain 

industri pengolahan tembakau, diperkirakan laju pertumbuhan 

ekonomi akan sedikit melambat antara 4 sampai 5,65 persen 

dibanding dengan target RPJMD 2022 sebesar 5,65 persen.  Hal ini 

disebabkan oleh  kondisi riil sektor ekonomi industri pengolahan 

khususnya pada indsutri hasil tembakau sebagai sektor yang paling 

dominan mengalami trend pertumbuhan stagnan cenderung negatif 

dalam beberapa tahun terakhir. Melambatnya pertumbuhan kondisi 

perekonomian akibat dampak Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 

– 2021 merupakan tantangan bagi Kabupaten Kudus untuk menjaga 

kualitas kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi kesehatan dan 

kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan adanya upaya 

refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan 

perekonomian masyarakat pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah 

Kabupaten Kudus optimis bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten akan meningkat. 

Dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

Kudus pada tahun 2021 sebesar 75,16 mengindikasikan bahwa 

capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata–rata 

masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2020 

sebesar 75,00. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus 
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diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2022 menjadi 75,40–

76,44. Dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat pasca pandemi 

Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai 

segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan. 

Dengan adanya pandemi Covid-19, kesadaran masyarakat pada 

perilaku hidup sehat cenderung meningkat. Perubahan pola 

pendidikan selama adanya pandemi Covid-19 juga terjadi, yaitu 

dengan pelaksanaan program belajar di rumah untuk mengurangi 

resiko penyebaran virus pada anak–anak. Terkait perubahan perilaku 

konsumsi, ditandai dengan peningkatan belanja untuk kebutuhan 

primer seperti pangan dan  kesehatan, sebaliknya kebutuhan 

sekunder untuk sandang, hiburan, dan transportasi justru berkurang. 

Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka kembali 

mengalami penurunan sebesar  3,77 persen setelah pada tahun 2020 

mengalami kenaikan sebesar 5,53 persen. Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat kembali turun 

seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi atas dampak Covid-

19  serta adanya adaptasi iklim ekonomi yang menyesuaikan dengan 

kondisi tata kehidupan normal baru. Proyeksi angka Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022 diperkirakan akan turun  

sekitar 0,2  – 0,72 persen dari TPT tahun 2021 sebesar 3,77 persen 

menjadi 3,05 – 3,5 persen.  

Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2017 

sebanyak 7,59% menurun menjadi 6,68% di Tahun 2019. Jumlah 

angka kemiskinan mengalami kenaikan sebagai akibat dari 

munculnya dampak wabah Covid-19. Jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Kabupaten Kudus pada tahun 2021 kembali meningkat 

dari 7,31 pada tahun 2020 menjadi 7,60 persen atau naik sebesar 

0,29. Hal ini menjadi tantangan tersendiri atas upaya pemulihan 

upaya pemulihan perkonomian secara umum, dimana tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sudah 

menunjukkan perkembangan pada arah yang positif, sedangkan 

tingkat kemiskinan daerah masih belum menunjukkan perkembangan 

sesuai yang diharapakan. Dampak akan adanya wabah Covid-19 

memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana 

sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau 

sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses 

pada aktifitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan 

pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2022, diharapkan 

wabah Covid-19 sudah mengalami tahap pemulihan dengan diikuti 

membaiknya kondisi perekonomian daerah, maka diharapkan angka 

kemiskinan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,01 – 6,50 

persen.  

 

b. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Dinamika perekonomian dan keuangan Kabupaten Kudus 

Tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional. Selain 
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karena konektivitas grafis, dominasi TKDD dalam struktur APBD 

membawa pengaruh pada pasang surut perekonomian di daerah. 

Optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang terbangun di awal 

tahun, terhempas di medio Mei-Juni akibat melonjaknya kasus Covid-

19. Penguatan tren pemulihan sebelum kenaikan kasus pada akhir 

Mei menunjukkan tren penguatan pertumbuhan di Triwulan II-2022. 

Tingkat konsumsi masyarakat dan laju investasi dapat meningkat 

seiring pemulihan ekonomi masyarakat dan penurunan status PPKM 

Covid-19 yang diikuti pelonggaran aktivitas masyarakat pada berbagai 

bidang kehidupan.  

Dalam rangka merespon kondisi perekonomian yang terjadi 

dan mengantisipasi kondisi ke depan, RKPD Kabupaten Kudus Tahun 

2022 diusulkan untuk dilakukan perubahan karena beberapa hal 

sebagai berikut: 

- Terdapat perubahan asumsi makro perekonomian di tingkat 

nasional yang berimbas pada penyesuaian-penyesuaian pada level 

daerah; 

- Adanya kebijakan alokasi anggaran DAK, DBHCHT, dan perubahan 

struktur organisasi perangkat daerah dan penyetaraan jabatan 

struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional  yang memerlukan 

penyesuaian target kinerja dan alokasi anggaran berdasarkan 

peraturan yang ditetapkan Pemerintah dan ruang fiskal daerah, 

serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga membawa 

dampak pergeseran alokasi, prioritisasi program/kegiatan/ 

subkegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan 

pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, dan penambahan kegiatan 

baru yang diutamakan untuk percepatan pencapaian target RPJMD 

208 -2023; 

- Terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang 

akan digunakan untuk tahun berjalan. 

Secara umum, kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan 

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung 

pemulihan ekonomi penanganan pandemi Covid-19 dan reformasi 

struktural melalui pengelolaan keuangan yang terfokus, kredibel, dan 

akuntabel guna mendukung upaya-upaya pemulihan ekonomi 

berdasarkan arahan Pemerintah Pusat. Adapun kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah secara rinci untuk masing-masing komponen APBD 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1) Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah 

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 pada sisi 

pendapatan disusun untuk menyesuaikan dengan kebijakan 

Pemerintah tingkat yang lebih tinggi dan realisasi target 

pendapatan Semester I Tahun 2022. Perubahan-perubahan 

tersebut antara lain untuk menampung Bantuan Keuangan dari 

Provinsi, DAK Non Fisik (BOKB Dinas Sosial dan BOS Reguler 

Sekolah Swasta), dan DBHCHT. Perubahan pendapatan dalam 



III-15 

Perubahan RKPD dilakukan pada pos Pendapatan Transfer, baik 

dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Dengan perubahan-

perubahan tersebut, Pendapatan Transfer berubah dari semula 

Rp.1.272.736.376.000,- pada RKPD Tahun 2022 naik sebesar Rp. 

345.388.739.637,- menjadi Rp. 1.618.125.115.637,-. 

Berdasarkan capaian pendapatan Semester I Tahun 2022 

sampai dengan tanggal 17 Juni 2022, pendapatan daerah 

terealisasi sebesar Rp. 731.114.387.256,- atau sebesar 37,17% 

dari target APBD awal sebesar Rp. 1.966.922.958.000,-. Secara 

umum, capaian PAD adalah sebesar Rp.148.364.303.330,- atau 

38,78% dari target Rp.382.613.583.000,-. Pada akun Pendapatan 

Pajak Daerah capaian pendapatan telah mencapai 

Rp.61.835.455.154,- atau sebesar 42,76 persen. Pada pos 

Pendapatan Transfer, realisasi sebesar 36,78%. Sedangkan pos 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih nol karena memang 

tidak ditargetkan ada pendapatan masuk.  Secara rinci, realisasi 

pendapatan daerah pada Semester I Tahun 2022 dapat dilihat 

pada Tabel 3.11. 
 

Tabel 3.11 
Perbandingan Realisasi dan Target Pendapatan Daerah 2022 

 

KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG % 

4 PENDAPATAN         

4.1   PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 

382.613.583.000 148.364.303.330 -234.249.279.670 38,78 

4.1.01     Pajak Daerah 144.620.956.000 61.835.455.154 -82.785.500.846 42,76 

4.1.02     Retribusi Daerah 26.783.803.000 9.413.543.749 -17.370.259.251 35,15 

4.1.03     Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 

8.477.515.000 7.400.940.790 -1.076.574.210 87,30 

4.1.04     Lain-lain PAD yang Sah 202.731.309.000 69.714.363.637 -133.016.945.363 34,39 

4.2   PENDAPATAN TRANSFER 1.584.309.375.000 582.750.083.926 -1.048.351.079.969 36,78 

KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG % 

4.2.01     Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat  

1.443.769.097.000 533.847.859.729 -947.060.026.166 36,98 

4.2.02     Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 

140.540.278.000 48.902.224.197 -101.291.053.803 34,80 

4.3   LAIN-LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

0 0 0 0 

4.3.01     Pendapatan Hibah 0 0 0 0,00 

4.3.03     Lain-lain Pendapatan 
sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

0 0 0 0,00 

    Jumlah Pendapatan 1.966.922.958.000 731.114.387.256 -1.282.600.359.639 37,17 

Sumber: BPPKAD Kudus, 2022 

Sebagai sebuah instrumen fiskal lokal, APBD diarahkan 

untuk dapat merespon dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan 

kredibel agar mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi lokal 

yang lebih dalam. Beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah 

Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebagai upaya 

mengoptimalkan potensi pendapatan daerah antara lain 

meningkatkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB P2 secara 

selektif pada kelompok industri dan perumahan, mengintensifkan 
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pemantauan transaksi pajak daerah secara elektronik dengan 

penggunaan tapping box, menyesuaikan nilai perolehan air tanah, 

dan mengintensifkan pemantauan transaksi peralihan hak atas 

tanah dan bangunan. Namun demikian, dalam menerapkan 

kebijakan tersebut, Pemkab Kudus juga mempertimbangkan 

kondisi perekonomian lokal dan kondisi pelaksanaan berusaha di 

Kabupaten Kudus dengan memberikan insentif fiskal antara lain 

dalam bentuk pengurangan ketetapan dan penghapusan denda 

pajak daerah. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perubahan asumsi 

dan target pendapatan APBD dibutuhkan agar APBD dapat 

berfungsi optimal sebagai mekanisme kontrasiklus untuk 

mengatasi perlambatan ekonomi dampak pandemi di Kabupaten 

Kudus di satu sisi, dan optimalisasi pendapatan daerah di sisi 

lain. Pendapatan daerah pada Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 direncanakan mengalami 

kenaikan dari semula Rp. 1.649.669.366.000,- menjadi                

Rp. 2.017.507.793.637,- atau sebesar Rp. 367.838.427.637,- atau 

sebesar 22,30 persen. Kenaikan target pendapatan daerah 

disumbang oleh masing-masing komponen pendapatan daerah 

sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah, diperkirakan naik sebesar 

Rp.17.949.688.000,- atau sebesar 4,76% menjadi 

Rp.394.882.678.000,- karena kenaikan di akun Pajak, 

Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan.  

b. Pendapatan Transfer naik sebesar Rp.345.388.739.637,-  atau 

sebesar 27,14% dari semula Rp.1.272.736.376.000,- menjadi 

Rp.1.618.125.115.637,-. Kenaikan pos Pendapatan Transfer 

merupakan konsekuensi alokasi DAK yang sebelumnya belum 

tercatat dalam RKPD 2022 awal serta penyesuaian dengan 

transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai rilis resmi anggaran 

Tahun 2022.  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terjadi kenaikan 

sebesar Rp.4.500.000.000,- yang bersumber dari pendapatan 

hibah dari Pemerintah Pusat untuk diteruskan sebagai 

penyertaan modal kepada PDAM. 

 

Secara rinci, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kudus 

Tahun Anggaran 2022 diusulkan diubah sebagaimana Tabel 3.12  

Tabel 3.12 
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 

Kode Uraian RKPD 2022 APBD 2022 RKPD PERUBAHAN 

4 PENDAPATAN DAERAH       

4.1 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

376.932.990.000 382.613.583.000 394.882.678.000 

4.1.01 Pajak Daerah 139.920.956.000 144.620.956.000 153.620.956.000 

4.1.02 Retribusi Daerah 24.094.635.000 26.783.803.000 27.610.616.000 
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Kode Uraian RKPD 2022 APBD  2022 RKPD PERUBAHAN 

4.1.03 Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

8.477.515.000 8.477.515.000 10.688.534.000 

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 204.439.884.000 202.731.309.000 202.962.572.000 

4.2 PENDAPATAN 
TRANSFER 

1.272.736.376.000 1.584.309.375.000 1.618.125.115.637 

4.2.01 Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat 

1.132.196.098.000 1.443.769.097.000 1.466.922.418.637 

4.2.02 Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 

140.540.278.000 140.540.278.000 151.202.697.000 

4.3 LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

0 0 4.500.000.000 

4.3.01 Pendapatan Hibah 0 0 4.500.000.000 

  Jumlah Pendapatan 1.649.669.366.000 1.966.922.958.000 2.017.507.793.637 

 Sumber: BPPKAD, 2022 

2)  Perubahan Asumsi Belanja Daerah 

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 pada sisi 

belanja disusun setelah melihat realisasi belanja Semester I Tahun 

2022. Secara rinci realisasi belanja daerah Tahun 2022 sampai 

dengan semester I dicantumkan dalam tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 3.13 

Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun 2022 

Kode  Uraian Anggaran Realisasi Selisih % 

5 BELANJA DAERAH 2.185.569.384.478 711.133.595.980 (1.474.435.788.498) 32,54 

5.1 BELANJA OPERASI 1.608.396.018.682 525.017.742.929 (1.083.378.275.753) 32,64 

5.1.01 Belanja Pegawai 929.452.645.498  355.233.081.395 (574.219.064.103) 38,22 

5.1.02 Belanja Barang dan 

Jasa 

607.554.126.360  154.029.610.104 (453.524.516.256) 25,35 

5.1.05 Belanja Hibah 69.437.146.824  14.290.551.430 (55.146.595.394) 20,58 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.952.600.000 1.464.500.000 (488.100.000) 75,00 

5.2 BELANJA MODAL 303.736.299.276 45.880.653.339.00 (257.855.645.937) 15,11 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 18.050.000.000 0 (18.050.000.000) 0,00 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

109.021.180.750  37.887.055.172 (71.134.125.578) 34,75 

5.2.03 Belanja Modal 

Bangunan dan Gedung 

120.124.234.719  3.794.965.650 (116.329.269.069) 

 

3,16 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, 

Jaringan, dan Irigasi 

53.795.351.157  4.197.830.517 (49.597.520.640) 7,80 

5.2.05 Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 

2.709.432.650 802.000 (2.708.630.650) 

 

0,03 

5.2.06 Belanja Modal Aset 

Lainnya 

36.100.000  0 (36.100.000) 

 

0,00 

5.3 BELANJA TAK 

TERDUGA 

10.456.671.520  1.506.161.867 (8.950.509.653) 14,40 

5.3.01 Belanja Tak Terduga 10.456.671.520  1.506.161.867 (8.950.509.653) 14,40 

5.4 BELANJA TRANSFER 262.980.3950 138.729.037.845 (124.251.357.155) 52,75 

5.4.01 Transfer Bagi Hasil  17.140.477.000  8.559.202.400 (8.581.274.600) 49,94 

5.4.02 Transfer Bantuan 

Keuangan 

245.839.918.000  130.169.835.445 (115.670.082.555) 52,95 

    Sumber: BPPKAD, 2022 

 

Tabel Realisasi belanja daerah Semester 1 Tahun 2022 

disusun menurut klasifikasi Belanja Daerah yang terdiri dari 

Belanja Operasi. Belanja Modal. Belanja Tak Terduga dan Belanja 

Transfer. Penyusunan ini mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  Secara keseluruhan 

Realisasi belanja daerah Tahun 2022 semester I mencapai 

Rp.711.133.595.980.- atau sebesar 32,54% dari alokasi belanja 
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yang sudah ditetapkan yaitu Rp.2.185.569.384.478,- dengan 

rincian belanja operasi terealisasi sebesar 32,64%, Belanja Modal 

15,11%, Belanja Tak Terduga 14,4% dan Belanja Transfer 52,75%. 

Penyerapan anggaran belanja daerah menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah 

didukung dengan kemampuan keuangan daerah secara optimal.  

Proyeksi total belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 

2022, diasumsikan naik sebesar Rp. 743.329.994.734,- (40,98%) 

dari semula sebesar Rp. 1.814.077.402.930,- menjadi 

Rp.2.557.407.397.664,-. Perubahan kebijakan belanja daerah 

tahun 2022 dengan penjabaran sebagai berikut: 

 

Tabel 3.14 

Target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

KODE URAIAN 

 JUMLAH 
BERTAMBAH / 

(BERKURANG) 
% 

RKPD 2022 APBD 2022 
PERUBAHAN RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) – (3) (7) 

       

5 BELANJA 

DAERAH 

1.814.077.402.930 2.138.777.595.583 2.557.407.397.664 743.329.994.734 40,98 

             

5.1 BELANJA 

OPERASI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.536.076.609.930 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1.599.828.920.350 1.828.643.533.879   

5.1.01 Belanja Pegawai 922.883.683.445 985.707.952.457   

5.1.02 Belanja Barang dan 
Jasa 

618.233.550.081 763.853.916.548   

5.1.05 Belanja Hibah 56.759.086.824 77.129.064.874   

5.1.06 Belanja Bantuan 
Sosial 

1.952.600.000 1.952.600.000   

      

5.2 BELANJA MODAL 264.636.722.153 443.213.360.621   

5.2.01 Belanja Modal 

Tanah 

0 42.713.973.232   

5.2.02 Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin 

100.220.374.590 194.447.809.439   

5.2.03 Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

117.066.240.756 141.412.544.555   

5.2.04 Belanja Modal 
Jalan, Jaringan, 
dan Irigasi 

44.608.094.157 60.345.076.742   

5.2.05 Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

2.705.912.650 4.249.956.653   

5.2.06 Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

36.100.000 44.000.000   

       

5.3 BELANJA TAK 

TERDUGA 

2.000.000.000 11.331.558.080 17.337.427.164 15.337.427.164 766,87 

5.3.01 Belanja Tidak 
Terduga 

 2.000.000.000  11.331.558.080 17.337.427.164 15.337.427.164 766,87 

       

5.4 BELANJA 

TRANSFER 

276.000.793.000 262.980.395.000 268.213.076.000 -7.787.717.000 -2,82 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 15.681.061.000 17.140.477.000 18.123.158.000 2.442.097.000 15,57 

5.4.02 Belanja Bantuan 
Keuangan 

260.319.732.000 245.839.918.000 250.089.918.000 -10.229.814.000 -3,93 

             

 SURPLUS / 

(DEFISIT) 

-164.408.036.930 -171.854.637.583 -539.899.604.027 -375.491.567.097 228,39 

Sumber: BPPKAD, 2022 
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a) Asumsi Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 

manfaat jangka pendek. Belanja operasi dimaksud terdiri dari 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, 

belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.  

Asumsi perubahan dalam penyusunan belanja operasi 

antar lain disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 

i. Penyesuaian Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN;  

ii. Penambahan belanja Barang dan dan Jasa Pemerintah; 

iii. Penyesuaian belanja terkait diterbitkannya Instruksi 

Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 31 Tahun 2022, 

tentang Penanganan Wabah PMK; 

Perubahan asumsi Belanja Operasi mengacu pada 

perubahan aktivitas program/kegiatan yang diarahkan untuk 

menampung belanja yang bersumber dari Dana Transfer 

Khusus dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus, DBHCHT, dan 

Bantuan Keuangan dari Provinsi, serta penyesuaian belanja 

pegawai dan belanja barang dan jasa.  

 

b) Asumsi Belanja Modal  

Perubahan asumsi belanja modal pelaksanaannya 

diutamakan untuk mendukung pencapaian target/sasaran 

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Sama halnya 

seperti Belanja Operasi, perubahan asumsi Belanja Modal juga 

mengacu pada perubahan aktivitas program/kegiatan yang 

diarahkan untuk menampung belanja yang bersumber dari 

Dana Transfer Khusus dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus, 

DBHCHT, Hibah BOS, dan bantuan keuangan dari Provinsi.   

 

c) Asumsi Belanja Tidak Terduga  

Asumsi Belanja Tidak Terduga dialokasikan naik sebesar 

Rp.15.337.427.164,- dari semula Rp.2.000.000.000,- menjadi 

Rp.17.337.427.164,- pada Perubahan RKPD 2022.  

 

d) Asumsi Belanja Transfer  

Asumsi Belanja Transfer yang pada Perubahan RKPD 

tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 268.213.076.000,- 

berkurang sebesar Rp.7.787.717.000,- dari semula 

Rp.276.000.793.000,-. 

  

3)  Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang 

digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. Adapun target pembiayaan daerah tahun 2022 

ditampilkan pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.15 

Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 

KODE URAIAN 

 JUMLAH 
BERTAMBAH / 

(BERKURANG) 
% 

RKPD 2022 APBD 2022 
PERUBAHAN 

RKPD 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) – (3) (7) 

       

6 PEMBIAYAAN 

DAERAH 

       

  

             

6.1 PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

164.408.036.930 171.854.637.583 545.593.604.027 381.185.567.097 231,85 

6.1.01 Sisa Lebih 
Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

164.408.036.930 171.854.637.583 545.593.604.027 381.185.567.097 231,85 

       

6.2 PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

0 0 5.694.000.000 5.694.000.000  

6.2.02 Penyertaan Modal 
Daerah 

0 0 5.694.000.000 5.694.000.000 
 

       

PEMBIAYAAN NETTO 164.408.036.930 171.854.637.583 539.899.604.027 375.491.567.097 228,39 

      

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN 

0 0 0 0 0 

Sumber: BPPKAD, 2022 
 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang 

digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah yang terdiri atas : 

a) Asumsi penerimaan pembiayaan 

Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 diprediksi terdapat 

peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya (SiLPA) dari sebesar Rp. 164.408.036.930,- 

menjadi Rp. 545.593.604.027,- yang antara lain berasal dari 

Penghematan Belanja, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya 

Capaian Target Kinerja, Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, 

dan Sisa Belanja Lainnya dari Realisasi Belanja Tahun 2021. 

Angka SiLPA didasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2021 yang telah 

diaudit BPK.  

b) Asumsi pengeluaran pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan terdapat kenaikan 

sebesar Rp.5.694.000.000,- yang digunakan untuk Penyertaan 

Modal pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria sebesar Rp 

4.500.000.000,- dan Penyertaan Modal Pada Bank Jateng 

sebesar Rp.1.194.000.000,- 
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BAB IV 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 disusun dengan 

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. 

Penjabaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2022 dengan 

Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1  

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2022 

dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional 
 

No 
Prioritas 

Pembangunan 

Kabupaten Kudus  

Prioritas Pembangunan 

Provinsi Jawa Tengah  

Prioritas 
Pembangunan 

Nasional  

1 Peningkatan 
kondusivitas, 

ketertiban, 
keamanan, 

kenyamanan dan 
toleransi 

Pemantapan tata kelola 
pemerintahan dan 

kondusivitas wilayah 
serta peningkatan 

kapasitas dan 
ketahanan fiskal daerah 

Revolusi mental 
dan  
pembangunan  
kebudayaan 

Memperkuat  
stabilitas  
polhukhankam dan  
transformasi  
pelayanan publik 

2 Pengembangan 

Pusat Pertumbuhan 
Wilayah 

Percepatan pemulihan 

dan peningkatan 
kualitas hidup dan 
kapasitas sumber daya 

manusia menuju SDM 
berdaya saing 

Mengembangkan  
wilayah untuk  
mengurangi  
kesenjangan dan  
menjamin  
pemerataan 

Memperkuat  
infrastruktur untuk  
mendukung  

pengembangan  
ekonomi dan  
pelayanan dasar 

3 Pengelolaan Sumber 
Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 

Penguatan 
pertumbuhan dan 
ketahanan ekonomi 

dengan memperhatikan 
keberlanjutan 
lingkungan hidup dan 

pemantapan ketahanan 
bencana 

Membangun 
lingkungan hidup, 
meningkatkan 

ketahanan 
bencana, dan 
perubahan iklim 

4 Pengurangan 

kemiskinan dan 
pengangguran 

Peningkatan percepatan 

pengurangan 
kemiskinan dan 

pengangguran 

Memperkuat 

ketahanan 
ekonomi untuk 

pertumbuhan 
yang berkualitas 
dan berkeadilan 



IV-2 
 

No 
Prioritas 

Pembangunan 

Kabupaten Kudus  

Prioritas Pembangunan 
Provinsi Jawa Tengah  

Prioritas 
Pembangunan 

Nasional  

Meningkatkan 

Sumber Daya 
Manusia yang 
berkualitas dan 

berdaya saing 

5 Pemantapan 
pelayanan publik 

dan tata kelola 
pemerintahan 

Pemantapan tata kelola 
pemerintahan dan 

kondusivitas wilayah 
serta peningkatan 

kapasitas fiskal daerah 

Memperkuat 
stabilitas 

polhukhankam 
dan transformasi 

pelayanan publik 

 

Prioritas pengurangan kemiskinan dan pengangguran difokuskan 

pada pemberian pemberian pelatihan dan pengembangan kewirausahaan 

bagi angkatan kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Selain itu 

salah satu inovasi prioritas yang dilaksanakan adalah 9 (sembilan) Program 

Unggulan Kudus yaitu: 

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/ 

TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah, melalui Guruku Sayang 

Guruku Senang.  

2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 

dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam 

satu hari lewat desa.  

3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru, dengan inovasi 

PRABUKU (Pembentukan Wirausaha Baru Kudus).  

4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta 

semua pemuka agama/semua tempat ibadah.  

5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta 

penguatan pemasaran hasil panen. Melalui inovasi Pemberdayaan dan 

Pendampingan P3A dan Gapoktan.  

6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan 

usaha.  

7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk 

peningkatan sumberdaya manusia melalui inovasi Kudus Taste of Java.  

8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui 

pelatihan khusus kewirausahaan.  

9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja 

(PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan 

pemerintahan daerah. 

Sedangkan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2022 berdasarkan dokumen RPJMD sebelum dilakukan 

penyesuaian terkait pandemi Covid-19 adalah Pemerataan Pembangunan 

yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan 

nyaman, maka sebagai pedoman implementasi RKPD Tahun 2022, tujuan 

dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang akan diwujudkan 

sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2   

Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 

Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Target Capaian 

2022 Murni 
2022 

Perubahan 

       

Misi 1 :  

Mewujudkan 

masyarakat 

Kudus yang 

berkualitas, 

kreatif, inovatif 

dengan 

memanfaatkan 

teknologi dan 

multimedia 

Terwujudnya sumber 

daya manusia yang 

berkualitas 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

  76,44 75,4-76,44 

 1. Meningkatnya 

kualitas 

pendidikan 

1. Harapan lama sekolah 14,67 14,67 

2. Rata-rata lama sekolah 9,01 9,01 

3. Persentase akses dan 

mutu pendidikan 

87,77 87,77 

2. Meningkatnya 

derajat kesehatan 

masyarakat 

1. Angka Harapan Hidup  76,52 76,52 

2. Angka Kematian Ibu 52,78 52,78 

3. Angka Kematian Bayi 7,1 7,1 

3. Meningkatnya 

kemampuan 
konsumsi 

masyarakat 

Kemampuan konsumsi 

rumah tangga per kapita 

(ribu rupiah/orang/ tahun) 

11.271,84 11.271,84 

Misi 2 :  

Mewujudkan 

pemerintahan 

yang semakin 

handal untuk 

peningkatan 

pelayanan publik 

Terwujudnya kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik yang 

transparan, akuntabel 

dan partisipatif 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

  85 85 

 Meningkatnya 

penyelenggaraan 

reformasi birokrasi 

1. Nilai akuntabilitas 

kinerja 

81,00 81,00 

2. Akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 

daerah (Opini BPK) 

WTP WTP 
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Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Target Capaian 

2022 Murni 
2022 

Perubahan 

       

3. Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

2,68 2,68 

4. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

83,5 83,5 

Misi 3 :  

Mewujudkan 

kehidupan yang 

toleran dan 

kondusif 

Terciptanya kondisi 

masyarakat yang aman, 

tertib melalui kepastian, 

perlindungan dan 

penegakan peraturan 

Angka Kriminalitas   0,013 0,013 

 Meningkatnya 

ketertiban, 
keamanan dan 

kenyamanan 

lingkungan serta 

toleransi umat 

beragama 

1. Indeks rasa aman 0,53 0,53 

2. Indeks Toleransi 100% 100% 

Misi 4 :  

Memperkuat 

ekonomi 

kerakyatan yang 

berbasis 

keunggulan lokal 

dan membangun 

iklim usaha yang 

berdaya saing 

Terwujudnya 

peningkatan 

perekonomian daerah 

Pertumbuhan 

ekonomi 

 

  3,14 2,2 - 3,14 

Pertumbuhan 

ekonomi tanpa 

industri 

pengolahan 

tembakau 

  5,65 4,00 - 5,65 

 1. Meningkatnya 
pendapatan dan 

kesejahteraan 

masyarakat  

 

1. PDRB Per Kapita (juta 

rupiah) 

139,78 139,78 

2. Angka kemiskinan 6,1 6,01 – 6,50 

3. Angka Pengangguran 3,05 3,05-3,50 



IV-5 
 

Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Target Capaian 

2022 Murni 
2022 

Perubahan 

       

2. Meningkatnya daya 
saing investasi 

daerah 

Nilai investasi 8,79 8,79  

3. Meningkatnya 

infrastruktur 

pendukung 

pengembangan 
wilayah 

Persentase infrastruktur 

dalam kondisi mantap 

82,72 82,72 

4. Meningkatnya 

keseimbangan 

pemanfaatan 

sumberdaya alam 

yang berkelanjutan 

Indeks kualitas lingkungan 

hidup 

66,56 66,56 
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Adapun  prioritas, dukungan urusan dan prioritas program di Kabupaten Kudus yang mendapatkan penekanan 

sebagai wujud dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Pandemi COVID-19 secara lengkap 

sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 4.3  

Prioritas dan Fokus Program Pembangunan Pasca COVID-19 Kabupaten Kudus Tahun 2022 
 

No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak Covid 

19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

1 Urusan Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

  Program Pengelolaan  Dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota Penguatan sistem kesehatan 

nasional   Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan 
di Kawasan Perdesaan   

  

     

2 Urusan Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

Program Pengembangan Perumahan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun 

Umum dan/atau Rumah Khusus 

Penguatan sistem jaring pengaman 

sosial 

Penerbitan Ijin Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan 

  Program Kawasan Permukiman Penataan dan Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 

   Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 
10 Ha 

     

3 Urusan Pertanahan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan 

Santunan Tanah Untuk Pembangunan 

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah untuk Pembangunan 

oleh  

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

  Program Penatagunaan  Penggunaan Tanah yang Hamparannya 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak Covid 

19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

Tanah dalam satu daerah Kabupaten/Kota 

     

4 Urusan Lingkungan 

Hidup 

Program Perencanaan Lingkungan Hidup Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Kabupaten/Kota 

Penguatan sistem ketahanan 
bencana 

 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 

Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah 

Program Pembinaan dan Pengawasan 
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  

Hidup (PPLH) 

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap 
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 

Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

     

5 Urusan 

Perhubungan 

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (LLAJ) 

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 

Kabupaten/Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas Parkir 

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di 

Jalan 

Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa 

angkutan orang dan/atau barang antar 

kota dalam 1 (satu) daerah 
Kabupaten/Kota 

Penetapan Rencana Umum Jaringan 

Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah 

Kabupaten/Kota 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak Covid 

19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

6 Urusan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 

Penguatan sistem kesehatan 

nasional 

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama 

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 

Pengelolaan Pendidikan Non 

formal/Kesetaraan 

     

7 Urusan Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Manusia Kesehatan 

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan 

di Wilayah Kabupaten/Kota 

Penguatan sistem kesehatan 

nasional 

Perencanaan Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di 
Wilayah Kabupaten/Kota 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi 

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D 

dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

     

8 Urusan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 

Penguatan sistem ketahanan 

bencana 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak Covid 

19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

9 Urusan Koperasi 

dan Usaha Kecil 

Menengah 

Program Pendidikan dan Latihan 

Perkoperasian 

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 

Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

     

10 Urusan 

Perdagangan 

Program Penggunaan dan Pemasaran 

Produk Dalam Negeri 

Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

Program Stabilisasi Harga Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

Menjamin Ketersediaan  Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat 
Daerah Kabupaten/ Kota 

Pengendalian Harga, dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 

Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 

Pengawasan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Distribusi Perdagangan 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan Masyarakat Di 

Wilayah Kerjanya 

     

11. Urusan 

Kebudayaan 

Program Pengembangan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat 

Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

 Pelestarian Kesenian Tradisional yang 

Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Pembinaan Lembaga Adat yang 

Penganutnya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

     

12 Urusan Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata  

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak Covid 

19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

  

13 Urusan Tenaga 

Kerja 

Program Perencanaan Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 

Percepatan pemulihan industri, 
pariwisata dan investasi 

Program Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 

untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan 
Penutupan Perusahaan di Daerah 

Kabupaten/Kota 

     

14 Urusan 

Perindustrian 

Program Perencanaan dan Pembangunan 

Industri 

Penyusunan dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

     

15 

 

Urusan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 

Pengemis di Luar Panti Sosial 

Penguatan sistem jaring pengaman 

sosial 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di 
Luar Panti Sosial 

Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi  

Sumber Kesejahteraan Sosial  

Daerah Kabupaten/Kota 

Program Penanganan Bencana Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Bencana Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penguatan sistem ketahanan 

bencana Program Penanggulangan  

Bencana 

Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

   Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak Covid 

19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

Terhadap Bencana 

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

     

16 Urusan 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa Penguatan sistem ketahanan 

bencana 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

     

17 Urusan Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

Pengendalian dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 

Penguatan sistem ketahanan 
bencana 

Program Pengendalian Kesehatan Hewan 

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan 

dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit 

Hewan Menular Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium 

dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah  

Kabupaten/Kota 

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan 

Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 

     

18 Urusan Kelautan 

dan Perikanan 

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Penguatan sistem jaring pengaman 

sosial Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 

     

19 Urusan Penanaman 

Modal 

Program Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal 

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 

Dibidang Penanaman  Modal  yang  Menjadi  
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota 

Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan  Perizinan  dan  Nonperizinan  

Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang 

Penanaman Modal yang Menjadi 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak Covid 

19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

     

20 Urusan Komunikasi 

dan Informatika 

Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

     

21 Urusan 

Administrasi 
Pemerintahan 

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat 

Administrasi Tata Pemerintahan 

Penguatan sistem ketahanan 

bencana 

Fasilitasi Kerjasama Daerah 

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat 

   Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 
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Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 
2022, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2022 
dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya yang dimiliki. Perubahan target 

IKU dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 4.4  

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 

No Indikator Kinerja Utama Satuan 

Target 

RKPD 2022 
Perubahan 

RKPD 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Indeks Pembangunan Manusia Angka 76,44 75,4-76,44 

2 Harapan lama sekolah Tahun 14,67 14,67 

3 Rata-rata lama sekolah Tahun 9,01 9,01 

4 Persentase akses dan mutu 

pendidikan 

% 87,77 87,77 

5 Angka Harapan Hidup Angka 76,52 76,52 

6 Angka Kematian Ibu  Angka 52,78 52,78 

7 Angka Kematian Bayi Angka 7,1 7,1 

8 Kemampuan konsumsi rumah 

tangga per kapita (ribu Rp/org/thn) 

ribu 

Rp/org/thn 

11.271,84 11.271,84 

9 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 85 

10 Nilai akuntabilitas kinerja Angka 81,00 81,00 

11 Akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah (Opini BPK) 

 WTP WTP 

12 Indeks Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) 

Angka 2,68 2,68 

13 Indeks Kepuasan Masyarakat  Angka 83,5 83,5 

14 Angka kriminalitas Angka 0,013 0,013 

15 Indeks rasa aman Angka 0,53 0,53 

16 Indeks Toleransi % 100 100 

17 Pertumbuhan Ekonomi % 3,14 2,2-3,14 

 Pertumbuhan Ekonomi tanpa 

industri pengolahan tembakau 

% 5,65 4,00-5,65 

18 PDRB Per Kapita (juta rupiah) Rp juta 139,78 139,78 

19 Angka kemiskinan % 6,1 6,01-6,50 

20 Angka pengangguran % 3,05 3,05-3,50 

21 Nilai investasi (dalam triliun Rp) Rp. Trilyun 8,79 8,79 

22 Persentase infrastruktur dalam 

kondisi mantap 

% 82,72 82,72 
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No Indikator Kinerja Utama Satuan 

Target 

RKPD 2022 
Perubahan 

RKPD 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) 

23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup % 66,56 66,56 

 

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kudus 

diukur dengan indikator-indikator di tiap urusan. Pada Perubahan RKPD Tahun 

2022, khususnya pada urusan tenaga kerja, urusan energy dan sumber daya 

mineral, urusan pangan, urusan pertanian terdapat penambahan indikator 

disebabkan karena penyesuaian atas pemetaan program dan kegiatan sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. 

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus juga mengalami penyesuaian 

sebagaimana tertuang pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.5  

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

Kabupaten Kudus Tahun 2022 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 ASPEK PELAYANAN UMUM 

A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

1 PENDIDIKAN      Dinas Dikpora 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota  

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Dikpora) 

Indeks 83,5 83,5   

  Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

Persentase sekolah 

terakreditasi A 

% 74,16 % 74,16 %  

   Jumlah Warga 

Negara Usia 7-15 

Tahun yang 

Berpartisipasi 

Dalam Pendidikan 

Dasar 

(SD/Mi,SMP/MTs) 

% 100 100 SPM 

   Jumlah Warga 

Negara Usia 5-6 

Tahun Yang 

Berpartisipasi 

Dalam Pendidikan 

PAUD 

% 100 100 SPM 

   Jumlah Warga 

Negara Usia 7-18 

Tahun Yang Belum 

Menyelsaikan 

Pendidikan Dasar 

dan atau Menengah 

yang Berpartisipasai 

dalam Pendidikan 

Kesetaraan 

% 100 100 SPM 

  Program 

Pengendalian 

Fasilitasi Perijinan 

PAUD dan Dikmas 

Tahun 1 Tahun 1 Tahun  
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Perizinan 

Pendidikan 

2 KESEHATAN      Dinas 

Kesehatan, dan 

RSUD 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

Daerah (Dinas 

Kesehatan) 

Angka 83,5 83,5  

  Program 

Pemenuhan Upaya 

Kesehatan 

Perorangan dan 

Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Cakupan pelayanan 

pengendalian 

penyakit 

% 100 100  

  

 

Jumlah ibu hamil 

yang mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  

 

Jumlah ibu bersalin 

yang mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  

 

Jumlah bayi baru 

lahir yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  

 

Jumlah balita yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  

 

Jumlah siswa yang 

dilakukan 

pemeriksaan / 

penjaringan 

kesehatan serta 

jumlah sekolah yang 

dilakukan 

pembinaan UKS 

% 100 100 SPM 

  

 

Jumlah usia 

produktif yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  

 

Jumlah usia lanjut 

yang mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  

 

umlah penderita 

hipertensi yang 

mendapatkan 

pelayananan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  

 

Jumlah penderita 

Diabetes Melitus 

yang mendapatkan 

pelayanan 

% 100 100 SPM 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

kesehatan sesuai 

standar 

  

 

Jumlah penderita 

ODGJ berat yang 

mendapat 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  

 

Jumlah orang 

terduga 

tuberkulosis yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  

 

Jumlah orang 

dengan risiko 

terinfeksi HIV yang 

mendapat 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

% 100 100 SPM 

  Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan 

Cakupan pelayanan 

dan sumber daya 

kesehatan 

% 92,3 92,3  

  Program Sediaan 

Farmasi, Alat 

Kesehatan Dan 

Makanan Minuman 

Cakupan pelayanan 

dan sumber daya 

kesehatan 

% 91,30 91,3  

  Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 

Kesehatan 

Cakupan pelayanan 

kesehatan 

masyarakat 

% 100 100  

  Program 

Pemenuhan Upaya 

Kesehatan 

Perorangan Dan 

Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

 

cakupan 

ketersediaan 

sarpras kesehatan 

rujukan 

 

% 100 100 RSUD 

3 PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG 

        Dinas PUPR 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indek Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

Daerah (PUPR) 

Indeks 83,5 83,5  

  Program 

Pengelolaan Sumber 

Daya Air (SDA) 

Presentase luas 

irigasi kabupaten 

dalam kondisi baik 

% 84 84  

  Program 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum 

Persentase 

penduduk berakses 

air minum  

% 99 100  

   Jumlah Warga 

Negara Yang 

Memperoleh 

Kebutuhan pokok 

Air Minum Sehari 

Hari 

% 100 100 SPM 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Program 

Pengelolaan Dan 

Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

Persentase rumah 

tinggal bersanitasi  

% 100 100  

  Program 

Pengelolaan Dan 

Pengembangan 

Sistem Drainase 

Persentase  drainase 

dalam kondisi 

baik/pembuangan 

aliran air tidak 

tersumbat 

% 65,00 100  

   Jumlah Warga 

Negara Yang 

Memperoleh 

layanan pengolahan 

air limbah domestik 

% 100 65,00 SPM 

  Program Penataan 

Bangunan Gedung 

Persentase 

rekomendasi 

teknis perijinan 

pembangunan yang 

sesuai standart 

pelayanan 

% 55 55  

    Program 

Penyelenggaraan 

Jalan 

Persentase panjang 

jalan kabupaten 

dalam kondisi 

mantap 

% 91,43 91,43   

   persentase jumlah 

jembatan kabupaten 

dalam kondisi 

mantap 

% 90,46 90,46  

   Persentase alat-alat 

berat dalam kondisi 

baik 

% 87 87  

  Program 

Pengembangan 

Sistem dan 

Pengelolaan 

Persampahan 

Regional 

Persentase 

terselengaranya 

TPS3R 

% 25 25  

    Program 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

Persentase ketaatan 

rencana tata ruang 

% 100 100   

4 PERUMAHAN DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

      Dinas PKPLH 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Indek Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

Daerah (PKPLH) 

Indeks 83,5 83,5  

  Program 

Pengembangan 

Perumahan 

Cakupan 

ketersediaan rumah 

layak huni 

% 98,20 98,20 

 

   Jumlah Rumah 

Korban Bencana 

Yang Berhak 

Memperoleh Rumah 

Layak Huni 

% 100 
100 

 

SPM 

   Jumlah Warga 

Negara yang terkena 

relokasi akibat 

program Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

/ kota yang 

memperoleh 

fasilitasi penyediaan 

rumah layak huni 

% 100 100 SPM 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Program Kawasan 

Permukiman 

Persentase 

lingkungan 

permukiman 

kumuh 

% 0,04 0,04  

  Program 

Peningkatan 

Prasarana, Sarana 

Dan Utilitas Umum 

(PSU) 

Cakupan 

ketersediaan rumah 

layak huni % 98,20 

98,20  

   Prosentase kawasan 

lingkungan 

permukiman yang 

layak 

% 99,14 99,14  

5 KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN 

UMUM DAN 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

         Satpol PP, BPBD 

 

 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indek Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

Daerah (Pol PP) 

Indeks 83,5 83,5  

  Program 

Peningkatan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Presentase cakupan 

penanganan 

gangguan tibum 

tranmas 

% 75 75  

   Cakupan Penegakan 

Perda dan Perkada 

% 83 83  

   Rasio Linmas per 

Jumlah RT 

angka 1,34 1,34  

   Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan akibat dari 

penegakan hukum 

Perda dan Perkada 

% 100 100  

 

SPM 

  Program 

Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

Cakupan 

penanganan 

bencana kebakaran 

kabupaten 

% 85 85  

   Cakupan 

penanganan 

penyelamatan non 

kebakaran 

kabupeten 

% 100 100  

   Tingkat waktu 

tanggap (response 

time rate) 

menit 7 7  

   Persentase aparatur 

pemadam 

kebakaran yang 

memenuhi standar 

kualifikasi 

% 100 100  

   Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

kebakaran 

% 100 100  

 

SPM 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indek Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

Daerah (BPBD) 

Indeks 83,5 83,5  

  Program 

Penanggulangan 

Bencana 

Cakupan pelayanan 

penanggulangan 

bencana 

% 100 100  

   Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana 

% 100 100  

 

SPM 

   Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan pencegahan 

dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

% 100 100  

 

SPM 

   Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

% 100 100  

 

SPM 

  Program 

Penanganan 

Bencana 

cakupan pelayanan 

penanggulangan 

bencana 

% 100 100  

6 SOSIAL     % 7,67 

 

 Dinas Sos 

P3AP2KB, dan 

BPBD 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indek Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

Daerah 

Indeks 83,5 83,5  

  Program 

Pemberdayaan 

Sosial 

Persentase PSKS 

yang aktif 

menangani PMKS 

sesuai standar 

% 65 85  

  Program 

Rehabilitasi Sosial 

Persentase 

penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, 

lanjut usia 

terlantar, pengemis 

dan gelandangan 

yang mendapat 

rehabilitasi sosial 

% 5,6 100 SPM 

   Jumlah Warga 

Negara penyandang 

disabilitas terlantar 

yang memperoleh 

rehabilitasi sosial 

diluar panti 

% 100 100 SPM 

   Jumlah anak 

terlantar yang 

memperoleh 

rehabilitasi sosial 

diluar panti 

% 100 100 SPM 

   Jumlah Warga 

Negara lanjut usia 

terlantar yang 

memperoleh 

rehabilitasi sosial 

% 100 100 SPM 



IV - 20 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

diluar panti 

   Jumlah Tuna Sosial 

Khususnya 

Gelandangan dan 

Pengemis di Luar 

Panti Sosial 

% 100 100 SPM 

   Jumlah 

Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

pada Saat dan 

Setelah Tanggap 

Darurat Bencana 

bagi Korban 

Bencana daerah 

Kabupaten/Kota 

% 100 100 SPM 

    Program 

Perlindungan Dan 

Jaminan Sosial 

Persentase keluarga 

miskin yang 

memperoleh 

pelayanan dasar 

sosial 

% 75 75   

  Program 

Penanganan 

Bencana 

Cakupan pelayanan 

penanggulangan 

bencana 

% 100 100  

  Program 

Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan 

Persentase TMP 

yang dikelola 

% 100 100  

B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

1 TENAGA KERJA          Dinas 

Nakerinkop 

UKM 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indek Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

Daerah (Dinas 

NakerperinkopUKM) 

Indeks 83,5 83,5  

  Program 

Perencanaan Tenaga 

Kerja 

Persentase Pencari 

Kerja yang sudah 

bekerja 

% 48  Indikator ini 

tidak dipakai 

karena sudah 

dipakai di 

program 

penempatan 

tenaga kerja 

   Persentase 

Perusahaan yang 

Telah Menyusun 

Dokumen 

Perencanaan Tenaga 

Kerja 

%  0,3 Indikator yang 

dipakai saat ini, 

karena pada 

tahun 2022 

fokus pada 

penyusunan 

Rencana Tenaga 

Kerja Mikro 

(tingkat 

perusahaan 

saja) 

  Program Hubungan 

Industrial 

Persentase kasus 

yang terselesaikan 

% 100 100  

  Program Pelatihan 

Kerja dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Persentase Tenaga 

Kerja yang 

Mempunyai 

Sertifikat 

Kompetensi 

%  0,04 Permendagri 

18/2020 untuk 

mengukur 

kinerja di 

program ini 

  Program 

Penempatan Tenaga 

Kerja 

Persentase pencari 

kerja yang sudah 

bekerja 

% 48 48  
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2 PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN 

ANAK 

     Dinas Sos 

P3AP2KB 

  Program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Persentase pekerja 

perempuan 

% 60,79  65  

   Persentase 

Anggaran Responsif 

Gender pada 

Belanja Langsung 

APBD 

% 29 29  

  Program 

Perlindungan 

Perempuan 

Cakupan 

perempuan korban 

kekerasan yang 

terselesaikan 

penanganannya 

pada pelayanan 

terpadu P2TP2A 

% 100  100  

   Rasio KDRT (Rasio 

Perempuan korban 

kekerasan per 1000 

penduduk usia 18 

thn ke atas ) 

% 0,016 3,16  

  Program 

Pengelolaan 

Sistem Data 

Gender Dan Anak 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Perempuan 

% 65,80  65,80  

  Program 

Pemenuhan Hak 

Anak (Pha) 

Strata Kabupaten 

layak Anak (KLA) 

tingkat Madya Madya  

  Program 

Perlindungan 

Khusus Anak 

Cakupan 

perempuan 

dan anak korban 

kekerasan yang 

terselesaikan 

penanganannya 

pada unit layanan 

terpadu 

% 100 100  

3 PANGAN          Distan dan 

Pangan 

  Program 

Pengelolaan Sumber 

Daya Ekonomi 

Untuk Kedaulatan 

Dan Kemandirian 

Pangan 

Persentase 

peningkatan sarpras 

lumbung pangan 

%  80 Hasil Reviu 

Inspektorat 

diminta 

membuat 

indikator terkait 

program ini  

  Program 

Peningkatan 

Diversifikasi Dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

Persentase 

ketersediaan 

pangan utama 

% 100 100  

  Program 

Penanganan 

Kerawanan Pangan 

Persentase 

penanganan daerah 

rawan pangan 

% 95 95  

  Program 

Pengawasan 

Keamanan Pangan 

Persentase 

keamanan pangan 

% 89 89  

4 PERTANAHAN          Dinas PUPR 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

    Program 

Penyelesaian 

Ganti Kerugian 

Dan Santunan 

Tanah Untuk 

Pembangunan 

Persentase 

penyelesaian 

administrasi 

pertanahan 

% 73,19 73,19   

  Program 

Penatagunaan 

Tanah 

Persentase 

Tersedianya Tanah 

% 100 100  

5 LINGKUNGAN 

HIDUP 

         Dinas PKPLH 

  Program 

Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

indeks kualitas 

lingkungan hidup 

Indeks 66,56 

 

66,56  

  Program 

Pengendalian 

Pencemaran 

Dan/Atau 

Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

Indeks 66,56 

 

66,56  

  Program 

Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati (Kehati) 

Proporsi Ruang 

Terbuka 

Hijau (RTH) 

% 8,19  8,19  

  Program 

Pengendalian 

Bahan Berbahaya 

Dan Beracun (B3) 

Dan Limbah Bahan 

Berbahaya Dan 

Beracun (Limbah 

B3) 

persentase 

penanganan 

volume sampah 

% 73 73  

  Program 

Pembinaan Dan 

Pengawasan 

Terhadap Izin 

Lingkungan Dan 

Izin Perlindungan 

Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(Pplh) 

Cakupan 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap 

usaha dan / atau 

kegiatan yang 

memiliki izin 

lingkungan dan izin 

perlindungan dan 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

% 42 42  

  Program 

Peningkatan 

Pendidikan, 

Pelatihan Dan 

Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

Untuk 

Masyarakat 

persentase 

peningkatan 

komunitas pecinta 

lingkungan hidup 

% 5 5   

  Program 

Penghargaan 

Lingkungan Hidup 

Untuk 

Masyarakat 

persentase 

peningkatan 

komunitas pecinta 

lingkungan hidup 

% 5 5  

  Program 

Penanganan 

Pengaduan 

Lingkungan Hidup 

cakupan pembinaan 

dan pengawasan 

terhadap usaha dan 

/ atau kegiatan 

yang memiliki 

izin lingkungan dan 

izin perlindungan 

dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

% 42 12  
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Program 

Pengelolaan 

Persampahan 

persentase 

penanganan 

volume sampah 

% 73 73  

6 ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 

SIPIL 

         Dinas Dukcapil 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Dinas 

Dukcapil) 

Indeks 91 91  

    Program 

Pendaftaran 

Penduduk 

Cakupan 

kepemilikan Kartu 

Tanda Penduduk 

(KTP) 

% 100 100   

    Program Pencatatan 

Sipil 

Cakupan 

kepemilikan akta 

kelahiran usia 0-18 

tahun 

% 100 100   

    Program 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Capaian 

pengelolaan 

database 

kependudukan 

% 100 100   

7 PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 

DESA 

         Dinas PMD 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

Daerah (Dinas PMD) 

Indeks 83,5 83,5  

  Program Penataan 

Desa 

Jumlah TMMD/ 

KaryanBhakti Yang 

Dilaksanakan 

desa 3 0 Indikator ini 

diubah menjadi 

persentase 

penyelenggaraan 

penataan desa 

(hasil reviu 

inspektorat) 

   Persentase 

Penyelenggaraan 

Penatan Desa 

% 0 100%  

  Program 

Peningkatan 

Kerjasama Desa 

Persentase 

peningkatan 

kawasan perdesaan 

% 75 75  

  Program 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Menurunnya 

Prosentase Desa 

Bermasalah 

% 20 20  

  Program 

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum 

Adat 

Persentase 

peningkatan 

kelembagaan dan 

perekonomian 

masyarakat desa 

 

kegiatan 7 - Target tidak 

relevan sehingga 

diubah 

   Persentase 

peningkatan 

kelembagaan dan 

perekonomian 

masyarakat desa 

 

%  75 Indikator 

program dan 

target baru 



IV - 24 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

8 PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KB 

         Dinas Sos 

P3AP2KB 

  Program 

Pengendalian 

Penduduk 

Persentase 

penggunaan 

kontrasepsi jangka 

panjang 

% 14 14  

   Total Fertility Rate 

(TFR) 

% 2,02 2,02  

   Laju Pertumbuhan 

Penduduk (LPP) 

% 1 1  

    Program 

Pembinaan 

Keluarga 

Berencana (KB) 

Cakupan peserta KB 

aktif 

% 71 71   

   Persentase Unmeet 

Need 

% 13,5 13,5  

   Persentase 

penggunaan 

Kontrasepsi jangka 

panjang 

% 14 14  

    Program 

Pemberdayaan 

dan Peningkatan 

Keluarga 

Sejahtera (KS) 

Persentase Desa / 

Kelurahan yang 

mempunyai 

kelompok usaha 

peningkatan 

pendapatan 

keluarga Sejahtera 

(UPPKS) 

% 22,7 22,7   

9 PERHUBUNGAN          Dishub 

    Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Dishub) 

Indeks 83,5 83,5   

    

 

 

 

 

Program 

Penyelenggaraan 

Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

(LLAJ) 

Kecepatan rata-rata 

kendaraan bermotor 

di jalan perkotaan 

Km/jam 38 38   

10 KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

         Dinas Kominfo 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Dinas 

Kominfo) 

Indeks 83,5 87  

    Program Informasi 

Dan Komunikasi 

Publik 

Cakupan informasi 

yang dipublikasikan 

melalui berbagai 

media 

% 100 100   

    Program Aplikasi 

Informatika 

Tata kelola SPBE Indeks 2,43 2,43   

   Kebijakan internal 

SPBE 

Indeks 3,06 3,06  

   Layanan SPBE indeks 2,7 2,7  

11 KOPERASI DAN 

UKM 

         Dinas 

NakerinkopUKM 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

   Program 

Pendidikan Dan 

Latihan 

Perkoperasian 

persentase koperasi 

aktif 

% 88,75 88,75   

  Program 

Pemberdayaan 

Usaha Menengah, 

Usaha Kecil, Dan 

Usaha Mikro 

(Umkm) 

Persentase Usaha 

Mikro yang Menjadi 

Wirausaha 

%  0,7 Arahan 

Permendagri 

18/2020, UMKM 

diarahkan 

menjadi 

wirausaha 

  Program 

Pengembangan 

Umkm 

Persentase 

Perkembangan 

Usaha 

Mikro, Kecil dan 

Menengah 

% 5,5 5,5  

12 PENANAMAN 

MODAL 

         DPMPTSP 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (DPMPTSP) 

Indeks 83,5 83,5  

  Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman 

Modal 

Cakupan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Penanaman Modal 

% 100 100  

  Program Promosi 

Penanaman Modal 

Persentase 

peningkatan jumlah 

investor 

% 8 8  

  Program Pelayanan 

Penanaman Modal 

persentase 

pelayanan perizinan 

pembangunan dan 

lingkungan yang 

sesuai standar 

pelayanan 

% 55 55  

   persentase 

pelayanan perizinan 

perekonomian dan 

jasa usaha yang 

sesuai standar 

pelayanan 

% 80 80  

  Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Realisasi investasi 

yang terlaporkan 

Trilyun 3,300  3,300   

  Program 

Pengelolaan Data 

Dan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal 

Cakupan data dan 

Informasi 

penanaman modal 

yang dirilis 

% 100 100  

13 KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA 

         Dinas Dikpora 

    Program 

Pengembangan 

Kapasitas Daya 

Saing Kepemudaan 

Persentase 

organisasi pemuda 

yang aktif 

% 95,95 95,95   

     Program 

Pengembangan 

Kapasitas Daya 

Saing 

Keolahragaan 

cakupan pembinaan 

olahraga 

% 92 92   

14 STATISTIK          Dinas Kominfo 

    Program 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

Cakupan pelayanan 

data statistik 

sektoral 

% 100 100   
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

15 PERSANDIAN          Dinas Kominfo 

    Program 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Persentase 

perangkat daerah 

yang telah 

menggunakan sandi 

dalam komunikasi 

perangkat daerah 

 

% 18 18   

16 KEBUDAYAAN          Dinas Budpar, 

Kecamatan 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Dinas 

Budpar) 

Indeks 83,5 83,5  

  Program 

Pengembangan 

Kebudayaan 

Persentase  

seni/budaya yang 

diaktualisasikan 

% 67 67  

  Program Pengem-

bangan Kesenian 

Tradisional 

Persentase  

seni/budaya yang 

diaktualisasikan 

% 67 67  

  Program Pembinaan 

Sejarah 

Persentase cagar 

budaya yang 

dikelola secara 

terpadu 

% 

 

19 

 

19 

 

 

  Program Pelestarian 

Dan Pengelolaan 

Cagar Budaya 

Persentase cagar 

budaya yang 

dikelola secara 

terpadu 

% 

 

19 

 

19 

 

 

  Program Pengelo-

laan Permuseuman 

Persentase cagar 

budaya yang 

dikelola secara 

terpadu 

% 

 

19 

 

19 

 

 

17 PERPUSTAKAAN          Dinas Arpus 

    Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat atas 

Kinerja Perangkat 

Daerah (Dinas 

Arpus) 

% 83,5 83,5   

  Program Pembinaan 

Perpustakaan 

Persentase 

pengunjung 

perpustakaan per 

tahun 

% 8,7 8,7  

18 KEARSIPAN          Dinas Arpus 

    Program 

Pengelolaan Arsip 

Persentase 

perangkat daerah 

yang melaksanakan 

jadwal retensi arsip 

% 22,58 22,58   

  Program 

Perlindungan Dan 

Penyelamatan Arsip 

Persentase Arsip 

terselamatkan 

% 100 100  

C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

1 KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

         Distan dan 

Pangan 

  Program Pengelolaan 

Perikanan Budidaya 

Persentase 

peningkatan 

produksi perikanan 

% 98,9 98,9  

  Program Pengolahan 

Dan Pemasaran 

Hasil Perikanan 

Persentase 

peningkatan 

produksi perikanan 

olahan 

%  98,9 Hasil reviu 

inspektorat 

terkait indikator 

agar berbeda 

pada masing-

masing program  
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2 PARIWISATA          Dinas Budpar 

    Program 

Peningkatan Daya 

Tarik Destinasi 

Pariwisata 

Persentase 

peningkatan sarpras 

pariwisata yang 

memadai 

% 8 8   

    Program Pemasaran 

Pariwisata 

Persentase 

peningkatan 

promosi pariwisata 

% 14 14   

  Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Pariwisata Dan 

Ekonomi Kreatif 

Persentase 

peningkatan sarpras 

pariwisata yang 

memadai 

% 8 8  

3 PERTANIAN          Distan dan 

Pangan 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

daerah 

Indeks 83,5 83,5  

  Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Sarana Pertanian 

Persentase 

peningkatan 

penyediaan sarana 

pertanian 

% 

 

 

 

 

80 Hasil reviu 

inspektorat 

terkait indikator 

agar berbeda 

pada masing-

masing program 

  Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

Persentase 

peningkatan 

penyediaan 

prasarana  

pertanian 

% 
 

 

 

 

 

80 Hasil reviu 

inspektorat 

terkait indikator 

agar berbeda 

pada masing-

masing program 

  Program 

Pengendalian 

Kesehatan Hewan 

Dan Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner 

Persentase 

peningkatan 

produksi 

peternakan 

% 95,24 95,24  

  Program 

Pengendalian Dan 

Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

Persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 

perkebunan 

% 98,52 

 

 

 

 

98,52  

  Program 

Penyuluhan 

Pertanian 

Persentase 

peningkatan 

kapasitas petani 

dalam menerapkan 

pengetahuan 

maupuin teknologi  

pertanian 

% 

 

80 Hasil reviu 

inspektorat 

terkait indikator 

agar berbeda 

pada masing-

masing program 

4 KEHUTANAN          Dinas PKPLH 

    Program 

Konservasi 

Sumber Daya Alam 

Hayati Dan 

Ekosistemnya 

persentase tutupan 

lahan 

% 0,40 0,40   

5 ENERGI DAN 

SUMBER DAYA 

MINERAL 

         DPMPTSP 

    Program 

Pengelolaan Energi 

Baru Terbarukan 

Cakupan fasilitasi 

perizinan 

pemanfaatan energi 

dan sumber daya 

mineral 

% 100 100   

6 PERDAGANGAN          Dinas  
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Perdagangan 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Dinas 

Perdagangan) 

Indeks 83,5 87   

  Program 

Peningkatan Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Kontribusi 

pendapatan pasar 

terhadap PAD 

% 4,3 4,3  

   Cakupan 

pengelolaan pasar 

rakyat 

% 90 90   

  Program Stabilisasi 

Harga Barang 

Kebutuhan Pokok 

Dan Barang Penting 

Cakupan 

pembinaan fasilitasi 

perdagangan, 

pengendalian bahan 

pokok dan barang 

penting, 

pengawasan barang 

bersubsidi serta 

pelaksanaan 

promosi 

% 95 95  

  Program 

Pengembangan 

Ekspor 

Nilai ekspor % 95 95  

  Program 

Standardisasi Dan 

Perlindungan 

Konsumen 

Cakupan fasilitasi 

perlindungan 

konsumen 

% 90 90   

    Program 

Penggunaan dan 

Pemasaran Produk 

Dalam Negeri 

Cakupan bina 

kelompok 

pedagang/usaha 

informal 

% 60 60   

7 PERINDUSTRIAN      Dinas 

Nakerinkop 

UKM 

  Program 

Perencanaan Dan 

Pembangunan 

Industri 

persentase 

pertumbuhan IKM 

% 0,35 0,35  

  Program 

Pengendalian Izin 

Usaha Industri 

Kabupaten/Kota 

Persentase Jumlah 

Hasil Pemantauan 

dan Pengawasan 

Izin Usaha Industri 

(IUI/IPUI/IPKI) 

%  30 Arahan 

Permendagri 

18/2020 

memunculkan 

indikator ini, 

UMKM harus 

diakanan 

pemantauan 

dan pengawasan 

terkait izin 

usahanya 

  Program 

Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Industri Nasional 

Persentase Jumlah 

Perusahaan Industri 

yang terpantau 

dalam Penyampaian 

Data Melalui SIINAS  

%  25 Indikator ini 

merupakan 

informasi terkait 

Kebutuhan data 

tentang industri 

dapat diakses 

dengan SIINAS, 

sehingga perlu 

pemantauan 

oleh Dinas 

terkait 

8 TRANSMIGRASI          Dinas 

Nakerinkop 

UKM 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

    Program 

Pembangunan 

Kawasan 

Transmigrasi 

persentase calon 

transmigran yang 

terfasilitasi 

% 25 100  

               

D UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 

1 SEKRETARIAT 

DAERAH 

         Setda 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat  . 

 

% 83,5 83,5  

   Persentase 

efektifitas 

kelembagaan 

Perangkat Daerah 

% 95 95  

   Cakupan 

Pembinaan 

Kelembagaan, 

ketatalaksanaan 

dan pelayanan 

publik, 

akuntabilitas 

kinerja Pemerintah 

Daerah dan 

reformasi birokrasi 

% 100 100  

   Persentase 

kelancaran 

pelayanan 

kedinasan 

KDH/wakil KDH 

% 100 100  

  Program 

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan 

Rakyat 

Persentase Fasilitasi 

Tata Pemerintahan  

% 100 100  

   Persentase fasilitasi 

Kerjasama  

% 100 100  

   Persentase 

penataan terhadap 

peraturan Per-UU-

an dan penyelesaian 

penanganan kasus 

pemda  

% 89 89  

   Persentase 

peningkatan produk 

hukum daerah yang 

diinformasikan. 

% 97 100  

   Persentase fasilitasi 

peningkatan 

kesejahteraan sosial 

dan kegiatan 

keagamaan  

% 100 100  

   Persentase fasilitasi 

penyaluran dan 

pemanfaatan 

zakat.infak, sodaqoh  

% 100 100  

  Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan 

Persentase 

pelaksanaan 

rekomendasi TPID  

% 84 84  

   Persentase kenaikan 

kontribusi laba 

BUMD terhadap 

PAD  

% 8 8  

   Persentase realisasi % 90 90  
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

kegiatan 

pembangunan yang 

tepat waktu  

   Persentase 

pelaksanaan 

pengadaan barang 

dan jasa  

% 90 90  

        

2 SEKRETARIAT 

DPRD 

     Sekretariat 

DPRD 

  Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

Daerah (Set. DPRD) 

Indeks 83,5 83,5  

  Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi DPRD 

Persentase Agenda 

Kerja DPRD yang 

terealisasi 

% 100 100  

               

E UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

1 PERENCANAAN          BAPPEDA 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Bappeda) 

% 83,5 84  

  Program 

Perencanaan, 

Pengendalian Dan 

Evaluasi 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

konsistensi program 

RPJMD ke dalam 

RKPD 

% 100 100  

  Program Koordinasi 

Dan Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian dan 

evaluasi kinerja 

bidang 

pemerintahan dan 

sosial budaya 

% 100 100  

2 KEUANGAN          BPPKAD 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (BPPKAD) 

% 83,5 87  

    Program 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Persentase 

klasifikasi dan kode 

rekening belanja 

yang sesuai 

ketentuan peratur-

an perundang-

undangan 

% 100 100   

    Program 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Persentase jumlah 

koreksi audit BPK 

terhadap total aset 

yang dimiliki 

Pemerintah Daerah  

% 90 95   

  Program 

Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

Persentase Realisasi 

PAD 

% 100 100  

3 KEPEGAWAIAN          BKPP 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (BKPP) 

indeks 83,5 83,5  
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Kabupaten/Kota 

    Program 

Kepegawaian 

Daerah 

Persentase layanan 

administrasi 

kepegawaian yang 

sesuai standar 

% 100 100   

4 PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 

      BKPP 

  Program 

Pengembangan 

Sumberdaya 

Manusia 

Persentase ASN 

yang memenuhi 

pendidikan dan 

pelatihan 20 JP 

pertahun 

% 1,6 7,2  

5 PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

         BAPPEDA 

    Program Penelitian 

dan Pengembangan 

Daerah 

Capaian fasilitasi 

bidang 

pengembangan dan 

penelitian daerah 

% 86 86   

F UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 

1 INSPEKTORAT      Inspektorat 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Inspektorat) 

% 83,5 83,5  

  Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Persentase 

perangkat daerah 

yang bersih dari 

penyimpangan 

pengelolaan dan 

aset yang bersifat 

material 

% 100 100  

   Persentase aduan 

masyarakat yang 

telah selesai 

ditindaklanjuti 

% 100 100  

  Program Perumusan 

Kebijakan, 

Pendampingan Dan 

Asistensi 

Persentase tindak 

lanjut rekomendasi 

koordinasi supervisi 

dan pencegahan 

KPK 

% 95 95  

   Nilai rata-rata 

maturitas SPIP PD  

nilai 3,4 3,4  

   Persentase laporan 

gratifikasi yang 

telah selesai 

ditindaklanjuti  

% 100 100  

   Persentase 

Perangkat Daerah 

yang berpredikat 

WBK/WBBM  

% 26,5 26,5  

   Persentase realisasi 

progres PMPRB 

% 95 95  

   Persentase aduan 

pungli yang selesai 

ditindaklanjuti 

% 100 100  

F UNSUR KEWILAYAHAN 

1 KECAMATAN      Kecamatan 

  Program 

Pengembangan 

Kebudayaan 

Cakupan 

Pengembangan 

Kebudayaan  

% 100 100 9 Kecamatan 

  Program 

Pemerintahan 

Dan Kesejahteraan 

Rakyat 

Cakupan Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan 

Rakyat  

% 100 100 9 Kecamatan 

  Program Penunjang 

Urusan 

Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

Indeks 83,5 83,5 Kec. Kota 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

kinerja perangkat 

daerah (Kec. Kota) 

   Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Kec. 

Kaliwungu) 

Indeks 84,3 84.3 Kec. Kaliwungu 

   Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Kec. Jati) 

Indeks 81,07 84,55 Kec Jati 

   Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Kec. 

Mejobo) 

Indeks 83,5 83,5 Kec. Mejobo 

   Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Kec. Bae) 

Indeks 83,5 86,32 Kec. Bae 

   Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Kec. Gebog) 

Indeks 83,5 86,41 Kec. Gebog 

   Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Kec. 

Undaan) 

Indeks 80,60 90,79 Kec. Undaan 

   Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Kec. Jekulo) 

Indeks 82,50 82,50 Kec. Jekulo 

   Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah (Kec. Dawe) 

Indeks 86,00 86.00 Kec. Dawe 

  Program 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

Cakupan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik 

% 100 100 9 Kecamatan 

  Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan 

Cakupan  Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan 

% 100 100 9 Kecamatan 

  Program 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum 

Cakupan fasilitasi 

urusan 

pemerintahan 

umum 

% 100 100 9 Kecamatan 

  Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi Trantib 

umum 

% 100 100 8 Kecamatan 

  Program Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Cakupan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

pemerintahan Desa 

% 100 100 9 Kecamatan 

H UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 

1 KESATUAN 

BANGSA DAN 

POLITIK 

     BADAN 

KESBANGPOL 

  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja Perangkat 

% 83,5 83,5  
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

KETERANGAN 
RKPD 

2022 

Perubahan 

RKPD 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Daerah (Kesbang) 

  Program Penguatan 

Ideologi Pancasila 

Dan Karakter 

Kebangsaan 

Persentase potensi 

gangguan 

keamanan dari 

kelompok radikal 

yang tertangani 

% 100 100  

  Program 

Peningkatan Peran 

Partai  

Politik Dan Lembaga 

Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik 

Dan Pengembangan 

Etika Serta Budaya 

Politik 

Persentase potensi 

konflik sosial yang 

tertangani 

% 100 100  

  Persentase 

pendidikan politik 

masyarakat 

% - 100  

   Program 

Pemberdayaan Dan 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Persentase potensi 

konflik SARA yang 

tertangani 

% 100 100   

  Persentase 

organisasi 

kemasyarakatan 

yang aktif 

% - 100  

  Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Dan Budaya 

Persentase potensi 

konflik SARA yang 

tertangani 

% 100 100  

  Program 

Peningkatan 

Kewaspadaan 

Nasional dan 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Fasilitasi 

Penanganan Konflik 

Sosial 

Persentase potensi 

konflik sosial yang 

tertangani 

% 100 100  

 

 

Indikator kinerja daerah Kabupaten Kudus dapat diuraikan sebagaimana 

tertuang dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.6   
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 

No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

TARGET 

RKPD 2022 PERUBAHAN 

RKPD 2022 

1 2 3 4 

        

  ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT     

1 Indeks Pembangunan Manusia 76,44 76,44 

2 Harapan lama sekolah 14,67 14,67 

3 Rata - rata lama sekolah 9,01 9,01 

4 Persentase akses dan mutu pendidikan 87,77 87,77 

5 Angka Harapan Hidup 76,52 76,52 

6 Pertumbuhan PDRB 3,14 3,14 

7 Pertumbuhan ekonomi (tanpa industri pengolahan 
tembakau) (%) 

5,65 5,65 

8 PDRB per kapita (juta rupiah) 139,78 139,78 
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No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

TARGET 

RKPD 2022 PERUBAHAN 

RKPD 2022 

1 2 3 4 

        

9 Angka kemiskinan 6,1 6,1 

10 Angka pengangguran 3,05 3,05 

        

  ASPEK PELAYANAN UMUM     

1 Pendidikan     

1.1 APK SD/MI 101,80% 101,80% 

1.2 APK SMP/MTs 114,75% 114,75% 

1.3 APM SD/MI/Paket A 99,83% 99,83% 

1.4 APM SMP/MTs/Paket B 97,97% 97,97% 

1.5 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun 103,19% 103,19% 

1.6 Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun 102,27% 102,27% 

1.3 Persentase sekolah terakreditasi A 74,16% 74,16% 

1.4 APK PAUD 89,89% 89,89% 

1.5 APK pendidikan kesetaraan 1,41% 1,41% 

1.6 Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik 95,03% 95,03% 

1.7 Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi 

baik 

92,07% 92,07% 

1.8 Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi 

pendidik 

69,06% 69,06% 

1.9 Persentase pendidik pendidikan non formal yang 

bersertifikasi pendidik 

37,52% 37,52% 

1.10 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS 

pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi 

93,21% 93,21% 

1.11 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS 

pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi 

91,66% 91,66% 

        

2 Kesehatan     

2.1 Angka Kematian Ibu 52,78 52,78 

2.2 Angka Kematian Bayi  7,1 7,1 

2.3 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada 

anak dibawah dua tahun 

18,79% 18,79% 

2.4 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100% 100% 

2.5 Cakupan pelayanan pengendalian penyakit 100% 100% 

2.6 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 

(UCI) dan IDL 

100% 100% 

2.7 Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan 92,3% 92,3% 

2.8 Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan 93,42% 93,42% 

2.9 Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan 100% 100% 

2.10 Cakupan pelayanan BLUD 100% 100% 

  
 

    

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang     

3.1 Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik 87 87 

3.2 Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 84,00 84,00 

3.3 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi 

mantap 

91,43 91,43 

3.4 Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi 

mantap 

90,46 90,46 

3.5 Persentase  drainase dalam kondisi baik/ pembuangan 
aliran air tidak tersumbat 

65 65 

3.6 Persentase penduduk berakses air minum 99 99 

3.7 Persentase rumah tinggal bersanitasi  100 100 

3.8 Persentase ketaatan rencana tata ruang 100 100 
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No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

TARGET 

RKPD 2022 PERUBAHAN 

RKPD 2022 

1 2 3 4 

        

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman     

4.1 Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak 99,08% 99,08% 

4.2 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 98,20% 98,20% 

4.3 Persentase lingkungan permukiman kumuh 0,04% 0,04% 

        

5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

    

5.1 Persentase potensi konflik sosial yang tertangani 100% 100% 

5.2 Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu - - 

5.3 Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok 
radikal yang tertangani 

100% 100% 

5.4 Persentase potensi konflik SARA yang tertangani 100% 100% 

5.5 Cakupan penegakan perda dan perkada 83% 83% 

5.6 Persentase cakupan penanganan gangguan tibum 

tranmas 

75% 75% 

5.7 Rasio linmas per jumlah RT 1,34 1,34 

5.8 Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten 85% 85% 

5.9 Tingkat waktu tanggap (response time rate) 7 menit 7 menit 

5.10 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang 

memenuhi standar kualifikasi 

100% 100% 

        

6 Sosial     

6.1 Rasio PMKS 7,67% 7,67% 

6.2 Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan 

dasar 

45% 45% 

6.3 Persentase penyandang disabilitas,anak terlantar,lanjut 

usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang 

mendapat jaminan sosial 

5,6% 5,6% 

6.4 Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai 

standar 

65% 65% 

6.5 Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan 

dasar sosial 

75% 75% 

6.6 Cakupan pelayanan penanggulangan bencana 100% 100% 

        

  LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR     

1 Tenaga Kerja     

1.1 Persentase pencari kerja yang sudah bekerja 48% 48% 

1.2 Persentase kasus yang terselesaikan 100% 100% 

        

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     

2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 63 63 

2.2 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam 

bekerja 

71,78% 71,78% 

2.3 Persentase pekerja perempuan 60,79% 60,79% 

2.4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 
terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu 

100% 100% 

        

3 Pangan     

3.1 Persentase ketersediaan pangan utama 100% 100% 

3.2 Persentase keamanan pangan 89% 89% 

3.3 Persentase penanganan daerah rawan pangan 95% 95% 

        

4 Pertanahan     

4.1 Persentase luas tanah bersertifikat 73,19% 73,19% 

        

5 Lingkungan Hidup     
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No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

TARGET 

RKPD 2022 PERUBAHAN 

RKPD 2022 

1 2 3 4 

        

5.1 Indeks kualitas air 49,64 49,64 

5.2 Indeks kualitas udara 92,71 92,71 

5.3 Indeks tutupan lahan 59,64 59,64 

5.4 Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan 
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

42% 42% 

5.5 Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan 

hidup 

5% 5% 

5.6 Persentase penanganan volume sampah 73% 73% 

5.7 Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) 8,19% 8,19% 

        

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil     

6.1 Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 100% 100% 

6.2 Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 100% 100% 

6.3 Cakupan pengelolaan database kependudukan  100% 100% 

        

7 Pemberdayaan Masyarakat Desa     

7.1 Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian 

masyarakat desa 

25% 25% 

7.2 Persentase desa yang bermasalah 20% 20% 

7.3 Persentase peningkatan kawasan perdesaan 75% 75% 

        

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     

8.1 Total Fertility Rate (TFR) 2,02 2,02 

8.2 Cakupan peserta KB aktif 71,00% 71,00% 

8.3 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 14,00% 14,00% 

        

9 Perhubungan     

9.1 Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan 
perkotaan 

38 38 

9.2 persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada 

daerah rawan kecelakaan 

88% 88% 

9.3 Kontribusi retribusi perparkiran dan terminal terhadap 

PAD 

                   -                     -  

        

10 Komunikasi dan Informatika     

10.1 Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai 

media 

100% 100% 

10.2 Kebijakan internal SPBE 3,06 3,06 

10.3 Tata kelola SPBE 2,43 2,43 

10.4 Layanan SPBE 2,7 2,7 

        

11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah     

11.1 Persentase koperasi aktif  88,75% 88,75% 

11.2 Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan 

Menengah 

5,5% 5,5% 

        

12 Penanaman Modal     

12.1 Persentase peningkatan jumlah investor 8% 8% 

12.2 Realisasi investasi yang terlaporkan 3,33 T 3,33 T 

12.3 Persentase pelayanan  perijinan pembangunan dan 

lingkungan yang sesuai standar pelayanan 

55% 55% 

12.4 Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa 

usaha yang sesuai standar pelayanan 

80% 80% 

        

13 Kepemudaan dan Olah Raga     
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No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

TARGET 

RKPD 2022 PERUBAHAN 

RKPD 2022 

1 2 3 4 

        

13.1 Persentase organisasi pemuda yang aktif 95,95% 95,95% 

13.2 Cakupan pembinaan olahraga 92,00% 92,00% 

        

14 Statistik     

14.1 Cakupan pelayanan data statistik sektoral 100% 100% 

        

15 Persandian     

15.1 Persentase perangkat daerah yang 

mengimplementasikan pengamanan informasi dan 

persandian 

18% 18% 

        

16 Kebudayaan     

16.1 Persentase seni / budaya yang diaktualisasikan 67% 67% 

16.2 Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 19% 19% 

        

17 Perpustakaan     

17.1 Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 8,7% 8,7% 

17.2 Persentase ketersediaan bahan pustaka 73,00% 73,00% 

        

18 Kearsipan     

18.1 persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal 

retensi arsip 

22,58% 22,58% 

        

  Layanan Urusan Pilihan     

1 Kelautan dan Perikanan      

1.1 Persentase peningkatan produksi perikanan 98,9 98,9 

        

2 Pariwisata     

2.1 Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata 13% 13% 

2.2 Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang 
memadai 

8% 8% 

2.3 Persentase peningkatan promosi pariwisata 14% 14% 

        

3 Pertanian     

3.1 Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / 

perkebunan 

98,52 98,52 

3.2 Persentase peningkatan produksi peternakan 95,24 95,24 

        

4 Kehutanan     

4.1 Persentase tutupan lahan 0,40% 0,40% 

        

5 Energi dan Sumber Daya Mineral     

5.1 Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan 
sumber daya mineral 

100% 100% 

        

6 Perdagangan     

6.1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 60% 60% 

6.2 Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, 

pengendalian bahan pokok dan barang penting, 

pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan 
promosi 

95% 95% 

6.3 Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen 90% 90% 

6.4 Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD 4,30% 4,30% 

6.5 Cakupan pengelolaan pasar rakyat 90% 90% 
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No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

TARGET 

RKPD 2022 PERUBAHAN 

RKPD 2022 

1 2 3 4 

        

7 Perindustrian     

7.1 Persentase pertumbuhan IKM 0,35% 0,35% 

        

8 Transmigrasi     

8.1 Persentase calon transmigran yang terfasilitasi 25% 25% 

        

  Penunjang Urusan     

1 Administrasi Pemerintahan     

1.1 Persentase fasilitasi tata pemerintahan 100% 100% 

1.2 Persentase fasilitasi kerjasama 100% 100% 

1.3 Persentase penataan terhadap peraturan perundang-

undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda 

89% 89% 

1.4 Persentase peningkatan produk hukum daerah yang 

diinformasikan 

97% 97% 

1.5 Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial 

dan kegiatan keagamaan 

100% 100% 

1.6 Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, 

infak, sodaqoh 

100% 100% 

1.7 Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah 95% 95% 

1.8 Indeks Kepuasan Masyarakat 83,5 83,5 

1.9 Nilai akuntabilitas kinerja 81,00 81,00 

1.10 Indeks Reformasi Birokrasi 85 85 

1.11 Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah dan reformasi birokrasi 

100% 100% 

1.12 Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala 

daerah/ wakil kepala daerah 

100% 100% 

1.13 Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID 84% 84% 

1.14 Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap 

PAD 

8% 8% 

1.15 Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat 

waktu 

90% 90% 

1.16 Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 90% 90% 

1.17 Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi 100% 100% 

1.18 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan 100% 100% 

1.19 Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 

        

2 Pengawasan     

2.1 Persentase perangkat daerah yang bersih dari 

penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang 

bersifat material 

100% 100% 

2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi 

supervisi dan pencegahan KPK 

95% 95% 

2.3 Persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti 100% 100% 

2.4 Persentase aduan masyarakat yang telah selesai 

ditindaklanjuti 

100% 100% 

2.5 Nilai rata-rata maturitas SPIP PD 3,4 3,4 

2.6 Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai 

ditindaklanjuti 

100% 100% 

2.7 Persentase perangkat daerah yang berpredikat 

WBK/WBBM 

26,5% 26,5% 

2.8 Persentase realisasi progress PMPRB 95% 95% 

        

3 Perencanaan Pembangunan     

3.1 Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100% 100% 

3.2 Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 100% 100% 
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No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

TARGET 

RKPD 2022 PERUBAHAN 

RKPD 2022 

1 2 3 4 

        

3.3 Persentase keterisian data/informasi 60% 60% 

3.4 Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya 

100% 100% 

3.5 Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan 
evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan 

sumber daya alam 

100% 100% 

        

4 Keuangan     

4.1 Persentase realisasi PAD 100% 100% 

4.2 Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

100% 100% 

4.3 Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

100% 100% 

4.4 Capaian realisasi pembayaran belanja PD 95% 95% 

4.5 Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset 

yang dimiliki Pemerintah Daerah  

90% 90% 

        

5 Kepegawaian      

5.1 Persentase layanan administrasi kepegawaian yang 
sesuai standar 

100% 100% 

5.2 Persentase perangkat daerah yang berhasil 

melaksanakan kode etik/aturan perilaku 

95% 95% 

5.3 Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan 

kepegawaian 

100% 100% 

5.4 Persentase sistem informasi kepegawaian yang 
terintegrasi dengan SIMPEG 

88% 88% 

        

6 Pendidikan dan Pelatihan     

6.1 Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang 

memenuhi standar kompetensi 

45% 45% 

6.2 Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan 
pelatihan 20 JP pertahun 

1,6% 1,6% 

        

7 Penelitian dan Pengembangan     

7.1 Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian 

daerah 

86% 86% 

        

  ASPEK DAYA SAING DAERAH     

1 Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu 

Rp/org/thn) 
11.271,84 11.271,84 

2 Indeks Reformasi Birokrasi 85 85 

3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,68 2,68 

4 Angka kriminalitas 0,013 0,013 

5 Indeks rasa aman 0,53 0,53 

6 Indeks Toleransi 100% 100% 

7 Nilai investasi  8,79 T 8,79 T 

8 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap  82,72 82,72 

9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,56 66,56 

 

 

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 

dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 

18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 
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(delapan) urusan pilihan dan 6 (enam) fungsi penunjang urusan pemerintahan. 

Pada tahun 2022 dilaksanakan perubahan nomenklatur program prioritas 

mendasar pada peraturan yang berlaku. Penjabaran program prioritas dan 

perubahannya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7  

Perubahan Program Prioritas Tahun 2022 

NO Program Prioritas RKPD 2022 
Perubahan RKPD 2022 

Program Prioritas Indikator Kinerja Program 

(1) (2) (3) (4) 

A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

1 PENDIDIKAN 

 Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan 

Pendidikan 

APK SD/MI 

   APK SMP/MTs 

   Angka Partisipasi Sekolah Usia 

7-12 tahun 

   Angka Partisipasi Sekolah Usia 

13-15 tahun 

   Persentase sarpras pendidikan 

dasar dalam kondisi baik 

   Persentase pendidik pendidikan 

dasar yang bersertifikasi 

pendidik  

   Persentase pendidik dan tenaga 

kependidikan non PNS 

pendidikan dasar yang 

memenuhi kompetensi  

   APK PAUD  

   APK Pendidikan Kesetaraan  

   Persentase sarpras pendidikan 

non formal dalam kondisi baik  

   Persentase pendidik pendidikan 

non formal  yang bersertifikasi 

pendidik  

   Persentase pendidik dan tenaga 

kependidikan non-PNS 

pendidikan non formal yang 

memenuhi kompetensi 

   Persentase Sekolah Terakreditasi 

A 

 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengendalian 

Perizinan Pendidikan 

Persentase pendidik dan tenaga 

kependidikan non PNS 

pendidikan non formal yang 

memenuhi kompetensi pendidik 

2 KESEHATAN 

 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Pemenuhan Upaya 

Kesehatan Perorangan dan 

Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Cakupan Ketersediaan Sarpras 

Kesehatan Rujukan  

   Cakupan pelayanan kesehatan 

masyarakat  

   Cakupan pelayanan 

pengendalian penyakit 

 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 

Kesehatan 

Cakupan pelayanan kesehatan 

masyarakat 

 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan 

Makanan Minuman 

Program Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan Dan 

Makanan Minuman 

Cakupan pelayanan dan sumber 

daya kesehatan 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Cakupan pelayanan dan sumber 

daya kesehatan 

3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air (SDA) 

Presentase luas irigasi 

kabupaten dalam kondisi baik 

 Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan 

Jalan 

Persentase panjang jalan 

kabupaten dalam kondisi 

mantap 
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NO Program Prioritas RKPD 2022 
Perubahan RKPD 2022 

Program Prioritas Indikator Kinerja Program 

(1) (2) (3) (4) 

 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

Program Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

Persentase penduduk berakses 

air minum (Jumlah Warga 

Negara Yang Memperoleh 

Kebutuhan pokok Air Minum 

Sehari Hari) 

 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 

Air Limbah 

Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem Air 

Limbah 

Persentase rumah tinggal 

bersanitasi 

 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 

Drainase 

Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem 

Drainase 

Persentase  drainase dalam 

kondisi baik 

 Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan 

Bangunan Gedung 

Persentase pelayanan perijinan 

pembangunan yang sesuai 

standart pelayanan 

 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

Persentase ketaatan rencana tata 

ruang 

  Program Pengembangan 

Sistem dan Pengelolaan 

Persampahan Regional 

Persentase terselenggaranya 

TPS3R 

4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan 

Perumahan 

Cakupan ketersediaan rumah 

layak huni 

   Jumlah Rumah Korban Bencana 

Yang Berhak Memperoleh 

Rumah Layak Huni 

   Jumlah Warga Negara yang 

terkena relokasi akibat program 

Pemerintah Daerah Kabupaten / 

kota yang memperoleh fasilitasi 

penyediaan rumah layak huni 

 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan 

Utilitas Umum (PSU) 

Program Peningkatan 

Prasarana, Sarana Dan 

Utilitas Umum (PSU) 

Cakupan ketersediaan rumah 

layak huni 

   Prosentase kawasan lingkungan 

permukiman yang layak 

 Program Kawasan Permukiman Program Kawasan 

Permukiman 

Persentase lingkungan 

permukiman kumuh 

5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

 Program Peningkatan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Program Peningkatan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Presentase cakupan penanganan 

gangguan tibum tranmas 

   Cakupan penegakan perda dan 

perkada 

   Rasio Linmas per Jumlah RT 

   Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan akibat dari 

penegakan hukum Perda dan 

Perkada Kabupaten/Kota 

 Program Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non 

Kebakaran 

Program Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran 

dan Penyelamatan Non 

Kebakaran 

Cakupan penanganan bencana 

kebakaran kabupaten 

   Cakupan penanganan 

penyelamatan non kebakaran 

kabupeten  

   Tingkat waktu tanggap (response 

time rate)  

   Persentase aparatur pemadam 

kebakaran yang memenuhi 

standar kualifikasi  

   Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran 

 Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan 

Bencana 

cakupan pelayanan 

penanggulangan bencana 

   Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan informasi 
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rawan bencana 

   Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan pencegahan 

dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

   Jumlah warga negara yang 

memperoleh penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 

 Program Penanganan Bencana Program Penanganan 

Bencana 

cakupan pelayanan 

penanggulangan bencana 

6 SOSIAL 

 Program Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan 

Sosial 

Persentase PSKS yang aktif 

menangani PMKS sesuai standar 

 Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang mendapat 

pelayanan kebutuhan dasar 

   Persentase disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lansia terlantar, 

gelandangan dan pengemis yang 

mendapat rehabilitasi sosial 

   Persentase PMKS yang 

mengalami graduasi setelah 

mendapat bantuan kebutuhan 

dasar 

 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Perlindungan Dan 

Jaminan Sosial 

Persentase keluarga miskin yang 

memperoleh pelayanan dasar 

sosial 

   Rasio PMKS 

 Program Penanganan Bencana Program Penanganan 

Bencana 

Cakupan penanganan korban 

bencana alam/sosial 

 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan 

Persentase TMP yang terpelihara 

    

B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

1 TENAGA KERJA 

 Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Perencanaan 

Tenaga Kerja, 

Persentase Perusahaan yang 

Telah Menyusun Dokumen 

Perencanaan Tenaga Kerja 

 Program Penempatan Tenaga Kerja Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

Persentase pencari kerja yang 

sudah bekerja 

 Program Hubungan Industrial Program Hubungan 

Industrial 

Persentase kasus yang 

terselesaikan 

 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Program Pelatihan Kerja 

Dan Produktivitas Tenaga 

Kerja 

Persentase Tenaga Kerja yang 

Mempunyai Sertifikat 

Kompetensi 

    

2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 Program Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan 

Program Pengarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan 

Persentase perempuan yang 

bekerja 

   Persentase Anggaran Responsif 

Gender pada Belanja Langsung 

APBD 

 Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan 

Perempuan 

Cakupan perempuan korban 

kekerasan yang terselesaikan 

penanganannya pada unit 

layanan terpadu 

   Rasio KDRT 

 Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan 

Khusus Anak 

Cakupan anak korban kekerasan 

yang ditangani pada unit 

pelayanan terpadu P2TP2A 

  Program Pengelolaan Sistem 

Data Gender Dan Anak 

Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja Perempuan Dalam Bekerja 

  Program Pemenuhan Hak 

Anak (PHA) 

Strata Kabupaten Layak Anak 

3 PANGAN 

 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi 

Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 

Program Pengelolaan 

Sumber Daya Ekonomi 

Untuk Kedaulatan Dan 

Kemandirian Pangan 

Persentase ketersediaan 

peningkatan sarpras lumbung 

pangan  
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 Program Peningkatan Diversifikasi Dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat 

Program Peningkatan 

Diversifikasi Dan Ketahanan 

Pangan Masyarakat 

Persentase ketersediaan pangan 

utama 

 Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Penanganan 

Kerawanan Pangan 

Persentase penanganan daerah 

rawan pangan 

 Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengawasan 

Keamanan Pangan 

Persentase keamanan pangan 

4 PERTANAHAN 

 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah Untuk Pembangunan 

Program Penyelesaian Ganti 

Kerugian dan Santunan 

Tanah Untuk Pembangunan 

Persentase tanah bersertifikat 

 Program Penatagunaan Tanah Program Penatagunaan 

Tanah 

Persentase penyelesaian 

administrasi pertanahan 

5 LINGKUNGAN HIDUP 

 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

Indeks kualitas lingkungan 

hidup 

 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Program Pengendalian 

Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

Indeks kualitas lingkungan 

hidup 

 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap 

Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Program Pembinaan Dan 

Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) 

Cakupan pembinaan dan 

pengawasan terhadap usaha 

dan/ atau kegaitan yang 

memiliki izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

Cakupan pembinaan dan 

pengawasan terhadap usaha 

dan/ atau kegaitan yang 

memiliki izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat 

Program Peningkatan 

Pendidikan, Pelatihan Dan 

Penyuluhan Lingkungan 

Hidup Untuk Masyarakat 

Presentase peningkatan 

komunitas pecinta lingkungan 

hidup 

 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat 

Program Penghargaan 

Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat 

Presentase peningkatan 

komunitas pecinta lingkungan 

hidup 

 Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan 

Persampahan 

Persentase penanganan volume 

sampah 

 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya 

Dan Beracun (Limbah B3) 

Program Pengendalian 

Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (B3) Dan Limbah 

Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (Limbah B3) 

Persentase penanganan volume 

sampah 

 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

(Kehati) 

Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

(Kehati) 

Proporsi ruang terbuka hijau 

(RTH) 

6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk 

Cakupan kepemilikan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) 

 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

cakupan kepemilikan akta 

kelahiran usia 0-18 tahun 

 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data 

Program Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data 

cakupan pengelolaan database 

kependudukan 

7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 Program Penataan Desa Program Penataan Desa Persentase Penyelenggaraan 

Penatan Desa 

 Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Menurunnya Persentase desa 

yang bermasalah 

 Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Peningkatan 

Kerjasama Desa 

Persentase peningkatan kawasan 

perdesaan  

 Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Program Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Persentase tingkat ketertiban 

administrasi kelembagaan 

masyarakat 
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8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

 Program Pengendalian Penduduk Program Pengendalian 

Penduduk 

Persentase penggunaan 

kontrasepsi jangka Panjang 

 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan 

Keluarga Berencana (KB) 

Cakupan peserta KB aktif 

 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan 

Keluarga Sejahtera (KS) 

Program Pemberdayaan Dan 

Peningkatan Keluarga 

Sejahtera (KS) 

Total Fertility Rate (TFR Rata-

rata jumlah kelahiran hidup 

laki-laki dan perempuan yang 

dilahirkan oleh seorang wanita 

tiap 1000 penduduk hingga 

akhir masa reproduksinya 

9 PERHUBUNGAN 

 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (LLAJ 

Program Penyelenggaraan 

Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ) 

Kecepatan rata-rata kendaraan 

bermotor di jalan perkotaan 

   Persentase penyediaan fasilitas 

perlengkapan jalan pada daerah 

rawan kecelakaan 

10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 Program pengelolaan komunikasi dan informasi 

publik 

Program pengelolaan 

komunikasi dan informasi 

publik 

cakupan informasi yang 

dipublikasikan melalui berbagai 

media 

 Program pengembangan teknologi dan sistem 

informasi 

Program pengembangan 

teknologi dan sistem 

informasi 

kebijakan internal SPBE 

   tata kelola SPBE 

   layanan SPBE 

11 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 

 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pendidikan dan 

Latihan Perkoperasian 

Persentase koperasi aktif 

 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, 

Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 

Program Pemberdayaan 

Usaha Menengah, Usaha 

Kecil, dan Usaha Mikro 

(UMKM) 

Persentase perkembangan Usaha 

mikro, kecil dan Menengah 

   Persentase Usaha Mikro yang 

Menjadi Wirausaha 

 Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan 

UMKM 

Persentase perkembangan Usaha 

mikro, kecil dan Menengah 

   Persentase Perkembangan 

UMKM 

12 PENANAMAN MODAL 

 Program perencanaan dan pengembangan iklim 

penanaman modal 

Program perencanaan dan 

pengembangan iklim 

penanaman modal 

Cakupan Sinkronisasi Kebijakan 

Penanaman Modal 

 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 

Program Pengelolaan Data 

Dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 

Cakupan data dan Informasi 

penanaman modal yang dirilis 

 Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pelayanan 

Penanaman Modal 

persentase pelayanan perizinan 

pembangunan dan lingkungan 

yang sesuai standar pelayanan 

   persentase pelayanan perizinan 

perekonomian dan jasa usaha 

yang sesuai standar pelayanan 

13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan 

Program Pengembangan 

Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan 

Persentase organisasi pemuda 

yang aktif 

 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 

Keolahragaan 

Program Pengembangan 

Kapasitas Daya Saing 

Keolahragaan 

Cakupan pembinaan olahraga 

14 STATISTIK 

 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

Cakupan pelayanan data 

statistik sectoral 

15 PERSANDIAN 

 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

Program Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

Persentase perangkat daerah 

yang mengimplementasikan 

pengamanan informasi dan 

persandian 

16 KEBUDAYAAN 
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 Program pengembangan kebudayaan Program pengembangan 

kebudayaan 

Persentase kelompok seni / 

budaya yang diaktualisasikan 

 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pengembangan 

Kesenian Tradisional 

Persentase  seni/budaya yang 

diaktualisasikan 

 Program Pembinaan Sejarah Program Pembinaan Sejarah Persentase  seni/budaya yang 

diaktualisasikan 

 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar 

Budaya 

Program Pelestarian Dan 

Pengelolaan Cagar Budaya 

Persentase cagar budaya yang 

dikelola secara terpadu 

 Program Pengelolaan Permuseuman Program Pengelolaan 

Permuseuman 

Persentase cagar budaya yang 

dikelola secara terpadu 

17 PERPUSTAKAAN 

 Program Pembinaan Perpustakaan Program Pembinaan 

Perpustakaan 

Persentase pengunjung 

perpustakaan per tahun 

18 KEARSIPAN 

 Program Pengelolaan Arsip Program Pengelolaan Arsip Persentase perangkat daerah 

yang melaksanakan jadwal 

retensi arsip 

 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Program Perlindungan Dan 

Penyelamatan Arsip 

Persentase Arsip terselamatkan 

C URUSAN PILIHAN 

1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan 

Perikanan Budidaya 

Persentase peningkatan produksi 

perikanan 

 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 

Perikanan 

Program Pengolahan Dan 

Pemasaran Hasil Perikanan 

Persentase peningkatan produksi 

perikanan 

2 PARIWISATA 

 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata 

Program Peningkatan Daya 

Tarik Destinasi Pariwisata 

Persentase peningkatan sarpras 

pariwisata yang memadai 

 Program Pemasaran Pariwisata Program Pemasaran 

Pariwisata 

Persentase kenaikan PAD sektor 

pariwisata 

 Program Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Program Pengembangan 

Sumber Daya Pariwisata 

Dan Ekonomi Kreatif 

Persentase peningkatan promosi 

pariwisata 

3 PERTANIAN 

 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

Pertanian 

Program Penyediaan dan 

Pengembangan Sarana 

Pertanian 

Persentase peningkatan 

produktifitas hasil pertanian / 

perkebunan 

 Program Penyediaan dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

Program Penyediaan dan 

Pengembangan Prasarana 

Pertanian 

Persentase peningkatan 

produktifitas hasil pertanian / 

perkebunan 

 Program Pengendalian Dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

Program Pengendalian Dan 

Penanggulangan Bencana 

Pertanian 

Persentase peningkatan 

produktifitas hasil pertanian / 

perkebunan 

 Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan 

Pertanian 

Persentase peningkatan 

produktifitas hasil pertanian / 

perkebunan 

 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Program Pengendalian 

Kesehatan Hewan Dan 

Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

Persentase peningkatan produksi 

peternakan 

4 KEHUTANAN 

 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

Dan Ekosistemnya 

Program Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya 

Persentase tutupan lahan 

5 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Program Pengelolaan Energi 

Baru Terbarukan 

Cakupan fasilitasi perizinan 

pemanfaatan energi dan sumber 

daya mineral 

6 PERDAGANGAN 

 Program Peningkatan Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Program Peningkatan 

Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Kontribusi pendapatan pasar 

terhadap PAD 

  Program Peningkatan 

Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Cakupan pengelolaan pasar 

rakyat 

 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan 

Pokok Dan Barang Penting 

Program Stabilisasi Harga 

Barang Kebutuhan Pokok 

Dan Barang Penting 

Cakupan pembinaan fasilitasi 

perdagangan, pengendalian 

bahan pokok dan barang 

penting, pengawasan barang 
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bersubsidi serta pelaksanaan 

promosi 

 Program Pengembangan Ekspor Program Pengembangan 

Ekspor 

Nilai Ekspor  

 Program Standardisasi Dan Perlindungan 

Konsumen 

Program Standardisasi Dan 

Perlindungan Konsumen 

Cakupan fasilitasi perlindungan 

konsumen 

 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk 

Dalam Negeri 

Program Penggunaan dan 

Pemasaran Produk Dalam 

Negeri 

Cakupan bina kelompok 

pedagang/usaha informal 

7 PERINDUSTRIAN 

 Program Perencanaan Dan Pembangunan 

Industri 

Program Perencanaan Dan 

Pembangunan Industri 

Persentase pertumbuhan IKM 

 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri 

Nasional 

Program Pengelolaan Sistem 

Informasi Industri Nasional 

Persentase pertumbuhan IKM 

   Persentase Jumlah Perusahaan 

Industri yang terpantau dalam 

Penyampaian Data Melalui SI 

INAS  

 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 

Kabupaten/Kota 

Program Pengendalian Izin 

Usaha Industri 

Kabupaten/Kota 

Persentase Jumlah Hasil 

Pemantauan dan Pengawasan 

Izin Usaha Industri 

(IUI)/IPUI/IPKI 

8 TRANSMIGRASI 

 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan 

Kawasan Transmigrasi 

Prosentase calon transmigran 

yang terfasilitasi 

D UNSUR PENDUKUNG 

1 Sekretariat Daerah 

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan Masyarakat  

 

   Persentase efektifitas 

kelembagaan Perangkat Daerah 

   Cakupan Pembinaan 

Kelembagaan, ketatalaksanaan 

dan pelayanan publik, 

akuntabilitas kinerja Pemerintah 

Daerah dan reformasi birokrasi 

   Persentase kelancaran pelayanan 

kedinasan KDH/wakil KDH 

 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat 

Program Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat 

Persentase Fasilitasi Tata 

Pemerintahan  

   Persentase fasilitasi Kerjasama  

   Persentase penataan terhadap 

peraturan Per-UU-an dan 

penyelesaian penanganan kasus 

pemda  

   Persentase peningkatan produk 

hukum daerah yang 

diinformasikan  

   Persentase fasilitasi peningkatan 

kesejahteraan sosial dan 

kegiatan keagamaan  

   Persentase fasilitasi penyaluran 

dan pemanfaatan zakat.infak, 

sodaqoh  

 Program Perekonomian dan Pembangunan Program Perekonomian dan 

Pembangunan 

Persentase pelaksanaan 

rekomendasi TPID  

   Persentase kenaikan kontribusi 

laba BUMD terhadap PAD  

   Persentase realisasi kegiatan 

pembangunan yang tepat waktu  

   Persentase pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa  

    

2 SEKRETARIAT DPRD 

 Program dukungan pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD 

Program dukungan 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD 

Persentase agenda kerja DPRD 

yang terealisasi 

E UNSUR PENUNJANG 
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1 PERENCANAAN 

 Program Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Persentase konsistensi program 

RPJMD ke dalam RKPD 

   Persentase konsistensi program 

RKPD ke dalam APBD 

   Persentase keterisian 

data/informasi 

 Program Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Cakupan fasilitasi perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja bidang pemerintahan dan 

sosial budaya 

   Cakupan fasilitasi perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja bidang prasarana 

wilayah, ekonomi dan  sumber 

daya alam 

2 KEUANGAN   

 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Persentase klasifikasi dan kode 

rekening belanja yang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

   Rasio tahapan penyusunan 

LKPD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

   Capaian realisasi pembayaran 

belanja PD 

 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Persentase jumlah koreksi audit 

BPK terhadap total aset yang 

dimiliki Pemerintah Daerah 

 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

Persentase Realisasi PAD 

3 KEPEGAWAIAN 

 Program Kepegawaian Daerah Program Kepegawaian 

Daerah 

Persentase layanan administrasi 

kepegawaian yang sesuai 

standar 

   Persentase perangkat daerah 

yang berhasil melaksanakan 

kode etik/aturan perilaku 

   Persentase perangkat daerah 

yang taat terhadap pelaporan 

kepegawaian 

   Persentase sistem informasi 

kepegawaian yang terintegrasi 

dengan simpeg 

4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Program Pengembangan 

Sumberdaya Manusia 

Persentase pejabat eselon II, III, 

IV, JFU, JFT yang memenuhi 

standar kompetensi 

   Persentase ASN yang memenuhi 

pendidikan dan pelatihan 20 JP 

pertahun 

5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

Capaian fasilitasi bidang 

pengembangan dan penelitian 

daerah 

F UNSUR PENGAWASAN 

1 INSPEKTORAT 

 Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Persentase perangkat daerah 

yang bersih dari penyimpangan 

pengelolaan dan aset yang 

bersifat material 

   Persentase aduan masyarakat 

yang telah selesai ditindaklanjuti 

 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan 

Dan Asistensi 

Program Perumusan 

Kebijakan, Pendampingan 

Dan Asistensi 

Persentase aduan pungli yang 

selesai ditindaklanjuti 

   Nilai rata-rata maturitas SPIP PD  

   Persentase laporan gratifikasi 
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NO Program Prioritas RKPD 2022 
Perubahan RKPD 2022 

Program Prioritas Indikator Kinerja Program 

(1) (2) (3) (4) 

yang telah selesai ditindaklanjuti  

   Persentase realisasi progres 

PMPRB  

   Persentase tindak lanjut 

rekomendasi koordinasi 

supervisi dan pencegahan KPK  

   Persentase Perangkat Daerah 

yang berpredikat WBK/WBBM  

G UNSUR KEWILAYAHAN 

1 KECAMATAN   

 Program penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik 

Program penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik 

Cakupan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan 

publik 

 Program pemberdayaan masyarakat desa dan 

kelurahan 

Program pemberdayaan 

masyarakat desa dan 

kelurahan 

Cakupan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa 

dan kelurahan 

H UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 

1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

Program Penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan 

Persentase potensi gangguan 

keamanan dari kelompok radikal 

yang tertangani 

 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan 

Lembaga Pendidikan Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika 

serta Budaya Politik 

Program Peningkatan Peran 

Partai Politik dan Lembaga 

Pendidikan Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik 

dan Pengembangan Etika 

serta Budaya Politik 

Persentase pendidikan politik 

masyarakat 

   Persentase Potensi Konflik sosial 

yang tertangani 

 Program Pemberdayaan dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan 

Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Persentase organisasi 

kemasyarakatan yang aktif 

   Persentase Potensi Konflik SARA 

yang tertangani 

 Program Pembinaan dan Pengembangan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Program Pembinaan dan 

Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan 

Budaya 

Persentase Potensi Konflik SARA 

yang tertangani 

 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional 

dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 

Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Peningkatan Kualitas dan 

Fasilitasi Penanganan 

Konflik Sosial 

Persentase Potensi Konflik sosial 

yang tertangani 

 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada setiap urusan difokuskan 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

a. Pendidikan 

a.1. Program Pengelolaan Pendidikan : 

 Pengelolaan  Pendidikan Sekolah Dasar 

 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 

a.2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 

 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang 

Diselenggarakan oleh Masyarakat 
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b. Kesehatan 

b.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat : 

 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan 

UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP 

RUJUKAN Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 

 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 

Terintegrasi 

 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

b.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan : 

 Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan Di Wilayah 

Kabupaten/ Kota 

 Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya 

Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kab/ 

Kota 

 Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis 

Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah UKP Kab/ 

Kota 

b.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 

Minuman: 

 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk 

Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Di Produksi Oleh 

Industri Rumah Tangga 

 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah/ Restoran Dan 

Depot Air Minum (DAM) 

 Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan 

Setra Makanan Jajanan 

 Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post 

Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri 

Rumah Tangga 

b.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan : 

 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/ Kota 

 Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat 

Daerah Kab/ Kota 

 Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota 

 

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

c.1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

 Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada 

Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan 

Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha 

Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 
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c.2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum 

 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota 

c.3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 

Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

c.4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang 

Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

c.5. Program Penataan Bangunan Gedung 

 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 

c.6. Program Penyelenggaraan Jalan 

 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 

 

c.7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana 

Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 

 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

d.1 Program Pengembangan Perumahan 

 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau 

Rumah Khusus 

 Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan 

d.2. Program Kawasan Permukiman 

 Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 

Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan 

Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

d.3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum 

(PSU) 

 Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan 

 

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

e.1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

 Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 
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 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota 

e.2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 

Dan Penyelamatan Non Kebakaran 

 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan 

Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 

e.3. Program Penanggulangan Bencana 

 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

e.4. Program Penanganan Bencana 

 Koordinasi dan Sosialisasi Siaga Bencana 

 

f. Sosial 

f.1. Program Pemberdayaan Sosial 

 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

f.2. Program Rehabilitasi Sosial 

 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan 

Pengemis Di Luar Panti Sosial 

 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids Dan Napza Di Luar 

Panti Sosial 

f.3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 

 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

f.4. Program Penanganan Bencana 

 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 

 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

f.5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

 

g. Tenaga Kerja 

g.1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 

 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 

g.2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 

 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 

 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

g.3. Program Penempatan Tenaga Kerja 

 Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 
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 Pelindungan PMI (PRA Dan Purna Penempatan) Di Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

g.4. Program Hubungan Industrial 

 Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian 

Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi 

Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

h.1.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 

 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 

 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

h.2. Program Perlindungan Perempuan 

 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

h.3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 

 Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender 

Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

h.4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 

 Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, 

Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

h.5. Program Perlindungan Khusus Anak 

 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

i. Pangan 

i.1.  Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan 

Dan Kemandirian Pangan 

 Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung 

Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

i.2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

 Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan 
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 Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota 

 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi 

i.3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 

 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 

i.4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 

 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

j. Pertanahan 

j.1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk 

Pembangunan 

 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah 

Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

j.2. Program Penatagunaan Tanah 

 Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

k. Lingkungan Hidup 

k.1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

 Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH) Kabupaten/Kota 

 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kabupaten/Kota 

k.2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

 Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota 

k.3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

k.4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan 

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 

 Penyimpanan Sementara Limbah B3 

k.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan 

Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau 

Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

k.6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

k.7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

 



IV - 54 
 

k.8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)Kabupaten/Kota 

 

k.9. Program Pengelolaan Persampahan 

 Pengelolaan Sampah 

 

l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

l.1. Program Pendaftaran Penduduk 

 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 

l.2. Program Pencatatan Sipil 

 Pelayanan Pencatatan Sipil 

 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 

l.3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

 Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan 

Penyajian Database Kependudukan 

 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan 

 

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

m.1. Program Penataan Desa 

 Penyelenggaraan Penataan Desa 

m.2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 

 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 

m.3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 

 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

m.4.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat 

Dan Masyarakat Hukum Adat 

 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di 

Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 

Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

n.1. Program Pengendalian Penduduk 

 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 

Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 

 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

n.2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi 

(KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya 

Lokal 

 Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat 

Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah 

Kabupaten/Kota 
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 Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam 

Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

n.3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 

 

o. Perhubungan 

o.1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 

 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 

 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas 

Parkir 

 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

 Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan 

 Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang 

Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 

p. Komunikasi dan Informatika 

p.1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 

 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

p.2. Program Aplikasi Informatika 

 Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh 

Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

q. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

q.1.  Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 

 Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang 

Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

q.2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha 

Mikro (UMKM) 

 Pemberdayaan Usaha Mikro  

q.3.  Program Pengembangan UMKM 

 Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan 

Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 

 

r. Penanaman Modal 

r.1.  Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal 

 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman 

Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 
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r.2.  Program Promosi Penanaman Modal 

 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

r.3.  Program Pelayanan Penanaman Modal 

 Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu 

Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ Kota 

r.4.  Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

r.5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal 

 Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan 

Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

s. Kepemudaan dan Olahraga 

s.1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

 Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan 

Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 

 Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

s.2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada 

Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat 

Daerah Provinsi 

 Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga 

 

t. Statistik 

t.1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

u. Persandian 

u.1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 

Informasi 

 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

 

v. Kebudayaan 

v.1. Program Pengembangan Kebudayaan 

 Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

 Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya 

Dalam Daerah Kabupaten/Kota 
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 Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

v.2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 

 Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

v.3. Program Pembinaan Sejarah 

 Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

v.4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 

 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 

v.5. Program Pengelolaan Permuseuman 

 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 

w. Perpustakaan 

w.1. Program Pembinaan Perpustakaan 

 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

x. Kearsipan 

x.1. Program Pengelolaan Arsip 

 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 

Tingkat Kabupaten/Kota 

x.2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 

 Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media 

Kabupaten/Kota 

 

y. Kelautan dan Perikanan 

y.1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 

 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 

y.2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 

 Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha 

Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil 

 

z.  Pariwisata 

z.1.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 

 

z.2. Program Pemasaran Pariwisata 

 Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, 

Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 

z.3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif 

 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 
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aa.  Pertanian 

aa.1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 

 Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran 

Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

aa.2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

 Pengembangan Prasarana Pertanian, dan Pembangunan 

Prasarana Pertanian. 

aa.3.  Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan 

Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik 

Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

 Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

aa.4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Kabupaten/Kota 

aa.5.  Program Penyuluhan Pertanian 

 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

 

ab. Kehutanan 

ab.1.  Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya 

 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota 

 

ac. Energi dan Sumber Daya Mineral 

ac.1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 

 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

ad. Perdagangan 

ad.1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

 Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 

 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 

Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 

ad.2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang 

Penting 

 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang 

Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 

 Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan 

Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 

 Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 
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ad.3. Program Pengembangan Ekspor 

 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan 

Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 

1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

ad.4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 

 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan 

Pengawasan 

ad.5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 

 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeriunggulan Yang Terdapat 

Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 

ae. Perindustrian 

ae.1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 

 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota 

ae.2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota  

 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha 

Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 

Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

ae.3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 

 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk 

IUI, IPUI, IUKIdan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota  

 

af. Transmigrasi 

af.1.  Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 

 Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

ag. Pemerintahan Sekretariat Daerah 

ag.1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 

 Administrasi Tata Pemerintahan 

 Fasilitasi Kerjasama Daerah 

 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 

 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 

ag.2. Program Perekonomian Dan Pembangunan 

 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. 

 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam  

 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  

 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

 

ah. Pemerintahan Sekretariat DPRD 

ah.1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 

 Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD 

 Pembahasan Kebijakan Anggaran 

 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

 Peningkatan Kapasitas DPRD 

 Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 
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 Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD 

 Fasilitasi Tugas DPRD 

 

ai. Perencanaan 

ai.1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

 Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan 

 Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

 Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

ai.2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan 

Pembangunan Manusia 

 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA 

(Sumber Daya Alam) 

 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan 

 

aj. Keuangan 

aj.1.  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 

 Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 

 Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan 

Keuangan Daerah 

 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

aj.2.  Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 Pengelolaan Barang Milik Daerah 

aj.3.  Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

 

ak. Kepegawaian 

ak.1. Program Kepegawaian Daerah 

 Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN 

 Mutasi Dan Promosi ASN 

 Pengembangan Kompetensi ASN 

 

al. Pendidikan dan Pelatihan 

al.1.  Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 

Manajerial Dan Fungsional 

 

am. Penelitian dan Pengembangan 

am.1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan 

 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan 

Kependudukan 
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 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan 

Pembangunan 

 Pengembangan Inovasi Dan Teknologi 

 

an. Pengawasan 

an.1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 

 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 

 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 

an.2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 

 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan 

Fasilitasi Pengawasan 

 Pendampingan Dan Asistensi 

ao. Kewilayahan 

ao.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak 

Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di 

Kecamatan 

ao.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 

 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Desa 

ao.3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum 

ao.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

ao.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

 Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

 

ap. Pemerintahan Umum 

ap.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 

 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 

ap.2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika 

Serta Budaya Politik 

 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 

Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik 

ap.3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

ap.4.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Dan Budaya 
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 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 

ap.5.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan 

Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial 

 

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – 

Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – 

Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang perlu dilakukan 

langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan 

yang merata, terarah, fokus, terukur dan strategi yang tepat agar 

pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan 

secara optimal. Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa Kabupaten 

Kudus merupakan bagian dari Kawasan Wanarakuti sebagai pendukung dan 

memberikan nilai tambah pembangunan kawasan. Dukungan Kabupaten 

Kudus dalam implementasi Perpres tersebut pada tahun 2022 meliputi:  

• penyusunan DED Pembangunan Jalan Karangbener (UMK) – 

Ngembalrejo;  

• penyusunan studi kelayakan DED pembangunan sentra IKM logam, 

rekayasa dan kopi;  

• proses lelang pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS).  

Dengan demikian, untuk mewujudkan prioritas pembangunan 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 

tersebut perlu didukung dengan sumber dana APBD dan APBN agar 

pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat terwujud.  

Pada tahun 2022 ini muncul isu strategis yang telah menjadi 

permasalahan yang perlu diselesaikan yaitu wabah penyakit mulut dan kuku 

pada hewan berkaki empat dan berkuku belah yang banyak menyerang sapi, 

kerbau dan kambing. Guna menjamin ketersediaan hewan ternak menjelang 

Idul Adha, maka ditempuh kebijakan pengawasan terhadap lalu lintas hewan 

ternak di Kabupaten Kudus serta dengan upaya pengobatan dan pemberian 

vitamin untuk semua ternak.   

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 juga disusun dengan 

memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 

serta dinamika lingkungan yang terjadi di antaranya dampak kesehatan, 

sosial dan ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang oleh 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global.  

Masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2022 

diperkirakan berjalan lebih lambat dari target yang telah ditetapkan pada 

RKPD 2022,  dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus 

tahun 2022 yang semula diperkirakan sebesar 3,14 persen mengalami 

perubahan menjadi 2,2 – 3,2 persen. Perubahan ini dampak dari melemahnya 

peningkatan ekonomi pada sektor industri pengolahan khususnya pada 

industri hasil tembakau dimana pada tahun 2021 masih mengalami 

pertumbuhan negatif sebesar 3,73 persen. Jika dihitung angka pertumbuhan 

ekonomi selain industri pengolahan tembakau, diperkirakan laju 

pertumbuhan ekonomi akan sedikit melambat antara 4-5 persen dibanding 
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dengan target RPJMD 2022 sebesar 5,65 persen.  Kondisi riil sektor ekonomi 

industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau sebagai sektor 

yang paling dominan mengalami trend pertumbuhan stagnan cenderung 

negative dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyebab perlambatan. 

Melambatnya pertumbuhan kondisi perekonomian akibat dampak Covid-19 

yang terjadi pada tahun 2020 – 2021 mempunyai pengaruh terhadap 

Kabupaten Kudus dalam menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat 

terutama pada sisi kesehatan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. 

Dengan adanya upaya refocusing pada program dan kegiatan yang 

mendukung perkuatan perekonomian masyarakat pada Tahun Anggaran 

2022, Pemerintah Kabupaten Kudus optimis bahwa Indeks Pembangunan 

Manusia Kabupaten akan meningkat. 

Untuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 

2021 sebesar 75,16 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, 

dan kemampuan ekonomi rata–rata masyarakat Kabupaten Kudus 

mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 75,00. Perkiraan 

peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat 

sebesar 0,25-1,25 pada tahun 2022 menjadi 75,40–76,40. Dengan kondisi 

kehidupan soisal masyarakat pasca pandemi Covid-19 yang mempengaruhi 

pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, 

pola konsumsi, dan pendidikan. Dengan adanya pandemi Covid-19, 

kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat cenderung meningkat. 

Perubahan pola pendidikan selama adanya pandemi Covid-19 juga terjadi, 

yaitu dengan pelaksanaan program belajar di rumah untuk mengurangi 

resiko penyebaran virus pada anak–anak. Terkait perubahan perilaku 

konsumsi, ditandai dengan peningkatan belanja untuk kebutuhan primer 

seperti pangan dan  kesehatan, sebaliknya kebutuhan sekunder untuk 

sandang, hiburan, dan transportasi justru berkurang. 

Setelah meredanya Covid-19 pada akhir tahun 2021, tingkat 

pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi sebesar  3,77 

persen disbanding pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan menjadi 

sebesar 5,53 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus 

diharapkan dapat kembali turun seiring dengan adanya upaya pemulihan 

ekonomi atas dampak Covid-19  serta adanya adaptasi iklim ekonomi yang 

menyesuaikan dengan kondisi tata kehidupan normal baruProyeksi angka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022 diperkirakan akan turun  

sekitar 0,2  – 0,72 persen dari TPT tahun 2021 sebesar 3,77 persen menjadi 

3,05 – 3,5 persen. Sementara itu, pada tahun 2022 diharapkan wabah Covid-

19 sudah mengalami tahap pemulihan dengan diikuti membaiknya kondisi 

perekonomian daerah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus tahun 

2022  diperkirakan menurun menjadi sekitar 6,10 – 6,50 persen atau turun 

sekitar 0,81%-1,21% dari kondisi persentase penduduk miskin semula 

sebesar 7,31%. 

Hal ini menjadi tantangan tersendiri atas upaya pemulihan 

perkonomian secara umum, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat pengangguran sudah menunjukkan perkembangan pada arah yang 

positif, sedangkan tingkat kemiskinan daerah masih belum menunjukkan 

perkembangan sesuai yang diharapakan. Dampak akan adanya wabah Covid-

19 memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana 
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sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar 

garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses pada aktifitas 

ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada 

sektor informal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

aktivitas ekonomi setelah pandemi Covid-19, kepada buruh industri hasil 

tembakau diberikan bantuan sosial sebesar 300 ribu per bulan yang 

penganggarannya telah dialokasikan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBHCHT). Seiring dengan telah berakhirnya pandemi Covid-19 

serta membaiknya kondisi perekonomian daerah, maka diharapkan angka 

kemiskinan dapat kembali berkurang. 

Selain Prioritas dan Sasaran pembangunan yang telah dijabarkan 

diatas selanjutnya juga perlu dilakukan penelaahan terhadap pokok-pokok 

pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rumusan 

usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-

pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengar 

pendapat DPRD dengan perangkat daerah untuk agenda kerja DPRD Tahun 

2022. 

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD masing-masing komisi 

sebagaimana output Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dijabarkan 

dalam tabel berikut ini: 

 

 

 



IV - 65 
 

Tabel 4.8  
DAFTAR ASPIRASI YANG DIUSUNG OLEH DPRD PIMPINAN DPRD 

TAHUN 2022 /  Murni 
 

No Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi 
Perangkat 

Daerah terkait 

 Validasi/ 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 

di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 

dan politik 

2 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BADAN 

KESBANGPOL 

 Usulan 

disetujui 

Anggaran : 

200.000.000  

2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 

di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 
dan politik 

2 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 
Kudus 

BADAN 
KESBANGPOL 

 Usulan 
disetujui 

Anggaran : 

200.000.000  

3 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 

di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 

dan politik 

 

 

 

 

 

  

1 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BADAN 

KESBANGPOL 

 Usulan 

disetujui 

Anggaran : 0  
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No Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi 
Perangkat 

Daerah terkait 
 Validasi/ 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

4 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 

di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 

dan politik 

1 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BADAN 

KESBANGPOL 

 Usulan 

disetujui 
Anggaran : 0  

5 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 
di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 

dan politik 

1 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BADAN 

KESBANGPOL 

 Usulan 

disetujui 

Anggaran : 0  

6 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 

di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 

dan politik 

1 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BADAN 

KESBANGPOL 

 Usulan 

disetujui 

Anggaran : 0  

7 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 

di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 

dan politik 

1 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BADAN 

KESBANGPOL 

 Usulan 

disetujui 

Anggaran : 0  
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8 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 

di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 

dan politik 

1 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BADAN 

KESBANGPOL 

 Usulan 

disetujui 
Anggaran : 0  

9 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 
di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 

dan politik 

1 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BADAN 

KESBANGPOL 

 Usulan 

disetujui 

Anggaran : 0  

10 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan/ Pelaksanaan Kebijakan 

di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Pelatihan wawasan kebangsaan 

dan politik 

1 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BADAN 

KESBANGPOL 

 Usulan 

disetujui 

Anggaran : 0  

11 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana/ Pelatihan Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah Pelatihan Penanggulangan 

Bencana Banjir 

1 paket Desa Ngemplak, 

Kabupaten Kudus 

BPBD  Usulan 

disetujui 

Anggaran : 0  
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12 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana/ Pelatihan Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah Pelatihan Penanggulangan 

Bencana Banjir 

1 paket Kelurahan/ Desa, Kab. 

Kudus 

BPBD  Usulan 

disetujui 
Anggaran : 

100.000.000  

13 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah gedung MTs Hidayatul 

Mustafidin LSU yang direnovasi 

1 paket Piji Lau, Kab. Kudus, 

Dawe, Lau 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

  

14 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung Ma''had Ali TBS Kudus 

yang dibangun 

1 paket Jl. KH. Turaikhan Adjuri 

Langgardalem Kota 

Kudus, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, 

Langgardalem 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

230000000  

15 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah pondok tahfid putri yanbu''ul 

Qur''an 2 Muria yang dibangun 

1 paket Jl. Colo - Pati km 01 

Dawe Kudus, Kab. 

Kudus, Dawe, 

Dukuhwaringin 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  

16 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah ruang kelas baru  mts darul 

ulum jekulo yang dibangun 

1 paket jekulo kudus, Kab. 

Kudus, Jekulo, Jekulo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  

17 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah MI mu''awanah muslimin 

muslimat samirejo dawe yang dibangun 

1 paket samirejo dawe kudus, 

Kab. Kudus, Dawe, 
Samirejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
200000000  
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18 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah ruang MA Salafiyah Ahmad said 

kirig mejobo yang dibangun 

1 paket kirig mejobo, Kab. 

Kudus, Mejobo, Kirig 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
200000000  

19 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah  MI Tamrinut Thullab Undaan 

Lor yang direhab 

1 paket Undaan Lor, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 

Lor 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

20 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah ruang MI Muhammadiyah Wates 

yang dibangun 

1 paket Wates, Kab. Kudus, 

Undaan, Wates 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
450000000  

21 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung MI Miftahul Huda 

Yayasan Miftahul Huda yang dibangun 

1 paket Desa Bulung Kulon 

Kecamatan Jekulo, Kab. 

Kudus, Jekulo, Jekulo, 

Seluruh 

Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

600000000  

22 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung RA Maslakul Falah 

Yayasan Maslakul Falah Klaling yang 

dibangu 

1 paket Desa Klaling Kecamatan 

Jekulo, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

450000000  
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23 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung RA Darul Muqomah 

Yayasan Pesanggrahan Kramat Bulung 
Kulon yang dibangun 

1 paket Desa Bulung Kulon, 

Kab. Kudus, Jekulo, 
Jekulo, Seluruh 

Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
300000000  

24 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung MI NU Maslakul Huda 

Perkumpulan MI NU Maslakul Huda 

Jekulo yang dibangun 

1 paket Desa Jekulo Kecamatan 

Jekulo, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

25 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah  Gedung RA Karmaini 

Perkumpulan RA Karmaini Gondoharum 

yang direhab 

1 paket Desa Gondoharum 

Kecamatan Jekulo, Kab. 

Kudus, Jekulo, Jekulo, 

Seluruh 

Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

26 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung MI NU Mafatihul Ulum 
Perkumpulan MI NU Mafatihul Ulum 

Tanjungrejo ayng dibangun 

1 paket Desa Tanjungrejo 
Kecamatan Jekulo, Kab. 

Kudus, Tanjungrejo 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

550000000  
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27 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung MI NU Miftahul Falah 

Perkumpulan MI NU Miftahul Falah 
Pasuruhan Kidul yang dibangun 

1 paket Desa Pasuruhan Kidul 

Kecamatan Jati, Kab. 
Kudus, Pasuruhan Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

28 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung MI NU Roudlotut 
Tholibin Perkumpulan MI NU Roudlotut 

Tholibin Sidomulyo yang dibangun 

1 paket Desa Sidomulyo 
Kecamatan Jekulo, Kab. 

Kudus, Sidomulyo 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

29 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung MI NU Tarbiyatut 

Thulab Perkumpulan MI NU Tarbiyatut 
Thulab Desa Payaman yang dibangun 

1 paket Desa Payaman 

Kecamatan Mejobo, Kab. 
Kudus, Payaman 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

30 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual 

Jumlah Gedung RA Islahiyatul Muna, 

Perkumpulan RA Islahiyatul Muna Desa 

Bulung Kulon yang dibangun 

1 paket Desa Bulung Kulon 

Kecamatan Jekulo, Kab. 

Kudus, Bulung Kulon 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

250000000  
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31 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung TPQ Tahfidz Faidhul 

Barokah Yayasan TPQ Tahfidz Faidhul 
Barokah Desa Tanjungrejo yang 

dibangun 

1 paket Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Jekulo, Kab. 
Kudus, Jekulo, 

Tanjungrejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

32 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung Ponpes Roudlotut 

Tholibin, Perkumpulan Ponpes 

Roudlotut Tholibin Desa Kandangmas 

yang dibangun 

1 paket Desa Kandangmas 

Kecamatan Jekulo, Kab. 

Kudus, Kandangmas 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

33 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung Ponpes Rohmatul 

Umah, Yayasan Ponpes Rohmatul Umah 
Desa Jekulo yang dibangun 

1 paket Desa Jekulo Kecamatan 

Jekulo, Kab. Kudus, 
Jekulo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

34 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual 

Jumlah Pondok Pesantren yang 

dibangun 

1 paket Desa Jekulo, Kab. 

Kudus, Jekulo, Jekulo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

35 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah MI NU Tarbiyatul Athfal yang 

dibangun 

1 paket Desa Kajar, Kab. Kudus, 

Dawe, Kajar 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

36 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual 

Jumlah MTS NU Raden Umar Said yang 

dibangun 

1 paket Desa Colo, Kab. Kudus, 

Dawe, Colo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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37 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah ruang kelas MI NU Miftahul 

Ulum 01 Honggosoco yang dibangun 

1 paket JL.KEBUN JERUK 

NO.64 RT 01/02 DESA 
HONGGOSOCO 

KECAMATAN JEKULO 

KABUPATEN KUDUS, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Honggosoco 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
250000000  

38 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual 

Jumlah sarana prasarana dan utilitas 

MI Darul Falah Ngembalrejo yang 

direhab 

1 paket JALAN VETERAN RT 5 

RW 6 NGEMBAL REJO 

BAE, KABUPATEN 
KUDUS, Kab. Kudus, 

Bae, Ngembalrejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

               

100.000.000  

39 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah ruang kelas MI NU Miftahul 

Ulum 02 Honggosoco yang direhab 

1 paket HONGGOSOCO RT 01 / 

RW 02 JEKULO KUDUS, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Honggosoco 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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40 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Pondok Pesantren Darul Falah 4 

yang dibangun 

1 paket JL. SEWONEGORO 

NO.10, TAMBAK, 
KAUMAN, KEC. 

JEKULO, KABUPATEN 

KUDUS, Kab. Kudus, 

Jekulo, Jekulo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

41 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah  Pondok Pesantren Baitul 

Mukminin yang direhab 

1 paket Bakalan Krapyak, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  

42 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah MI NU Matholiul Huda yang 

dibangun 

1 paket Bakalan Krapyak, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  

43 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Mts NU Marifatul Ulum yang 
dibangun 

1 paket Desa Mijen, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, Mijen 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

100000000  

44 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah MTs NU Miftahul Maarif yang 

dibangun 

1 paket Desa Kaliwungu, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  
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45 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah MA NU Maarif yang dibangun 1 paket Desa Kedungdowo, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 
Kedungdowo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
100000000  

46 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah MTs NU NUrul Huda yang 
dibangun 

1 paket Jetak Kedungdowo, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 

Kedungdowo 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

100000000  

47 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah  RA Hidayatul Aulat yang 

dibangun 

1 paket Prambatan Kidul, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

48 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah ruang kelas baruyang dibangun 1 paket loram kulon no 795, 
Kab. Kudus, Jati, Loram 

Kulon 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

200000000  

49 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

jumlah ruang kelas baru MTS NU 

Miftahul Ulum yang dibangun 

1 paket loram kulon no.795 

Kecamatan jati, Kab. 

Kudus, Jati, Loram 

Kulon 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

50 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jml RA Matholibul Ulum 01 yang 

dibangun 

1 paket Sampet RT 01 RW 04 

Kedungsari, Kab. Kudus, 

Gebog, Kedungsari 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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51 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan oprasional kepada RA 

Wahid Hasyim 

1 paket Rahtawu RT 02 RW 03, 

Kab. Kudus, Gebog, 
Rahtawu 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

52 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan Oprasional kepada RA 
Miftahul Huda 

1 paket Sudimoro 002/007 
Karangmalang, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

53 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Bantuan Oprasional kepada RA. 

MIFTAHUL ULUM 

1 paket Loram Kulon, Kab. 

Kudus, Jati, Loram 
Kulon 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

54 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah RA. BASYIRUL ANAM yang 

dibangun 

1 paket tanggul angin, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Wetan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

55 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan oprasional kepada RA 

MUSLIMAT NU ISLAMIYAH 

1 paket panjunan, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Panjunan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

56 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan oprasional kepada RA 

ROUDLOTUSH SHOLIKHIN II 

1 paket sunggingan, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Sunggingan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

57 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan oprasional RA NU 

BANAT 

1 paket damaran, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Damaran 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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58 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan oprasional RA Darul 

Muqomah 

1 paket bulung kulon, Kab. 

Kudus, Jekulo, Bulung 
Kulon 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

59 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan oprasional RA 

Maslakul Falah 01 

1 paket Klaling Rt 03 Rw 03, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Klaling 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

60 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Bantuan Oprasional RA 

Roudlotus Sholihah 

1 paket Pladen Rt 3 Rw 1, Kab. 

Kudus, Seluruh 
Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

61 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan Oprasional kepada 

RA.MUSLIMAT NU Miftahul falah 

1 paket cendana, Kab. Kudus, 

Dawe, Cendono 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

62 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan Oprasioanl kepada 

RA.MUSLIMAT NU RIBATUTTHOLIBIN 

1 paket kandang mas, Kab. 

Kudus, Dawe, 
Kandangmas 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

63 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bagian gedung dan halaman MI 

Hidayatul Athfal Dk. Lemah Sawah Desa 

Jurang yang direhab 

1 paket dk. lemah sawah RT 06 

RW 05, Kab. Kudus, 

Gebog, Jurang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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64 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Alat Musik dan Sound System 

MI Muhammadiyah Jati Kulon yang 
diadakan 

1 paket MI Muhammadiyah Desa 

Jati Kulon, Kab. Kudus, 
Jati, Jati Kulon 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

               

100.000.000  

65 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual 

Jumlah sarana fisik yang diadakan 1 paket MI Basyirul Anam Rt 03 

RW 03 Jati wetan, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Wetan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  

66 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan Mts. NU Miftahut 

Tholibin Desa Mejobo 

1 paket Mejobo Jln. Simpang 4 

Mejobo, Kab. Kudus, 

Mejobo, Mejobo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

40000000  

67 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan MI Islamiyah 

Golantepus 

1 paket desa Golantepus, Kab. 

Kudus, Mejobo, 

Golantepus 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

68 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan RA Hidayatus shibyan 

Temulus 

1 paket Desa Temulus Mejobo, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Temulus 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

40000000  
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69 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan MA Raudlotus Syibyan 

Peganjaran 

1 paket Desa Peganjaran Bae, 

Kab. Kudus, Bae, 
Peganjaran 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
150000000  

70 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan MTs. Ibtidaul Falah 
Samirejo 

1 paket Desa Samirejo, Kab. 
Kudus, Dawe, Samirejo 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

300000000  

71 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan MA Assa''idiyah Ds. 

Kirig 

1 paket Desa Kirig, Kab. Kudus, 

Mejobo, Kirig 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

72 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah bantuan Asrama Ponpes 
Rohmatul Qur''an Ds. Temulus 

1 paket Desa Temulus RT 
02/05, Kab. Kudus, 

Mejobo, Temulus 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

100000000  

73 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Ponpes Yayasan Manba''ul Ds. 

Kajeksan yang direhab 

1 paket Desa Kajeksan RT 

01/03, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Kajeksan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

10000000  

74 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Mi Miftanur hullab yang direhab 1 paket Desa garung Kidul, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Garung Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  
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75 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung TPQ NU Nahdlatul 

Athfal yang dibangun 

1 paket TPQ NU Nahdlatul Athfal 

- Jln Blimbing Kidul - 
Sidorekso RT. 05/ RW. 

02 Desa Blimbing Kidul, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Blimbing Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

76 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Ruang Kelas Baru MTs 
Nurussalam yang dibangun 

1 paket MTs Nurussalam - Desa 
Besito, Kab. Kudus, 

Gebog, Besito 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

10000000  

77 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah  AULA POLITEKNIK RUKUN 

ABDI LUHUR yang dibangun 

1 paket POLITEKNIK RUKUN 

ABDI LUHUR - JL. 

JEPARA KM. 6 DESA 

MIJEN RT.10/ RW. 06, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Mijen 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

78 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual 

Jumlah Gedung/ Ruang Kelas Baru MTs 

Nurussalam yang dibangun 

1 paket MTs Nurussalam - Desa 

Besito, Kab. Kudus, 

Gebog, Besito 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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79 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Bantuan Renovasi dan 

Pengecatan 

1 paket Colo RT.04 RW.1, Kab. 

Kudus, Dawe, Colo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

80 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah  Bantuan Pembangunan 

Gedung Madrasah Diniyah IRSYADUTH 

THOLIBIN 

1 paket Jl. Kudus Purwodadi 

KM.14 Medini Gg. 11 

RT.06 Rw.3, Kab. 

Kudus, Undaan, Medini 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

81 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Bantuan Perawatan Bangunan 

Gedung MI. MIFTAHUT THOLIBIN 

1 paket jl. Simpang Empat 

Mejobo RT.8 RW.2, Kab. 

Kudus, Mejobo, Mejobo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

82 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Kondisi Bangunan Vihara yang sudah 

cukup tua+L80:L81 

1 paket Vihara Budha Murti, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Tanjungrejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

83 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Sarpras Sekolah Minggu Budha 

Cakra Purbakara yang memadahi 

1 paket Sekolah Minggu Budha 

Cakra Purbakara, Kab. 
Kudus, Undaan, Kutuk 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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84 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Vihara Budha Santi yang 

dibangun 

1 paket RT 04 RW 04, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

85 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Sarpras Sekolah Minggu Budha 

Cakra Purbakara yang diadakan 

1 paket RT 01 RW 04, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

86 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Gedung Pondok Pesantren 

Tahfid Putra Putri Wafiyul Qur''an yang 

dibangun 

1 paket Damaran Kota, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Damaran 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

87 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual 

Jumlah  RKB MI NU Matho''liul Falah 

Jepang yang dibangun 

1 paket Jepang, Kab. Kudus, 

Mejobo, Jepang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

88 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah  Ruang Kelas MI Darus Sa''adah 

RT. 01 RW. 02 Hadipolo yang dibangun 

1 paket Hadipolo, Kab. Kudus, 

Jekulo, Hadipolo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

89 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual 

Jumlah MI Al Huda 1 padurenan yang 

dibangun 

1 paket Padurenan, Kab. Kudus, 

Gebog, Padurenan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  

90 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Jumlah Ponpes Al Hidayah yang 

dibangun 

1 paket Getasrabi, Kab. Kudus, 

Gebog, Getassrabi 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  
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91 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah tempat ibadah yang dibangun   desa kalirejo, Kab. 

Kudus, Undaan, Kalirejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

92 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah tempat ibadah yang direhab 1 paket Sambung, Kab. Kudus, 

Undaan, Sambung 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

93 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  masjid baiturahman yang 

dibangun 

1 paket Masjid Baiturrohman, 

Dk Kendeng, Kab. 
Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

94 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah masjid yang dibangun 1 paket kependen (RW 02), Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Kramat 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

95 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ yang dibangun 1 paket TPQ dan MADIN NURUL 

HUSNA Dukuh 
Kaliwuluh, Kab. Kudus, 

Jekulo, Gondoharum 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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96 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah dasilitas peribadatan yang 

diadakan 

1 paket jalan Pangeran Puger no 

22, Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Demaan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

97 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Luasan ruang masjid yang dilebarkan 1 paket Masjid Baitul Izzah Rt 2 
Rw 4, Kab. Kudus, 

Jekulo, Klaling 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

98 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah masjid yang dibangun 1 paket Desa hadipolo RT 009 

RW 004 Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten 

Kudus, Kab. Kudus, 
Jekulo, Hadipolo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

99 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah masjid yang dibangun 1 paket RT.003 RW.001, Gang 3, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Lor 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

100 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Al. arifin yang dibangun 1 paket Dk Durenan Rt 3 Rw 4, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Kajar 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

101 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah mushola Nurul jannah yang 
dibangun 

1 paket Sadang, Kab. Kudus, 
Jekulo, Sadang 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  
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102 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Sarpras Gedung MWC NU Dawe 

yang diadakan 

1 paket Lau Piji Wetan, Kab. 

Kudus, Dawe, Cendono 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
100000000  

103 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  bangunan pondok bagian 

depan ponpes "Al-Khoridah" yang 

direnovasi 

1 paket Jl. KH. Turaikhan Adjuri 

Langgardalem Kota 

Kudus, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, 

Langgardalem 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  

104 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung Pondok Pesantren 

Salafiyah yang direhab 

1 paket Rt03/Rw01 No 18 

Gondoharum Jekulo 

Kudus, Kab. Kudus, 

Jekulo, Gondoharum 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

15000000  

105 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Nurul Anwar Kawaan 
Cendono yang direhab 

1 paket Kawaan Cendono Dawe 
Kudus, Kab. Kudus, 

Dawe, Cendono 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

200000000  

106 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Mushola fatkhut Tholibin 

Japan yang dibangun 

1 paket japan Dawe Kudus, Kab. 

Kudus, Dawe, Japan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

15000000  

107 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah sarpras TPQ Manhajul Qur''an 

Piji Dawe Kudus yang diperbaiki 

1 paket piji Dawe Kudus, Kab. 

Kudus, Dawe, Piji 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

15000000  
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108 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ muawanah muslimin 

muslimat samirejo dawe yang dibangun 

1 paket samirejo dawe, Kab. 

Kudus, Dawe, Samirejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
250000000  

109 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah masjid babul muttaqin kututan 

lau yang dibangun 

1 paket lau dawe, Kab. Kudus, 

Dawe, Lau 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

110 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Assalikin Undaan Kidul 

yang dibangun 

1 paket Undaan Kidul, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 
Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

111 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah tempat parkir dan plafon 

Madrasah Diniyah Awaliyyah NU 

IRSYADUL AULAD ASSALAFIYYAH yang 

dibangun 

1 paket Desa Undaan Lor Gang 

3 Rt.3 Rw.1, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Undaan, Seluruh 

Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

112 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Madin Miftahul Huda Yayasan 

Miftahul Huda Terban yang dibangun 

1 paket Desa Terban Kecamatan 

Jekulo, Kab. Kudus, 

Jekulo, Terban 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

450000000  

113 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung Madin Rohmatul Ulum, 

Perkumpulan Madin Rohmatul Ulum 

Jekulo yang dibangun 

1 paket Desa Jekulo Kecamatan 

Jekulo, Kab. Kudus, 

Jekulo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

1050000000  
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114 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung Madin Roudlotul Ulum, 

perkumpulan Madin Roudlotul Ulum 
Desa Tanjungrejo yang dibangun 

1 paket Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Jekulo, Kab. 
Kudus, Jekulo, 

Tanjungrejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
750000000  

115 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung TPQ Al Anwar, 

Pengurus TPQ Al Anwar Desa 

Gondoharum yang dibangun 

1 paket Desa Gondoharum 

Kecamatan Jekulo, Kab. 

Kudus, Gondoharum 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

116 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung TPQ Nurul Ulum 

Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ulum 

Desa Piji yang dibangun 

1 paket Desa Piji Kecamatan 

Dawe, Kab. Kudus, Piji 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  

117 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Pembangunan TPQ Al Istiqomah, 

Pengurus TPQ Al Istiqomah Desa Pladen 

1 paket Desa Pladen Kecamatan 

Jekulo, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

118 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Nurul Huda Dukuh 

Tompe RT.01 RW. 01 Desa Gondoharum 

yang direhab 

1 paket Desa Gondoharum 

Kecamatan Jekulo, Kab. 

Kudus, Jekulo, 

Gondoharum 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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119 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Nurul Asror Dukuh 

Karangpanas Margorejo yang direhab 

1 paket Margorejo, Kab. Kudus, 

Dawe, Margorejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

  

120 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah ruang kelas MADIN MATHOLIUL 
HUDA Tanjungrejo yang direhab 

1 paket TURUS 01/08 
TANJUNGREJO.JEKULO 

KUDUS, Kab. Kudus, 

Jekulo, Tanjungrejo 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

50000000  

121 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Panjang pagar masjid Dukuh Dedel 

Desa Lau yang direhab 

1 paket DUKUH DEDEL DESA 

LAU RT. 2 RW. 7, Kab. 
Kudus, Lau 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
100000000  

122 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Tlogo Desa Gondoharum 
yang direhab 

1 paket TLOGO, GONDOHARUM 
RT. 1 RW. 2 JEKULO 

KUDUS, Kab. Kudus, 

Jekulo, Gondoharum 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  
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123 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah ruang kelas TPQ Darul Furqon 

yang direhab 

1 paket JL. SILIWANGI, 

RT/RW.001/007, KEL. 
JEKULO KARANG, KEC. 

JEKULO. KUDUS, Kab. 

Kudus, Jekulo, Jekulo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

124 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Manalul huda yang 

dibangun 

1 paket Garung Lor, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Lor 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

125 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Al Muyassar 2 yang 

dibangun 

1 paket Prambatan Lor, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 
Prambatan Lor 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
200000000  

126 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Tashilul Murottilin yang 
dibangun 

1 paket Dukuh Kacu Desa 
Banget, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Banget 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

100000000  

127 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah ruang kelas TPQ yang dibangun 1 paket kaliyoso rt 03 rw 05, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  



IV - 90 
 

No Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi 
Perangkat 

Daerah terkait 
 Validasi/ 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

128 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah gedung TPQ baru yang 

dibangun 

1 paket purwosari rt 06 rw 08, 

Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Purwosari 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
20000000  

129 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Pondok Pesantren Anwariyyah 
Lil Banat Kudus yang dibangun 

1 paket Desa Bakalankrapyak 
RT.02 RW.03, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

25000000  

130 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

jumlah tpq miftkhul jannah yang 

dibangun 

1 paket desa tumpang krasak, 

Kab. Kudus, Jati, 

Tumpangkrasak 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  

131 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah ruangan MUSHOLLA NURUL 

HUDA Desa Jurang yang direhab 

1 paket dk Genjikan RT 03 RW 

05, Kab. Kudus, Gebog, 

Jurang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

132 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah kubah  masjid Darussalam RT 

01 RW 07 di kedungsari.yang diadakan 

1 paket RT 1 RW 7, Kab. Kudus, 

Gebog, Kedungsari 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

133 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Musholla Culo Saloko di 

Rahtawu yang dibangun 

1 paket RT 1 RW 1, Kab. Kudus, 

Gebog, Rahtawu 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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134 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Luas tempat Parkir MASJID JAMI'' AL 

KARIM Tanjungkarang yang dibangun 

1 paket Tanjungkarang rt.04 rw. 

03, Kab. Kudus, Jati, 
Tanjungkarang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

135 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung TPQ Nurul Fahmi ada 

yang direhab 

1 paket RT.03 RW.5 

Tanjungkarang Kec. 

Jati, Kab. Kudus, Jati, 
Tanjungkarang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  

136 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah ruangan Mushola AT-TANBIH 

desa Tanjungkarang yang dibangun 

1 paket Tanjungkarang RW.01 

Gang 3, Kab. Kudus, 

Jati, Tanjungkarang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

25000000  

137 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah ruangan Mushola Baitul 
Makmur RT. 04 RW. 06 Desa 

Sunggingan yang diperbaiki 

1 paket Desa Sunggingan, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Sunggingan 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

50000000  

138 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Luas tempat Parkir MASJID JAMI'' AL 

KARIM Tanjungkarang yang dibangun 

1 paket Tanjungkarang rt.04 rw. 

03, Kab. Kudus, Jati, 

Tanjungkarang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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139 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung TPQ Nurul Fahmi desa 

Tanjungkarang  yang dibangun 

1 paket RT.03 RW.5 

Tanjungkarang Kec. 
Jati, Kab. Kudus, Jati, 

Tanjungkarang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

140 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Mushola AT-TANBIH desa 

Tanjungkarang RW.01 Gang 3 yang 

dibangun 

1 paket Tanjungkarang RW.01 

Gang 3, Kab. Kudus, 

Jati, Tanjungkarang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

141 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Musholla baitul makmur rt 4 rw 

6 sunggingan yang dibangun 

1 paket rt 4 rw 6 sunggingan, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Sunggingan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

142 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah mushola Al Muklisin Desa Jati 

Kulon yang dibangun 

1 paket Desa Jati Kulon, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Kulon 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

143 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

jumlah masjid Al Furqon desa getas 

pejaten yang direhab 

1 paket Desa Getas Pejaten, Kab. 

Kudus, Jati, 
Getaspejaten 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
100000000  

144 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah AC dan sound system Masjid An 

Nuur desa pasuruhan kidul yang 

diadakan 

1 paket Desa Pasuruhsn Kidul, 

Kab. Kudus, Jati, 

Pasuruhan Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  
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145 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah AC dan sound system Mashid Al 

Amin Pasuruhan Lor yang diadakan 

1 paket Desa Pasuruhan Lor, 

Kab. Kudus, Jati, 
Pasuruhan Lor 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
50000000  

146 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Darul Muttaqin Dukuh 
Masin yang dibangun 

1 paket Dukuh Masin, Kab. 
Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

50000000  

147 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Mafatihul Huda 

Gondangmanis yang dibangun 

1 paket Gondangmanis RT 

06/02, Kab. Kudus, Bae, 

Gondangmanis 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

148 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah MADIN Darul Hikmah Puyoh 
yang dibangun 

1 paket Puyoh RT 05 RW 03, 
Kab. Kudus, Dawe, 

Puyoh 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

149 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Mambaul Ulum 

Karangbener yang dibangun 

1 paket Desa Karangbener Bae, 

Kab. Kudus, Bae, 

Karangbener 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

150 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Al Muttaqin Puyoh yang 

dibangun 

1 paket Desa Puyoh, Kab. 

Kudus, Dawe, Puyoh 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

15000000  

151 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Sabilul Muttaqin 

Tenggeles yang dibangun 

1 paket Desa Tenggeles RT 

03/03, Kab. Kudus, 

Mejobo, Tenggeles 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  
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152 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Al Furqon Ds. Bae yang 

dibangun 

1 paket Desa Bae, Kab. Kudus, 

Bae, Bae 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
50000000  

153 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Langgar Putri Ruudlotul Falihat 

Ds. Undaan Tengah yang dibangun 

1 paket Desa Undaan Tengah, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Tengah 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

40000000  

154 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung Madin Tarbiyatul Aulad 

Ds. Kesambi yang dibangun 

1 paket Desa Kesambi RT 02/10, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Kesambi 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

155 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Madin Al falah Ds. Medini yang 

dibangun 

1 paket Desa Medini RT 0/02, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Medini 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

40000000  

156 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Raudlotul Mujawwidin yang 

direhab 

1 paket Dukuh Proko winong 

Desa Kaliwungu, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  

157 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Miftahul Huda Pramatan 

Kidul yang dibangun 

1 paket Desa Prambatan Kidul, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  
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158 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Madrasah Diniyah Al arqum 

Prambatan Lor Kaliwungu Kudus yang 
direnovasi 

1 paket Madrasah Diniyah Al 

Arqom Prambatan Lor 
RT 04 RW 02 Kaliwungu 

Kudus, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Prambatan 

Lor 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

159 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Kanopi Halaman Diniyah 

Awaliyah Islamiyah yang dibangun 

1 paket Karangmalang RT 04 

RW 08 Magersari, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

160 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Pondok Al Banin 

Undaan Kidul yang dibangun 

1 paket Mushola Pondok Al 

Banin, Kab. Kudus, 

Undaan, Undaan Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  

161 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Baitussalam Desa 
Undaan Lor yang dibangun 

1 paket Gang 3 RT03/RW01, 
Kab. Kudus, Undaan Lor 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

162 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Musholla Baitur Rohman yang 

dibangun 

1 paket Dk. Demangan RT.07/ 

RW.06 Desa Mijen, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Mijen 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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163 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung Musholla dan Kantor 

Nahdlatul ''Ulama yang dibangun 

1 paket Desa Getassrabi, Kab. 

Kudus, Gebog, 
Getassrabi 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

164 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

JUMLAH PONDOK PESANTREN NURUL 
QUR''AN yang dibangun 

1 paket PONDOK PESANTREN 
NURUL QUR''AN - DESA 

JANGGALAN RT 06 RW 

02, Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Janggalan 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

165 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Maslahul Huda Desa 

Jekulo Karang yang dibangun 

1 paket Desa Jekulo Karang, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Jekulo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

166 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Raudlotul Muttaqin 
Dukuh Sintru yang dibangun 

1 paket Dukuh Sintru RT 01/07 
Desa Kandangmas, Kab. 

Kudus, Kandangmas 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

50000000  

167 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Taufiqurrahman Desa 

Tergo 

1 paket Dukuh Jengking Desa 

Tergo, Kab. Kudus, 

Dawe, Tergo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  
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168 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Al-Ikhlas dukuh Pelang 

Ds. Margorejo 

1 paket Dukuh Pelang Ds. 

Margorejo, Kab. Kudus, 
Dawe, Margorejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
100000000  

169 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Madrasah Diniyah Miftahul 
Huda Dk. Sekandang Ds. kandangmas 

1 paket Dukuh Sekandang Ds. 
Kandangmas, Kab. 

Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

170 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Matholi''ul Falah Dk. Sintru 

RT 01/08 Ds. Kandangmas yang 
dibangun 

1 paket Dukuh Sintru RT 01/08 

Kandangmas, Kab. 
Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

171 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Baitul Mu''minin yang 

dibangun 

1 paket Dk. Sintru RT.04 RW.05, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

172 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Bantuan Mushola Al-Ikhlas 

yang dibangun 

1 paket Ternadi RT.04 RW.03, 

Kab. Kudus, Dawe, 
Ternadi 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

173 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ Nurul Jannah yang 

dibangun 

1 paket Payaman RT.1 RW.1, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Payaman 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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174 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Bantuan Masjid Baitul Izzah 

yang dibangun 

1 paket Kandangmas RT.02 

RW.11, Kab. Kudus, 
Dawe, Kandangmas 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

175 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Kanopi Teras Tempat Wudlu 
Mushola Baitut Taqwa yang dibangun 

1 paket dk. Mijen RT.2 RW.3 
Ngembalrejo, Kab. 

Kudus, Bae, 

Ngembalrejo 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

176 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah MAsjid Jami'' Faidurrohman 

yang dibangun 

1 paket Jl Raya Kudus Colo 08 

Cendono RT.01 RW.04, 
Kab. Kudus, Dawe, 

Cendono 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

177 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Baitul Muttaqin yang 

direnovasi 

1 paket dk. Buloh RT.5 RW.8 

Desa Puyoh, Kab. 

Kudus, Dawe, Puyoh 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

178 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Masjid ISTIQOMAH yang 

dibangun 

1 paket Perumahan Dersalam 

Residen Blok B RT.03 
RW.2, Kab. Kudus, Bae, 

Dersalam 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

179 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola ROUDHOTUS SALAM 

yang dibangun 

1 paket Dersalam Gg. 9 RT.03 

RW.1, Kab. Kudus, Bae, 

Dersalam 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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180 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola BAITURRAHIM yang 

dibangun 

1 paket Kirig Rt.2 Rw.3, Kab. 

Kudus, Mejobo, Kirig 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

181 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola ANNUR yang dibangun 1 paket Mejobo RT.10 RW.04, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Mejobo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

182 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  TPQ AL-KAUTSAR yang 

dibangun 

1 paket Hadiwarno RT. 2 RW.4, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Hadiwarno 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

183 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Fathul Ulum yang 

dibangun 

1 paket Jojo RT.2 RW. 3, Kab. 

Kudus, Mejobo, Jojo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

184 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Pondok Pesantren "BUSTANUL 

HUDA" yang dibangun 

1 paket Golantepus RT.1 RW.6, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Golantepus 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

185 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

jumlah  Mushola DARUS SALAM yang 

dibangun 

1 paket Payaman RT.2 Rw.2, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Payaman 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

186 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola NURUL IMAN yang 

dibangun 

1 paket RT. 4 RW.2, Kab. Kudus, 

Mejobo, Temulus 

 Setda (Bagian 

Kesra)  
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187 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid MIFTAHUL JANAH yang 

dibangun 

1 paket Temulus RT.2 RW.5, 

Kab. Kudus, Mejobo, 
Temulus 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

188 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola MASLAKHUL HUDA 
yang dibangun 

1 paket Temulus RT.6 RW.3, 
Kab. Kudus, Seluruh 

Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

189 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah ruangan baru Vihara Budha 

yang dibangun 

1 paket Vihara Budha Santi RT 

04 RW 04, Kab. Kudus, 

Undaan, Kutuk 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

190 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Darul Muttaqin yang 
dibangun 

1 paket Masjid Darul Muttaqin 
RT 01 RW 01, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

50000000  

191 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Darul Hikmah yang 

direhab 

1 paket Musholla Darul Hikmah, 

RT 03 RW 05, Kab. 
Kudus, Undaan, Kutuk 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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192 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Musholla Manarul Huda yang 

dibangun 

1 paket Musholla Manarul Huda 

RT 03 RW 03, Kab. 
Kudus, Undaan, Undaan 

Lor 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
50000000  

193 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Darul Muttaqin yang 

dibangun 

1 paket RT 01 RW 01, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

194 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Musholla Darul Hkmah yang 

dibangun 

1 paket RT 03 RW 05, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

195 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Musholla Desa 

Karangrowo yang dibangun 

1 paket Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

196 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah masjid musholla Desa Ngemplak 

yang dibangun 

1 paket Desa Ngemplak, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Ngemplak 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

197 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Baiturrohman dk. 
Demangan RT.07 RW.6 Kaliwungu 

Kudus yang direnovasi 

1 paket dk. Demangan RT.07 
RW.6 Kaliwungu, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Mijen 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

25000000  
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198 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah bangunan dan sarpras Mushola 

Matlaul Huda dan Gondosari RT.1 
RW.07 Gebog. yang direnovasi dan 

diadakan 

1 paket Gondosari RT.1 RW.07 

Gebog, Kab. Kudus, 
Gebog, Gondosari 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
50000000  

199 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Darul Wahdah yang 

dibangun 

1 paket Dk. Kramat Prambatan 

Lor RT.2 RW 1., Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 
Prambatan Lor 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

200 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Jami'' Batur Rahman 

yang dibangun 

1 paket dk. Krajan RT. 2 RW.2 

Papringan, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Papringan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

201 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah sarprasTPQ Nurul Jannah yang 

diadakan 

1 paket TPQ Nurul Jannah Desa 

Sadang, Kab. Kudus, 

Sadang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

50000000  

202 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Jami'' Baitush Shomad 

Desa Karang Ampel yang dibangun 

1 paket Masjid Jami'' Baitush 

Shomad Desa 

Karangampel Rt. 1 Rw. 

3, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, 

Karangampel 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

30000000  
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203 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Jami'' Baitul Mu''minin 

yang dibangun 

1 paket Dukuh Karangturi Rt. 4 

Rw. 3, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, 

Setrokalangan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

204 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Ruang Kelas Baru Madin Al 

Islam Megersari yang dibangun 

1 paket Desa Karangampel, Rt. 

04 Rw. 08, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, 
Karangampel 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

205 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Pagar dan Kamar Mandi 

Musholla Miftahul Al Bab RT. 03 RW. 02 

Ds. Mejobo yang dibangun 

1 paket RT. 03 RW. 01 Desa 

Mejobo, Kab. Kudus, 

Mejobo, Mejobo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

206 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Menara Masjid Jami'' Riyadlul 

jannah Mejobo yang dibangun 

1 paket Dk. Klitak RT. 02 RW. 

01 Desa Mejobo Kec. 

Mejobo Kab. Kudus, 
Kab. Kudus, Mejobo, 

Mejobo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  
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207 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur''an "AL-MUJTABA" yang 
dibangun 

1 paket Jl. Serma Abdul Qodir 

Dk. BOTO Kidul RT. 06 
RW. 06 Desa 

Ngembalrejo Kec. Bae 

Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Bae, 

Ngembalrejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

208 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Ruang Kelas Baru TPQ NU 

Nahdlatul Athfal yang dibangun 

1 paket Ds. Blimbing Kidul Rt 5 

Rw 2 Kec. Kaliwungu 

Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Blimbing Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  

209 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung TPQ Miftahul Murattilin 

yang dibangun 

1 paket Ds. Papringan Rt 3 Rw 3 

Kec. Kaliwungu Kab. 

Kudus, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Papringan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

200000000  
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210 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Ruang Kelas Baru MADIN 

Tarbiyatul Aulad yang dibangun 

1 paket Dukuh Gerung Rt 2 Rw 

3 Ds. Kaliwungu Kec. 
Kaliwungu Kab. Kudus, 

Kab. Kudus, Seluruh 

Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
200000000  

211 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Sarpras Mushola Nurul Falah Rt 

2 Rw 2 Kec. Kota Kab. Kudus yang 

diadakan 

1 paket Kel. Mlati Kidul Rt 2 Rw 

2 Kec. Kota Kab. Kudus, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Mlati Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

212 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah mushola ZAHROTUL JANNAH 

yang direhab 

1 paket Pasuruan Lor RT.1 

RW.2, Kab. Kudus, Jati, 
Pasuruhan Lor 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
50000000  

213 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ SYIFA’ SUDUR yang 
direhab 

1 paket Pasuruan Lor RT.2 
RW.5, Kab. Kudus, Jati, 

Pasuruhan Lor 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

50000000  
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214 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola ANNUR yang direhab 1 paket Sunggingan RT.3 RW.1, 

Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Sunggingan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
25000000  

215 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Mushola AL KARIM yang 
direhab 

1 paket Jati wetan RT.2 RW.1, 
Kab. Kudus, Jati, Jati 

Wetan 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

25000000  

216 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola BAITUR MUTAQIN 

yang direhab 

1 paket Singocandi RT.1 RW.2, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Singocandi 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

25000000  

217 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola AL JAUBAR yang 

dibangun 

1 paket Wergu Kulon RT.1 RW.1, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Wergu Kulon 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

25000000  

218 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola AL RASYIDIN yang 

direhab 

1 paket Singocandi RT.4 RW.3, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Singocandi 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

25000000  

219 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Mushola NURUL IMAN yang 

direhab 

1 paket Pasuruan Kidul RT.4 

RW.3, Kab. Kudus, Jati, 

Pasuruhan Kidul 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

25000000  
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220 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Arrokhim yang dibangun 1 paket Desa Payaman, Kab. 

Kudus, Mejobo, 
Payaman 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

  

221 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Musholla Darul Muttaqin RT. 
04 RW. 02 Jepang Mejobo yang direhab 

1 paket Jepang RT. 04 RW. 02, 
Kab. Kudus, Mejobo, 

Jepang 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

25000000  

222 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Darul Falah Payaman 

yang direhab 

1 paket Payaman, Kab. Kudus, 

Mejobo, Payaman 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

223 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Masjid Al Ma''wa Mejobo yang 

diirehab 

1 paket Mejobo, Kab. Kudus, 

Mejobo, Mejobo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

224 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Ponpes Nihayatus Salihin 

Gulang yang direhab 

1 paket Desa Gulang RT 03 RW 

06, Kab. Kudus, Mejobo, 

Gulang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  

225 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Luas atap Kanopi Masjid Jami'' Al 

Makmur Jepang yang dibangun 

1 paket Masjid Jami'' Al Makmur 

Jepang, Kab. Kudus, 

Mejobo, Jepang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  
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226 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Plafon Masjid Roudlotul Jannah 

Jepang 

1 paket Masjid Roudlotul 

Jannah Jepang, Kab. 
Kudus, Mejobo, Jepang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

227 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Ponpes Nihayatus Salihin desa 

Gulang RT03/RW06 yang dibangun 

1 paket PONPES Nihayatus 

Salihin RT03/RW06, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Gulang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

                                 

-  

228 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Nurul Islam 

RT07/RW01 Dukuh Karangrowo Krajan 
yang dibangun 

1 paket Mushola Nurul Islam 

RT07/RW01, Kab. 
Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
25000000  

229 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Gedung TPQ Ar - Rosyad 

Kelurahan Purwosari yang dibangun 

1 paket TPQ Ar - Rosyad Jl. 

Ganesha RT01/RW08, 

Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Purwosari 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

  

230 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah musholla nurul muttaqin rt 7 rw 

1 yang dibangun 

1 paket Desa Temulus, Kab. 

Kudus, Mejobo, Temulus 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

100000000  
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231 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah pondok pesantren al mujtaba'''' 

dukuh boto kidul rt 06 rw 6 desa 
ngembalrejo yang dibangun 

1 paket Desa Ngembalrejo, Kab. 

Kudus, Bae, 
Ngembalrejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
50000000  

232 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah musholl annur rt10 rw 04 desa 
mejobo yang dibangun 

1 paket desa mejobo, Kab. 
Kudus, Mejobo, Mejobo 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

 Usulan 
disetujui 

50000000  

233 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah pondok muslimat yang 

dibangun 

1 paket Padurenan, Kab. Kudus, 

Gebog, Padurenan 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

250000000  

234 Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah TPQ DARUS SALAM Desa 
wonosoco yang dibangun 

1 paket desa wonosoco, Kab. 
Kudus, Undaan, 

Wonosoco 

 Setda (Bagian 
Kesra)  

                                 
-  

235 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Rt. 05 Rw. 02 Desa Tergo yang 

dibangun 

1 paket Pemeliharaan Pondok 

Pesantren Mambaul 

Hikmah Rt. 05 Rw. 02 

Desa Tergo, Kab. Kudus, 

Dawe, Tergo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

5000000  
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236 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Sihabul Huda Rt. 03 

Rw. 02 Dukuh Gringging Desa Samirejo 
yang dibangun 

1 paket Pemeliharaan Mushola 

Sihabul Huda Rt. 03 Rw. 
02 Dukuh Gringging 

Desa Samirejo, Kab. 

Kudus, Dawe, Samirejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
5000000  

237 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Sabilul Khoirot Rt. 05 

Rw. 02 Dukuh Gringging Desa Samirejo 

yang dibangun 

1 paket Pemeliharaan Mushola 

Sabilul Khoirot Rt. 05 

Rw. 02 Dukuh Gringging 

Desa Samirejo, Kab. 

Kudus, Dawe, Samirejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

5000000  

238 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Miftakhul Huda Rt. 04 

Rw. 01 Dukuh Gringging Desa Samirejo 
yang dibangun 

1 paket Pemeliharaan Mushola 

Miftakhul Huda Rt. 04 
Rw. 01 Dukuh Gringging 

Desa Samirejo, Kab. 

Kudus, Dawe, Samirejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
5000000  
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239 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 
Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Mushola Al Azhar Rt. 03 Rw. 01 

Dukuh Gringging Desa Samirejo yang 
dibangun 

1 paket Pemeliharaan Mushola 

Al Azhar Rt. 03 Rw. 01 
Dukuh Gringging Desa 

Samirejo, Kab. Kudus, 

Dawe, Samirejo 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 
5000000  

240 Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan 

Kesra/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Jumlah  Mushola Nurul Huda Rt. 03 

Rw. 05 Desa Jurang yang dibangun 

1 paket Pemeliharaan Mushola 

Nurul Huda Rt. 03 Rw. 

05 Desa Jurang, Kab. 
Kudus, Gebog, Jurang 

 Setda (Bagian 

Kesra)  

 Usulan 

disetujui 

5000000  

241 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd Usaha Las Bin Salma 

1 paket desa bae, Kab. Kudus, 

Bae, Bae 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

242 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd Usaha Madu Multiflora  

1 paket Glagahkulon RT 1 RW 1, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Glagah Kulon 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 
Koperasi dan 

UKM 

                 

50.000.000  
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243 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 
MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 
Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd Usaha Las Bin Salma 

1 paket Honggosoco, Kab. 

Kudus, Jekulo, 
Honggosoco 

Dinas Tenaga 

Kerja, 
Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                 

50.000.000  

244 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd KUB Panca Karya Usaha 

1 paket Prambatan Kidul, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Kidul 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                 

25.000.000  

245 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 
Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd KUB Manunggal Sejahtera 

1 paket Kedungdowo, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Kedungdowo 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 
Koperasi dan 

UKM 

                 

25.000.000  

246 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd KUB Bina Panca Abadi 

1 paket Desa Kaliwungu, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                 

25.000.000  
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247 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 
MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 
Usaha Mikro 

Terlaksananya bantuan hibah modal 

usaha kpd KUB Lima Saudara Bersemi 

1 paket Sidorekso, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Sidorekso 

Dinas Tenaga 

Kerja, 
Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                 

25.000.000  

248 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd KUB Sinar Yodha 

1 paket RT 06 RW 01, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

249 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 
Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd KUB Arrow Body's 

1 paket Desa Klumppit, Kab. 

Kudus, Gebog, Klumpit 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 
Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

250 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd KUB Bangun Berkah 

1 paket RT 02 RW 01, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  
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251 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 
MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 
Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd KUB Kembangsari 

1 paket RT 07 RW 01, Kab. 

Kudus, Gebog, Menawan 

Dinas Tenaga 

Kerja, 
Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

252 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Terlaksananya bantuan hibah modal 

usaha kpd KUB Setia Budi 

1 paket Dk. Jian RT 03 RW 05, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Jurang 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

253 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 
Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd KUB Besito Maju 

1 paket RT 4 RW 6, Kab. Kudus, 

Gebog, Besito 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 
Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

254 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd KUB Kedungsari 

1 paket Kedungsari, Kab. Kudus, 

Gebog, Kedungsari 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  
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255 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 
MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 
Usaha Mikro 

Terlaksananya bantuan hibah modal 

usaha kpd Kel. Usaha Sido Makmur 

1 paket Desa Bulung Kulon, Rt. 

02 Rw. 07, Kab. Kudus, 
Jekulo, Bulung Kulon 

Dinas Tenaga 

Kerja, 
Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                 

50.000.000  

256 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Mikro 

yang Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan / Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Jumlah modal usaha yang diberikan 

kpd Kel. Usaha Prambatan Berkah 

1 paket Jl. Madya no 560 

Prambatan Lor Rt 04 Rw 

02, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Prambatan 

Lor 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

257 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 
Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

Jumlah Pelatihan Keterampilan Desain 

Grafis Institusional di BLK 

1 kali Cendono, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 
Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

258 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 

Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 
berdasarkan Klaster Kompetensi 

Jumlah Pelatihan Mobile Training Unit 

(MTU) di Desa Kramat Kec. Kota 

1 kali Desa Kramat Kec.Kota, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Kramat 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                 

50.000.000  

259 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 

Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

Jumlah Pelatihan Mobile Training Unit 

(MTU) di Desa Larikrejo Undaan  

1 kali Desa Larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  
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berdasarkan Klaster Kompetensi 

260 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 

Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

Jumlah Pelatihan Mobile Training Unit 
(MTU) di Desa Ngemplak Undaan  

1 kali Desa Ngemplak, Kab. 
Kudus, Ngemplak 

Dinas Tenaga 
Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 
-  

261 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 

Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

Terlaksananya Pelatihan Mobile Training 

Unit (MTU) di Desa Karangrowo Undaan 

1 kali Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Karangrowo 

Dinas Tenaga 

Kerja, 
Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

262 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 

Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

Jumlah Pelatihan Mobile Training Unit 

(MTU) di Desa Wates Undaan 

1 kali Desa Wates, Kab. 

Kudus, Wates 

Dinas Tenaga 

Kerja, 
Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

263 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 
Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

Jumlah Pelatihan Mobile Training Unit 

(MTU) di Desa Gulang Mejobo 

1 kali Desa Gulang, Kab. 

Kudus, Gulang 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 
Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

264 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 
Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

Jumlah Pelatihan Mobile Training Unit 

(MTU) di Desa Payaman Mejobo 

1 kali Desa Payaman, Kab. 

Kudus, Payaman 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 
Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  
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265 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 

Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

Jumlah Pelatihan Mobile Training Unit 

(MTU) di Desa Sambung Undaan  

1 kali Desa Sambung, Kab. 

Kudus, Sambung 

Dinas Tenaga 

Kerja, 
Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

266 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 
Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

Jumlah Pelatihan Vokasi bagi UMKM 1 kali Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 
Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

267 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 

Kompetensi / Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

Jumlah Pelatihan Mobile Training Unit 

(MTU) di Desa Gribig Kaliwungu 

1 kali Desa Gribig, Kab. 

Kudus, Gebog, Gribig 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian, 

Koperasi dan 

UKM 

                                 

-  

268 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN / 

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat 

Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota / 

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 

Objek Pemajuan Kebudayaan 

Jumlah pagelaran seni dan budaya 

Rogomoyo di Desa Kaliwungu 

1 kali desa kaliwungu, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu 

Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

                 

10.000.000  

269 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN / 

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat 

Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota / 

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 

Objek Pemajuan Kebudayaan 

Jumlah pertunjukan seni dan budaya 

tradisional 

1 kali  Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

                                 

-  
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270 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DISTRIBUSI PERDAGANGAN / Pembangunan 
dan Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan / Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan  

Jumlah revitalisasi pasar Desa 

Karangbener  

1 paket Pasar Desa Karangbener 

RT.06 RW.05, Kab. 
Kudus, Bae, 

Karangbener 

Dinas 

Perdagangan 

               

200.000.000  

271 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 

/ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Drainase yang Terhubung Langsung dengan 

Sungai dalam Daerah Kabupaten  Kota / 

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 

Jumlah Drainase Jalan Colo - Japan, 

Dukuhwaringin - Glagahkulon yang 

dibangun 

1 Paket Jalan Colo - Japan, 

Dukuhwaringin - 

Glagahkulon, Kab. 
Kudus, Dawe, 

Dukuhwaringin 

DINAS PUPR                

100.000.000  

272 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE / 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Drainase yang Terhubung Langsung dengan 
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota / 

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 

Jumlah Drainase Cendono - Ngelo yang 

dibangun 

1 Paket Cendono rt 5 rw 5, Kab. 

Kudus, Dawe, Cendono 

DINAS PUPR                

150.000.000  

273   Jumlah saluran drainase direhab 1 Paket Jl-Piji Cendono Dawe 

Kudus, Kab. Kudus, 

Dawe, Cendono 

DINAS PUPR                

100.000.000  

274   Jumlah drainase/gorong-gorong yang 

dibangun 

1 Paket Desa Cranggang 

Kecamatan Dawe, Kab. 

Kudus, Dawe, 

Cranggang 

DINAS PUPR                                  

-  
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275   Jumlah Saluran Air yang dibangun 1 Paket Jalan Mlati Kidul - 

Gulang, Kab. Kudus, 
Jati, Jepangpakis 

DINAS PUPR                

200.000.000  

276   Jumlah Saluran Air yang dibangun 1 Paket Jalan Jepangpakis - 
Loram Wetan, Kab. 

Kudus, Jati, 

Jepangpakis 

DINAS PUPR                
150.000.000  

277   Jumlah saluran drainase direhab 1 Paket Jalan Jepangpakis - 

Lingkar Tenggara, Kab. 
Kudus, Jati, 

Jepangpakis 

DINAS PUPR                                  

-  

278   Jumlah saluran drainase direhab 1 Paket JALAN KARTINI 

BURIKAN KUDUS, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 
Burikan 

DINAS PUPR                                  

-  

279   Jumlah saluran drainase direhab 1 Paket Dukuh Winong RW. 06, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Kaliwungu 

DINAS PUPR                  

75.000.000  
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280   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Dukuh Winong RW. 07, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 
Kaliwungu 

DINAS PUPR                                  

-  

281   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Karangrowo larikrejo, 
Kab. Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                                  
-  

282   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Saluran Drainase Jalan 

Jekulo - 

Bulungcangkirng, Kab. 

Kudus, Bulungcangkring 

DINAS PUPR                

200.000.000  

283   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Pembangunan Saluran 

Drainase Jalan 

Bulungkulon - Dukuh 

Karangrowo, Kab. 

Kudus, Jekulo, Bulung 
Kulon 

DINAS PUPR                                  

-  
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284   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jl Cendono-Samirejo, 

Desa Cendono, Kab. 
Kudus, Dawe, Cendono 

DINAS PUPR                                  

-  

285   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jl. Suryo Kusumo Ds. 
Mejobo, Kab. Kudus, 

Mejobo, Mejobo 

DINAS PUPR                                  
-  

286   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jl.Tersono-Gribik Rw 05 

Gribik, Kec.Gebog, Kab. 
Kudus, Gebog, Gribig 

DINAS PUPR                

150.000.000  

287   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jalan Depan SMA 1 Bae, 

Desa Megawon, Kab. 

Kudus, Jati, Megawon 

DINAS PUPR                                  

-  

288   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket jalan Mlati Kidul - 

Gulang, Desa 

Jepangpakis, Kab. 

Kudus, Jati, 
Jepangpakis 

DINAS PUPR                                  

-  
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289   Jumlajh saluran drainase trafigh ligh 

Dersalan - UMK Yang dibangun 

1 Paket Desa Dersalam, Kab. 

Kudus, Bae, Dersalam 

DINAS PUPR                                  

-  

290   Jumlah saluran drainase jalan Ngetuk - 

Ngelo yang dibangun 

1 Paket Jl. Ngetuk-Ngelo, desa 

Ngembalrejo, Kab. 

Kudus, Bae, 

Ngembalrejo 

DINAS PUPR                                  

-  

291   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jl. Dersalam-Pedawang, 

Desa Dersalam, Kab. 

Kudus, Bae, Dersalam 

DINAS PUPR                                  

-  

292   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jl Lingkar Tenggara-
Jepang, Jepang, Kab. 

Kudus, Mejobo, Jepang 

DINAS PUPR                
150.000.000  

293   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jl. Sumber-Mejobo, Ds. 

Golan RT. 03 RW. 01, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Golantepus 

DINAS PUPR                                  

-  
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294   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jalan Lingkar Tenggara - 

Pekeng, Gulang, Kab. 
Kudus, Mejobo, Gulang 

DINAS PUPR                                  

-  

295   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket JALAN POROS DESA 

RUAS KARANGMALANG- 

KLUMPIT 

KARANGMALANG RT 01 

RW 06, Kab. Kudus, 
Gebog, Karangmalang 

DINAS PUPR                                  

-  

296   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jalan Sumber - Mejobo, 

Desa Tenggeles, Kab. 

Kudus, Mejobo, 

Tenggeles 

DINAS PUPR                                  

-  

297   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket jalan dawe - gebog, Kab. 
Kudus, Dawe, Samirejo 

DINAS PUPR                
170.000.000  

298   Jumlah saluran drainase dibangun 1 Paket Jl. Colo DukuhWaringin, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Dukuhwaringin 

DINAS PUPR                

100.000.000  
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299 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

AIR (SDA) 
/ Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/KotaPembangunan  

/ Bangunan Perkuatan Tebing 

Jumlah Talud Sungai yang dibangun 1 Paket Ds. Kaliwungu 

Kec.Kaliwungu Kab. 
Kudus, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Kaliwungu 

DINAS PUPR                

150.000.000  

300   Jumlah Talud Sungai yang dibangun 1 Paket Sungai Serut, 

Kedungdowo, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 
Kedungdowo 

DINAS PUPR                

100.000.000  

301   Jumlah Talud Sungai yang dibangun 1 Paket Ds. Tumpangkrasak 

RT02/RW04, Kab. 
Kudus, Jati, 

Tumpangkrasak 

DINAS PUPR                

100.000.000  

302 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

AIR (SDA) 

 /  Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 

Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah 

Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / 

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 

Jumlah Talud Sungai yang dibangun 1 Paket Desa Klumpit Dukuh 

Kalilopo RT 02 RW 04 

Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus, Kab. 

Kudus, Gebog, Klumpit 

DINAS PUPR                

200.000.000  
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303   Jumlah Sungai yang telah di normalisasi 1 Paket Sungai Madat Dukuh 

Ngrangit, Desa Terban, 
Kab. Kudus, Jekulo, 

Terban 

DINAS PUPR                

100.000.000  

304   Jumlah Sungai yang telah di normalisasi 1 Paket Sungai Tanjang Desa 

Bulungcangkring, Kab. 

Kudus, Bulungcangkring 

DINAS PUPR                                  

-  

305   Jumlah Sungai yang telah di normalisasi 1 Paket sungai pagak desa 

Bulungkulon, Kab. 

Kudus, Jekulo, Bulung 

Kulon 

DINAS PUPR                                  

-  

306   Jumlah Saluran Sawah yang telah di 
normalisasi 

1 Paket Blok Sumirah Desa 
Payaman, Kab. Kudus, 

Mejobo, Payaman 

DINAS PUPR                
200.000.000  
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307   Jumlah Saluran Pembuang yang telah di 

normalisasi 

1 Paket Saluran Pembuang 

Sungai Ngelo, Desa 
Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                                  

-  

308   Jumlah Saluran Pembuang yang telah di 
normalisasi 

1 Paket Desa Larikrejo, Kab. 
Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

DINAS PUPR                                  
-  

309   Jumlah Saluran Pembuang yang telah di 

normalisasi 

1 Paket Desa Berugenjang, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Berugenjang 

DINAS PUPR                                  

-  

310   Jumlah saluran irigasi jalan Balai Desa 

Tumpangkrasak - Megawon yang telah 

dibangun' 

1 Paket Desa Tumpangkrasak, 

Kab. Kudus, Jati, 

Tumpangkrasak 

DINAS PUPR                                  

-  

311   Jumlah Saluran Pembuang yang telah di 

normalisasi 

1 Paket Desa Larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

DINAS PUPR                                  

-  
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312   Jumlah Saluran Pembuang yang telah di 

normalisasi 

1 Paket DI. Bantenan, Golan RT. 

01 RW. 02, Kab. Kudus, 
Mejobo, Golantepus 

DINAS PUPR                                  

-  

313   Jumlah Sungai yang telah di normalisasi 1 Paket Sungai Sabukan, 

Jepang, Kab. Kudus, 

Mejobo, Jepang 

DINAS PUPR                                  

-  

314   Jumlah Saluran Pembuang yang telah di 

normalisasi 

1 Paket Blok Ngori, Desa 

Temulus, Kab. Kudus, 

Mejobo, Temulus 

DINAS PUPR                                  

-  

315 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 

/ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota / 

Rehabilitasi Jalan 

Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket Kuwukan - Cranggang, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Kuwukan 

DINAS PUPR                                  

-  

316   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket Dk. Kemasan RW 05 

(Depan Bp. Suparjo), 
Kab. Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

DINAS PUPR                                  

-  
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317   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket ruas jl. Sambeng-

peganjaran, Dukuh 
Karangmalang RW 10, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Gondosari 

DINAS PUPR                                  

-  

318   Jumlah ruas jalan yang telah 
direhab/dibeton 

1 Paket jalan penghubung desa 
kaliwungu-getassrabi  

Dk. Jetis, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Kaliwungu 

DINAS PUPR                                  
-  

319   Jumlah ruas jalan yang telah diaspal 1 Paket desa Mejobo 

RT01/RW01, Kab. 
Kudus, Mejobo, Mejobo 

DINAS PUPR                                  

-  

320   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket Dukuh Winong, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu 

DINAS PUPR                
100.000.000  

321   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket kedungsari, Kab. Kudus, 

Gebog, Kedungsari 

DINAS PUPR                

200.000.000  
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322   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket Jalan Klumpit-

Getasrabi, Getasrabi RW 
3, Kab. Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

DINAS PUPR                

200.000.000  

323   Jumlah ruas jalan yang telah diaspal 1 Paket  Jalan Ngembalrejo-

Karangbener, 

Ngembalrejo RW.02 
RW.07, Kab. Kudus, 

Bae, Ngembalrejo 

DINAS PUPR                

200.000.000  

324   Jumlah ruas jalan yang telah diaspal 1 Paket Dukuh Klitak RT. 01, 

02, 03 RW. 06 Ds. 
Mejobo Kab. Kudus, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Mejobo  s/d batas 

lingkar jepang 

DINAS PUPR                                  

-  
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325   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket Dk. Bendo RT. 05 RW. 

01 Mejobo Kudus, Kab. 
Kudus, Mejobo, Mejobo 

Sampai Batas Dukuh 

Bogol Ds. Megawon 

DINAS PUPR                                  

-  

326   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket desa mejobo Kulon RT. 

01 RW.02 Depan Pabrik 

Nojorono, Kab. Kudus, 
Mejobo, Mejobo  ke 

utara RT. 01 RW. 02 

Sampai RT. 05 RW. 01 

batas dukuh bogol 

megawon 

DINAS PUPR                                  

-  

327   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket Jalan Gribik-Bakalan 

Krapyak ( lap gribik ke 
timur ), Kab. Kudus, 

Gebog, Gribig 

DINAS PUPR                

150.000.000  
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328   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket jalan kadilangon-

Cendono, Desa Cendono, 
Kab. Kudus, Dawe, 

Cendono 

DINAS PUPR                                  

-  

329   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket Jalan Cranggang kulon-

Kuwukan, Desa 

Cranggang, Kab. Kudus, 
Dawe, Cranggang 

DINAS PUPR                                  

-  

330   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket alan Ngetuk-Ngelo, Desa 

Ngembalrejo, Kab. 

Kudus, Bae, 

Ngembalrejo 

DINAS PUPR                                  

-  

331   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket jalan Glagah Kulon - 

Japan, Desa Glagah 

Kulon, Kab. Kudus, 

Dawe, Glagah Kulon 

DINAS PUPR                                  

-  

332   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket pengaspalan jalan ruas 

tergo bermi, Kab. Kudus, 

Dawe, Tergo 

DINAS PUPR                

100.000.000  
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333   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket Rehab Jalan Ruas Japan 

Rejenu, Kab. Kudus, 
Dawe, Japan 

DINAS PUPR                

100.000.000  

334   Jumlah ruas jalan yang telah direhab 1 Paket Rehabilitasi Jalan 
Japan-Batas Pati, Kab. 

Kudus, Dawe, Japan 

DINAS PUPR                
100.000.000  

335 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 

/ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota / 

Pembangunan Jembatan 

Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Dkh Kawaan Rt 4 Rw 8 

(Cendono-Samirejo 

Gringging), Kab. Kudus, 

Dawe, Cendono 

DINAS PUPR                                  

-  

336   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Karangsambung, Kab. 

Kudus, Bae, Bae 

DINAS PUPR                                  

-  

337   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Jl. Ganesha - Pasuruan 

Lor RW07, Kab. Kudus, 
Jati, Pasuruhan Lor 

DINAS PUPR                

100.000.000  

338   Jumlah Jembatan yang telah 
dibangun/direhab 

1 Paket Jalan Babalan - Kutuk, 
Kab. Kudus, Undaan, 

Kalirejo 

DINAS PUPR                                  
-  
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339   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Jalan Poros Desa Kutuk 

- Batas Pati, Kab. 
Kudus, Undaan, Kutuk 

DINAS PUPR                                  

-  

340   Jumlah talud jalan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket jalan bae - kadilangon, 

Desa Dersalam, Kab. 

Kudus, Bae, Dersalam 

DINAS PUPR                                  

-  

341   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Jembatan ngeseng ( jln 

ngeseng - pati ), Desa 

Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Karangrowo 

DINAS PUPR                                  

-  

342   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Desa Larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

DINAS PUPR                                  

-  

343   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Desa Wates, Kab. 

Kudus, Undaan, Wates 

DINAS PUPR                                  

-  
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344   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Desa Gondangmanis, 

Kab. Kudus, Bae, 
Gondangmanis 

DINAS PUPR                                  

-  

345   Jumlah Jembatan yang telah 
dibangun/direhab 

1 Paket Jembatan ngembal - 
kemang kromol, Desa 

Karangbener, Kab. 

Kudus, Seluruh 

Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

DINAS PUPR                                  
-  

346   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket jembatan kadilangon ( 

timur makam 

kadilangon 

gondangmanis ) Desa 

Gandangmanis, Kab. 

Kudus, Bae, 
Gondangmanis 

DINAS PUPR                                  

-  
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347   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket  Jembatan nglitak, Desa 

Mejobo, Kab. Kudus, 
Mejobo, Mejobo, Seluruh 

Kelurahan/Desa 

DINAS PUPR                                  

-  

348   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Jalan Ngelo-Ngeseng, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                                  

-  

349   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket Jembatan Gulang - 

Loram Wetan, Gulang, 
Kab. Kudus, Mejobo, 

Gulang 

DINAS PUPR                                  

-  

350   Jumlah Jembatan yang telah 

dibangun/direhab 

1 Paket jembatan mejobo batas 

pati, Desa Temulus, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Temulus 

DINAS PUPR                

200.000.000  

351 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 

/ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota / 
Pembangunan Jalan 

Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Terban-Kancilan, Kab. 

Kudus, Jekulo, Terban 

DINAS PUPR                                  

-  
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352   Jumlah Jalan yang diaspal dan 

dilebarkan 

1 Paket Jalan Gondangmanis - 

Margorejo, margorejo, 
Kab. Kudus, Dawe, 

Margorejo 

DINAS PUPR                

200.000.000  

353   Jumlah jalan yang dibeton 1 Paket Desa Sidomulyo RT 03 

RW 01 Jekulo Kudus, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Sidomulyo 

DINAS PUPR                                  

-  

354   Jumlah jalan yang dibeton 1 Paket Jalan Poros Desa 

Margorejo - Rejosari, 
Desa Margorejo RT 01 

RW 04 Jekulo Kudus, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Margorejo 

DINAS PUPR                

200.000.000  

355   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Jl. Mijen - Lingkar 

Selatan SetroKalangan, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Mijen 

DINAS PUPR                

100.000.000  
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356   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket jalan poros desa 

sudimoro-klumpit 
karangmalang, RW 06, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

DINAS PUPR                

100.000.000  

357   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Desa Jojo RW03, Kab. 

Kudus, Mejobo, Jojo 

DINAS PUPR                                  

-  

358   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Desa Mejobo 

RT01/RW01, Kab. 
Kudus, Mejobo, Mejobo 

DINAS PUPR                                  

-  

359   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Jl Kedungdowo-
sidorekso, Desa 

Sidorekso, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Sidorekso 

DINAS PUPR                
200.000.000  
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360   Jumlah jalan yang dibeton 1 Paket Jl. Pasuruan Lor - 

Kencing (Klontong-Jalan 
Tengah) - Barat Jalan 

dan timur Jalan, Kab. 

Kudus, Jati, Pasuruhan 

Lor 

DINAS PUPR                                  

-  

361   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Jl. Pasuruan Lor - 

Kencing (Mulai Jalan 

Tengah - Jembatan Kecil 
) Sebelah barat Jalan, 

Kab. Kudus, Jati, 

Pasuruhan Lor 

DINAS PUPR                

200.000.000  

362   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Jalan Babalan - Kutuk, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Kutuk 

DINAS PUPR                                  

-  

363   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Jalan Kutuk - Gatet 

Undaan Kidul, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

DINAS PUPR                                  

-  



IV - 139 
 

No Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi 
Perangkat 

Daerah terkait 
 Validasi/ 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

364   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Jalan Poros Desa Kutuk 

- Batas Pati, Kab. 
Kudus, Undaan, Kutuk 

DINAS PUPR                                  

-  

365   Jumlah jalan yang dibeton 1 Paket Jalan Berugenjang - 

Wonosoco, Kab. Kudus, 

Undaan, Berugenjang 

DINAS PUPR                                  

-  

366   Jumlah jalan yang dibeton 1 Paket Jalan Babalan - Kutuk 

Brangkidul, Kab. Kudus, 

Undaan, Kutuk 

DINAS PUPR                                  

-  

367   Jumlah jalan yang dibeton 1 Paket Payaman Karangrowo, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                                  

-  

368   Jumlah jalan yang dibeton 1 Paket Kaliwungu - dk Gerung, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu 

DINAS PUPR                

200.000.000  
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369   Jumlah jalan yang ditingkatkan 1 Paket Jalan Bulungcangkring - 

Batas Pati, Kab. Kudus, 
Bulungcangkring 

DINAS PUPR                                  

-  

370   Jumlah jalan yang ditingkatkan 1 Paket Jalan Jawik - 

Bulungkulon, Kab. 

Kudus, Bulung Kulon 

DINAS PUPR                                  

-  

371   Jumlah jalan yang dibangun 1 Paket Jalan Undaan Tengah-

Larikrejo, Desa Undaan 
Tengah, Kab. Kudus, 

Undaan, Undaan Tengah 

DINAS PUPR                                  

-  

372   Jumlah jalan yang dibangun 1 Paket Jalan Undaan Lor-

Larikrejo, Desa larikrejo, 

Kab. Kudus, Undaan, 
Undaan, Seluruh 

Kelurahan/Desa 

DINAS PUPR                

100.000.000  
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373   Jumlah jalan yang direhab 1 Paket Desa Wates, Kab. 

Kudus, Undaan, Wates 

DINAS PUPR                

100.000.000  

374   Jumlah jalan yang direhab 1 Paket Jalan Ngelo-Ngeseng, 

Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                

100.000.000  

375   Jumlah jalan yang direhab 1 Paket Jalan Larikrejo-Kaliyoso, 

Desa Larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

DINAS PUPR                

100.000.000  

376   Jumlah jalan yang direhab 1 Paket  jalan ngeseng kaliyoso, 

Desa karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Karangrowo 

DINAS PUPR                

100.000.000  

377   Jumlah jalan yang direhab 1 Paket jalan Ngeseng - Batas 

pati, Desa karangrowo, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                                  

-  
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378   Jumlah jalan yang direhab 1 Paket jalan lingkar Utara - 

Bacin, Desa Bacin, Kab. 
Kudus, Bae, Bacin 

DINAS PUPR                                  

-  

379   Jumlah jalan yang direhab 1 Paket jalan Gondangmanis - 
karangpanas, Desa 

Gondangmanis, Kab. 

Kudus, Bae, 

Gondangmanis 

DINAS PUPR                                  
-  

380   Jumlah jalan yang dibangun 1 Paket Jalan Kayuapu-

Karangbener, Desa 

Karangbener, Kab. 

Kudus, Bae, 

Karangbener 

DINAS PUPR                                  

-  

381   Jumlah jalan yang dibangun 1 Paket  jalan Pedawang-

Purigraha, Desa 

Pedawang, Kab. Kudus, 

Bae, Pedawang 

DINAS PUPR                                  

-  
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382   Jumlah jalan yang dibangun 1 Paket Jalan Pedawang-

Badongan, Desa 
Pedawang, Kab. Kudus, 

Bae, Pedawang 

DINAS PUPR                                  

-  

383   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Jalan Karangrowo - 
Larikrejo, Desa 

Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                
100.000.000  

384   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket alan Ngelo - Ngeseng, 

Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                

100.000.000  

385   Jumlah Talud Jalan yang direhab 1 Paket Jalan Ngemplak - 
Karangrowo, Desa 

Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                
100.000.000  
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386   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan Larikrejo - 

Kaliyoso, Desa Larikrejo, 
Kab. Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

DINAS PUPR                

100.000.000  

387   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan Undaan Lor - 

Larikrejo, Desa Undaan 

Lor, Kab. Kudus, 

Undaan, Undaan Lor 

DINAS PUPR                

100.000.000  

388   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan Undaan Kidul - 

Gatet, Desa Undaan 
Kidul, Kab. Kudus, 

Undaan, Undaan Kidul 

DINAS PUPR                                  

-  

389   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan Lambangan - 

Berugenjang, Desa 

Lambangan, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Lambangan 

DINAS PUPR                                  

-  
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390   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan Wates - Larikrejo, 

Desa Wates, Kab. 
Kudus, Undaan, 

Undaan, Seluruh 

Kelurahan/Desa 

DINAS PUPR                

100.000.000  

391   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan Karangdowo - 

Kadilangon, Desa Bae, 

Kab. Kudus, Bae, Bae 

DINAS PUPR                                  

-  

392   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan Rejosari - 

Cranggang ( Dukuh 

Masin ), Desa 

Kandangmas, Kab. 
Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

DINAS PUPR                                  

-  

393   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan conge - Ngetuk ( 

Sikebo ), Desa 

Ngembalrejo, Kab. 
Kudus, Bae, 

Ngembalrejo 

DINAS PUPR                                  

-  
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394   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan Desa Payaman - 

Karangrowo, Desa 
Payaman, Kab. Kudus, 

Mejobo, Payaman 

DINAS PUPR                                  

-  

395   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan undaan tengah - 
larikrejo, Desa Larikrejo, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

DINAS PUPR                                  
-  

396   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan karangdowo - 

pondok, Desa Bae, Kab. 

Kudus, Bae, Bae 

DINAS PUPR                                  

-  

397   Jumlah Jalan yang direhab 1 Paket Desa larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

DINAS PUPR                                  

-  

398   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket Jalan Ngeseng-Kaliyoso, 

Desa Karangrowo, Kab. 
Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

DINAS PUPR                                  

-  
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399   Jumlah Jalan yang direhab 1 Paket Jalan Karangdowo - 

Kadilangon, Karangdowo 
Bae, Kab. Kudus, Bae 

DINAS PUPR                                  

-  

400   Jumlah Jalan yang direhab 1 Paket Jalan Lingkar Tenggara 

Payaman - Gulang, 

Jepang, Kab. Kudus, 
Mejobo, Jepang 

DINAS PUPR                                  

-  

401   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket Jalan Lingkar Tenggara - 

Kirig (Jepang), Jepang, 
Kab. Kudus, Mejobo, 

Jepang 

DINAS PUPR                                  

-  

402   Jumlah Jalan yang direhab 1 Paket Jalan Lingkar Tenggara - 

Jepang Pakis , Jepang, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Jepang 

DINAS PUPR                

200.000.000  
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403   Jumlah Jalan yang direhab 1 Paket Jalan Lingkar Tenggara - 

Pekeng, Gulang, Kab. 
Kudus, Mejobo, Gulang 

DINAS PUPR                                  

-  

404   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket jalan mejobo batas pati, 

Desa Mejobo, Kab. 

Kudus, Mejobo, Mejobo 

DINAS PUPR                                  

-  

405   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket Jalan Colo 

Dukuhwaringin, 

Pembangunan Talud 

Jalan Colo 

Dukuhwaringin, Kab. 

Kudus, Dawe, 
Dukuhwaringin 

DINAS PUPR                

100.000.000  
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406   Jumlah Talud Jalan yang dibangun 1 Paket Jalan Colo - Japan, 

Dukuwaringin - Galagah 
kulon, Pembangunan 

Talud Jalan Colo - 

Japan, Dukuwaringin - 

Galagah kulon, Kab. 

Kudus, Dawe, Dukuh 

waringin 

DINAS PUPR                                  

-  

407 PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah 
Tidak Layak Huni 

1 Unit Dk Madeyan RT 04 RW 
03, Kab. Kudus, Gebog, 

Jurang 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

408 PRPOGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah 

Tidak Layak Huni 

1 Unit Kedungsari RT 1 RW 7, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Kedungsari 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

409 PRPOGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Rehab Sarpras Perumahan 1 Unit RT 1 RW 1, Kab. Kudus, 
Gebog, Rahtawu 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

410 PRPOGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah 

Tidak Layak Huni 

1 Unit RT 3 RW 8, Kab. Kudus, 

Gebog, Klumpit 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  
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411 PRPOGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 
Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah 

Tidak Layak Huni 

1 Unit Megawon RT.1 RW.3, 

Kab. Kudus, Jati, Jati   

Dinas PKPLH  Anggaran : 

15000000  

412 PRPOGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah 

Tidak Layak Huni 

1 Unit Megawon RT.05 RW.2, 

Kec.  Jati Kab. Kudus 

Dinas PKPLH  Anggaran : 

15000000  

413 PRPOGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 
Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah 

Tidak Layak Huni 

1 Unit Megawon RT.02 RW.3, 

Kab. Kudus, Jati, 
Megawon 

Dinas PKPLH  Anggaran : 

15000000  

414 PRPOGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Rehab Sarpras Perumahan 1 Unit Desa Getaspejaten 

RT06/RW04, Kab. 

Kudus, Jati, 

Getaspejaten 

Dinas PKPLH  Anggaran : 

15000000  

415 PRPOGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Rehab Sarpras Perumahan 1 Unit Desa Getaspejaten 

RT.09/RW04, Kab. 

Kudus, Jati, 

Getaspejaten 

Dinas PKPLH  Anggaran : 

15000000  

416 PRPOGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah 
Tidak Layak Huni 

1 Unit Ds. Kesambi RT 01 RW 
09, Kab. Kudus, Mejobo, 

Kesambi 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  
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417 PRPOGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 
Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah 

Tidak Layak Huni 

1 Unit Ds. Temulus RT.01/02, 

Kab. Kudus, Mejobo, 
Temulus 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

418 PRPOGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN/Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 

Hektare/Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah 
Tidak Layak Huni 

1 Unit Kandangmas RT.1 
RW.3., Kab. Kudus, 

Dawe, Kandangmas 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

419 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 

Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Jalan Jepangpakis-

Lingkar Tenggara, Kab. 

Kudus, Jati, 

Jepangpakis 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

420 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 
Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Desa Menawan, Kab. 
Kudus, Gebog, Menawan 

Dinas PKPLH  Anggaran : 
100000000  

421 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 

Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Jalan Medini - Kutuk, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Medini 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

422 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 

Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Desa Glagah, Kab. 

Kudus, Dawe, Glagah 

Kulon 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  
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423 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 

Urusan Penyelenggaraan PSU 
Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Desa Larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Larikrejo 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

424 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 
Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Desa Undaan Lor, Kab. 
Kudus, Undaan, Undaan 

Lor 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

425 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 

Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Desa Margorejo, Kab. 

Kudus, Dawe, Margorejo 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

426 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 

Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Desa Kandangmas, Kab. 

Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

427 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 

Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 
menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Desa Jepangpakis, Kab. 

Kudus, Jati, 

Jepangpakis 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

428 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 

Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Desa Margorejo, Kab. 

Kudus, Dawe, Margorejo 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  
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429 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/ 

Urusan Penyelenggaraan PSU 
Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas  Umum di Perumahan Untuk 

menunjnag Fungsi Hunian 

Jumlah Pemasangan LPJU 1 Unit Desa Bae, Kab. Kudus, 

Bae, Bae 

Dinas PKPLH  Anggaran : 0  

430 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data 

dan Informasi Sektoral Olahraga 

Jumlah Publikasi keolahragaan di media 

online 

1 paket Disdikpora Jl. Mejobo 

Mlati Kidul, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Mlati Kidul 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

431 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi 

Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia 

Usaha 

Jumlah Pameran peserta hasil karya 

kepemudaan 

1 

kegiatan 

Desa Tergo RT 02 RW 03 

Dawe Kudus, Kab. 

Kudus, Dawe, Tergo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…........... 

432 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 

Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 

Publikasi kepemudaan di media cetak 1 

kegiatan 

Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

433 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 
Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan pelatihan keahlian dan 
ketrampilan bagi pemuda 

1 
kegiatan 

Kudus, Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
50.000.000 
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434 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 

Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 

Pelatihan dasar kepemimpinan untuk 

pelajar dan pemuda 

1 

kegiatan 

Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

150.000.000 

435 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 

Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 

Publikasi kepemudaan di media online 1 paket Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

436 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 

Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan pelatihan keahlian dan 

ketrampilan bagi pemuda 

1 

kegiatan 

Jl. Mejobo Kantor Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Mlati Kidul 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

437 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 
Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 

Pelatihan dasar kepemimpinan untuk 
pelajar dan pemuda 

1 
kegiatan 

Undaan Lor GG.12 RT.7 
RW.2, Kab. Kudus, 

Undaan, Undaan Lor 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran 
:…........ 

438 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 
Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Wates, Kab. 

Kudus, Undaan, Wates 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…........... 
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439 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 
Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Kalirejo, Kab. 

Kudus, Undaan, Kalirejo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

440 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan ATS 

1 

kegiatan 

Desa Kalirejo, Kab. 

Kudus, Undaan, Kalirejo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

441 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 
Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Medini RT 06 RW 

02 Kudus, Kab. Kudus, 
Undaan, Medini 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…......... 

442 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Papringan Rt 6 Rw 

1 Kaliwungu Kudus., 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 
Papringan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…........... 

443 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 
Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Sambung, Kab. Kudus, 

Undaan, Sambung 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…......... 

444 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Tenggeles, Kab. 

Kudus, Mejobo, 

Tenggeles 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

….......... 
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445 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 
Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Ngemplak, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Ngemplak 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

446 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 
Ketrampilan bagi Pemuda 

1 
kegiatan 

Balai Desa Berugenjang, 
Kab. Kudus, Undaan, 

Berugenjang 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

447 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Balai Desa Mejobo, Kab. 

Kudus, Mejobo, Mejobo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

448 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

449 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Glagahwaru, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Glagahwaru 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

450 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 
Ketrampilan bagi Pemuda 

1 
kegiatan 

Jl. Honggoyudho Kirig 
Mejobo Kudus, Kab. 

Kudus, Mejobo, Kirig 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 
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451 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 
Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Jetiskapuan, Kab. 

Kudus, Jati, 
Jetiskapuan 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

452 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 
Ketrampilan bagi Pemuda 

1 
kegiatan 

Undaan Kidul, Kab. 
Kudus, Undaan, Undaan 

Kidul 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

453 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Kaliwungu, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

454 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Kaliwungu, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

455 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira 
Usaha Pemula 

Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan 

Ketrampilan bagi Pemuda 

1 

kegiatan 

Baledesa 

Tumpangkrasak, Kab. 
Kudus, Jati, 

Tumpangkrasak 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

456 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira 

Usaha Pemula 

Penyelenggaraan pelatihan keahlian dan 

ketrampilan bagi pemuda 

1 

kegiatan 

Desa Gondosari RW 02 , 

Kab. Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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457 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira 
Usaha Pemula 

Penyelenggaraan pelatihan keahlian dan 

ketrampilan bagi pemuda 

1 

kegiatan 

Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

458 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 

PAUD Negeri/Non Negeri/Hibah TK 

pertiwi Mejobo 

1 paket Gedung TK pertiwi 

Mejobo, Kab. Kudus, 

Mejobo, Mejobo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

459 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD TK Pertiwi Ds. 
Sidorekso 

1 paket TK Pertiwi, Kab. Kudus, 

Sidorekso 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

150.000.000 

460 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 
Kelas/Ruang Guru PAUD 

Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 
sarpras dan utilitas PAUD TK 

Pertiwi/KB Budi Luhur Bakalan 

Krapyak 

1 paket TK Pertiwi/KB Budi 
Luhur, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
100.000.000 

461 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

Pembangunan Ruang Kelas/Ruang 

Guru PAUD 

1 paket Desa Tanjungkarang, 

Kab. Kudus, Jati, 

Tanjungkarang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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462 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

Pembangunan Ruang Kelas/Ruang 

Guru PAUD  TK Pertiwi Tanjungkarang 

1 paket TK Pertiwi 

Tanjungkarang, Kab. 
Kudus, Jati, 

Tanjungkarang 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

463 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

Pembangunan Ruang Kelas/Ruang 

Guru PAUD 

1 paket TK ABA VII Jln Madya 

563 Prambatan Lor RT 

04 RW 02, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, Prambatan 

Lor 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

464 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD KB 

MIFTAHUL MA''ARIF Kaliwungu 

1 paket RT. 07 RW.01 

Kaliwungu, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Kaliwungu 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

465 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 
Kelas/Ruang Guru PAUD 

Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 
sarpras dan utilitas PAUD  KB PERTIWI 

MIJEN 

1 paket KB PERTIWI MIJEN 
RT.07 RW.04 

Kaliwungu, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Mijen 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
50.000.000 

466 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD TK PERTIWI 

KEDUNGDOWO  

1 paket KEDUNGDOWO RT.07 

RW.05, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Kedungdowo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 
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467 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD TK PERTIWI 
BLIMBING KIDUL 

1 paket BLIMBING KIDUL RT.02 

RW.2, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, Blimbing 

Kidul 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

468 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD  TK TRISULA 

2 Garung Lor 

1 paket Garung Lor RT.04 RW.4, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Garung Lor 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

469 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan 

Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 

Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD 

1 paket Medini, Kab. Kudus, 

Undaan, Medini 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

470   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas PAUD Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket KB & TPA AN - NABIL 

Jati Wetan, Kab. Kudus, 

Jati, Jati Wetan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

471   Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD 

1 paket PAUD/ TK Desa Piji, 

Kab. Kudus, Dawe, Piji 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

472   Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 
sarpras dan utilitas PAUD 

1 paket JALAN JEPARA KM. 6 
RT.10/ RW.06 DESA 

MIJEN, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Mijen 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
100.000.000 
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473   Pembangunan Ruang Kelas/Ruang 

Guru PAUD 

1 paket PAUD Terpadu Taman 

Mutiara - Jl. Jepara KM. 
6 RT.10/ RW.06 Desa 

Mijen, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Mijen 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

474   Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD 

1 paket KB Seruni - Jln. Letjend 

Sutoyo RT. 02/ RW. 03 

Desa Karangampel, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 

Karangampel 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

475   Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD 

1 paket Jurang RT.05 RW.05, 

Kab. Kudus, Gebog, 
Jurang 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

476   Rehabilitasi sedang/berat pembangunan 

sarpras dan utilitas PAUD 

1 paket GAMONG RT. 02 RW.01, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Gamong 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

477   Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

1 paket Jl. Raya Gribig Barat, 

Rt. 3 Rw. 7 No. 10, Kab. 

Kudus, Gebog, Gribig 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 



IV - 162 
 

No Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi 
Perangkat 

Daerah terkait 
 Validasi/ 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

478 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

PAUD 

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 

Siswa PAUD Negeri/Non Negeri/Hibah 

1 paket Tk. pertiwi 1 dan 2, Kab. 

Kudus, Dawe, Piji 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

479   Pengadaan alat praktik dan peraga 
siswa PAUD Negeri/Non Negeri/Hibah 

1 paket Desa Wates, Kab. 
Kudus, Undaan, Wates 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
100.000.000 

480   Pengadaan alat praktik dan peraga 

siswa PAUD Negeri/Non Negeri/Hibah 

1 paket RT 01 RW 09 Desa 

Gondosari, Kab. Kudus, 

Gebog, Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

481 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 

Program Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

1 
kegiatan 

Jl. Sunan Muria 59 A 
kudus, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Kota 

Kudus, Seluruh 

Kelurahan/Desa 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
100.000.000 

482 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Pengadaaan Alat Rumah Tangga PAUD 

Negeri/Non Negeri/Hibah 

1 paket Paud Nusa bangsa, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Karangrowo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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483 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang 

Guru PAUD 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas PAUD Negeri/Non Negeri/Hibah 

1 ruang Desa Klaling, Kab. 

Kudus, Dawe, Dawe, 
Seluruh 

Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

484   Pembangunan Ruang Kelas/Ruang 

Guru PAUD 

1 ruang KB Aisyiyah Prambatan 

Jl Jepara 503 

Prambatan Kidul RT 01 
RW 03 Kaliwungu 

Kudus, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Prambatan 

Kidul 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

130.000.000 

485   Pembangunan Ruang Kelas/Ruang 

Guru PAUD 

1 ruang TPA Halimatus Sa''diyah 

Jl Kudus - Jepara 

Prambatan Kidul RT 02 

RW 03 Kaliwungu 
Kudus, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Prambatan 

Kidul 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 
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486 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 

PAUD 

Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas PAUD Negeri / Non Negeri / 
Hibah 

1 paket KB Ananda Ma''rifatul 

RT07/01, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, Mijen 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

487   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas PAUD Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket jetis kapuan, Kab. 

Kudus, Jati, 

Jetiskapuan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

488   Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 

Sekolah (UKS) 

1 paket TK Aisyiyah Abu Rizal 

Bakalan Krapyak Wedi 

RT 03 RW 01 Kaliwungu 

Kudus, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 
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489   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket KB Aisyiyah Papringan 

Desa Papringan RT 04 
RW 02 Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten 

Kudus, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Papringan 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

80.000.000 

490   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas PAUD Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket Undaan Lor gang 30, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Lor 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

300.000.000 

491 Penyelenggaraan Proses Belajar 

Nonformal/Kesetaraan 

Publikasi kependidikan di media cetak 1 paket kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

492 Penambahan Ruang Kelas Baru Penambahan Ruang Kelas Baru 1 ruang getas pejaten, Kab. 

Kudus, Jati, 

Getaspejaten 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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493   Penambahan Ruang Kelas Baru 1 ruang Jl. Kauman No. 3 Desa 

Singocandi Kec. Kota 
Kab.Kudus Di bawah 

Naungan Yayasan Sosial 

Pendidikan Al Fath 

JL.Salamah No.1 

Purwosari Kec. Kota 

Kab.Kudus, Kab. Kudus, 
Kota Kudus, Singocandi 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

494 Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

1 ruang SD 3 Payaman RT.02 

RW.03, Kab. Kudus, 

Mejobo, Payaman 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

175.000.000 

495 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 

Sekolah (UKS) 

1 ruang SD 2 Undaan Lor, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 
Lor 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 
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496   Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 

Sekolah (UKS) 

1 ruang SDN 06 Desa Bulung 

Kulon, Kab. Kudus, 
Jekulo, Bulung Kulon 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

497 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 ruang SD 3 Jepangpakis, Jl 
Kyai Mojo No 56, Kab. 

Kudus, Jati, 

Jepangpakis 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
200.000.000 

498   Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 ruang megawon, Kab. Kudus, 

Jati, Megawon 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

499   Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 ruang SD Kayuapu 

Gondangmanis, Kab. 

Kudus, Bae, 

Gondangmanis 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

500 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 

Sekolah 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah 

1 paket SD Negeri 6 Gondosari, 

RW 1 Gondosari, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

501   Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 

Prasarana dan Utilitas Sekolah 

1 paket SD Negeri Krandon, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Krandon 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

150.000.000 
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502   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket Jl Kampus UMK Gang 

Mawar No 531, Kab. 
Kudus, Bae, Dersalam 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

400.000.000 

503   Pembangunan Sarana Prasarana dan 
Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SDN Krandon, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Krandon 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
100.000.000 

504   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas PAUD Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket Desa Undaan Lor, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 

Lor 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

505   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket Desa Mejobo, Kab. 

Kudus, Mejobo, Mejobo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

600.000.000 

506   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket cendono, Kab. Kudus, 

Dawe, Cendono 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

507   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket kandangmas, Kab. 

Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

508   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket Desa Rejosari RT. 3 RW 

VI Dawe Kudus, Kab. 

Kudus, Dawe, Rejosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 
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509   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 Mlati Norowito, 

Gang 6, Kab. Kudus, 
Kota Kudus, Mlati 

Norowito 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

510   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket jepang pakis, Kab. 

Kudus, Jati, 

Jepangpakis 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

511   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket Desa Hadiwarno, Kab. 

Kudus, Mejobo, 

Hadiwarno 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

115.000.000 

512   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD Prambatan Lor 1 Jln 

Kudus - Jepara KM 3 

Kaliwungu Kudus, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Lor 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 
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Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

513   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD Prambatan Lor 1 Jln 

Kudus - Jepara KM 3 
Kaliwungu Kudus, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Lor 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

514   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD Prambatan Lor 1 Jln 

Kudus - Jepara KM 3 

Kaliwungu Kudus, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Lor 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

90.000.000 

515   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD 2 Ngembal Kulon, 

Kab. Kudus, Jati, 

Ngembal Kulon 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

516   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD 2 Panjang, Kab. 

Kudus, Bae, Panjang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran 

:200.000.000 

517   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD 2 Hadipolo, Kab. 

Kudus, Jekulo, Hadipolo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran 

:200.000.000 
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518   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 
Hibah 

1 paket SD 3 Mejobo, Kab. 

Kudus, Mejobo, Mejobo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran 

:200.000.000 

519   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD 1 Kalirejo, Kab. 

Kudus, Undaan, Kalirejo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran 

:200.000.000 

520   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 
Hibah 

1 paket SD 1 Tergo, Kab. Kudus, 

Dawe, Tergo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran 

:200.000.000 

521   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD 1 Jurang, Kab. 

Kudus, Gebog, Jurang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran 

:200.000.000 

522   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 
Hibah 

1 paket SD 1 kalirejo, Kab. 

Kudus, Undaan, Kalirejo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

523   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD 2 garung kidul, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Garung Kidul 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

524   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD Nganguk, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Nganguk 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran 

:200.000.000 
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525   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 Loram Wetan, Kab. 

Kudus, Jati, Loram 
Wetan 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran 

:200.000.000 

526   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 Mijen - Desa Mijen 

RT.04/ RW. VI, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Mijen 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

527   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 BANGET - 

BANGET, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Banget 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

528   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 KARANGAMPEL - 

KARANGAMPEL RT 04 

RW 03, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, 

Karangampel 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

529   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 PRAMBATAN LOR - 

JLN JEPARA KM 3, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Lor 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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530   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 SIDOREKSO - 

SIDOREKSO RT 03 RW 
04, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Sidorekso 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

531   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 BAKALAN 

KRAPYAK - BAKALAN 

KRAPYAK, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

532   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 GARUNG KIDUL - 

GARUNG KIDUL, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Garung Kidul 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

533   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 KARANGAMPEL - 

KARANGAMPEL RT 

01/01, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, 

Karangampel 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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534   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 KEDUNGDOWO - 

KEDUNGDOWO, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 

Kedungdowo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

535   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 PAPRINGAN - 

DESA PAPRINGAN, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Papringan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

536   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 KARANGAMPEL - 

KIYONGAN RT 2/4, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 

Karangampel 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

537   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 GETASRABI - 

GETASRABI, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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538   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 GONDOSARI - JL 

PR SUKUN NO 10 RT 01 
RW 05, Kab. Kudus, 

Gebog, Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

539   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 GRIBIG - JL ARIEF 

RAHMAN HAKIM, Kab. 

Kudus, Gebog, Gribig 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

540   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 JURANG - 

JURANG RT 02 RW 02, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Jurang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

541   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 KARANGMALANG - 

KARANGMALANG, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

542   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 KEDUNGSARI - 

KEDUNGSARI RT 
01/RW 01, Kab. Kudus, 

Gebog, Kedungsari 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 
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543   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 KLUMPIT - 

KLUMPIT RT 2/2, Kab. 
Kudus, Gebog, Klumpit 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

544   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 PADURENAN - 
PADURENAN RT 01 RW 

01, Kab. Kudus, Gebog, 

Padurenan 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

545   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 RAHTAWU - 

RAHTAWU, Kab. Kudus, 

Gebog, Rahtawu 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

546   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 10 GONDOSARI - 

GONDOSARI RT 3 RW 

10, Kab. Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

547   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 BESITO - BESITO 

RT 4 RW 5, Kab. Kudus, 
Gebog, Besito 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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548   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 GETASSRABI - 

GETASRABI RT 09 RW 
04, Kab. Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

549   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 GONDOSARI - JL 

PR SUKUN, Kab. Kudus, 

Gebog, Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

550   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 GRIBIG - GRIBIG, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Gribig 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

551   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 JURANG - 

JURANG RT 1 RW 6, 

Kab. Kudus, Gebog, 
Jurang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

552   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 KARANGMALANG - 

KARANGMALANG RT 06 
RW 03, Kab. Kudus, 

Gebog, Karangmalang 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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553   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 KEDUNGSARI - 

KEDUNGSARI, Kab. 
Kudus, Gebog, 

Kedungsari 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

554   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 MENAWAN - 

MENAWAN RT 05 RW 

05, Kab. Kudus, Gebog, 
Menawan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

555   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 PADURENAN - 

PADURENAN RT 1/4, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Padurenan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

556   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 RAHTAWU - 
RAHTAWU RT 2 RW 3, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Rahtawu 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

557   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 BESITO - BESITO, 

Kab. Kudus, Gebog, 
Besito 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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558   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 GETASRABI - 

GETASSRABI RT 09 RW 
06, Kab. Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

559   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 GONDOSARI - JL 

RAHTAWU NO 34, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

560   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 GRIBIG - JL. 

GRIBIG RAYA NO.17 RT 

01 RW 04, Kab. Kudus, 

Gebog, Gribig 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

561   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 JURANG - 
JURANG RT 01 RW 05, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Jurang 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

562   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 KARANGMALANG - 

KARANGMALANG, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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563   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 KEDUNGSARI - 

KEDUNGSARI RT 6 RW 
1, Kab. Kudus, Gebog, 

Kedungsari 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

564   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 KLUMPIT - 

KLUMPIT, RT 02 RW 03, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Klumpit 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

565   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 MENAWAN - 

MENAWAN RT 01 RW 

01, Kab. Kudus, Gebog, 

Menawan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

566   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 3 PADURENAN - JL 

KYAI HASYIM RT. 01 

RW. 03 PADURENAN, 
Kab. Kudus, Gebog, 

Padurenan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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567   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 4 BESITO - BESITO, 

Kab. Kudus, Gebog, 
Besito 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

568   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 4 GETASRABI - 

GETASSRABI, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

569   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 4 GONDOSARI - 

GONDOSARI, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

570   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 4 GRIBIG - GRIBIG 
RT 1 RW 4, Kab. Kudus, 

Gebog, Gribig 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

571   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 4 KARANGMALANG - 

KARANGMALANG, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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572   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 4 KEDUNGSARI - 

KEDUNGSARI, Kab. 
Kudus, Gebog, 

Kedungsari 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

573   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 4 MENAWAN - 

MENAWAN RT 02 RW 

04, Kab. Kudus, Gebog, 
Menawan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

574   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 4 RAHTAWU - 

SEMLIRO, RT 03 RW 04 

RAHTAWU, Kab. Kudus, 

Gebog, Rahtawu 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

575   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 5 GONDOSARI - 

GONDOSARI RT 03 RW 

11, Kab. Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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576   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 5 KLUMPIT - 

KLUMPIT RT 04 RW 07, 
Kab. Kudus, Gebog, 

Klumpit 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

577   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 5 RAHTAWU - 

RAHTAWU RT 1 RW 2, 

Kab. Kudus, Gebog, 
Rahtawu 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

578   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 6 GETASSRABI - 

GETASSRABI RT.10 

RW.04, Kab. Kudus, 

Gebog, Getassrabi 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

579   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 6 GONDOSARI - 
GONDOSARI, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

580   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 6 KLUMPIT - 

KLUMPIT RT 4 RW 4, 
Kab. Kudus, Gebog, 

Klumpit 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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581   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 7 GETASSRABI - 

GETASSRABI RT 04 RW 
07, Kab. Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

582   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 7 GONDOSARI - JL 

PR SUKUN, Kab. Kudus, 

Gebog, Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

583   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 7 KLUMPIT - 

KLUMPIT, Kab. Kudus, 

Gebog, Klumpit 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

584   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 8 GONDOSARI - JL. 

PR SUKUN NO. 16, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

585   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 8 KEDUNGSARI - RT 

02 RW 08, Kab. Kudus, 

Gebog, Kedungsari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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586   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 9 GONDOSARI - JL 

MBAH BLARAK NO.36 
NGEMPLAK, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

587   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 MIJEN - DESA 

MIJEN RT 04/RW 02, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 
Mijen 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

588   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket Sekolah SMP N 3 SATAP, 

Kab. Kudus, Wonosoco 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 

589   Rehabilitasi ruang serba guna/aula 
sekolah 

1 paket Ds. Gribig Rt. 03 Rw. 7, 
Kab. Kudus, Gebog, 

Gribig 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
200.000.000 

590   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket Padurenan, Kab. Kudus, 

Gebog, Padurenan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

150.000.000 

591 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket SD 3 Sidorekso, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 

Sidorekso 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 
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592   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket JL DAWE - GEBOG, 

RT.01/RW.03, MADU, 
CENDONO, KEC. DAWE, 

KABUPATEN KUDUS, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Cendono 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

593   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket JL.KALIYITNO PIJI RT 3 

/ RW V, Kab. Kudus, 

Dawe, Piji 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

594   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket DK. TENGGER LOR DS. 

CRANGGANG DAWE 
KUDUS, Kab. Kudus, 

Dawe, Cranggang 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

595   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket TERGO RT 07 RW III, 

KEC. DAWE, 

KABUPATEN KUDUS, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Tergo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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596   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket SAMIREJO, RT. 1 RW. 1, 

DAWE, GRINGGING, 
SAMIREJO, KEC. 

DAWE, KABUPATEN 

KUDUS, Kab. Kudus, 

Dawe, Samirejo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

597   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket KEPANGEN, REJOSARI, 

DAWE, KUDUS, Kab. 

Kudus, Dawe, Dawe, 

Seluruh 

Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

598   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket jepang pakis, Kab. 

Kudus, Seluruh 

Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

599   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket pasuruan lor, Kab. 
Kudus, Jati, Pasuruhan 

Lor 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 
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600   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket Desa Payaman, Kab. 

Kudus, Mejobo, 
Payaman 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

601   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 
Upacara (SD) 

1 paket Desa Golantepus, Kab. 
Kudus, Mejobo, 

Golantepus 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

602   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket Desa Hadiwarno, Kab. 

Kudus, Mejobo, 

Hadiwarno 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

603   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket SD 2 Panjang, Kab. 

Kudus, Bae, Panjang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

604   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 1 Mlatinorowito, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 
Mlati Norowito 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

605   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket SD 3 Mlati Lor, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Mlati Lor 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

606   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 2 KLALING, Kab. 

Kudus, Jekulo, Klaling 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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607   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 2 Klumpit, Kab. 

Kudus, Gebog, Klumpit 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

608   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 2 Karangmalang, 

Kab. Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

609   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 1 Setrokalangan, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Setrokalangan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

610   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 1 Kedungsari, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Kedungsari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

611   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 2 Jurang, Kab. 

Kudus, Gebog, Jurang 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

612   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 1 

BULUNGCANGKRING, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Bulungcangkring 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 
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613   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 2 Mlatinorowito, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 
Mlati Norowito 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

614   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 
Upacara (SD) 

1 paket SD 2 
BULUNGCANGKRING, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Bulungcangkring 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
200.000.000 

615   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 3 Kaliyoso, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Karangrowo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

616   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 1 Papringan, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Papringan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

617   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 3 Demaan, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Demaan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

618   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket SD 2 Garung Lor, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 

Garung Lor 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
200.000.000 
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619   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket SD 1 LORAM KULON, 

Kab. Kudus, Jati, Loram 
Kulon 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

620   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket SD 1 GLAGAHWARU, 

Kab. Kudus, 

Glagahwaru 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

621   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 4 Kutuk, Kab. 

Kudus, Seluruh 
Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

622   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket SDN 06 Desa 

Bulungkulon, 

Karangwetan, Rt. 3 Rw. 

7, Bulungkulon, Jekulo, 

Kudus, Kab. Kudus, 
Jekulo, Bulung Kulon 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

623   Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 paket Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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624 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Guru/Kepala Sekolah/TU 

Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

1 ruang SD 2 NGEMPLAK, Kab. 

Kudus, Ngemplak 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

625   Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

1 ruang SDN 06 DESA BULUNG 

KULON, Kab. Kudus, 

Jekulo, Bulung Kulon 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

626 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 

Sekolah 

Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 ruang pasuruan kidul, Kab. 

Kudus, Jati, Pasuruhan 

Kidul 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

627 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah 

1 paket Dk. Krajan, Kab. Kudus, 

Gebog, Padurenan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

628   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket Desa Jepang, Kab. 

Kudus, Mejobo, Jepang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

629   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket HONGGOSOCO RT 03 

RW 04, HONGGOSOCO, 

KEC. JEKULO, KAB. 
KUDUS, Kab. Kudus, 

Jekulo, Honggosoco 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

100.000.000 
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630   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket JL BARENG RT 1 RW 1, 

CRANGGANG, KEC. 
DAWE, KAB. KUDUS, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Cranggang 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

631   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket MARGOREJO RT.01 7 
GADING, GADING, 

MARGOREJO, KEC. 

DAWE, KABUPATEN 

KUDUS, Kab. Kudus, 

Dawe, Margorejo 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

632   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket REJOSARI RT 5 RW 1, 

REJOSARI, KEC. DAWE, 

KAB. KUDUS, Kab. 

Kudus, Dawe, Rejosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

633   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket NGEDUK, SOCO, KEC. 
DAWE, KABUPATEN 

KUDUS, Kab. Kudus, 

Dawe, Soco 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 
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634   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket JALAN PANDEAN NO. 27 

JEKULO, Kab. Kudus, 
Jekulo, Jekulo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

635   Pembangunan Sarana Prasarana dan 
Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD 4 rahtawu, Kab. 
Kudus, Gebog, Rahtawu 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

636   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket Desa Setrokalangan 

RT.03/ RW. 02, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Setrokalangan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

637   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 
Upacara (SD) 

1 paket SD 1 Garung Kidul - 
Desa Garung Kidul RT. 

10/ RW. 01, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Garung Kidul 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

638   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 1 Kaliwungu - Jln. 

Raya Kudus - Jepara KM 

7, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Kaliwungu 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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639   Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SD) 

1 paket SD 1 Mijen - Jl. Jepara 

572 Mijen, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, Mijen 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

640   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 5 JURANG - 

JURANG, Kab. Kudus, 

Gebog, Jurang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

641   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 5 KEDUNGSARI - 

KEDUNGSARI, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Kedungsari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

642   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket SD 2 NGEMPLAK, Kab. 
Kudus, Seluruh 

Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
100.000.000 

643   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD 06 Gondosari, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Gondosari 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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644   Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah 1 paket Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Karangrowo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

645   Pembangunan Sarana Prasarana dan 
Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SD 5 Jepang, Kab. 
Kudus, Mejobo, Jepang 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

646 Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan mebeluer sekolah 1 paket SD 3 UNDAAN LOR, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Lor 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

647 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SDN 3 Ngembalkulon, 

Kab. Kudus, Jati, 

Ngembal Kulon 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

648 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 

Peserta Didik 

Publikasi kependidikan di media online 1 paket Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olah Raga. 
Jl. Mejobo, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Mlati Kidul 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

150.000.000 
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649 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan pada Satuan Pendidikan 
Sekolah Dasar 

Pelatihan e-learning guru SD 1 

kegiatan 

Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

150.000.000 

650 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan pada Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama 

Pelatihan e-learning guru SMP 1 

kegiatan 

Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

150.000.000 

651 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 

Sekolah 

Rehabilitasi perpustakaan sekolah 1 ruang SMP 2 Jati, Kab. Kudus, 

Jati, Jati Wetan 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

652 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru 

Sekolah 

Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

1 ruang SMP 2 Jati Kudus, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Wetan 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

50.000.000 

653 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 

Sekolah 

Rehabilitasi ruang kelas sekolah 1 ruang Desa Mejobo, Kab. 

Kudus, Mejobo, Mejobo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 

654 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 

Sekolah 

Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket Desa Jepang Kecamatan 

Mejobo, Kab. Kudus, 

Mejobo, Jepang 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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655   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 
Hibah 

1 paket SMP 2 Jekulo,, Kab. 

Kudus, Jekulo, 
Tanjungrejo 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

656   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 paket SMP 2 Jekulo, Kab. 

Kudus, Jekulo, 

Tanjungrejo 

Dinas 

Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

657   Pembangunan Sarana Prasarana dan 

Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 
Hibah 

1 paket Jl. Trunojoyo, Ledok, 

Karangmalang, Kec. 
Gebog, Kabupaten 

Kudus, Kab. Kudus, 

Gebog, Karangmalang 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

200.000.000 

658 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana Prasarana dan 
Utilitas SD, SMP Negeri / Non Negeri / 

Hibah 

1 ruang SMP IT Al Kausar 
Jepang, Kab. Kudus, 

Mejobo, Jepang 

Dinas 
Pendidikan 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 
…................... 

659 Penambahan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Kelas / Lapangan 

Upacara (SMP) 

1 ruang SMP N 1 Mejobo, Kab. 

Kudus, Mejobo, Jepang 

Dinas 

Pendidikan 
Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Anggaran : 

…................... 
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660 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI DPRD/Peningkatan 
Kapasitas DPRD/ Publikasi dan Dokumentasi 

Dewan  

Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD yang 

dipublikasikan 

163 kali Jl. R.Agil Kusumadya 

no. 44 Getas Pejaten, 
Jati, Kabupaten Kudus 

Sekretariat 

DPRD 

 Rp         

850.000.000  

661 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN/Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota/ 

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket Desa Medini RT 06 RW 

02, Kab. Kudus, 

Undaan, Medini 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

662   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket Desa papringan Rt 6 Rw 

1 Kaliwungu Kudus, 
Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Papringan 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

663   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 
kelompok perempuan 

1 paket Sambung, Kab. Kudus, 
Undaan, Sambung 

Dinsos P3A 
P2KB 

Anggaran : 
30.000.000 

664   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket desa Tenggeles, Kab. 

Kudus, Mejobo, 

Tenggeles 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 
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665   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket balai desa berugenjang, 

Kab. Kudus, Undaan, 
Berugenjang 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

666   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 
kelompok perempuan 

1 paket Desa Ngembal Kulon, 
Kab. Kudus, Jati, 

Ngembal Kulon 

Dinsos P3A 
P2KB 

Anggaran : 
30.000.000 

667   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket Desa Larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

668   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket Desa Jojo, Kab. Kudus, 

Mejobo, Jojo 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

669   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket Jl. Honggoyudo No. 3 

Kirig Mejobo Kudus, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Kirig 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

670   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 
kelompok perempuan 

1 paket Undaan Kidul, Kab. 
Kudus, Undaan, Undaan 

Kidul 

Dinsos P3A 
P2KB 

Anggaran : 
30.000.000 
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671   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket desa kaliwungu, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 
Kaliwungu 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

672   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 
kelompok perempuan 

1 paket Ds. Padurenan, Kab. 
Kudus, Gebog, 

Padurenan 

Dinsos P3A 
P2KB 

Anggaran : 
30.000.000 

673   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket Ds. Padurenan, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Padurenan 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

674   Jumlah Pelatihan ketrampilan bagi 

kelompok perempuan 

1 paket Padurenan, Kab. Kudus, 

Gebog, Padurenan 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

675 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 

Sosial/  Kerjasama antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi 

Sosial Kabupaten/Kota 

Jumlah Bantuan sosial kepada anak 

yatim piatu 

1 orang Kauman RT.003/RW. I, 

Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Kauman 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

30.000.000 

676   Jumlah Bantuan sosial kepada anak 

yatim piatu 

1 orang Undaan, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa 

Dinsos P3A 

P2KB 
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677   Jumlah Hibah kepada Panti Sosial 1 

lembaga 

Asrama Pendidikan 

LKSA Tunas Muria Jl. 
Kudus – Jepara Km. 5 

Desa Kedungdowo 

RT.06/ RW.01, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Kedungdowo 

Dinsos P3A 

P2KB 

Anggaran : 

15.000.000 

678   Jumlah Bantuan sosial kepada anak 

yatim piatu 

1 orang Asrama Pendidikan 

LKSA Tunas Muria - Jl. 

Kudus – Jepara Km. 5 
Desa Kedungdowo 

RT.06/ RW.01, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Kedungdowo 

Dinsos P3A 

P2KB 

  

679 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

(LLAJ)/Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe 

C/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal 
(Fasilitas Utama dan Pendukung) 

Jumlah Pangkalan Truk Klaling yang 

direhab 

1 paket Jalan Raya Pati Kudus, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Klaling 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

               

500.000.000  
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680   Jumlah Bangunan Terminal Cargo Jati 

yang direhab 

1 paket Jalan Lingkar Timur 

Kudus, Kab. Kudus, 
Jati, Jati Wetan 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

               

400.000.000  

681   Jumlah Bangunan TERMINAL GETAS 
PEJATEN yang direhab 

1 paket Terminal Getas Pejaten, 
Kab. Kudus, Jati, 

Getaspejaten 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

               
200.000.000  

682   Jumlah Bangunan TERMINAL BAKALAN 

KRAPYAK yang direhab 

1 paket TERMINAL BAKALAN 

KRAPYAK, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

               

200.000.000  

683   Jumlah Bangunan TERMINAL JETAK 

direhab 

1 paket TERMINAL JETAK, Kab. 

Kudus, Mijen 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

               

200.000.000  

684   Jumlah Bangunan Terminal Bakalan 

Krapyak yang direhab 

1 paket Desa Bakalan Krapyak 

Kec. Kaliwungu Kab. 

Kudus, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, 
Bakalankrapyak 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

               

200.000.000  
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685   Jumlah BangunanTerminal Getas yang 

direhab 

1 paket Desa Getaspejaten Kec 

Jati Kab Kudus, Kab. 
Kudus, Jati, 

Getaspejaten 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

               

200.000.000  

686 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) / 

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota / Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 

Jumlah Lampu Traffic light Jalan Jekulo 

- Dawe terpelihara 

1 paket Jekulo, Kab. Kudus, 

Jekulo, Jekulo 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

               

200.000.000  

687   Jumlah Rambu - Rambu Jalan Jekulo - 

Dawe yang terpelihara 

1 paket Desa Jekulo, Kab. 

Kudus, Jekulo, Jekulo 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

               

200.000.000  

688 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) / 

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota / Penyediaan Perlengkapan 

Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 

Jumlah cermin cembung yang dipasang 1 paket Kab Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

                                 

-  

689   Jumlah pagar pengaman jalan yang 

dipasang 

1 paket Jl. Pasuruan Lor - 

Kencing (Baluran Irigasi 

Klontong), Kab. Kudus, 
Jati, Pasuruhan Lor 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

                                 

-  
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690   Jumlah pagar pengaman jalan yang 

dipasang 

1 paket Jl. Pasuruan Lor - 

Kencing, Kab. Kudus, 
Jati, Pasuruhan Lor 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

                                 

-  

691 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Rehabilitasi Jalan 

Rt 3 Rw 8 

1 paket Dkh Kawaan rt3 rw 8, 
Kab. Kudus, Dawe, 

Cendono 

BPPKAD  Anggaran :  

692 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk  Pengerasan jalan 

lingkungan RW 3 Pladen 

1 paket Rw 3 Desa Pladen Kec 

Jekulo, Kab. Kudus, 

Jekulo, Pladen 

BPPKAD  Anggaran : 

175.000.000 

693 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk  Pengaspalan 

jalan lingkungan RW 9 

1 paket Cendono Rt 1 dan 2 RW 
9, Kab. Kudus, Dawe, 

Cendono 

BPPKAD  Anggaran : 
100.000.000 

694 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk  Penerangan 

jalan tenaga surya Soco Ternadi  

1 paket Desa Soco RW 1, Kab. 

Kudus, Dawe, Soco 

BPPKAD  Anggaran :  

695 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk  Betonisasi Jalan 

Desa Rt 2 Rw 5 

1 paket Dkh Cendono Rt 2 Rw 5, 
Kab. Kudus, Dawe, 

Cendono 

BPPKAD  Anggaran : 
100.000.000 
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696 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 
Jalan 

1 paket Desa Ploso RW 02, Kab. 

Kudus, Jati, Ploso 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

697 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Makam Mbah Gayar Desa Getas 

RW 02 

1 paket Desa Getas RW 02, Kab. 

Kudus, Jati, 

Getaspejaten 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

698 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Makam Mbah Banteng RT 02 RW 

02 Getas 

1 paket Desa Getas RT 02 RW 

02, Kab. Kudus, Jati, 

Getaspejaten 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

699 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 

Jalan RT 06 RW 01 Ds. Demaan 

1 paket Desa Demaan RT 06 RW 

01, Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Demaan 

BPPKAD  Anggaran :  

700 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk  Pembuatan 

Gorong-gorong RW 07 Desa Demaan 

1 paket Desa Dmaan RW 07, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Demaan 

BPPKAD  Anggaran :  

701 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 

Jalan RW 07 Ds. Demaan 

1 paket Desa Demaan RW 07, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Demaan 

BPPKAD  Anggaran :  
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702 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pembuatan Fasilitas 

Mandi , Cuci, Kakus RW 04 Ds. Demaan 

1 paket Desa Demaan RW 04, 

Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Demaan 

BPPKAD  Anggaran :  

703 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk  Renovasi 

Sekretariat Karang Taruna Ds. Wergu 

Kulon 

1 paket Desa Wergu Kulon, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Wergu Kulon 

BPPKAD  Anggaran :  

704 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk  bankeu sarpras 
desa rejosari 

1 paket desa rejosari, Kab. 

Kudus, Dawe, Rejosari 

BPPKAD  Anggaran : 

30.000.000 

705 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk  bankeu sarpras 

desa kuwukan 

1 paket desa kuwukan, Kab. 
Kudus, Dawe, Kuwukan 

BPPKAD  Anggaran : 
25000000 

706 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk bankeu sarpras 

desa soco 

1 paket desa soco, Kab. Kudus, 

Soco 

BPPKAD  Anggaran : 

75000000 

707 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk bankeu sarpras 

desa kajar 

1 paket desa kajar, Kab. Kudus, 

Dawe, Kajar 

BPPKAD  Anggaran : 

30000000 
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708 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk bankeu sarpras 
desa puyoh jut 

1 paket desa puyoh, Kab. 

Kudus, Dawe, Puyoh 

BPPKAD  Anggaran : 

75000000 

709 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk bankeu saluran 

desa kandangmas 

1 paket desa kandangmas, Kab. 
Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

BPPKAD  Anggaran : 
40000000 

710 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk bankeu sarpras 

desa cranggang 

1 paket desa, Kab. Kudus, Dawe, 

Cranggang 

BPPKAD  Anggaran : 

40000000 

711 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk bankeu sarpras 

desa kelaling 

1 paket desa kelaling, Kab. 

Kudus, Jekulo, Klaling 

BPPKAD  Anggaran : 

75000000 

712 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk bankeu sarpras 

desa gondoharum 

1 paket desa gondoharum, Kab. 

Kudus, Jekulo, 

Gondoharum 

BPPKAD  Anggaran : 

25000000 

713 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk bankeu sarpras 

desa 

1 paket desa pladen, Kab. 

Kudus, Jekulo, Pladen 

BPPKAD  Anggaran : 

75000000 
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714 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk bankeu sarpras 
desa lau 

1 paket desa lau, Kab. Kudus, 

Dawe, Lau 

BPPKAD  Anggaran : 

25000000 

715 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk bantuan 

keuangan rehab saluran rw 5 rw 3 dan 

mojoroto samirejo 

1 paket samirejo kudus, Kab. 
Kudus, Dawe, Samirejo 

BPPKAD  Anggaran : 
85000000 

716 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk PEMBANGUNAN 

POS KAMPLING (POS KEAMANAN 

LINGKUNGAN) DESA UNDAAN LOR 

1 paket DESA UNDAAN LOR, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

717 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk PEMBANGUNAN 

POS KAMLING (POS KEAMANAN 
LINGKUNGAN) DESA WATES 

1 paket DESA WATES, Kab. 

Kudus, Undaan, Wates 

BPPKAD  Anggaran :  
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718 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk  pembangunan 
Drainase / Saluran Air Kampung Gang 

27 

1 paket Undaan Lor Gang 27, 

Kab. Kudus, Undaan, 
Undaan Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

719 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

Drainase Gang 23 Undaan Lor 

1 paket Undaan Lor, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 

Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

200000000 

720 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Saluran/Drainase Jl. Winong - 

Papringan RW07 - RW08 Dk.Proko 
Winong 

1 paket Jl. Winong - Papringan 

RW07 - RW08 Dk.Proko 

Winong, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Kaliwungu 

BPPKAD  Anggaran :  

721 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

(JUT) Blok Jangkrik Wetan 

1 paket Desa Mejobo, Kab. 

Kudus, Mejobo, Mejobo 

BPPKAD  Anggaran : 

50000000 

722 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Jembatan Gedangan Kancilan 

1 paket Desa Terban, Kab. 

Kudus, Jekulo, Terban 

BPPKAD  Anggaran : 

50000000 
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723 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
saluran air di  RW 02 

1 paket Desa Hadi polo, Kab. 

Kudus, Jekulo, Hadi 
polo 

BPPKAD  Anggaran :  

724 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Penahan tanah di  RW 04 

1 paket Desa Golantepus, Kab. 
Kudus, Mejobo, 

Golantepus 

BPPKAD  Anggaran :  

725 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
saluran RW 07 

1 paket Desa Tumpang Krasak, 

Kab. Kudus, Jati, 
Tumpangkrasak 

BPPKAD  Anggaran :  

726 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Badan Jalan di  RW 02 Desa Hadi 

polo 

1 paket Desa Hadi polo 
Kecamatan Jekulo, Kab. 

Kudus, Jekulo, Hadi 

polo 

BPPKAD  Anggaran :  

727 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Talud Penahan Tanah di  RW. 06 Desa 

Golan Tepus 

1 paket Desa Golan Tepus 

Kecamatan Mejobo, Kab. 
Kudus, Mejobo, 

Golantepus 

BPPKAD  Anggaran :  
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728 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Betonisasi JUT Blok Sendang Ngampon 

Hadi polo 

1 paket Ngampon Hadi polo RT 

08 RW 4, Kab. Kudus, 
Jekulo, Hadi polo 

BPPKAD  Anggaran : 

200000000 

729 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk PAMSIMAS 

(pembangunan sitem penyedi aan air 

minum masyarakat di  rw 04) di wilayah 

rw 04 desa jetiskapuan belum terlayani  

1 paket rw 04 desa jetis kapuan, 

Kab. Kudus, Jati, 

Jetiskapuan 

BPPKAD  Anggaran :  

730 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
jalan di wilayah rt 02 rw 02 dan rt 03 rw 

03 belum ada drainase yang memadai 

1 paket rt 02 rw 02 dan rt 03 rw 

03 desa jetis kapuan, 
Kab. Kudus, Jati, 

Jetiskapuan 

BPPKAD  Anggaran : 

200000000 
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731 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembuatan 
lapangan yang tidak bisa di gunakan 

sepak bola/ olah raga masyarakat 

karena rusak 

1 paket desa jetiskapuan, Kab. 

Kudus, Jati, 
Jetiskapuan 

BPPKAD  Anggaran : 

500000000 

732 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan di  

willayah RW 04 Desa Jetiskapuan yang 

perlu pemasangan Lampu Penerangan 

Jalan Umum / LPJU (Pembangunan 

Lampu Penerangan Jalan Umum di  RW 

04 Desa Jetiskapuan 

1 paket RW 04 Desa 
Jetiskapuan, Kab. 

Kudus, Jetiskapuan 

BPPKAD  Anggaran :  

733 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk  Pembangunan 

Drainase dan tutup saluran RT.04 

RW.06 Desa Tumpangkrasak 

1 paket Desa Tumpangkrasak 

RT.04 RW.06, Kab. 

Kudus, Jati, 

Tumpangkrasak 

BPPKAD  Anggaran : 

150000000 



IV - 214 
 

No Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi 
Perangkat 

Daerah terkait 
 Validasi/ 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

734 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk  pembangunan 
Pengaspalan Jalan RW.02 Desa 

Megawon 

1 paket RW 2 Desa Megawon, 

Kab. Kudus, Jati, 
Megawon 

BPPKAD  Anggaran : 

150000000 

735 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengecoran JUT 

Blok Tahunan Blok Sunten Desa Loram 
Wetan 

1 paket Blok Tahunan Blok 

Sunten Desa Loram 

Wetan, Kab. Kudus, Jati, 
Loram Wetan 

BPPKAD  Anggaran :  

736 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Jalan Kelapa Gadi ng I Megawon 

RT.02/4 Jati Kudus 

1 paket Megawon RT.02/4 Jati 

Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran : 

200000000 
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737 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Program 
Betonisasi Jalan menuju Dukuh 

Lundrak  Tapakan Desa Menawan P : 

500 L : 3 T : 0,15 V : 225 M3 di 

butuhkan karena rusak. jalan masih 

dalam bentuk tanah 

1 paket Lundrak Tapakan, Kab. 

Kudus, Gebog, Menawan 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

738 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk  pemasangan 

Lampu Penerangan Jalan Umum Dukuh 
Tumpuk s.d Dukuh Krajan. Hal ini di 

karenakan jalan berkelok dan brbahaya 

pada saat gelap/ malam. 

1 paket Rahtawu, Kab. Kudus, 

Gebog, Rahtawu 

BPPKAD  Anggaran :  
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739 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Program Bantuan 
Pembangunan Lapangan Desa 

Gondosari. Dasarnya bahwa Banyaknya 

pemuda atau warga yang menggunakan 

fasilitas kegiatan berolahraga dan belum 

bisa di akses karena keadaan lapangan 

yang belum memungkinkan untuk 
berolahraga. 

1 paket RT 1 RW 2, Kab. Kudus, 

Gebog, Gondosari 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

740 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Taman Desa Rahtawu. Infrastruktur 

penunjang desa wisata, sehingga di 

perlukan Pembangunan Taman Desa 

Rahtawu. secara Rahtawu merupakan 

desa wisata yang sedang di kembangkan 

1 paket RW 1, Kab. Kudus, 
Gebog, Rahtawu 

BPPKAD  Anggaran :  
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741 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Perbaikan 
Lapangan sepak bola dan jogging track 

di  Buper Menawan dengan L: 72 P:47 di 

butuhkan untuk aktivitas dan kegiatan 

masyarakat 

1 paket Desa Menawan, Kab. 

Kudus, Gebog, Menawan 

BPPKAD  Anggaran :  

742 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

lapangan desa klumpit di butuhkan 

untuk aktivitas dan kegiatan 

masyarakat 

1 paket Desa Klumpit, Kab. 

Kudus, Gebog, Klumpit 

BPPKAD  Anggaran :  

743 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Jogging Track luas 600 m2 di  desa 

Getassrabi RT 06 RW 01 karena tempat 
masyarakat untuk berkegiatan olahraga 

masih sangat minim. sehingga salah 

satunya di butuhkan pembuatan jogging 

track 

1 paket RT 6 RW 1, Kab. Kudus, 

Gebog, Getassrabi 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 



IV - 218 
 

No Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi 
Perangkat 

Daerah terkait 
 Validasi/ 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

744 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Saluran air/Drainase RW08 dan RW09 

Desa Pasuruan Lor 

1 paket RW08 dan RW09, Kab. 

Kudus, Jati, Pasuruhan 
Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

745 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

saluran/Drainase Gang 7 Ds.Tanjung 

Karang 

1 paket Gang 7 TanjungKarang, 

Kab. Kudus, Jati, 

Tanjungkarang 

BPPKAD  Anggaran :  

746 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Saluran/Drainase Jl. Makam Desa Ploso 

1 paket Jl. Makam Ploso, Kab. 

Kudus, Ploso 

BPPKAD  Anggaran :  

747 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Saluran/Drainase Desa Megawon RW01 

1 paket Desa Megawon RW01, 

Kab. Kudus, Jati, 

Megawon 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 
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748 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Saluran/Drainase Kelurahan Mlati 

Norowito RT01/RW08 Gang 10 

1 paket Gang 10 RT01/RW08, 

Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Mlati Norowito 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

749 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

saluran/Drainase Desa Pasuruan kidul 

RW01 

1 paket Desa Pasuruan Kidul 
RW01, Kab. Kudus, Jati, 

Pasuruhan Kidul 

BPPKAD  Anggaran :  

750 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Rehabilitasi 

saluran/Drainase Desa Mlati Lor RW02 

1 paket Desa Mlati Lor Gang 

aman RW02, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Mlati Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

751 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Jalan desa Pasuruan Kidul RW03/RW04 

1 paket Desa Pasuruan Kidul 

RW03/RW04, Kab. 

Kudus, Jati, Pasuruhan 

Kidul 

BPPKAD  Anggaran :  
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752 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Rabat Beton Jaln Pesantren Barat desa 

Tumpangkrasak RT01/RW07 

1 paket Desa Tumpangkrasak 

RT01/RW07, Kab. 
Kudus, Jati, 

Tumpangkrasak 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

753 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Jalan Paving RT. 01, 03, dan 04, RW.02 

Janggalan 

1 paket Desa Janggalan RT. 01, 
03, dan 04, RW.02, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Janggalan 

BPPKAD  Anggaran : 
100000000 

754 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

dan Rehabilitasi Jalan Paving dk. 

Barisan 

1 paket Dk. Barisan, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Wetan 

BPPKAD  Anggaran :  

755 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Rabat Beton Jalan Pandawa I desa 

Tumpangkrask 

1 paket JL. Pandawa 1 Desa 

Tumpangkrasak, Kab. 

Kudus, Jati, 

Tumpangkrasak 

BPPKAD  Anggaran :  
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756 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 
Jalan RW.01 Ds. Pasuruan Kidul 

1 paket Jalan RW.01 Ds. 

Pasuruan Kidul, Kab. 
Kudus, Jati, Pasuruhan 

Kidul 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

757 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Jalan Paving RT 01,03,04 RW.02 Desa 
Janggalan 

1 paket RT 01,03,04 RW.02 Desa 

Janggalan, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Janggalan 

BPPKAD  Anggaran :  

758 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

jalan beton rw 3 dan rw 4 desa Jetis 

Kapuan 

1 paket rw 3 dan rw 4 desa Jetis 

Kapuan, Kab. Kudus, 

Jati, Jetiskapuan 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

759 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Jalan Beton RW.03 dan 04 Jetiskapuan 

Kec. Jati 

1 paket RW.03 dan 04 

Jetiskapuan, Kab. 

Kudus, Jati, 

Jetiskapuan 

BPPKAD  Anggaran :  

760 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar Makam Singocandi  RT.08 RW.1 

Kec. Kota 

1 paket Singocandi  RT.08 RW.1, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Singocandi  

BPPKAD  Anggaran :  
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761 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pagar Makam Mbereman Dk. Tanjung 

Kali Desa Tanjung Karang RT05/RW05 

1 paket Dk. Tanjung Kali Desa 

Tanjung Karang 
RT05/RW05, Kab. 

Kudus, Jati, 

Tanjungkarang 

BPPKAD  Anggaran :  

762 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar Makam MBAH DEMANG 
Tanjungkarang 

1 paket Tanjungkarang Gang 7, 

Kab. Kudus, Jati, 

Tanjungkarang 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

763 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar Makam Ploso 

1 paket Makam Desa Ploso, Kab. 

Kudus, Jati, Ploso 

BPPKAD  Anggaran :  

764 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

pagar makam singocandi  RT. 08 RW. 01 

Panjang = 140 m'' Tinggi = 2,50 m'' 

Jumlah = 350 m2 

1 paket singocandi  RT. 08 RW. 

01, Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Singocandi  

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 
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765 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pagar Makam Barisan 

1 paket Dk. Barisa Desa Jati 

Wetan, Kab. Kudus, Jati, 
Jati Wetan 

BPPKAD  Anggaran :  

766 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar Makam Tumpangkrasak 

1 paket Desa Tumpangkrasak, 
Kab. Kudus, Jati, 

Tumpangkrasak 

BPPKAD  Anggaran : 
50000000 

767 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Gapura Tumpangkrasak 

1 paket Desa Tumpangkrasak, 

Kab. Kudus, Jati, 
Tumpangkrasak 

BPPKAD  Anggaran :  

768 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Gapura Desa Pasuruan Kidul 

1 paket Desa Pasuruan Kidul, 

Kab. Kudus, Jati, 

Pasuruhan Kidul 

BPPKAD  Anggaran :  

769 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Lapak PKL 

1 paket Desa Tumpangkrasak, 

Kab. Kudus, Jati, 

Tumpangkrasak 

BPPKAD  Anggaran :  
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770 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Lapangan Bola Voley Desa Bae RT.4 

RW.5 

1 paket Bae RT.4 RW.5, Kab. 

Kudus, Bae, Bae 

BPPKAD  Anggaran :  

771 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Peninggian 

Lapangan Sepak Bola desa Hadi warno 

1 paket desa Hadi warno, Kab. 

Kudus, Mejobo, Hadi 

warno 

BPPKAD  Anggaran :  

772 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Penataan 

Lapangan Desa Pedawang 

1 paket Desa Pedawang, Kab. 

Kudus, Bae, Pedawang 

BPPKAD  Anggaran :  

773 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Penataan 

Pembangunan Lapangan Desa Burikan 

1 paket Desa Burikan, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Burikan 

BPPKAD  Anggaran :  

774 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Penataan 

Lapangan Desa Garung Lor 

1 paket Desa Garung Lor, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Garung Lor 

BPPKAD  Anggaran :  
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775 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Penataan 
Lapangan Bola Loram Kulon 

1 paket Loram Kulon, Kab. 

Kudus, Jati, Loram 
Kulon 

BPPKAD  Anggaran :  

776 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Gedung Olahraga Ngembal Kulon 

1 paket Ngembal Kulon, Kab. 
Kudus, Jati, Ngembal 

Kulon 

BPPKAD  Anggaran :  

777 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
pasar desa jati kulon 

1 paket Desa Jati Kulon, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 

100000000 

778 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

RW.05 dan RW.06 Desa Jati Kulon 

1 paket RW.05,06 Desa Jati 
Kulon, Kab. Kudus, Jati, 

Jati Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 
200000000 

779 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Betonisasi Jalan RW.04 Desa Jati Kulon 

1 paket RW.04 Desa Jati Kulon, 

Kab. Kudus, Jati, Jati 
Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 

150000000 
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780 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembanunan 
Betonisasi Jalan Lingkungan RT.04 

RW.03 Desa Jati Kulon 

1 paket RT.04 RW.03, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 

50000000 

781 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Lapangan Sepakbola Samba Desa Jati 

Kulon 

1 paket lapangan Samba Desa 

Jati Kulon, Kab. Kudus, 

Jati, Jati Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 

50000000 

782 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Perbaikan 
Kondisi Sarpras Desa perlu perbaikan 

1 paket Jalan di  wilayah RT.05 

RW.02 Desa Jati Kulon, 
Kab. Kudus, Jati, Jati 

Kulon 

BPPKAD  Anggaran :  

783 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Peninggian beton 

jalan yg perlu di  tinggikan  

1 paket Gg Gendok RT 2 - 6 RW 

3, Kab. Kudus, Jati, Jati 

Wetan 

BPPKAD  Anggaran : 

250000000 

784 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk peningkatan 

perlunya sarana futsal/ olah raga 

1 paket RT 05 RW 01, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Wetan 

BPPKAD  Anggaran : 

50000000 
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785 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Keperluan 
rehabilitasi lapangan sepak bola 

1 paket Jati Wetan ( belakang 

Balai desa), Kab. Kudus, 
Jati, Jati Wetan 

BPPKAD  Anggaran : 

50000000 

786 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk keperluan 

perbaikan jalan desa 

1 paket Rt 03 RW 02 Jati Wetan 
( sebelah masjid), Kab. 

Kudus, Jati, Jati Wetan 

BPPKAD  Anggaran : 
200000000 

787 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Peningkatan 
Prasarana Olahraga 

1 paket pasuruan Lor, Kab. 

Kudus, Pasuruhan Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

50000000 

788 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Keperluan 

bantuan prasarana tim bola voly untuk 

pembinaaan 

1 paket Pasuruan Kidul, Kab. 
Kudus, Jati, Pasuruhan 

Kidul 

BPPKAD  Anggaran :  

789 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Program 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan di  Ds. Kesambi 

1 paket Desa Kesambi, Kab. 

Kudus, Mejobo, Kesambi 

BPPKAD  Anggaran :  
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790 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Bansus Pada 
pembangunan Desa Getasserabi 

1 paket Desa Getassrabi, Kab. 

Kudus, Gebog, 
Getassrabi 

BPPKAD  Anggaran : 

200000000 

791 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Hibah Bansus 

pada pembnagunan di Desa Jurang 

1 paket Desa Jurang, Kab. 

Kudus, Gebog, Jurang 

BPPKAD  Anggaran : 

350000000 

792 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Hibah Bansus 

pada pembangunan di Desa Kedungsari 

1 paket Desa Kedungsari, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Kedungsari 

BPPKAD  Anggaran : 

350000000 

793 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pavingisasi RW 

02 desa Setrokalangan 

1 paket Desa Setrokalangan, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Setrokalangan 

BPPKAD  Anggaran : 

200000000 

794 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 

Jalan RW 02 Desa Garung lor 

1 paket Desa Garung Lor RW 02, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Garung Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

200000000 
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795 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 
Jalan RW 01 Desa Garung Lor 

1 paket Desa Garung Lor RW 01, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 
Garung Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

200000000 

796 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

RW 04 Desa Papringan 

1 paket Desa Papringan, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu, Seluruh 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran : 
200000000 

797 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 

Jalan RW 06 Desa Besito 

1 paket Desa Besito, Kab. 

Kudus, Gebog, Besito 

BPPKAD  Anggaran :  

798 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

Desa ke Makam 

1 paket Desa Klumpit Dukuh 

Kalilopo RT 01 RW 04 

Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus, Kab. 

Kudus, Gebog, Klumpit 

BPPKAD  Anggaran :  
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799 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 

Sanitasi Pemukiman 

1 paket Desa Gondosari Dukuh 

Ngemplak Wetan RT 04 
RW 08 Kecamatan 

Gebog Kabupaten 

Kudus, Kab. Kudus, 

Gebog, Gondosari 

BPPKAD  Anggaran :  

800 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Saluran Irigasi RW 03 

1 paket Prambatan Lor RT 02 

RW 03, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Prambatan 
Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

801 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 
Desa di  RW 01 

1 paket Prambatan Lor RW 01, 

Kab. Kudus, Prambatan 
Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

802 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar Makam Ngasem 

1 paket Prambatan Lor RT 07 
RW 03, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Prambatan 

Lor 

BPPKAD  Anggaran :  
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803 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Jalan Beton Desa Getas Rabi 

1 paket Jalan Srabi Lor - Jetis 

Desa Getassrabi, Kab. 
Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

BPPKAD  Anggaran :  

804 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembuatan LPJU 

Dukuh Klecan RT 05 RW 03 

1 paket Prambatan Kidul RT 05 

RW 03, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Prambatan 

Kidul 

BPPKAD  Anggaran :  

805 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 
Desa Panjang RT.01,02 RW.01 

1 paket RT.01,02 RW.01 Desa 

Panjang, Kab. Kudus, 
Bae, Panjang 

BPPKAD  Anggaran : 

117000000 

806 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Drainase Jalan RT.01,02 Rw.01 Desa 
Panjang 

1 paket Jalan RT.01,02 Rw.01 

Desa Panjang, Kab. 

Kudus, Bae, Panjang 

BPPKAD  Anggaran : 

133000000 
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807 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Jembatan Bantu dari RW.02-RW.03 

1 paket RW.02, 03, Kab. Kudus, 

Bae, Panjang 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

808 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Senderan Makam Barat Sungai Desa 
Panjang RT.04 Rw.03 

1 paket RT.04 RW.03 Desa 

Panjang, Kab. Kudus, 

Bae, Panjang 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

809 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Sederan Makam Timur sungai desa 

Panjang RT04 RW02 

1 paket RT04/RW02, Kab. 

Kudus, Bae, Panjang 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

810 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

IPAL Komunal di  lingkungan RT.06 
RW.01 Desa Hadi polo 

1 paket RT.06 RW.01 Desa Hadi 

polo, Kab. Kudus, 

Jekulo, Hadi polo 

BPPKAD  Anggaran : 

150.000.000 
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811 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Jalan Lingkungan RT.05 RW.01 Desa 

Hadi polo 

1 paket RT.05 RW.01 Desa Hadi 

polo, Kab. Kudus, 
Jekulo, Hadi polo 

BPPKAD  Anggaran : 

50.000.000 

812 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Drainase Jalan Lingkungan RT.06 
RW.01 

1 paket RT.06 RW.01, Kab. 

Kudus, Jekulo, Hadi 

polo 

BPPKAD  Anggaran : 

50.000.000 

813 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk PEMBANGUNAN 

GORONG-GORONG RT.05 RW.02 DESA 

MEGAWON 

1 paket RT.05 RW.02 DESA 

MEGAWON, Kab. 

Kudus, Jati, Megawon 

BPPKAD  Anggaran :  

814 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

Menuju Madrasah Tahfidh Tasywiqu Al 
Qur''an sepanjang 300 meter 

1 paket Desa Garung Lor RT. 

07/ RW. 02, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 
Garung Lor 

BPPKAD  Anggaran :  
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815 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengecoran Jalan 
Gang X RT. 11/ RW. 02 Desa Garung 

Lor 

1 paket Jalan Desa Garung Lor 

Gang X RT. 11/ RW. 02, 
Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Garung Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

816 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Saluran Drainase Ruas Jalan Kaliwungu 

- Dukuh Winong 

1 paket Dukuh Winong RW. 07, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Kaliwungu 

BPPKAD  Anggaran :  

817 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Saluran Drainase Dk. Winong - 

Padurenan 

1 paket Dukuh Winong RW. 06, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 
Kaliwungu 

BPPKAD  Anggaran :  

818 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Saluran Drainase Dukuh Kacu Rejo 
Sepanjang 300 meter 

1 paket Dukuh Kacu Rejo RT. 

07/ RW. 04, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 
Banget 

BPPKAD  Anggaran :  
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819 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Rehab 
Pengaspalan Jalan Ruas Kaliwungu - 

Dk. Winong 

1 paket Dukuh Winong - 

Kaliwungu, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, Kaliwungu 

BPPKAD  Anggaran :  

820 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Saluran air/Drainase Jl. Ploso - 
Pasuruan Kidul (Sebelah selatan balai 

desa Pasuruan Lor) Panjang 300 m lebar 

0,5 m dan tinggi 0,7 m 

1 paket Pasuruan Lor (Sebelah 

selatan Balai desa 

Pasuruan Lor), Kab. 
Kudus, Jati, Pasuruhan 

Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

821 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Jembatan Jl. Ganesha - Pasuruan Lor 

Panjang 9 m dan Lebar 5 m 

1 paket Jl. Ganesha - Pasuruan 

Lor, Kab. Kudus, Jati, 

Pasuruhan Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

822 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

saluran air Jl. Ganesha - Pasuruan Lor 
Panjang 292 m lebar 0,5 m dan tinggi 

0,7 m 

1 paket Jl. Ganesha - Pasuruan 

Lor, Kab. Kudus, 

Pasuruhan Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 
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823 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Saluran air/drainase Jl.Ganesha - 

Pasuruan Lor RW07 Panjang 300 m 

Lebar 0,5 m dan tinggi 0,5 m 

1 paket Jl. Ganesha - Pasuruan 

Lor RW07, Kab. Kudus, 
Jati, Pasuruhan Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

824 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

saluran air/Drainase Jl.Ganesha - 
Pasuruan Lor RT02/RW10 Panjang 250 

m Lebar 0,4 m dan tinggi 0,5 m 

1 paket Jl.Ganesha- Pasuruan 

Lor RT02/RW10, Kab. 

Kudus, Jati, Pasuruhan 
Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

825 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

saluran air/drainase Jl.Pasuruan Lor - 

Pasuruan Kidul RW10 Panjang 285 
Lebar 0,5 m dan tinggi 0,6 m 

1 paket Jl. Pasuruan Lor - 

Pasuruan Kidul RW10, 

Kab. Kudus, Pasuruhan 

Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

150.000.000 
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826 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
saluran air/Drainase Jl. Ganesha - 

Pasuruan Lor Panjang 150 m lebar 0,5 

m dan tinggi 0,6 m 

1 paket Jl. Ganesha - Pasuruan 

Lor, Kab. Kudus, Jati, 
Jati, Seluruh 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran : 

150.000.000 

827 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Betonisasi Jalan RW 04 Desa Kajar 
Kec.Dawe 

1 paket Desa Kajar RW 04 kec. 

Dawe, Kab. Kudus, 

Dawe, Kajar 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

828 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

RW 01 Dukuh Tempel Ds.Kandangmas 

Dawe 

1 paket Dukuh Tempel RW 01 

Desa Kandangmas, Kab. 

Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

BPPKAD  Anggaran : 

150.000.000 

829 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

RW 03 Desa Japan 

1 paket Desa Japan RW 03 
Dawe, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran : 
100.000.000 



IV - 238 
 

No Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi 
Perangkat 

Daerah terkait 
 Validasi/ 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

830 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Talut Jalan RW 05 Ds.Japan Dawe 

1 paket Desa Japan RW 05 

Kecamatan Dawe, Kab. 
Kudus, Dawe, Japan 

BPPKAD  Anggaran :  

831 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

RW 07 Desa Margorejo 

1 paket Desa Margorejo RW 07, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Margorejo 

BPPKAD  Anggaran : 

50.000.000 

832 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 
RW 06 Desa Margorejo 

1 paket Desa Margorejo RW 06, 

Kab. Kudus, Dawe, 
Margorejo 

BPPKAD  Anggaran : 

50.000.000 

833 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

RW 05 Desa Lau 

1 paket Desa Lau RW 05, Kab. 
Kudus, Dawe, Lau 

BPPKAD  Anggaran : 
100.000.000 

834 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

RW 02 Desa Lau 

1 paket Desa Lau RW 02, Kab. 

Kudus, Dawe, Lau 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

835 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

RW 02 Desa Sadang 

1 paket Desa Sadang RW 02, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Sadang 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 
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836 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembuatan 
Saluran Air Dukuh Krajan RW 03 

1 paket Dukuh Krajan RW 03 

Desa Pladen, Kab. 
Kudus, Jekulo, Pladen 

BPPKAD  Anggaran :  

837 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembuatan 

Jembatan RW 03 Desa Sidomulyo 

1 paket Desa Sidomulyo RW 03 

Kec. Jekulo, Kab. 

Kudus, Jekulo, 
Sidomulyo 

BPPKAD  Anggaran :  

838 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

RT 02 RW 08 Desa Kandangmas 

1 paket Kandangmas RT 02/08 

Kec. Dawe, Kab. Kudus, 

Dawe, Kandangmas 

BPPKAD  Anggaran :  

839 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembuatan 

Senderan Jalan RW 07 Kandangmas 

1 paket Desa Kandangmas RW 

07, Kab. Kudus, Dawe, 

Kandangmas 

BPPKAD  Anggaran :  
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840 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Jalan rusak, yang memerlukan adanya 

pembangunan betonisasi jalan 

penghubung antar dukuh 

1 paket Gondoarum RW. 3 - RW. 

5, Kab. Kudus, Jekulo, 
Gondoharum 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 

841 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan Jl. 

Babalan di Kutuk belum ada talud, 

mengakibatkan penyempitan badan 

jalan karena lonsor 

1 paket Jl. Babalan - Kutuk, 

Desa Larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 

842 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan Jl. 

Medini  di Desa Kutuk yang belum ada 

talud, mengakibatkan penyempitan 

badan jalan karena lonsor 

1 paket Jl. Medi ni - Kutuk, Kab. 

Kudus, Seluruh 

Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 
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843 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan Jl. 
Undaan Tengah - Batas Pati belum ada 

talud, mengakibatkan penyempitan 

badan jalan karena lonsor 

1 paket Jl. Undaan Tengah - 

Batas Pati, Kab. Kudus, 
Undaan, Undaan Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 

844 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

Jalan Blok Setro Mulyo menjadi  sempit 
karena sering longsor, maka perlu di 

bangun di ndi ng penahan jalan. 

1 paket Jalan Blok Setro Mulyo, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 

845 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

Jalan Blok Larik Joyo belum ada talud, 

mengakibatkan penyempitan badan 

jalan karena lonsor 

1 paket Jalan Blok Larik Joyo, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 
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846 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Jalan Blok Balong Rejo belum ada 

taludnya, mengakibatkan penyempitan 

badan jalan karena lonsor. 

1 paket Jalan Blok Balong Rejo, 

Kab. Kudus, Undaan 
Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 

847 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

Jalan Blok Guntur belum ada talud, 
mengakibatkan penyempitan badan 

jalan karena lonsor 

1 paket Jalan Blok Guntur, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 

Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 

848 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

dinding Penahan Jalan Blok Pusoko 

belum ada, mengakibatkan penyempitan 
badan jalan karena lonsor 

1 paket Jalan Blok Pusoko, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 

Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 
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849 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
dinding Penahan Jalan Blok Pomahan 

belum ada, mengakibatkan penyempitan 

badan jalan karena lonsor. 

1 paket Jalan Blok Pomahan, 

Kab. Kudus, Undaan, 
Undaan Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 

850 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

dinding Penahan Jalan Blok Ngapani 
belum ada. mengakibatkan penyempitan 

badan jalan karena lonsor 

1 paket Jalan Blok Ngapani, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 

851 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

Rabat Beton Jalan Blok Larik Joyo perlu 

di bangun, karena Jalan rusak sehingga 
transportasi pertanian terhambat. 

1 paket Blok Larik Joyo, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 

Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 
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852 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengurugan 
Jalan Blok Pusoko harus di lakukan, 

karena kondi si di  daerah cenkungan 

dan tergenang air. akibatnya 

transportasi pertanian terganggu. 

1 paket Jalan Blok Pusoko, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 
Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

400.000.000 

853 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk pembangunan di 

Jalan Blok Ngapani yang perlu di 

lakukan pengurukan. karena di  

cekungan dan tergenang air, sehingga 

transportasi pertanian terhambat, 

karena jalan rusak 

1 paket Jalan Blok Ngapani, 
Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 
400.000.000 

854 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Rabat Beton Jalan Blok Larik Aman 

perlu di lakukan, karena Jalan rusak 

sehingga transportasi pertanian 

terhambat. 

1 paket Jalan Blok Larik Aman, 

Kab. Kudus, Undaan, 
Undaan Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

500.000.000 
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855 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Rabat Beton Jalan Blok Pusoko perlu di 

lakukan, karena Jalan rusak sehingga 

transportasi pertanian terhambat. 

1 paket Jalan Blok Pusoko, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 
Tengah 

BPPKAD  Anggaran : 

500.000.000 

856 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembuatan Jalan 

rusak belum pernah di  aspal, maka 

perlu di bangun betonisasi 

1 paket Desa Bulung Kulon 

Dukuh Tengah RT. 003 

RW. 005, Kab. Kudus, 

Jekulo, Bulung Kulon 

BPPKAD  Anggaran :  

857 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Bahu Jalan Longsor. perlu adanya 

pembangunan Talut Jalan Ruas Jalan 

Bulung Kulon - Jawik Pladen 

1 paket Jalan Bulung Kulon, 

Kab. Kudus, Jekulo, 
Bulung Kulon 

BPPKAD  Anggaran :  
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858 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Jalan rusak belum pernah di  aspal. 

perlu adanya betonisasi 

1 paket Dukuh Tengah Wetan 

RT. 002, 005 / RW. 008, 
Kab. Kudus, Jekulo, 

Bulung Kulon 

BPPKAD  Anggaran :  

859 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk betonisasi Jalan   

1 paket Dukuh Tengah Kulon 

RT. 006 / RW. 003, Kab. 

Kudus, Jekulo, Bulung 

Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

860 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan  

Ruas Jalan Kabupaten Desa Bulung 

Kulon - Jawik Pladen Rusak 

1 paket Desa Bulungkulon - 

Jawik Pladen, Kab. 

Kudus, Jekulo, Bulung 

Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

861 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembanguan 

dinding penahan pada jalan agar tidak 
longsor 

1 paket Jalan Lingkungan RW 

01, Kab. Kudus, 

Undaan, Glagahwaru 

BPPKAD  Anggaran :  



IV - 247 
 

No Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi 
Perangkat 

Daerah terkait 
 Validasi/ 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6  7  

862 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk perbaikan 
saluran air karena Penyumbatan yang 

mengakibatkan genangan 

1 paket RW 04 - RW 05, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Glagahwaru 

BPPKAD  Anggaran :  

863 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

sarparas di Desa Undaan yang Belum 

mempunyai Gedung Serbaguna 

1 paket RT 05 RW 01, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  

864 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

Sebagai lanjutan pembuatan Draenase 

Jalan Benthung Desa 

1 paket Jalan Benthung Desa 

RW 01 - RW 02, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  

865 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk pembangunan 

sarprasUntuk pencegahan longsor 

1 paket Jalan Desa Kutuk, Kab. 
Kudus, Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  
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866 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk perbaikan 
jembatan di Lingkungan RT 01 RW 01 

yang memprihatinkan 

1 paket RT 01 RW 01, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  

867 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk perbaikan jalan 

di lingkungan RT 01 RW 01 yang kurang 

memadahi 

1 paket RT 01 RW 01, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  

868 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk perbaikan 
Benthung Desa di  RW 05 yang kurang 

memadahi 

1 paket RW 05, Kab. Kudus, 

Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  

869 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

saluran pembuangan air di lingkungan 
RT 01 RW 04 karena sebelumnya 

Kurang lancarnya  

1 paket RT 01 RW 04, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  
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870 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembuangan 
karena kurang air lingkungan RT 10 RW 

03  

1 paket RT 10 RW 03, Kab. 

Kudus, Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  

871 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Pemberian Bantuan Keuangan Desa 

untuk Pembangunan Jalan Lingkungan 

RW01  

1 paket Jalan lingkungan RW 

01, Kab. Kudus, 

Undaan, Glagahwaru 

BPPKAD  Anggaran :  

872 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk keperluan 

pembuatan Drainase untuk mengurangi 

penyumbatan aliran air yang 
mengakibatkan genangan 

1 paket RW 04 - RW 05, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Glagahwaru 

BPPKAD  Anggaran :  

873 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk pembangunan 

Gedung Serbaguna dan sangat 

mendesak 

1 paket KUTUK, Kab. Kudus, 
Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  
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874 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Sebagai lanjutan pembuatan drainase 

Jalan Benthung Desa 

1 paket Jalan Benthung Desa, 

RW 01 - RW 02, Kab. 
Kudus, Undaan, Kutuk 

BPPKAD  Anggaran :  

875 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

pelebaran jalan ngemplak karangrowo 

1 paket desa ngemplak, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

BPPKAD  Anggaran :  

876 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Peninggian jalan 

karangrowo larik rejo 

1 paket karangrowo larikrejo, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

BPPKAD  Anggaran :  

877 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 

Bantuan Keuangan di Desa Karangrowo 

1 paket Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

BPPKAD  Anggaran : 

500.000.000 

878 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 

Bantuan keuangan Desa Payaman 

1 paket Desa Payaman, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Wetan 

BPPKAD  Anggaran :  
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879 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pompa tenaga surya Desa Karangrowo 

1 paket Desa Wates, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Karangrowo 

BPPKAD  Anggaran :  

880 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 

Bantuan Keuangan Desa Ngemplak 

1 paket Desa Ngemplak, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Ngemplak 

BPPKAD  Anggaran : 

500.000.000 

881 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 

Bantuan keuangan Desa Larikrejo 

1 paket Desa Larikrejo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Larikrejo 

BPPKAD  Anggaran : 

500.000.000 

882 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 

Bantuan Keuangan Desa Sambung 

1 paket Desa Sambung, Kab. 

Kudus, Sambung 

BPPKAD  Anggaran :  

883 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 

Bantuan Keuangan Desa Gulang 

1 paket Desa Gulang, Kab. 

Kudus, Seluruh 

Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran :  
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884 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 
Pembangunan Pompa Tenaga Surya 

Desa Karangrowo 

1 paket Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Karangrowo 

BPPKAD  Anggaran :  

885 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

Betonosasi jln srabi lor jetis rw2 

1 paket Getasrabi RW 2, Kab. 

Kudus, Gebog, 

Getassrabi 

BPPKAD  Anggaran :  

886 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

Betonisasi jalan (Lanjutan) Prambatan 

Lor - Purwosari 

1 paket Dk. Salak Ds. 

Padurenan, Kab. Kudus, 

Gebog, Padurenan 

BPPKAD  Anggaran :  

887 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Betonisasi jalan 

(Lanjutan) Prambatan Lor - Purwosari 

1 paket Prambatan Lor, RT.08 

RW. 3, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, Prambatan 
Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

888 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 

jalan RT 02, 05 RW 04. 

1 paket Prambatan Kidul RW 04, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Kidul 

BPPKAD  Anggaran : 

150.000.000 
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889 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pagar Makam Karangasem 

1 paket Rt 01/Rw 05, Dukuh 

Kiyongan, Desa 
Karangampel, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Karangampel 

BPPKAD  Anggaran :  

890 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk pemberian 

Permohonan Pembangunan Jalan 

Lingkungan 

1 paket RW 05 Dukuh Kalidoro, 
Kab. Kudus, Jekulo, 

Bulungcangkring 

BPPKAD  Anggaran :  

891 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian  

Permohonan Pembangunan Jalan 

Lingkungan 

1 paket RW 15 Dukuh 

Karangrowo, Kab. 

Kudus, Jekulo, 

Bulungcangkring 

BPPKAD  Anggaran :  

892 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk pemberian  

Permohonan Pembangunan Jalan 

Lingkungan 

1 paket RW. 2 Dukuh Pecinan, 
Kab. Kudus, Jekulo, 

Bulungcangkring 

BPPKAD  Anggaran :  
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893 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 
Pembangunan lapangan, Kondi si 

Lapangan Kurang layak 

1 paket Lapangan Olah Raga 

Desa Bulungcangkring, 
Kab. Kudus, Jekulo, 

Bulungcangkring 

BPPKAD  Anggaran : 

300.000.000 

894 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Makam Guyangan Dukuh Karang 

Desa Jekulo 

1 paket Dukuh Karang, Kab. 
Kudus, Jekulo, Jekulo 

BPPKAD  Anggaran :  

895 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Jalan Lingkungan Dukuh Mijen Rw. 10, 

11. & 12 

1 paket Dukuh Mijen RW. 10, 

11, & 12, Kab. Kudus, 

Jekulo, 

Bulungcangkring 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

896 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Saluran Air Jalan Lingkungan Rw. 8 dan 

Rw. 9 Desa Bulungcangkring 

1 paket Desa Bulungcangkring 

Rw. 8 & Rw. 9, Kab. 

Kudus, Jekulo, 

Bulungcangkring 

BPPKAD  Anggaran :  
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897 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 
Permohonan Betonisasi Jalan Gang Rt. 

02 Rw. 01 Desa Menawan 

1 paket Gang Rt. 02 Rw. 01 Desa 

Menawan, Kab. Kudus, 
Gebog, Menawan 

BPPKAD  Anggaran : 

125.000.000 

898 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk pemberian 

Permohonan Betonisasi Jalan 

Lingkungan Rt. 02 Rw. 07 Desa Gribig 

1 paket Rt. 02 Rw. 07 Desa 
Gribig, Kab. Kudus, 

Gebog, Gribig 

BPPKAD  Anggaran : 
120.000.000 

899 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 

Betonisasi Talud dan Renovasi Pagar 

Makam Eka Bhakti Winong 

1 paket Desa Gribig Rw. 1, Kab. 

Kudus, Gebog, Gribig 

BPPKAD  Anggaran :  

900 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pemberian 

Pembangunan Pagar Makam Singolelo 
Gribig 

1 paket Desa Gribig Rw. 3, Kab. 

Kudus, Gribig 

BPPKAD  Anggaran : 

125.000.000 
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901 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Sarana Pelatihan Pemberdayaan 

masyarakat di  Desa Gribig 

1 paket Desa Gribig, Kab. 

Kudus, Gebog, Gribig 

BPPKAD  Anggaran :  

902 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Kios Desa Karangbener 

1 paket RT.04 RW.05 Desa 
Karangbener, Kab. 

Kudus, Bae, 

Karangbener 

BPPKAD  Anggaran :  

903 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengadaan 
Lampu Penerangan Jalan Dusun 

Kayuapu Gg.20 

1 paket Dusun Kayuapu Gg.20 

Rt.02 RW.11, Kab. 
Kudus, Bae, 

Karangbener 

BPPKAD  Anggaran :  

904 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Peninggian dan 

Batasan Lapangan Sepakbola 

1 paket Desa Temulus RT.03 

RW.03, Kab. Kudus, 

Mejobo, Temulus 

BPPKAD  Anggaran :  
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905 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pagar Makam Umum Randu Dukuh 

Durenan RT.03 RW.01 Desa Mejobo 

1 paket Dukuh Durenan RT.03 

RW. 01 Desa Mejobo, 
Kab. Kudus, Mejobo, 

Mejobo 

BPPKAD  Anggaran :  

906 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan Ds. 

Bakalan Krapyak Rt 02 Rw 03 

Kec.Kaliwungu 

1 paket Rt 02 Rw 03, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

907 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 
jalan Rw.05 Ds.Japan Kec.Dawe 

1 paket Rw.05, Kab. Kudus, 

Dawe, Japan 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

908 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Jalan Rw04 Ds.Japan Kec.Dawe 

1 paket Rw.04, Kab. Kudus, 

Dawe, Japan 

BPPKAD  Anggaran :  

909 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud makam mbah banteng desa Getas 

Rw 02 

1 paket Rw 02, Kab. Kudus, Jati, 

Getaspejaten 

BPPKAD  Anggaran :  
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910 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
saluran air Rt01/Rw02 dukuh tanjung 

Ds.Bakalan Krapyak Kec. kaliwungu 

1 paket Rt01/Rw02 dukuh 

tanjung, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

BPPKAD  Anggaran : 

150.000.000 

911 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pengecoran jalan 

Rt06/Rw04 dukuh gamboran 

Ds.Bakalan Krapyak Kec.Kaliwungu 

1 paket Rt06/Rw04 dukuh 
gamboran, Kab. Kudus, 

Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

BPPKAD  Anggaran :  

912 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 

jalan RW 02 Ds.Bakalan Krapyak 

Kec.Kaliwungu 

1 paket RW 02 Ds.Bakalan 

Krapyak Kec.Kaliwungu, 

Kab. Kudus, Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

913 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Jalan Rw04 Ds.Japan Kec.Dawe 

1 paket Rw 04 Ds.Japan 

Kec.Dawe, Kab. Kudus, 

Dawe, Japan 

BPPKAD  Anggaran :  
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914 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Talud Jalan Rw 03 Ds.Japan Kec.Dawe 

1 paket Rw 03 Ds.Japan 

Kec.Dawe, Kab. Kudus, 
Dawe, Japan 

BPPKAD  Anggaran :  

915 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 

jalan Rw.05 Ds.Japan Kec.Dawe 

1 paket Rw.05 Ds.Japan 

Kec.Dawe, Kab. Kudus, 

Dawe, Japan 

BPPKAD  Anggaran :  

916 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

Talud Tk Pertiwi Ds.Krandon Kec.Kota 

1 paket Tk Pertiwi Ds.Krandon 

Kec.Kota, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Krandon 

BPPKAD  Anggaran :  

917 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pengurukan 

lapangan cengkir manis 

1 paket lapangan cengkir manis 

prambatan lor, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Prambatan Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

918 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Jalan RW 1 Desa Peganjaran 

1 paket Desa Peganjaran RW 1 

Kec Bae Kab Kudus, 

Kab. Kudus, Bae, 

Peganjaran 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 
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919 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 
jalan samben ke masen desa 

karangmalang kec. gebog yang kondi 

sinya sudah mulai rusak 

1 paket Ds. Krangmalang Kec. 

Gebog Kab. Kudus, Kab. 
Kudus, Gebog, 

Karangmalang 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

920 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan 

Rabat Ngembal Kulon 

1 paket Desa Ngembal Kulon 
Kec. Jati Kab. Kudus, 

Kab. Kudus, Jati, 

Ngembal Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 
300.000.000 

921 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Rehabilitasi 

Saluran Air Desa Rendeng Rt 1, Rt 2, Rt 

3 RW 1 Kec. Kota Kab. Kudus 

1 paket Desa Rendeng Kec. Kota 

Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Rendeng 

BPPKAD  Anggaran :  

922 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk betonisasi jalan 

RT 2 dan RT 3 RW 1 Kec. Kota Kab. 

Kudus 

1 paket Desa Rendeng RW 1 Kec. 
Kota Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Rendeng 

BPPKAD  Anggaran :  
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923 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Saluran irigasi Blok Sigorok Desa Jati 

Kulon 

1 paket Desa Jati Kulon, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 

150.000.000 

924 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud RW.01,02 Desa Ploso 

1 paket RW.01 dan RW.02, Kab. 

Kudus, Jati, Ploso 

BPPKAD  Anggaran : 

150.000.000 

925 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Tanggul RW.12 Desa Pasuruhan Lor 

1 paket RW 12, Kab. Kudus, 

Jati, Pasuruhan Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

926 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Saluran Air RT.02,03 RW.01 

1 paket RT.02.03 RW.01, Kab. 

Kudus, Jati, Pasuruhan 

Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

150.000.000 

927 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pagar Makam Ploso 

1 paket Desa Ploso, Kab. Kudus, 

Jati, Ploso 

BPPKAD  Anggaran :  
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928 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Talud RW.1 dan RW.2 

1 paket RW. 1 dan RW. 2Ploso, 

Kab. Kudus, Seluruh 
Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran :  

929 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Tanggul RW 12 Pasuruan Lor 

1 paket RW.12 Pasuruan Lor, 
Kab. Kudus, Jati, Jati, 

Seluruh 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran :  

930 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Saluran Air RW.1 

RT.2dan 3 Pasuruan Lor 

1 paket RW.1 Pasuruan Lor, 

Kab. Kudus, Jati, 

Pasuruhan Lor 

BPPKAD  Anggaran :  

931 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pagar Makam 

Ploso 

1 paket Ploso, Kab. Kudus, Jati, 

Ploso 

BPPKAD  Anggaran :  

932 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pengaspalan 

jalan RW.03 Loram Kulon 

1 paket RW.03 Loram Kulon, 
Kab. Kudus, Jati, Loram 

Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 
100.000.000 
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933 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pengaspalan 
jalan RW. 01 Jati Kulon 

1 paket RW.1 Jati Kulon, Kab. 

Kudus, Jati, Jati Kulon 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

934 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pengaspalan 

jalan RW.2 Pasuruan Kidul 

1 paket RW.2 Pasuruan Kidul, 
Kab. Kudus, Jati, 

Pasuruhan Kidul 

BPPKAD  Anggaran : 
100.000.000 

935 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 
jalan RW.3 desa Krandon 

1 paket RW.3 Krandon, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 
Krandon 

BPPKAD  Anggaran :  

936 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Saluran Air jl, KH. Asnawi (depan PAUD) 

Muslimat 

1 paket Jl. Kiyai Asnawi 
Krandon, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Krandon 

BPPKAD  Anggaran :  

937 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

saluran air Dukuh Kaliyoso RT. 05 RW. 

06 Desa Karangrowo Undaan Kudus 

1 paket Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

BPPKAD  Anggaran :  
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938 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya  Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
jalan Desa Wates RT. 03 RW. 03 Gang 

Rajawali 

1 paket Desa Wates, Kab. 

Kudus, Undaan, Wates 

BPPKAD  Anggaran :  

939 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya pemberian Bantuan 

keuangan desa untuk pembangunan 

jalan Dukuh Karangrejo RT. 03 RW. 04 
Desa Ngemplak Undaan Kudus 

1 paket Desa Ngemplak, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Ngemplak 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

940 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya pemberian Bantuan 

keuangan desa pembangunan jalan 
Desa Ngembalrejo RT. 03 dan 04 RW. 05 

1 paket Desa Ngembalrejo, Kab. 

Kudus, Bae, 
Ngembalrejo 

BPPKAD  Anggaran :  

941 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian bantuan 

keuangan RW 3 dan 4 Desa Karangrowo 

1 paket Desa Karangrowo, Kab. 

Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

BPPKAD  Anggaran :  

942 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian bantuan 

keuangan RW 2 s/d 10 Desa 
Tanjungrejo Jekulo 

1 paket Desa Tanjungrejo, Kab. 

Kudus, Jekulo, 
Tanjungrejo 

BPPKAD  Anggaran :  
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943 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Jalan RW 5 dan 6 Desa Karangrowo 

1 paket RW 5 dan 6 Desa 

Karangrowo, Kab. 
Kudus, Undaan, 

Karangrowo 

BPPKAD  Anggaran :  

944 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Jalan RW 4 Desa Tanjungrejo 

1 paket RW 4 Desa Tanjungrejo, 

Kab. Kudus, Jekulo, 

Tanjungrejo 

BPPKAD  Anggaran :  

945 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Rehabilitasi 

Pasar Desa (Sate Pekeng) 

1 paket Desa Gulang, Kab. 

Kudus, Gulang 

BPPKAD  Anggaran :  

946 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pasar Jepang (lanjutan) 

1 paket Desa Jepang, Kab. 

Kudus, Mejobo, Jepang 

BPPKAD  Anggaran :  

947 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pagar Makam Islam Ngasem Jepang 

1 paket Desa Jepang, Kab. 

Kudus, Mejobo, Mejobo, 
Seluruh 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran :  
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948 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pagar Makam Islam RW II Jl. Lingkar 

Jepang 

1 paket Desa Jepang RT 01 RW 

II, Kab. Kudus, Mejobo, 
Jepang 

BPPKAD  Anggaran : 

50.000.000 

949 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

jalan Kav. Bumi Makmur Dk. Gamboran 
RT 06 RW 04 Bakalan Krapyak 

1 paket Desa Bakalan Krapyak 

RT 06 RW 04, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 
Bakalankrapyak 

BPPKAD  Anggaran :  

950 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pagar Makam Islam Suryono RT 03 RW 

04 

1 paket Desa Payaman RT 03 

RW 04, Kab. Kudus, 
Mejobo, Payaman 

BPPKAD  Anggaran : 

75.000.000 

951 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Mushola Makam Eyang Rowijoyo 
Pajajaran 

1 paket Mejobo, Kab. Kudus, 

Mejobo, Mejobo 

BPPKAD  Anggaran : 

50.000.000 
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952 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pagar Makam Tambak Romo RT 01 RW 

02 Golantepus 

1 paket Desa Golantepus RT 01 

RW 02, Kab. Kudus, 
Mejobo, Golantepus 

BPPKAD  Anggaran : 

75.000.000 

953 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

pagar makam islam Ragil 

1 paket Desa Jepang RT 04 RW 

12, Kab. Kudus, Mejobo, 

Jepang 

BPPKAD  Anggaran :  

954 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar makam islam Gendhot 

1 paket Desa Jepang RT 02 RW 

10, Kab. Kudus, Mejobo, 

Jepang 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

955 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar Makam Islam desa Jepang 
RT02/RW10 

1 paket RT02/RW10, Kab. 

Kudus, Mejobo, Jepang 

BPPKAD  Anggaran :  

956 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Rehabilitasi 

Pasar Desa (Sate Pekeng) Gulang 

1 paket Desa Gulang, Kab. 

Kudus, Mejobo, Gulang 

BPPKAD  Anggaran :  
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957 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
Pasar Jepang (Lanjutan) 

1 paket Desa Jepang, Kab. 

Kudus, Seluruh 
Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran :  

958 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar Makam Islam Ngasem Jepang 

1 paket Desa Jepang, Kab. 

Kudus, Jepang 

BPPKAD  Anggaran :  

959 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar Makam Islam RWII Jl. Lingkar 

Jepang 

1 paket Jl. Lingkar RW II, Kab. 

Kudus, Mejobo, Jepang 

BPPKAD  Anggaran :  

960 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 
Keuangan Desa untuk Pembangunan Jl. 

Kavling Bumi Makmur Dk. Gamboran 

RT06/RW04 Desa Bakalan Krapyak 

1 paket Jl. Kavling Bumi 
Makmur Dk. Gamboran 

RT06/RW04, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 

Bakalankrapyak 

BPPKAD  Anggaran :  
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961 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
pagar/saluran Lapangan Gelanggang 

Pancasila Desa Jepang 

1 paket Desa Jepang, Kab. 

Kudus, Seluruh 
Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

BPPKAD  Anggaran :  

962 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Pagar Makam Islam Ragil Jepang 

RT04/RW12 Desa Jepang 

1 paket Desa Jepang 

RT04/RW12, Kab. 

Kudus, Mejobo, Jepang 

BPPKAD  Anggaran : 

50.000.000 

963 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
gorong-gorong saluran pembuangan air 

gandongan 

1 paket Desa Temulus, Kab. 

Kudus, Mejobo, Temulus 

BPPKAD  Anggaran :  

964 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

taman WJS (Wisata Jeratun Seluna ) 

Jalan Mejobo batas pati desa temulus 

1 paket WJS (Wisata Jeratun 

Seluna ) Jalan Mejobo 

batas pati desa temulus, 

Kab. Kudus, Mejobo, 

Temulus 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 
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965 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengaspalan 
Jalan Sotrono Desa Padurenan Gebog 

Kudus 

1 paket Desa Padurenan, Kab. 

Kudus, Gebog, 
Padurenan 

BPPKAD  Anggaran :  

966 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Saluran Drainase 

Jalan Sotrono Desa Padurenan Gebog 

Kudus 

1 paket Desa Padurenan Kec. 

Gebog, Kab. Kudus, 

Gebog, Padurenan 

BPPKAD  Anggaran :  

967 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 
Sandaran makam Desa Padurenan 

1 paket Padurenan, Kab. Kudus, 

Gebog, Padurenan 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

968 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

gedung serbaguna Desa Undaan Lor 
Kecamatan Undaan Kab. Kudus . dalam 

rangka meningkatkan sarpras Desa. 

untuk pertemuan Masyarakat. 

1 paket Gang 12, Desa Undaan 

Lor RT.007 RW.002, 

Kab. Kudus, Undaan, 
Undaan Lor 

BPPKAD  Anggaran : 

500.000.000 
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969 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
betonisasiperlunya peningkatan sarpras 

Desa di  Desa Glagah jalan Desa RW.4 

dan RW.5 desa Glagah waru dalam 

rangka meningkatkan sarpras desa. 

1 paket RW.4 dan 5 Glagah 

waru, Kab. Kudus, 
Undaan, Glagahwaru 

BPPKAD  Anggaran : 

200.000.000 

970 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pengecoran jalan 

gang 7 Undaan Lor untuk meningkatkan 
sarpras desa. 

1 paket Gang 7 Undaan Lor, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Lor 

BPPKAD  Anggaran : - 

971 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pengecoran bahu 

jalan kampung gang 5 dalam rangka 

meningkatkan sarpras di  desa 

1 paket Gang 5 Undaan lor, Kab. 

Kudus, Undaan, Undaan 

Lor 

BPPKAD  Anggaran : - 
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972 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pengadaan 
perahu dan mesin perahu untuk 

meningkatkan tanggap bencana di  

desa. karena desa Undaan lor rawan 

bencana 

1 paket undaan Lor gang 12, 

Kab. Kudus, Undaan, 
Undaan Lor 

BPPKAD  Anggaran : - 

973 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pengadaan 

perahu dalam rangka siaga bencana 

desa 

1 paket desa Wates, Kab. Kudus, 

Undaan, Undaan Lor 

BPPKAD  Anggaran : - 

974 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembangunan 

saluran gang 28 undaan lor undaan 

Kudus untuk menciptakan lingkungan 

yang bersih dan rapi 

1 paket undaan lor gang 28, 

Kab. Kudus, Undaan, 

Undaan Lor 

BPPKAD  Anggaran : - 
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975 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 
saluran gang 3 Desa Undaan Lor 

Undaan Kudus dalam rangka 

meningkatkan lingkungan yang bersih 

1 paket Undaan Lor RT.3 RW,1, 

Kab. Kudus, Undaan, 
Undaan Lor 

BPPKAD  Anggaran : - 

976 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk Pembangunan 

Talud Jalan Dukuh Guono Rw. 02 Desa 

Dukuhwaringin 

1 paket Pembangunan Talud 

Jalan Dukuh Guono Rw. 

02 Desa Dukuhwaringin, 

Kab. Kudus, Dawe, 

Dukuhwaringin 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

977 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

Terlaksananya Pemberian Bantuan 

Keuangan Desa untuk pembuatan 

Pasangan Talud Rw. 02 Desa Cranggang 

1 paket Pasangan Talud Rw. 02 

Desa Cranggang, Kab. 

Kudus, Dawe, 

Cranggang 

BPPKAD  Anggaran : 

100.000.000 

978 PRPOGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA/Pemberdayaan Pembudi Daya 

Ikan Kecil/Pemberian Pendampingan, 
Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Informasi, serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Jumlah Hibah Kolam / kolam terpal 1 Paket Ngempak, Undaan, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 
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979 PRPOGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA/Pemberdayaan Pembudi Daya 
Ikan Kecil/Pemberian Pendampingan, 

Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Informasi, serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Jumlah Hibah benih ikan 1 Paket Honggosoco, Jekulo,  

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

980 PRPOGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA/Pemberdayaan Pembudi Daya 

Ikan Kecil/Pemberian Pendampingan, 
Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Informasi, serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Jumlah Hibah Kolam / kolam terpal 1 Paket RT 3 RW 1, 

Karangmalang, Gebog, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

981 PRPOGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA/Pemberdayaan Pembudi Daya 

Ikan Kecil/Pemberian Pendampingan, 
Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Informasi, serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Jumlah Hibah benih ikan 1 Paket Surya lele, Desa Jati 

Kulon, Jati, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

50000000 

982 PRPOGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA/Pemberdayaan Pembudi Daya 

Ikan Kecil/Pemberian Pendampingan, 

Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi dan Informasi, serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Jumlah Hibah benih ikan 1 Paket Undaan Kidul, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

983 PRPOGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA/Pemberdayaan Pembudi Daya 

Ikan Kecil/Pemberian Pendampingan, 

Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi dan Informasi, serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Jumlah Hibah Kolam / kolam terpal 1 Paket Gulang, Mejobo, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

984 PROGRAM PENGENDALIAN PENGENDALIAN 

DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

PERTANIAN/Pengendalian dan 

Penanggulangan Bencana Pertanian 

Kabupaten atau Kota/Pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Jumlah Hibah bibit padi 1 Paket Undaan, Undaan, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

150000000 
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Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan 

985 PROGRAM PENGENDALIAN PENGENDALIAN 
DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

PERTANIaN/Pengendalian dan 

Penanggulangan Bencana Pertanian 

Kabupaten atau Kota/Pengendalian 

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 
Perkebunan 

Jumlah Hibah bibit tanaman buah - 
buahan unggulan 

1 Paket Desa Jati Kulon, Jati, 
Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

986 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER /Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Vetriner/Pendampingan Unit Usaha Hewan 
dan Produk Hewan 

Jumlah Hibah sarpras peternakan 

(kandang, alat / mesin peternakan) 

1 Paket Sidomulyo Rt 2 Rw 1, 

Jekulo, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

75000000 

987 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER /Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Vetriner/Pendampingan Unit Usaha Hewan 

dan Produk Hewan 

Jumlah Hibah sarpras peternakan 

(kandang, alat / mesin peternakan) 

1 Paket Desa Honggosoco, 

Jekulo, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

300000000 

988 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER /Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Vetriner/Pendampingan Unit Usaha Hewan 

dan Produk Hewan 

Jumlah Hibah sarpras peternakan 
(kandang, alat / mesin peternakan) 

1 Paket RW 02, Gondosari, 
Gebog, Kab. Kudus, 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

989 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER /Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Jumlah Hibah sarpras peternakan 
(kandang, alat / mesin peternakan) 

1 Paket Honggosoco Rt. 1/4, 
Jekulo Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  
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Vetriner/Pendampingan Unit Usaha Hewan 

dan Produk Hewan 

990 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER /Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Vetriner/Pendampingan Unit Usaha Hewan 
dan Produk Hewan 

Jumlah Hibah sarpras peternakan 

(kandang, alat / mesin peternakan) 

1 Paket Desa Bulungcangkring, 

Jekulo Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

991 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER /Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Vetriner/Pendampingan Unit Usaha Hewan 

dan Produk Hewan 

Jumlah Hibah sarpras peternakan 

(kandang, alat / mesin peternakan) 

1 Paket Desa Honggosoco, 

Jekulo, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

992 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER /Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Vetriner/Pendampingan Unit Usaha Hewan 

dan Produk Hewan 

Jumlah Hibah sarpras peternakan 

(kandang, alat / mesin peternakan) 

1 Paket Desa Cendono, Dawe, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

993 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER /Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Vetriner/Pendampingan Unit Usaha Hewan 

dan Produk Hewan 

Jumlah Hibah sarpras peternakan 
(kandang, alat / mesin peternakan) 

1 Paket Cendono, Dawe, Kab. 
Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

994 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETRINER /Penjaminan Kesehatan Hewan, 

Penutupan dan Pembukaan Daerh Wabah 

penyakit Hewan Menular dalam Daerah 

Kabupaten atau Kota/Pengendalian dan 

Penanggulangan Penyakit Hewan dan 
Zoonosis 

Jumlah Hibah ternak 1 Paket Dkh Kedung Mojo rt 5 
rw 6, Tanjungrejo, 

Jekulo, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran : 
100000000 
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995 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 
VETRINER /Penjaminan Kesehatan Hewan, 

Penutupan dan Pembukaan Daerh Wabah 

penyakit Hewan Menular dalam Daerah 

Kabupaten atau Kota/Pengendalian dan 

Penanggulangan Penyakit Hewan dan 

Zoonosis 

Jumlah Hibah ternak 1 Paket Dukuh Beru RT 06 RW 

07, Gondosari, Gebog, 
Kab. Kudus  

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

996 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETRINER /Penjaminan Kesehatan Hewan, 

Penutupan dan Pembukaan Daerh Wabah 

penyakit Hewan Menular dalam Daerah 

Kabupaten atau Kota/Pengendalian dan 
Penanggulangan Penyakit Hewan dan 

Zoonosis 

Jumlah Hibah ternak 1 Paket RT 4 RW 
7,Karangmalang, Gebog, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

997 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETRINER /Penjaminan Kesehatan Hewan, 

Penutupan dan Pembukaan Daerh Wabah 

penyakit Hewan Menular dalam Daerah 
Kabupaten atau Kota/Pengendalian dan 

Penanggulangan Penyakit Hewan dan 

Zoonosis 

Jumlah Hibah ternak 1 Paket RT 5 RW 1, Pendurenan, 

Gebog, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

998 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah ternak 1 Paket Ds Getassrabi, 

Getasserabi, Gebog, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

999 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Honggosoco, Jeklo, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

100000000 
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1000 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Pladen Rt 2 Rw1, Jekulo, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1001 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 
Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit desa gondoharum, 

Jekulo, Kab. Kudus  

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1002 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit GAPOKTAN TANI 

MULYO DESA UNDAAN 

LOR KEC UNDAAN, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1003 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Desa Loram Kulon, Jati, 
Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

1004 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Gapoktan Tirto Rejo rt 

02 rw 04 wates, undaan 
kudus, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

600000000 

1005 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Gapoktan Kondang Wiro 

Tani Undaan Tengah rt 

04 rw 02, Undaan 
Tengah, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

600000000 
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1006 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Kelompok tani Pusoko 

Undaan tengah rt 03 rw 
01 undaan kudus, 

Undaan tengah, 

Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

600000000 

1007 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Kelompok Tani Mulyo 

Undaan lor Rt.2 Rw.2 

Gang :12, Undaan Lor, 

Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

600000000 

1008 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Kutuk, Kab. Kudus Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1009 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 
Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Glagahwaru, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1010 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 

Jumlah Hibah alat / mesin pertanian 1 Unit Desa Karangrowo, 

Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  
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1011 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi samirejo, Dawe, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

75000000 

1012 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi klaling, Jekulo, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1013 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Hadiwarno, Kec. 

Mejobo Kab. Kudus, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1014 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Ds.Sidorekso Kec. 

Kaliwungu Kab. Kudus, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1015 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi sidomulyo, Jekulo, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1016 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi margorejo, Dawe, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  
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1017 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Kajar RT. 02 RW. 

03 Kecamatan Dawe 
Kudus, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1018 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Margorejo Dawe RT 
01 RW 09 Kecamatan 

Dawe Kudus, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

1019 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Sido Mulyo RT. 02 

RW. 02 Kecamatan 

Jekulo Kudus, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1020 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Jalak Lor, Jekulo, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1021 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Dukuh Tampung Rw 5, 
Jekulo, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

1022 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok kancilan RW 5, 

Jekulo,Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  
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1023 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 Paket RT 06 RW 03 

Getasserabi, Gebog, Kab. 
Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

100000000 

1024 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 Paket RW 10 Desa Kedungsari, 

Gebog, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

100000000 

1025 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Ganjuran Desa 

Karangmalang, Gebog, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

100000000 

1026 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Padurenan RW 1, 

Gebog, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1027 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi RT 12 RW 6, Getassrabi, 

Gebog, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

100000000 

1028 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi JUT Sisendang Desa 

Klumpit, Gebog, Kab. 
Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1029 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi JUT Mbah Sirokol Desa 

Papringan, Kaliwungu,, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

150000000 
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1030 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Dukuh Pondok, 

Samirejo, Dawe, Kab. 
Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1031 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Jepang Pakis-
Megawon,Jati, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

1032 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Sri Mukti, Kutuk, 

Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

100000000 

1033 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Sri Rahayu, Kutuk, 

Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1034 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Sri Raharjo, 

Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1035 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Sido Urip 

Glagahwaru, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

100000000 
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1036 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Sido Dadi, 

Glagahwaru, Undaan, 
Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

100000000 

1037 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Sido Rejo, 
Glagahwaru, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran : 
100000000 

1038 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Blalak Rejo, 

Wonosoco, Undaan, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1039 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Penggung Rejo, 

Wonosoco, Undaan, Kab. 
Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1040 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Gapuk Rejo, 
Wonosoco, Undaan, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

1041 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Modang Rejo, 

Wonosoco, Undaan, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1042 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Modang 

Rejo,Undaan,  Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  
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Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

1043 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Gemblung 

Rejo,Wonosoco, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1044 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 Paket Blok Kali Rejo, Undaan 

Kidul, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1045 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Tambak 

Rejo,Undaan Kidul, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1046 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Tambak Sari, 

Undaan Kidul, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1047 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Singo Rono, 
Undaan Kidul, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

1048 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Gempol Rejo, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  
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1049 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Kudo Mulyo, 

Undaan Kidul, Undaan, 
Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1050 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Kauman, Undaan 
Kidul, Undaan, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

1051 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Joyo Mulyo, 

Undaan Kidul, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1052 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Ngmplak, 

Ngemplak, Undaan, Kab. 
Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1053 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Larikrejo, Undaan, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1054 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Sambung, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1055 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Gulang, Mejobo, 
Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  
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1056 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Lau, Dawe, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1057 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa bulungcangkring, 

Jekulo, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1058 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi RW.06 Desa 

Karangbener, Bae, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1059 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi RW.03 Desa Bacin, Bae, 
Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran : 
200000000 

1060 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Ds. Mejobo, Mejobo, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1061 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Cangkring Ds. 

Kalirejo, Undaan Kudus, 

Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 
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1062 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Kudan Ds. Kalirejo 

Kec. Undaan Kudus, 
Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1063 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Kekepan Ds. 
Kalirejo Undaan Kudus, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran : 
200000000 

1064 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Desa Karangrowo, 

Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1065 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Wonorejo Desa 

Karangrowo, Undaan, 
Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1066 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Kudu Manis Desa 
Karangrowo, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

1067 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 Lokasi Blok Sido Dadi Desa 

Karangrowo, Undaan, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  
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1068 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Sri Mulyo Desa 

Karangrowo, Undaan, 
Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1069 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Pancen, Gulang, 
Mejobo, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran :  

1070 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi  Gulang, Mejobo, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1071 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 
Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Grinting Desa 

temulus Mejobo, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1072 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 lokasi Blok Simpang Joyo Desa 

Temulus, Mejobo, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

200000000 

1073 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 

Tani 

Jumlah Hibah JUT 1 Paket Blok Wetan Kali desa 

Kesambi, Mejobo, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  
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1074 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 
Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Usaha Tani 

Jumlah Hibah JITUT 1 Lokasi Blok Sri Bangun, Kutuk, 

Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

100000000 

1075 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 
PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Usaha Tani 

Jumlah Hibah JITUT 1 Lokasi Blok Sri Tani, Kutuk, 
Undaan, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 
dan Pangan 

Anggaran : 
100000000 

1076 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Usaha Tani 

Jumlah Pembangunan sumur mata air 

dangkal 

1 Lokasi Desa Cendono, Dawe, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran : 

150000000 

1077 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 
Usaha Tani 

Jumlah Pembangunan sumur mata air 

dangkal 

1 Lokasi Desa Jepang, Mejobo, 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1078 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan 

PRASARANA PERTANIAN/Pembangunan 

Prasarana Pertanian/Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Usaha Tani 

Jumlah Hibah JITUT 1 Lokasi desa wates, Undaan 

Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1079 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN/Pengembangan Prasarana 

Pertanian/Penyusunan Masterplan 

Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan 

dan Komoditas Perkebunan 

Jumlah Hibah bibit tanaman 

perkebunan 

1 Paket Cranggang Rt 3 Rw 5, 

Dawe, Kab. Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  

1080 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN/Pengembangan Prasarana 

Pertanian/Penyusunan Masterplan 

Jumlah Hibah alat pengolahan 

perkebunan (kopi/gula tumbu) 

1 Unit lau dawe, Dawe, Kab. 

Kudus 

Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Anggaran :  
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Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan 

dan Komoditas Perkebunan 

1081 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN/Kegiatan 

Pemberdayaan Kelurahan/Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahun 2022 

          

1082 Pembangunan Jalan Kelurahan Aspal 

Kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket purwosari rt 02 rw 07, 

Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Purwosari 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

                 

40.000.000  

1083 Pemeliharaan Jalan Paving Kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket purwosari rt 02 rw 07, 
Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Purwosari 

KECAMATAN 
KOTA KUDUS 

                 
40.000.000  

1084 Rehabilitasi Saluran/Drainase di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket RT 5 RW 6, Kelurahan 

Purwosari, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Purwosari 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

100.000.000  

1085 Pembangunan Saluran/Drainase di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket keluran Mlati Norowito 
rt 1 rw 8 gang 10, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Kota Kudus, Seluruh 

Kelurahan/Desa 

KECAMATAN 
KOTA KUDUS 

               
150.000.000  
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1086 Rehabilitasi Saluran/Drainase di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kelurahan Kerjasan Kec. 

Kota Kab. Kudus, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

200.000.000  

1087 Normalisasi Sungai / Saluran Pembuang Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kelurahan Kerjasan Kec. 

Kota Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

200.000.000  

1088 Rehabilitasi Saluran/Drainase di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kel. Mlati Kidul Kec. 

Kota Kab. Kudus, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

200.000.000  

1089 Pemeliharaan Jalan Aspal di Kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kel. Mlati Kidul Kec. 

Kota Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

150.000.000  
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1090 Pembangunan Jalan Kelurahan Aspal 

Kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kel. Mlati Kidul Rw 3 

Kota Kudus, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

185.000.000  

1091 Pembangunan Jalan Kelurahan Aspal 

Kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket kel. mlati kidul rt 1 rw 2 

kota kudus, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

200.000.000  

1092 Pembangunan Jalan Kelurahan Aspal 

Kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kel. Mlati Kidul Rw 2 

Kota Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

160.000.000  

1093 Rehabilitasi Saluran/Drainase di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kel. Mlati Kidul Rw 1 

Kota Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

200.000.000  

1094 Pengadaan sarana dan prasarana keamanan 

di kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kel. Mlati Kidul Kec. 

Kota Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

                               

-    
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1095 Pembangunan Jalan Beton di Kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kel. Mlati Kidul RT 7 RW 

1 Kec. Kota Kab. Kudus, 
Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

                               

-    

1096 Pembangunan Saluran/Drainase di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket purwosari rt 02 rw 07, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Purwosari 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1097 Pembangunan Jalan Kelurahan Aspal 

Kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jalan Ganesha II A, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Purwosari 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1098 Pembangunan Jalan Beton di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jalan Makam 

Mlatinorowito RT.01 

RW.07, Kab. Kudus, 
Kota Kudus, Mlati 

Norowito 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1099 Pembangunan Saluran Air/Drainase di 

kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jalan Gang IA KAV 

RT.04 RW.02, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Mlati Norowito 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  
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1100 Rehab saluran air di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jalan Raden Ayu Mlati 

RW 1, Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1101 Pembangunan Saluran Air/Drainase di 
kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jalan Dasimah 8 RW 1, 
Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Mlati Kidul 

KECAMATAN 
KOTA KUDUS 

 -  

1102 Rehabilitasi Saluran Air/ Drainase di 

kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jalan Dasimah 3 RW 1, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1103 Pembangunan Jalan Pavingisasi di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jalan Taman 1 RW 2, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1104 Pembangunan Jalan Beton di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jalan Bugenvil RW 3, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1105 Pembangunan Jalan Beton di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jalan Tankubar RW 3, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Mlati Kidul 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  
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1106 Rehabilitasi jalan lingkungan di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kerjasan rw 02, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 
Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1107 Rehabilitasi Saluran Air/ Drainase di 
kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket kerjasan rw 02, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Kerjasan 

KECAMATAN 
KOTA KUDUS 

 -  

1108 Pemeliharaan Jalan Pavingisasi di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket kerjasan rw 02, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1109 Pembangunan lampu penerangan jalan di 

kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket kelurahan kerjasan, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1110 Rehab gedung kepemudaan di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Kelurahan Kerjasan, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1111 Rehabilitasi Saluran Air/ Drainase di 

kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket kelurahan kerjasan, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  
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1112 Rehab saluran air di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket jl. Moh. Arwani 

Kelurahan Kajeksan 
Kecamatan Kota Kudus, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Kajeksan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1113 Rehabilitasi Saluran Air/ Drainase di 
kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Jl Kwanaran- Pagongan 
Kajeksan kota kudus, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Kajeksan 

KECAMATAN 
KOTA KUDUS 

 -  

1114 Pembangunan Jalan Aspal di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket RW 07 Purwosari, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Purwosari 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1115 Pembangunan Jalan Aspal di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket RW 03 Purwosari, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Purwosari 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1116 Pembangunan Jalan Aspal di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket RW 05 Purwosari, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 
Purwosari 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  
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1117 Pengadaan sarana dan prasarana keamanan 

di kelurahan 

Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Desa Panjunan RT 

01,02,03, Kab. Kudus, 
Kota Kudus, Panjunan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1118 Rehab makam di kelurahan Jumlah rehab sarana dan prasarana 1 Paket Makam Mbah Buyut 

Sidin Kelurahan Wergu 

Kulon, Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Wergu Kulon 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1119 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN/Kegiatan 

Pemberdayaan Kelurahan/Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan 

          

1120 Pelatihan Ketrampilan di Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

1 Paket Kelurahan Kerjasan Kec. 

Kota Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 
Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

350.000.000  

1121 Pelatihan Ketrampilan di Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

1 Paket Kel. Kerjasan Kec. Kota 

Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

100.000.000  
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1122 Pelatihan Ketrampilan di Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

1 Paket Kel. Wergu Wetan Kec. 

Kota Kab. Kudus, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Wergu Wetan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

               

150.000.000  

1123 Pelatihan Ketrampilan di Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

1 Paket Kel. Sunggingan Kec. 

Kota Kab. Kudus, Kab. 

Kudus, Kota Kudus, 

Sunggingan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

                 

80.000.000  

1124 Pelatihan di kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

1 Paket Jalan Ganesha II Nomor 

5 Purwosari, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 

Purwosari 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1125 Pelatihan di kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

1 Paket kelurahan kerjasan, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Kerjasan 

KECAMATAN 

KOTA KUDUS 

 -  

1126 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN/Pelaksanaan Sehat 
dalam rangka Promotif Preventif Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota/ Penyelenggaraan 

Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih 

dan Sehat 

Jumlah Publikasi advertorial kesehatan 

di media online 

1 paket Jl Diponegoro No 15, 

Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Nganguk 

DKK Anggaran : 

200.000.000 
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1127    Jumlah Publikasi program kesehatan 

melalui media online 

1 paket Kab. Kudus, Seluruh 

Kecamatan dan 
Kelurahan/ Desa 

DKK Anggaran : 

150.000.000 

1128   Jumlah Publikasi program kesehatan 

melalui media massa cetak dan online 

1 paket Kab. Kudus, Seluruh 

Kecamatan dan 

Kelurahan/ Desa 

DKK Anggaran : 

200.000.000 

1129   Jumlah Publikasi program kesehatan 

melalui media massa cetak dan online 

1 paket Jl Diponegoro No 15, 

Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Nganguk 

DKK Anggaran : 

100.000.000 

1130   Jumlah Publikasi program kesehatan 

melalui media massa cetak dan online 

1 paket Jl. Diponegoro No.15, 

Nganguk, Kec. Kota 

Kudus, Kabupaten 
Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan/ Desa 

DKK Anggaran : 

25.000.000 
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1131 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT/Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota/ Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Puskesmas 

Jumlah  Puskesmas yang direhabilitasi 1 paket Desa Rejosari rt.5 rw.1, 

Kecamatan Dawe Kab. 
Kudus,  

DKK Anggaran : 

25.000.000 

1132 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT/Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 

Jumlah  Puskesmas yang direhabilitasi 1 paket Desa Rejosari rt.5 rw.1, 

Kecamatan Dawe Kab. 

Kudus,  

DKK Anggaran : 

25.000.000 

1133   Jumlah Pendampingan di desa - desa 

untuk tindak lanjut dalam penanganan 

stunting 

1 paket Seluruh Kelurahan/ 

Desa 

DKK   

1134   Jumlah Pendampingan di desa - desa 

untuk tindak lanjut dalam penanganan 

stunting 

1 paket Seluruh Kelurahan/ 

Desa 

DKK   

1135 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT/Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Pengelolaan 

Pelayanan Promosi Kesehatan 

Jumlah Publikasi program kesehatan 

melalui media massa cetak dan online 

1 paket Puskesmas dan 

sebagian persimpangan 

jalan, Kab. Kudus,  
Mejobo, Seluruh 

Kelurahan/ Desa 

DKK   
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1136   Jumlah Publikasi program kesehatan 

melalui media online 

1 paket Dinas Kesehatan Jl. 

Diponegoro, Kab. Kudus, 
Kota Kudus, Nganguk 

DKK Anggaran : 

175.000.000 
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Tabel 4.9  

TABEL DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DPRD YANG DITOLAK PADA RKPD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 

 
No Pengusul Usulan Permasalahan Alamat OPD Tujuan Akhir Rekomendasi SKPD Status Keterangan Penolakan 

1 Susanto Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 

Huni 

RTLH Bapak Sutiono RT. 03 
RW. 03 Tenggeles Dukuh 

Kalangan 

Dukuh Kalangan 
RT. 03 RW. 03 

Tenggeles, Kab. 
Kudus, Mejobo, 
Tenggeles 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 

DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

2 Sulistyo 
Utomo, S.E 

Pemasangan LPJU Perbaikan LPJU jalan Smai 1 
Bae-megawon 

jalan sma 1 bae 
megawon, Kab. 
Kudus, Jati, 
Ngembal Kulon 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Sudah ada LPJU 

3 Irwansyah, 
S.E 

Rehabilitasi sarpras 
dan utilitas sekolah 

Pembangunan DAK Jamban/ 
MCK Khusus Guru SD 1 
Kedungdowo 

SD 1 Kedungdowo - 
Jln. Jetak - 
Kedungdowo, Kab. 

Kudus, Kaliwungu, 
Kedungdowo 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : kondisi jamban 
masih baik  Koefisien : 1 paket  
Anggaran : 1 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

kondisi jamban masih 
baik 

4 Irwansyah, 

S.E 

Rehabilitasi sarpras 

dan utilitas sekolah 

PEMBANGUNAN WC SD 1 

BAKALAN KRAPYAK 

SD 1 BAKALAN 

KRAPYAK - JLN. 
BESITO KM 3, Kab. 
Kudus, Kaliwungu, 
Bakalankrapyak 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : kondisi jamban 

masih baik  Koefisien : 1 paket  
Anggaran : 1 

Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

kondisi jamban masih 

baik 

5 Irwansyah, 
S.E 

Rehabilitasi sarpras 
dan utilitas sekolah 

PEMBANGUNAN WC SD 1 
MENAWAN 

SD 1 MENAWAN - 
MENAWAN, Kab. 
Kudus, Gebog, 
Menawan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

sudah dilaksanakan DAK 
2020 

6 Irwansyah, 
S.E 

Rehabilitasi sarpras 
dan utilitas sekolah 

PEMBANGUNAN WC SD 5 
BESITO 

SD 5 BESITO - 
BESITO RT 1 RW 4, 
Kab. Kudus, Gebog, 

Besito 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

seklah sudah di regruping 

7 Irwansyah, 
S.E 

Rehabilitasi sarpras 
dan utilitas sekolah 

PEMBANGUNAN WC SD 6 
BESITO 

SD 6 BESITO - 
BESITO RT 03 RW 

02, Kab. Kudus, 
Gebog, Besito 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 

OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

sekolah sudah di 
regruping 

8 Ngateman, 

S.Pd 

Peningkatan Kualitas 

Rumah Tidak Layak 
Huni 

Kondisi rumah milik Ulya 

Himawati yang sudah tidak 
layak huni 

RT 02 RW 02, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Karangrowo 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 

SIMPERUM 

9 Ngateman, 

S.Pd 

Peningkatan Kualitas 

Rumah Tidak Layak 
Huni 

Kondisi rumah milik Achmad 

Sahid yang sudah tidak layak 
huni 

RT 08 RW 01, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Kutuk 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 

SIMPERUM 

10 Ngateman, 
S.Pd 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Kondisi rumah milik Kusrin 
yang sudah tidak layak huni 

RT 03 RW 03, Kab. 
Kudus, Undaan, 
Kutuk 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

11 Ngateman, 
S.Pd 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 

Kondisi rumah milik Sarno 
yang sudah tidak layak huni 

RT 09 RW 03, Kab. 
Kudus, Undaan, 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 

  Diteruskan ke 
Forum 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 
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Huni Kutuk DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

SKPDDitolak 

12 Ngateman, 
S.Pd 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Kondisi rumah milik Jumroh 
yang sudah tidak layak huni 

RT 02 RW 02, Kab. 
Kudus, Undaan, 
Glagahwaru 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

13 Ngateman, 
S.Pd 

Pemasangan LPJU Sebagai Penerangan Jalan Jalan Undaan Kidul 
- Gatet, Kab. Kudus, 
Undaan, Undaan 

Kidul 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

ditolak karena sudah 
diusulkan masyarakat 
(Kepala Desa Undaan 

Kidul) 

14 Achmad 
Yusuf Roni 

Publikasi kependidikan 
masyarakat di media 

online 

Publikasi Advertorial Program 
pada Bidang Pendidikan 

Masyarakat di Media Online, 
Disdikpora Kabupaten Kudus 

Jl Mejobo No 40, 
Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Mlati Kidul 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 

OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

tolak 

15 Rony Agus 

Santosa 

Normalisasi Sungai / 

Saluran Pembuang 

Dibutuhkan Normalisasi 

sungai tanjang desa 
Bulungkulon, karena 
mengalami pendangkalan 

Sungai Tanjang 

Desa Bulungkulon, 
Kab. Kudus, Jekulo, 
Bulung Kulon 

DINAS PEKERJAAN 

UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

sudah ada pekerjaan 

normalisasi sungai 
tanjang di Desa 
Bulungcangkring 

16 Achmad 
Yusuf Roni 

Publikasi kependidikan 
masyarakat di media 
cetak 

Sosialisasi pendidikan 
masyarakat di media cetak 

Jl Mejobo No 40, 
Kab. Kudus, Mlati 
Kidul 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tolak 

17 HM. 

Sutriyono, 
S.E., M.M 

Rehabilitasi sarpras 

dan utilitas sekolah 

PEMBUATAN MUSHOLA SD 1 

TANJUNGKARANG 

SD 1 

Tanjungkarang, 
Kab. Kudus, Jati, 
Tanjungkarang 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

sudah ada mushola 

18 HM. 
Sutriyono, 
S.E., M.M 

Pembangunan 
Perpustakaan Sekolah 

PEMBUATAN RUANG 
PERPUSTAKAAN SD 1 MLATI 
LOR 

SD 1 Mlati Lor, Kab. 
Kudus, Kota Kudus, 
Mlati Lor 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

dikerjakan melalui dak 
2021 

19 HM. 
Sutriyono, 
S.E., M.M 

Publikasi kependidikan 
di media online 

PUBLIKASI ADVETORIAL 
ONLINE BIDANG DIKMAS 
PAUD 

Kabupaten Kudus, 
Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 
dan 

Kelurahan/Desa 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : Ditolak, 
publikasi di seksi dikmas  
Koefisien : 1 paket  Anggaran : 
1 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Publikasi di seksi dikmas 

20 HM. 
Sutriyono, 

S.E., M.M 

Pembangunan Sarana 
Prasarana dan Utilitas 

PAUD Negeri / Non 
Negeri / Hibah 

PEMBANGUNAN RUANG 
KELAS PAUD DESA MLATI 

LOR 

PAUD Desa Mlati 
Lor, Kab. Kudus, 

Kota Kudus, Mlati 
Lor 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 

OLAH RAGA 

Rekomendasi : Ditolak, 
Lembaga baru belum memiliki 

ijin  Koefisien : 1 paket  
Anggaran : 1 

Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

Pos PAUD Tunas Melati 
belum memiliki ijin 

21 H. Rinduwan Pembangunan Talud 
Sungai / Saluran 

Pembuang 

kondisi rusak Tumpangkrasak 
RT.02/ RW 04., 

Kab. Kudus, Jati, 
Tumpangkrasak 

DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 

RUANG 

  Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 
dari Aspirator 

22 H. Rinduwan Pembangunan / 

rehabilitasi talud jalan 

belum ada talud Desa Jojo RW III, 

Kab. Kudus, 
Mejobo, Jojo 

DINAS PEKERJAAN 

UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

  Validasi Mitra 

BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 

dari Aspirator 

23 H. Rinduwan Pembangunan / 

rehabilitasi talud jalan 

belum ada talud Jojo RT.4 RW.04, 

Kab. Kudus, 
Mejobo, Mejobo, 
Seluruh 
Kelurahan/Desa 

DINAS PEKERJAAN 

UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

  Validasi Mitra 

BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 

dari Aspirator 

24 H. Rinduwan Peningkatan Jalan kondisi rusak Dk Gendok Jati DINAS PEKERJAAN   Validasi Mitra Permintaan pembatalan 
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Aspal (kewenangan 
kabupaten) 

wetan, Kab. Kudus, 
Jati, Jati Wetan 

UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

BappedaDitolak dari Aspirator 

25 HM. 
Sutriyono, 
S.E., M.M 

Rehabilitasi ruang 
kelas sekolah 

REHABILITASI RUANG KELAS 
SD 2 BURIKAN 

SD 2 BURIKAN, 
Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Burikan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

dikerjakan dak 2021 

26 Superiyanto, 
SH 

Pemasangan LPJU Pemasangan LPJU jalan 
Pasuruhan Kidul - Lingkar 
Barat 

Desa Pasuruhan 
Kidul, Kab. Kudus, 
Jati, Pasuruhan 
Kidul 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Tidak ada di SK Jalan 
Kabupaten 

27 Superiyanto, 
SH 

Pemasangan LPJU Pemasangan LPJU jalan UMK - 
SCendono 

Desa 
Gondangmanis, 
Kab. Kudus, Bae, 

Gondangmanis 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

ditolak  karena tidak ada 
di SK Jalan Kabupaten 

28 Rony Agus 
Santosa 

Beasiswa siswa 
berprestasi/kurang 

mampu 

Atas Nama Mahasiswa : Afrizal 
Fathoni 

Dukuh Tompe, Rt. 3 
Rw. 1, Kab. Kudus, 

Jekulo, 
Gondoharum 

BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Rekomendasi : bukan bahasa 
permasalahan  Koefisien : 1 

Mahasiswa  Anggaran : 0 

Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

  

29 H. Rinduwan Pengadaan pagar 

pengaman jalan 

tidak adanya pagar gapura 

desa 

Desa 

Tumpangkrasak, 
Kab. Kudus, Jati, 
Tumpangkrasak 

    Validasi Mitra 

BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 

dari Aspirator 

30 H. Rinduwan Pengadaan pagar 

pengaman jalan 

perlunya Gapura masuk Desa 

Pasuruan Kidul 

Pasuruan Kidul, 

Kab. Kudus, Jati, 
Jati, Seluruh 
Kelurahan/Desa 

    Validasi Mitra 

BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 

dari Aspirator 

31 Sulistyo 
Utomo, S.E 

Publikasi media cetak Sosialisasi Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati Kudus di 
SATPOL PP Kudus 

Jl. Sosrokartono 
No.39, Barongan, 
Kec. Bae, 
Kabupaten Kudus, 

Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 
dan 
Kelurahan/Desa 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

Rekomendasi : Usulan ditolak, 
Publikasi di Dinas Kominfo 
diperuntukkan bagi publikasi 
program Pemerintah Kab. 

Kudus bukan publikasi di OPD 
tertentu saja.  Koefisien : 1 
Paket  Anggaran : 0 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Publikasi di Dinas 
Kominfo diperuntukkan 
bagi publikasi program 
Pemerintah Kab. Kudus 

bukan publikasi di OPD 
tertentu saja. 

32 Sulistyo 
Utomo, S.E 

Publikasi media cetak Publikasi Kegiatan 
Keselamatan Berlalu Lintas di 
Dinas Perhubungan 

Jl HM Subhan ZE 
No 50 Purwosari 
Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan 
dan 
Kelurahan/Desa 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

Rekomendasi : Usulan ditolak, 
Publikasi di Dinas Kominfo 
diperuntukkan bagi publikasi 

program Pemerintah Kab. 
Kudus bukan publikasi di OPD 
tertentu saja.  Koefisien : 1 
Paket  Anggaran : 0 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Publikasi di Dinas 
Kominfo diperuntukkan 
bagi publikasi program 

Pemerintah Kab. Kudus 
bukan publikasi di OPD 
tertentu saja. 

33 Sulistyo 
Utomo, S.E 

Publikasi media online Publikasi Study Lalu Lintas 
kabupaten kudus di Dinas 
Perhubungan 

Jl HM Subhan ZE 
No 50 Purwosari 
Kudus, Kab. Kudus, 

Seluruh Kecamatan 
dan 
Kelurahan/Desa 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

Rekomendasi : Usulan ditolak, 
Publikasi di Dinas Kominfo 
diperuntukkan bagi publikasi 

program Pemerintah Kab. 
Kudus bukan publikasi di OPD 
tertentu saja.  Koefisien : 1 
Paket  Anggaran : 0 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Publikasi di Dinas 
Kominfo diperuntukkan 
bagi publikasi program 

Pemerintah Kab. Kudus 
bukan publikasi di OPD 
tertentu saja. 

34 Hj. Endang 
Kursistiyani, 
S.S 

Rehabilitasi ruang 
kelas sekolah 

Rehabilitasi Atap Ruang Kelas 
dan Teras 

TK ABA XX Desa 
Mijen RT 03 RW 02 
Kaliwungu Kudus, 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : Ditolak, 
Lembaga belum mempunyai 
ijin  Koefisien : 1 Paket  

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Lembaga belum 
mempunyai ijin 
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Kab. Kudus, 
Kaliwungu, Mijen 

Anggaran : 1 

35 Masan, S.E, 
M.M 

Pembangunan / 
rehabilitasi talud jalan 

Jalan menjadi sempit karena 
sering longsor 

Jalan Blok Larik 
Joyo, Kab. Kudus, 
Undaan, Undaan 

Tengah 

DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

  Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 
usulan dari Aspirator 

36 Masan, S.E, 
M.M 

Pembangunan / 
rehabilitasi talud jalan 

Jalan menjadi sempit karena 
sering longsor 

Jalan  Blok Setro 
Mulyo, Kab. Kudus, 
Undaan, Undaan 

Tengah 

DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

  Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 
usulan dari Aspirator 

37 H. Sutejo, 
S.Pd.I 

Rehabilitasi ruang 
kelas sekolah 

Rehab Ruang Kelas SD 04 
Tenggeles 

Desa Tenggeles, 
Kab. Kudus, 

Mejobo, Tenggeles 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 

OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

tahun 2021 ada kegiatan 
rehab dari balai 

prasarana permukiman 
wilayah Jawa Tengah 
Kemen PUPR 

38 Masan, S.E, 
M.M 

Pembangunan / 
rehabilitasi talud jalan 

Jalan menjadi sempit karena 
sering longsor 

Jalan  Blok Balong 
Rejo, Kab. Kudus, 
Undaan, Undaan 
Tengah 

DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

  Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 
usulan dari Aspirator 

39 Masan, S.E, 
M.M 

Pembangunan / 
rehabilitasi talud jalan 

Jalan menjadi sempit karena 
sering longsor 

Jalan  Blok Guntur, 
Kab. Kudus, 
Undaan, Undaan 

Tengah 

DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

  Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 
usulan dari Aspirator 

40 Masan, S.E, 
M.M 

Pembangunan / 
rehabilitasi talud jalan 

Jalan menjadi sempit karena 
sering longsor 

Jalan  Blok Pusoko 
Undaan Tengah, 
Kab. Kudus, 

Undaan, Undaan 
Tengah 

DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

  Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 
usulan dari Aspirator 

41 Masan, S.E, 

M.M 

Pembangunan / 

rehabilitasi talud jalan 

Jalan menjadi sempit karena 

sering longsor 

Jalan  Blok Ngapani 

Undaan Tengah, 
Kab. Kudus, 
Undaan, Undaan 
Tengah 

    Validasi Mitra 

BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 

usulan dari Aspirator 

42 Masan, S.E, 
M.M 

Pembangunan / 
rehabilitasi talud jalan 

Jalan menjadi sempit karena 
sering longsor 

Blok Larik Aman 
Undaan Tengah, 
Kab. Kudus, 

Undaan, Undaan 
Tengah 

    Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 
usulan dari Aspirator 

43 Masan, S.E, 

M.M 

Pembangunan / 

rehabilitasi talud jalan 

Jalan menjadi sempit karena 

sering longsor 

Jl. Undaan Tengah - 

Batas Pati, Kab. 
Kudus, Undaan, 
Undaan Tengah 

    Validasi Mitra 

BappedaDitolak 

Permintaan pembatalan 

usulan dari Aspirator 

44 Budiyono, 

A.Md 

Rehabilitasi 

Saluran/Drainase di 
kelurahan 

Pembangunan Drainase / 

Saluran Air Gang 20 

Undaan Lor Gang 

20, Kab. Kudus, 
Undaan, Undaan 
Lor 

KECAMATAN KOTA 

KUDUS 

Rekomendasi : silahkan di cek 

kembali lokasi kegiatan yang 
diusulkan. karena lokasi 
tersebut tidak termasuk 
wilayah kecamatan kota kudus  

Koefisien : 1 200000000  
Anggaran : 100 

Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

lokasi kegiatan bukan di 

wilayah kecamatan kota 
kudus 

45 H. Noor Hadi, Rehabilitasi Bangunan sudah usang, perlu Jl. KHR Asnawi No. DINAS PENDIDIKAN, Rekomendasi : Ditolak, bukan Diteruskan ke Ditolak, bukan 
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SH sedang/berat 
pembangunan sarpras 

dan utilitas PAUD 

adanya renovasi bangunan RA 
NU Banat Kudus agar peserta 

didik lebih nyaman dalam 
beraktivitas 

24 Damaran Kudus, 
Kab. Kudus, Kota 

Kudus, Damaran 

KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

kewenangan disdikpora  
Koefisien : 1 Paket  Anggaran : 

1 

Forum 
SKPDDitolak 

kewenangan disdikpora 

46 H. Noor Hadi, 

SH 

Rehabilitasi ruang 

kelas sekolah 

Atap ruang kelas MI Matholiul 

huda Kedungsari 
memprihatinkan. dibutuhkan 
rehab ruang kelas, agar siswa 
yang belajar merasa nyaman. 

Kedungsari RT 02 

RW 02, Kab. Kudus, 
Gebog, Kedungsari 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

di usulkan ke bagian 

kesra 

47 Superiyanto, 
SH 

Hibah kepada Panti 
Sosial 

Bantuan hibah bansos Rumah 
Yatim Darul Ukun Desa 
Ngemplak 

Desa Ngemplak, 
Kab. Kudus, 
Undaan, Ngemplak 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Karena DinsosP3AP2KB 
Kab. KUdus hanya 
melaksanakan HIbah 
Bansos kepada Panti 

berupa biaya operasional 
panti, bukan 
pembangunan panti. 

48 Sulistyo 
Utomo, S.E 

Fasilitasi hibah ormas 
/ LSM 

Hibah PARSOSMAS untuk 
Karangtaruna kabupaten 
kudus 

Jl. Diponegoro No. 
31b Kota Kudus, 
Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 

dan 
Kelurahan/Desa 

KANTOR KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK 

  Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Ditolak, bukan 
kewenangan Kantor 
Kesbangpol 

49 Budiyono, 

A.Md 

Fasilitasi hibah ormas 

/ LSM 

Hibah Karang Taruna Desa 

Undaan Lor Kecamatan 
Undaan 

Undaan Lor, Kab. 

Kudus, Undaan, 
Undaan Lor 

KANTOR KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK 

  Validasi Mitra 

BappedaDitolak 

Ditolak, bukan 

kewenangan Kantor 
Kesbangpol 

50 Sulistyo 

Utomo, S.E 

Pengadaan sarana dan 

prasarana keamanan 
di kelurahan 

Rehab Gedung PKD Kel. Mlati 

Kidu 

kel. mlati kidul kec. 

kota kab. kudus, 
Kab. Kudus, Kota 
Kudus, Mlati Kidul 

KECAMATAN KOTA 

KUDUS 

Rekomendasi : kegiatan sudah 

masuk ke dalam DPA 
kelurahan mlati kidul tahun 
2021  Koefisien : 1 Paket  
Anggaran : 1 

Diteruskan ke 

Forum SKPD 
Ditolak 

kegiatan sudah masuk ke 

dalam DPA kelurahan 
mlati kidul tahun 2021 

51 Budiyono, 
A.Md 

Fasilitasi hibah ormas 
/ LSM 

Hibah Karang Taruna Desa 
Wates Kecamatan Undaan 

Desa Wates, Kab. 
Kudus, Undaan, 
Wates 

KANTOR KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK 

  Validasi Mitra 
Bappeda Ditolak 

Ditolak, Bukan 
Kewenangan Kantor 
Kesbangpol 

52 Dedhy 
Prayogo, S.E 

Pengadaan alat praktik 
dan peraga siswa 
SD/SMP 

Pengadaan Laptop SMP 2 
Kaliwungu 

SMP 2 Kaliwungu, 
Kab. Kudus, 
Kaliwungu, 
Sidorekso 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

sudah di adakan melalui 
dak 2021 

53 Susanto Rehab Sarpras 
Perumahan 

Rehab RTLH Bp. Umar RT 03 
RW 03 

Dukuh Kalangan RT 
03 RW 03, Kab. 
Kudus, Mejobo, 

Tenggeles 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

54 H. Sutejo, 
S.Pd.I 

Hibah ke Masjid, 
Mushola, TPQ, Madin 

dan Ponpes (kelompok 
masyarakat) 

Bantuan Kelompok Mekar Sari 
( Akhmat Faisol ) Ds. Jepang 

Desa Jepang RT 
01/06 Mejobo, Kab. 

Kudus, Mejobo, 
Jepang 

    Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Bantuan Kelompok 
Bukan Kewenangan 

Bagian Kesra Setda 

55 H. Sutejo, 
S.Pd.I 

Hibah ke Masjid, 
Mushola, TPQ, Madin 

dan Ponpes (kelompok 
masyarakat) 

Bantuan Kelompok Sumber 
Rizqi ( Saifudin ) Ds.Tenggeles 

Desa Tenggeles RT 
RT 04/02 Mejobo, 

Kab. Kudus, 
Mejobo, Tenggeles 

    Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Bantuan Kelompok 
Bukan Kewenangan 

Bagian Kesra Setda 

56 H. Sutejo, Hibah ke Masjid, Bantuan Kelompok Selamet Ds. Kesambi RT     Validasi Mitra Bantuan Kelompok 
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S.Pd.I Mushola, TPQ, Madin 
dan Ponpes (kelompok 

masyarakat) 

Barokah Ds. Kesambi 03/09 Mejobo, Kab. 
Kudus, Mejobo, 

Kesambi 

BappedaDitolak Bukan Kewenangan 
Bagian Kesra Setda 

57 H. Sutejo, 
S.Pd.I 

Hibah ke Masjid, 
Mushola, TPQ, Madin 

dan Ponpes (kelompok 
masyarakat) 

Bantuan Kelompok 
Angkringan Adi Karya ( 

Miftakhurrohman ) 

Desa Peganjaran RT 
01/02 Bae, Kab. 

Kudus, Bae, 
Peganjaran 

    Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Bantuan Kelompok 
Bukan Kewenangan 

Bagian Kesra Setda 

58 H. Sutejo, 
S.Pd.I 

Hibah ke Masjid, 
Mushola, TPQ, Madin 

dan Ponpes (kelompok 
masyarakat) 

Bantuan Kelompok Bengkel 
RS. Berkah Motor ( Ali Fatoni ) 

Ds. Peganjaran 

Desa Peganjaran RT 
02/05, Kab. Kudus, 

Bae, Peganjaran 

    Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Bantuan Kelompok 
Bukan Kewenangan 

Bagian Kesra Setda 

59 H. Sutejo, 

S.Pd.I 

Hibah ke Masjid, 

Mushola, TPQ, Madin 
dan Ponpes (kelompok 
masyarakat) 

Bantuan Kelompok Usaha 

Mandiri ( Nor Ahsin ) Ds. 
Peganjaran 

Desa Peganjaran RT 

04 RW 03 Bae, Kab. 
Kudus, Bae, 
Peganjaran 

    Validasi Mitra 

BappedaDitolak 

Bantuan Kelompok 

Bukan Kewenangan 
Bagian Kesra Setda 

60 H. 
Mukhasiron, 
S.Ag 

Publikasi kependidikan 
di media online 

publikasi bidang PNFI melalui 
media online 

kudus, Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 
dan 
Kelurahan/Desa 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : ditolak,karena 
obyek liputan dari kami terlalu 
sedikit.  Koefisien : 1 Paket  
Anggaran : 1 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

ditolak, karena obyek 
liputan dari kami terlalu 
sedikit. 

61 H. 
Mukhasiron, 
S.Ag 

Publikasi kepemudaan 
di media online 

publikasi bidang kepemudaan 
melalui media online 

kudus, Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 
dan 

Kelurahan/Desa 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tolak 

62 H. 
Mukhasiron, 
S.Ag 

Publikasi Media 
Elektronik (TV) 

publikasi bidang UMKM  dan 
koperasi melalui media Tv 

kudus, Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 
dan 

Kelurahan/Desa 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

Rekomendasi : Usulan ditolak, 
Publikasi di Dinas Kominfo 
diperuntukkan bagi publikasi 

program Pemerintah Kab. 
Kudus bukan publikasi di OPD 
tertentu saja.  Koefisien : 1 
PAKET  Anggaran : 0 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Publikasi di Dinas 
Kominfo diperuntukkan 
bagi publikasi program 

Pemerintah Kab. Kudus 
bukan publikasi di OPD 
tertentu saja. 

63 H. 
Mukhasiron, 
S.Ag 

Publikasi media cetak publikasi bidang UMKM dan 
Koperasi melalui media Cetak 

kudus, Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 
dan 

Kelurahan/Desa 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

Rekomendasi : Usulan ditolak, 
Publikasi di Dinas Kominfo 
diperuntukkan bagi publikasi 

program Pemerintah Kab. 
Kudus bukan publikasi di OPD 
tertentu saja.  Koefisien : 1 
PAKET  Anggaran : 0 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Publikasi di Dinas 
Kominfo diperuntukkan 
bagi publikasi program 

Pemerintah Kab. Kudus 
bukan publikasi di OPD 
tertentu saja. 

64 Ngateman, 
S.Pd 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Kondisi Rumah milik Ulya 
Himawati yang sudah tidak 
layak huni 

RT 02 RW 02, Kab. 
Kudus, Undaan, 
Ngemplak 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

65 Ngateman, 
S.Pd 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 

Huni 

Kondisi rumah milik Achmad 
Sahid sudah tidak layak huni 

RT 01 RW 01, Kab. 
Kudus, Undaan, 

Kutuk 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 

DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

66 H. 
Mukhasiron, 

S.Ag 

Pelatihan Ketrampilan 
bagi kelompok 

perempuan 

pelatihan dan sosialisasi  
ketrampilan bagi perempuan 

kudus, Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 

dan 
Kelurahan/Desa 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN 

  Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

Sesuai permenkeu 
tentang DBHCHT 

pelatihan keterampilan 
dijadikan satu di Balai 
Latihan Kerja (Disnaker) 
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PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA 

67 Susanto Pemasangan LPJU Pemasangan LPJU Jalan 
Lingkar Tenggara Jepang Pakis 

Jl. Lingkar Tenggara 
Jepang Pakis, Kab. 
Kudus, Jati, 

Jepangpakis 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Validasi Mitra 
BappedaDitolak 

Sdh diusulkan 

68 Rony Agus 
Santosa 

Penyelenggaraan 
pelatihan keahlian dan 
ketrampilan bagi 

pemuda 

Untuk meningkaktan 
kemandirian Pemuda maka 
dibutuhan Pelatihan 

kewirausahaan fotografer bagi 
pemuda 

Kudus, Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 
dan 

Kelurahan/Desa 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tolak 

69 Peter M 

Faruq 

Rehabilitasi 

sedang/berat 
pembangunan sarpras 
dan utilitas PAUD 

Pembangunan Gedung Ruang 

Kelas Baru TK PERTIWI 2 
MIJEN RT.04 RW.06 
Kaliwungu. 

MIJEN RT.04 

RW.06, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, Mijen 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : Ditolak, aset 

tanah milik desa tidak bisa 
diusulkan pembangunan  
Koefisien : 1 Meter  Anggaran : 
1 

Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

Aset tanah milik desa 

tidak bisa diusulkan 
pembangunan 

70 Ruston 
Harahap 

Penyelenggaraan 
pelatihan keahlian dan 
ketrampilan bagi 

pemuda 

Pelatihan Kewirausahaan 
Fotografer Bagi Pemuda.. 

Kabupaten Kudus, 
Kab. Kudus, 
Seluruh Kecamatan 

dan 
Kelurahan/Desa 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tolak ( tidak 
dilaksanakan) 

71 Peter M 

Faruq 

Pembangunan Sarana 

Prasarana dan Utilitas 
PAUD Negeri / Non 
Negeri / Hibah 

Pengadaan Pagar TK PERTIWI 

1 MIJEN RT. 07 RW. 04 
Kaliwungu 

MIJEN RT. 07 RW. 

04, Kab. Kudus, 
Kaliwungu, Mijen 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : Ditolak, aset 

tanah milik desa tidak bisa 
diusulkan pembangunan  
Koefisien : 1 paket  Anggaran : 
1 

Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

Aset tanah milik desa 

tidak bisa diusulkan 
pembangunan 

72 H. Rinduwan Rehab Sarpras 
Perumahan 

Bantuan Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) SARIPIN 
Tanjungkarang Rt.06. RW.06 
Jati 

Tanjungkarang 
Rt.06. RW.06 Jati, 
Kab. Kudus, Jati, 
Tanjungkarang 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

sudah masuk usulan 
2021 

73 H. Rinduwan Rehab Sarpras 
Perumahan 

Bantuan Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) LAGIYEM 
Tanjungkarang Rt.02. RW.02 

Jati 

Tanjungkarang 
Rt.02. RW.02 Jati, 
Kab. Kudus, Jati, 

Tanjungkarang 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

sudah masuk usulan 
2021 

74 Sunarto, S.E Bantuan Keuangan 
Pembangunan Sarpras 

Desa 

pembangunan saluran irigasi 
blok Sigorok Jati Kulon 

Jati Kulon, Kab. 
Kudus, Jati, Jati 

Kulon 

BADAN PENGELOLAAN 
PENDAPATAN, 

KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH 

Rekomendasi : ditolak,karena 
usulan duplikasi  Koefisien : 

196 Meter  Anggaran : 0 

Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

usulan duplikasi 

75 H. Rinduwan Rehab Sarpras 

Perumahan 

Bedah Rumah ibu RUMIYATI 

Getaspejaten RT.1 RW.5 

Getaspejaten RT.1 

RW.5, Kab. Kudus, 
Jati, Getaspejaten 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 

SIMPERUM 

76 H. Rinduwan Rehab Sarpras 

Perumahan 

Rumah Bp. SUWARNO 

Megawon RT.1 RW.3 

Megawon RT.1 

RW.3, Kab. Kudus, 
Jati, Megawon 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

Usulan dobel 

77 H. Rinduwan Rehab Sarpras 
Perumahan 

Rumah ibu SUMINI Megawon 
RT.05 RW.2 

Megawon RT.05 
RW.2, Kab. Kudus, 
Jati, Megawon 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Usulan dobel 
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78 H. Rinduwan Rehab Sarpras 
Perumahan 

Bantuan Bedah Rumah Ibu 
RUBIATI Megawon RT.02 RW.3 

Megawon RT.02 
RW.3, Kab. Kudus, 

Jati, Megawon 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 

DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

Usulan dobel 

79 Masan, S.E, 

M.M 

Peningkatan Kualitas 

Rumah Tidak Layak 
Huni 

Permohonan Bantuan Bedah 

Rumah Ibu. Sulimah 

Getaspejaten RT.5 

RW.4, Kab. Kudus, 
Jati, Getaspejaten 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 

SIMPERUM 

80 Masan, S.E, 

M.M 

Peningkatan Kualitas 

Rumah Tidak Layak 
Huni 

Permohonan Bantuan Bedah 

Rumah Bp. Nawawi 

Sunggingan RT.05 

RW.04, Kab. Kudus, 
Kota Kudus, 
Sunggingan 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 

SIMPERUM 

81 Masan, S.E, 
M.M 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Permohonan Bantuan Bedah 
Rumah Bapak. Suherman 

Pasuruan Kidul 
RT.1 RW.1, Kab. 
Kudus, Jati, 
Pasuruhan Kidul 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

82 Masan, S.E, 
M.M 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Permohonan Bantuan Bedah 
Rumah Bp. Budi Mulyono 

Pasuruan Lor RT.2 
RW.8, Kab. Kudus, 
Jati, Pasuruhan Lor 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

83 Masan, S.E, 
M.M 

Pengadaan 
perlengkapan PAUD 

Permohonan Sarana Sekolah 
Pengadaan Karpet dan Meja 

Tamu 

dk. Kaliyoso RT.2 
RW.V Karangrowo, 

Kab. Kudus, 
Undaan, 
Karangrowo 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 

OLAH RAGA 

Rekomendasi : Ditolak, 
Lembaga belum memiliki ijin  

Koefisien : 1 paket  Anggaran : 
1 

Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

Lembaga belum memiliki 
ijin 

84 Masan, S.E, 

M.M 

Fasilitasi hibah ormas 

/ LSM 

Permohonan Bantuan Dana 

Hibah Pembangunan Gedung 
Jam''iyah Nahdlatul Ulama 
MWC NU Kecamatan Undaan 

jl. Kudus Purwodadi 

KM. 10. Undaan Lor 
Gg. 10, Kab. Kudus, 
Undaan, Undaan 
Lor 

KANTOR KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK 

  Validasi Mitra 

Bappeda Ditolak 

Bantuan Hibah untuk 

Pembangunan Gedung 
bukan merupakan 
kewenangan Kantor 
Kesbangpol, dapat 

diajukan ke Bagian Kesra 
Setda Kudus 

85 H. Noor Hadi, 

SH 

Peningkatan Kualitas 

Rumah Tidak Layak 
Huni 

KPM Ibu Rupingah RT 05 RW 

09 Dk. Ngemplak Kulon Desa 
Gondosari. Saat ini Rumah ybs 
sudah tidak layak huni dan 
sangat menghawatirkan akan 

keselamatan karena tembok 
mulai rapuh 

RT 05 RW 09, Kab. 

Kudus, Gebog, 
Gondosari 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 

SIMPERUM 

86 H. Noor Hadi, 

SH 

Peningkatan Kualitas 

Rumah Tidak Layak 
Huni 

Rumah Johan Ari Sandi RT 02 

RW 08 Magangan Desa Besito 
bahwa Rumah sudah tidak 
layak huni dan membutuhkan 
rehab agar menjadi layak 

huni. dimusim penghujan 
rumah bocor 

Dk Magangan RT 2 

RW 8, Kab. Kudus, 
Gebog, Besito 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 

SIMPERUM 

87 H. Noor Hadi, 

SH 

Pengadaan alat praktik 

dan peraga siswa 
PAUD Negeri/Non 
Negeri/Hibah 

TK PAUD Pertiwi RW 09 Dk. 

Krenak Desa Gondosari, saat 
ini memiliki banyak anak didik 
yang pada berebut alat main 

RT 1 RW 9, Kab. 

Kudus, Gebog, 
Gondosari 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : Pengusulan 

ganda  Koefisien : 1 paket  
Anggaran : 1 

Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

Pengusulan ganda 
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karena keterbatasan sarana 
edukasi 

88 H. Noor Hadi, 
SH 

Pembangunan Sarana 
Prasarana dan Utilitas 
PAUD Negeri / Non 

Negeri / Hibah 

TK Pertiwi Plamboyan RT 04 
RW 05 Besito 
memilikiRuangan yang 

terbatas dengan jumlah siswa 
yang melebihi kapasitas, 
diperlukan adanya 
penambahan bangunan agar 

siswa dapat belajar dan 
bermain dengan nyaman 

RT 4 RW 5, Kab. 
Kudus, Gebog, 
Besito 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : Ditolak, Aset 
tanah milik desa tidak bisa 
diusulkan pembangunan  

Koefisien : 1 paket  Anggaran : 
1 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

Aset tanah milik desa 
tidak bisa diusulkan 
pembangunan 

89 H. Noor Hadi, 
SH 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 

Huni 

Program Bedah Rumah Bp. 
Suhardi Desa menawan (Rt 05 

Rw 01) dikarenakan masih 
berlasakan tanah dan mck 
belum layak 

RT 5 RW 1, Kab. 
Kudus, Gebog, 

Menawan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 

DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

90 H. Noor Hadi, 
SH 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Bedah Rumah Bp Anwar Sadat 
Dukuh Krajan Desa 
Padurenan dikarenakan sudah 
tidak layak huni 

RT 3 RW 1, Kab. 
Kudus, Gebog, 
Padurenan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

91 H. Noor Hadi, 
SH 

Pengadaan alat praktik 
dan peraga siswa 
PAUD Negeri/Non 

Negeri/Hibah 

Pengadaan APE untuk TK 
TASHILUL QURRO'''' di dukuh 
salak desa padurenan 

dikarenakan Anak-anak 
berebut dengan APE karena 
jumlahnya terbatas 

RT 1 RW 5, Kab. 
Kudus, Gebog, 
Padurenan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN 
OLAH RAGA 

Rekomendasi : Tidak ada  
Koefisien : 1 paket  Anggaran : 
1 

Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

TK Tashilul Quro' tidak 
ada 

92 H. Noor Hadi, 
SH 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Bedah rumah ibu Masminah 
RT 13 RW 05 Desa Getassrabi 
karena rumah sudah tidak 
layak 

RT 13 RW 5, Kab. 
Kudus, Gebog, 
Getassrabi 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

93 H. Sutejo, 
S.Pd.I 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Rehab Rumah An. Sitti 
Suratmi Ds. Kesambi RT.05 
Rw.09 

Ds. Kesambi RT.05 
Rw.09, Kab. Kudus, 
Mejobo, Kesambi 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

94 H. Sutejo, 
S.Pd.I 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Rehab Rumah An. Siti 
Nadirotun Ds. Kesambi 
RT.03/08 

Ds. Kesambi 
RT.03/08, Kab. 
Kudus, Mejobo, 

Kesambi 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

95 H. Sutejo, 
S.Pd.I 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 

Huni 

Rehab Rumah An. Aliman Ds. 
kesambi RT.03/06 

Ds. kesambi 
RT.03/06, Kab. 

Kudus, Mejobo, 
Kesambi 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN 

DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 
SIMPERUM 

96 Susanto Rehab Sarpras 

Perumahan 

RTLH / Bedah Rumah Bapak 

Setiono RT03/RW03 Desa 
Tenggeles 

Desa Tenggeles 

RT03/RW03, Kab. 
Kudus, Tenggeles 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Diteruskan ke 

Forum 
SKPDDitolak 

tidak masuk DTKS dan 

SIMPERUM 

97 Nurhudi, S.H Pemasangan LPJU Pembangunan LPJU jalan 

ngemplak karangrowo 

Desa ngemplak 

karangrowo, Kab. 
Kudus, Karangrowo 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

  Validasi Mitra 

BappedaDitolak 

sdh diusulkan 
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No Pengusul Usulan Permasalahan Alamat OPD Tujuan Akhir Rekomendasi SKPD Status Keterangan Penolakan 

98 Susanto Bantuan Keuangan 
Pembangunan Sarpras 

Desa 

Pemasangan sumur Produksi 
Pengairan/Pembangunan 

sumur bor desa Jepang 

Desa Jepang, Kab. 
Kudus, Mejobo, 

Jepang 

BADAN PENGELOLAAN 
PENDAPATAN, 

KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH 

Rekomendasi : Ditolak, karena 
usulan sudah masuk OPD 

Dinas Pertanian  Koefisien : 0 
paket  Anggaran : 0 

Diteruskan ke 
Forum 

SKPDDitolak 

Sudah masuk usulan 
OPD Dinas Pertanian 
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BAB V 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

 

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 

Perbandingan Struktur Keuangan pada RKPD Tahun 2022, 

APBD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ditampilkan pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 5.1  

Struktur Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 
 

KODE URAIAN RKPD 2022 APBD 2022 
PERUBAHAN RKPD 

2022 

4 PENDAPATAN 
DAERAH 

      

4.1 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

376.932.990.000 382.613.583.000 394.882.678.000 

4.1.01 Pajak Daerah 139.920.956.000 144.620.956.000 153.620.956.000 

4.1.02 Retribusi Daerah 24.094.635.000 26.783.803.000 27.610.616.000 

4.1.03 Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

8.477.515.000 8.477.515.000 10.688.534.000 

4.1.04 Lain-lain PAD yang 
Sah 

204.439.884.000 202.731.309.000 202.962.572.000 

4.2 PENDAPATAN 
TRANSFER 

1.272.736.376.000 1.584.309.375.000 1.618.125.115.637 

4.2.01 Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat 

1.132.196.098.000 1.443.769.097.000 1.466.922.418.637 

4.2.02 Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 

140.540.278.000 140.540.278.000 151.202.697.000 

4.3 LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

0 0 4.500.000.000 

4.3.03 Lain-lain Pendapatan 
Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

0 0 4.500.000.000 

  Jumlah Pendapatan 1.649.669.366.000 1.966.922.958.000 2.017.507.793.637 

     

5 BELANJA       

5.1 BELANJA OPERASI  
 
 
 
 
 

 
 
 

1.536.076.609.930 

1.599.828.920.350 1.828.643.533.879 

5.1.01 Belanja Pegawai 922.883.683.445 985.707.952.457 

5.1.02 Belanja Barang dan 
Jasa 

618.233.550.081 763.853.916.548 

5.1.05 Belanja Hibah 56.759.086.824 77.129.064.874 

5.1.06 Belanja Bantuan 

Sosial 

1.952.600.000 1.952.600.000 

5.2 BELANJA MODAL 264.636.722.153 443.213.360.621 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 0 42.713.973.232 

5.2.02 Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 

100.220.374.590 194.447.809.439 

5.2.03 Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

117.066.240.756 141.412.544.555 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, 
Jaringan, dan Irigasi 

44.608.094.157 60.345.076.742 

5.2.05 Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

2.705.912.650 4.249.956.653 

5.2.06 Belanja Modal Aset 
Lainnya 

36.100.000 44.000.000 

5.3 BELANJA TIDAK 
TERDUGA 

2.000.000.000 11.331.558.080 17.337.427.164 

5.3.01 Belanja Tidak 
Terduga 

2.000.000.000 11.331.558.080 17.337.427.164 

5.4 BELANJA 
TRANSFER 

276.000.793.000 262.980.395.000 268.213.076.000 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 15.681.061.000 17.140.477.000 18.123.158.000 
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KODE URAIAN RKPD 2022 APBD 2022 
PERUBAHAN RKPD 

2022 

5.4.02 Belanja Bantuan 
Keuangan 

260.319.732.000 245.839.918.000 250.089.918.000 

  Jumlah Belanja 1.814.077.402.930 2.138.777.595.583 2.557.407.397.664 

  Total 
Surplus/(Defisit) 

-164.408.036.930 -171.854.637.583 -539.899.604.027 

     

6 PEMBIAYAAN       

6.1 PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

164.408.036.930 171.854.637.583 545.593.604.027 

6.1.01 Sisa Lebih 

Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

164.408.036.930 171.854.637.583 545.593.604.027 

  Jumlah Penerimaan 
Pembiayaan 

164.408.036.930 171.854.637.583 545.593.604.027 

6.2 PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

0 0 5.694.000.000 

 Penyertaan Modal 
Daerah 

0 0 5.694.000.000 

  Jumlah Pengeluaran 
Pembiayaan 

0 0 5.694.000.000 

  Pembiayaan Netto 164.408.036.930 171.854.637.583 539.899.604.027 

  Sisa Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran Daerah 
Tahun Berkenaan 

0 0 0 

Sumber: BPPKAD Kudus, 2022 

 

 

5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2022 

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah 

tahun 2022 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 

fungsi pendukung, 5 fungsi penunjang urusan pemerintahan, 1 fungsi 

pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka 

nomenklatur program dan kegiatan pada masing-masing uraian 

dimutakhirkan menyesuaikan peraturan tentang klasifikasi tersebut 

sedangkan untuk indicator program disesuaikan dan atau 

ditambahkan berdasarkan peraturan tentang SPM dimaksud. 

Sehingga beberapa indikator SPM belum tercantum dalam RPJMD 

periode 2018-2023 namun tercantum dalam Perubahan RKPD 2022.  

Berikut ini diuraikan program yang akan dilaksanakan pada 

pada RKPD Perubahan tahun 2022. 

 

5.2.1  Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

5.2.1.1 Pendidikan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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a. Program Pengelolaan Pendidikan. Indikator Program ini adalah: 

 APK SD/MI 101,80%; 

 APK SMP/MTs 114,75%; 

 APM SD/MI/Paket A 99,83%; 

 APM SMP/MTs/Paket B 97,97%; 

 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun 103,19%;  

 Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun 102,27%; 

 Persentase sekolah terakreditasi A 74,16%; 

 Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik 

95,03%;  

 Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi 

pendidik 69,06%; dan  

 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS 

pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi 93,21% 

 APK PAUD 100%; (jumlah warga Negara usia 5-6 tahun 

yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100%); 

 APK Pendidikan Kesetaraan 100% (jumlah warga negara 

usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 

dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan 100%);  

 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa 

pendidikan kesetaraan berdasarkan assesmen nasional; 

 Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi 

baik 92,07%;  

 Persentase pendidik pendidikan non formal  yang 

bersertifikasi pendidik 37,52%;  

 Rata-rata kemampuan literasi siswa SD berdasarkan 

assesmen nasional 1,97; 

 Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP berdasarkan 

assesmen nasional 1,93; 

 Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD berdasarkan 

assesmen nasional 1,81; 

 Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD berdasarkan 

assesmen nasional 1,89. 

b. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan. Indikator Program 

ini adalah : 

 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS 

pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi 

pendidik 91,66%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pendidikan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 5.2  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pendidikan 
 

Indikator 

Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan Target 

IKK Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Pengelolaan Pendidikan 

Persentase 

Sekolah 

Terakreditasi 
A 

Pengelolaan  

Pendidikan 

Sekolah Dasar 
  

  

Harapan Lama Sekolah Tingkat Partisipasi Warga 

Negara Usia 7-12 Tahun 

Yang Berpartisipasi Dalam 
Pendidikan Dasar 

APK SD/MI Angka Kelulusan (Al) SD/MI 

APM SD/MI/PAKET A Angka Putus Sekolah (APS) 
SD/MI 

  Angka Melanjutkan (AM) 

Dari SD/MI ke SMP/MTS 

  Tingkat Partisipasi Warga 

Negara Usia 13-15 Tahun 

Yang Berpartisipasi Dalam 

Pendidikan Menengah 
Pertama 

Penduduk Yang Berusia >15 

Tahun Melek Huruf (Tidak 

Buta Aksara) 

Angka kelulusan (AL) 

SMP/MTS 

Angka Putus Sekolah (APS) 

SMP/MTS 

  

Persentase SD Dan SMP 

Terakreditasi 

Persentase 

Sekolah 
Terakreditasi 

A 

Pengelolaan 

Pendidikan 
Sekolah 

Menengah 

Pertama 

APM SMP/MTS/Paket 

B 

  

Persentase 

Sekolah 

Terakreditasi 

A 

Pengelolaan 

Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) 

Persentase Pendidik 

Pendidikan Dasar Yang 

Bersertifikasi Pendidik 

  

Persentase Pendidik Pada 

Jenjang Sekolah Dasar Yang 

Memiliki Ijazah Diploma 

Empat (D- IV) Atau Sarjana 
(S1) Dan Sertifikat Pendidik 

Persentase 

Sekolah 

Terakreditasi 

A 

Pengelolaan 

Pendidikan 

Nonformal/ 

Kesetaraan 

Persentase Pendidik Pada 

Jenjang Sekolah Menengah 

Pertama Yang Memiliki 

Ijazah Diploma Empat (D-IV) 

Atau Sarjana (S1) Dan 
Sertifikat Pendidik 

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 

 Penerbitan Izin 

Paud Dan 
Pendidikan 

Nonformal Yang 

Diselenggarakan 

Oleh Masyarakat 

APK PAUD Tingkat Partisipasi Warga 

Negara Usia 5-6 Tahun Yang 
Berpartisipasi Dalam PAUD 

    Persentase Satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini 
Terakreditasi 

Tingkat Partisipasi Warga 

Negara Usia 7-18 Tahun 

Yang Belum Menyelesaikan 

Pendidikan Dasar Dan 
Menengah Yang  

Berpartisipasi Dalam 

Pendidikan Kesetaraan 
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Indikator 

Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan Target 

IKK Yang Perlu Ditingkatkan 

    Persentase Pendidik Paud 

Yang Memiliki Ijazah 

Diploma Empat (D-IV) Atau 

Sarjana (S1) Bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini, 

Kependidikan Lain Atau 
Psikologi Dan Sertifikat 

Profesi Guru Pendidikan 

Anak Usia Dini 

 

5.2.1.2 Kesehatan  

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat. Indikator program ini adalah :  

 Cakupan Ketersediaan Sarpras Kesehatan Rujukan 100%. 

 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak 

dibawah dua tahun 18,79%. 

 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100%. 

 Angka Kematian Ibu 52,78 per 100.000 KH. 

 Angka Kematian Bayi 7,1 per 100.000 KH. 

 Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization 

(UCI) dan IDL 100%. 

 Cakupan pelayanan pengendalian penyakit 100%. 

 Cakupan Ketersediaan Sarpras Kesehatan Rujukan 100% 

 Cakupan pelayan BLUD 100% 

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 

Indikator program ini adalah: 

 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100%;  

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 

Minuman. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan 92,30%. 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan 92,30%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kesehatan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.3  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Kesehatan 

 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 

Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

Cakupan Pelayanan Penyediaan Cakupan Rasio Daya Tampung RS 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Pengendaliaan 

Penyakit 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Untuk 

UKM Dan UKP 

Kewenangan 

Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pelayanan BLUD 

  

Terhadap Jumlah 

Penduduk 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan Untuk 

UKM Dan UKP 

RUJUKAN Tingkat 
Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Persentase RS Rujukan 

Tingkat Kabupaten/Kota 

Yang Terakreditasi 

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan Secara 

Terintegrasi 

Cakupan 

Ketersediaan 

Sarpras Kesehatan 

Rujukan 

Rasio Tenaga Kesehatan 

Terhadap Jumlah 

Penduduk Kota 

Penerbitan Izin 

Rumah Sakit Kelas 
C, D Dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 
Kesehatan 

Masyarakat 

Pemberian Izin 
Praktek Tenaga 

Kesehatan Di 

Wilayah 

Kabupaten/ Kota 

Cakupan 
Pelayanan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Presentase Balita Gizi 
Buruk/Stunting Yg 

Mendapatkan 

Perawatan/Pelayanan 

Kesehatan 

Perencanaan 

Kebutuhan Dan 
Pendayagunaan 

Sumberdaya 

Manusia 

Kesehatan Untuk 

UKP Dan UKM Di 
Wilayah Kab/ Kota 

Angka Kematian 

Ibu 

Persentase Ibu Hamil 

Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

Pengembangan 

Mutu Dan 

Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumberdaya 

Manusia 
Kesehatan Tingkat 

Daerah UKP Kab/ 

Kota 

Persentase Ibu Bersalin 

Mendapatkan Pelayanan 

Persalinan 

Keterpaduan lintas 

program yaitu 

dengan program 
pengendalian 

penyakit menular 

melalui imunisasi 

pada bayi, 

perbaikan gizi 

masyarakat 
melalui pemberian 

PMT pada ibu 

hamil serta 

peningkatan 

konsumsi tablet 
besi (Fe)  

Angka Kematian 

Bayi  

Persentase Bayi Baru 

Lahir Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Bayi 
Baru Lahir 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

 

Presentase Pelayanan 

Kesehatan Balita Sesuai 

Standar 

 

Persentase Anak Usia 

Pendidikan Dasar Yang 

Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 

Cakupan Pelayanan 

Dan Sumber Daya 

Kesehatan 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Penerbitan 

Sertifikat Produksi 

Pangan Industri 
Rumah Tangga 

Dan Nomor P-IRT 

Sebagai Izin 

Produksi Untuk 

Produk Makanan 
Minuman Tertentu 

Yang Dapat Di 

Produksi Oleh 

Industri Rumah 

Tangga 

Cakupan 

Pelayanan 

Pengendalian 
Penyakit 

  

Cakupan 

Desa/Kelurahan 

Universal Child 

Immunization 

(UCI) Dan IDI 

Persentase 

Desa/Kelurahan 

Universal Child 

Immunization (UCI) 

Penerbitan 

Sertifikat Laik 
Higiene Tempat 

Pengelolaan 

Makanan (TPM) 

Antara Lain Jasa 

Boga, Rumah/ 
Restoran Dan 

Depot Air Minum 

(DAM)   

  

  

Persentase Penemuan 

Dan Penanganan 
Penderita Penyakit DBD 

Persentase Orang Terduga 

TBC Mendapatkan 

Pelayanan TBC Sesuai 

Standar 

Persentase Orang Dengan 

Resiko Terinfeksi HIV 
Mendapatkan Pelayanan 

Deteksi Dini HIV Sesuai 

Standar 

Penerbitan Stiker 

Pembinaan Pada 

Makanan Jajanan 

Dan Setra 
Makanan Jajanan 

 

  
  

  

  

  

  

 
 

 

Persentase Penderita Dm 

Yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standard 
 

 

Pemeriksaan Dan 

Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

Post Market Pada 
Produksi Dan 

Produk Makanan 

Minuman Industri 

Rumah Tangga 

Persentase Odgj Berat 

Yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Jiwa 

Sesuai Standar 

Persentase Orang Usia 15-
29 Tahun Mendapatkan 

Skrining Kesehatan 

Sesuai Standar 

Persentase Warga Negara 

Usia 60 Tahun Ke Atas 

Mendapatkan Skrining 
Kesehatan Sesuai Standar 

Persentase Penderita 

Hipertensi Yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar 

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 
Kesehatan 

Masyarakat 

Advokasi, 
Pemberdayaan, 

Kemitraan, 

Peningkatan Peran 

Serta Masyarakat 

Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Masyarakat 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Dan Lintas Sektor 

Tingkat Daerah 

Kab/ Kota 

 Pelaksanaan Sehat 

Dalam Rangka 

Promotif Preventif 
Tingkat Daerah 

Kab/ Kota   

  

Pengembangan 

Dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya 
Masyarakat 

(UKBM) Tingkat 

Daerah Kab/ Kota 

    

 

5.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Indikator 

program ini adalah : 

 Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 84%;  

b. Program Penyelenggaraan Jalan. Indikator program ini adalah : 

 Persentases alat-alat berat dalam kondisi baik 87% 

 persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi 

mantap 90,46% 

 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap 

91,43%. 

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum. Indikator program ini adalah : 

 Persentase penduduk berakses air minum 100% (jumlah 

warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air 

minum sehari-hari 100%). 

d. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan 

Regional. 

 Persentase terselenggaranya pengelolaan persampahan 

100%. 

e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase rumah tinggal bersanitasi 100%. 

f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase  drainase dalam kondisi baik 65,00% 

g. Program Penataan Bangunan Gedung. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan 

yang sesuai standart pelayanan 55% 

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Indikator program 

ini adalah : 
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 Persentase ketaatan rencana tata ruang 100%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.4  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 
Dengan  Target 

Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

Persentase Luas 

Irigasi 

Kabupaten Dalam 

Kondisi 

Baik 

Pengelolaan SDA 

Dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

Pada Wilayah 

Sungai (WS) Dalam 
1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Presentase luas 

irigasi kabupaten 

dalam kondisi baik 

sebesar 84% 

Rasio Luas Kawasan 

Permukiman Rawan 

Banjir Yang Terlindungi 

Oleh Infrastruktur 

Pengendalian Banjir Di 
Ws Kewenangan 

Kabupaten 

Persentase Luas 

Irigasi 
Kabupaten Dalam 

Kondisi 

Baik 

Pengembangan Dan 

Pengelolaan Sistem 

Irigasi Primer Dan 

Sekunder Pada 
Daerah Irigasi Yang 

Luasnya Dibawah 

1000 Ha Dalam 1 

(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Presentase luas 

irigasi kabupaten 

dalam kondisi baik 

sebesar 84% 

Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan kabupaten 

yang dilayani oleh 

jaringan irigasi 

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  

Persentase 
Penduduk 

Berakses Air 

Minum 

Pengelolaan Dan 
Pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) 

Di Daerah 

Kabupaten/Kota 
 

 

 

 

Peningkatan 

penyediaan dan 
kualitas layanan 

infrastruktur 

strategis 

 

 
 

Persentase  
Drainase Dalam 

Kondisi Baik/ 

Pembuangan 

Aliran Air Tidak 

Tersumbat 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 

mendapatkan akses 

terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 

terlindungi terhadap 

rumah tangga di seluruh 

kabupaten 

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

Persentase Rumah 

Tinggal 
Bersanitasi 

Pengelolaan Dan 

Pengembangan 
Sistem Air Limbah 

Domestik Dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase Rumah 

Tinggal Bersanitasi 
mencapai 100% 

Persentase jumlah 

rumah yang memperoleh 
layanan pengolahan air 

limbah domestik 

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

Persentase 
Drainase Dalam 

Kondisi 

Baik/Pembuangan 

Pengelolaan Dan 
Pengembangan 

Sistem Drainase 

Yang Terhubung 

Persentase  
Drainase Dalam 

Kondisi Baik/ 

Pembuangan 

Rasio Luas Kawasan 
Permukiman Rawan 

Banjir Yang Terlindungi 

Oleh Infrastruktur 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Aliran Air Tidak 

Tersumbat 

 

Langsung Dengan 

Sungai Dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Aliran Air Tidak 

Tersumbat sebesar 

65% 

Pengendalian Banjir Di 

WS Kewenangan 

Kabupaten 

Program Penataan Bangunan Gedung 

Persentase 
rekomendasi teknis 

perijinan 

pembangunan 

yang sesuai 

standart pelayanan 

Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung 

Di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin 

Mendirikan 
Bangunan (IMB) 

Dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan 

Gedung 

Persentase 
rekomendasi 

teknis perijinan 

pembangunan 

yang sesuai 

standart 
pelayanan 55% 

Rasio Luas Kawasan 
Permukiman Rawan 

Banjir Yang Terlindungi 

Oleh Infrastruktur 

Pengendalian Banjir Di 

WS Kewenangan 
Kabupaten 

Program Penyelenggaraan Jalan 

Persentase Panjang 

Jalan 
Kabupaten Dalam 

Kondisi 

Mantap 

Penyelenggaraan 

Jalan 
Kabupaten/Kota 

Persentase 

panjang jalan 
kabupaten dalam 

kondisi mantap 

91,43%. 

Tingkat  kemantapan 

jalan Kabupaten 
Tingkat  kemantapan 

jalan Kabupaten 

persentase jumlah 

jembatan 

kabupaten dalam 

kondisi mantap 

90,46% 

persentase jumlah 

jembatan 

kabupaten dalam 

kondisi mantap 

90,46% 

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

Persentase 

Ketaatan Rencana 

Tata Ruang 

Penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Dan 

Rencana Rinci Tata 

Ruang (RRTR) 
Kabupaten/Kota 

Persentase  

Drainase Dalam 

Persentase 

Ketaatan Rencana 

Tata Ruang 
sebesar 100% 

Rasio Luas Kawasan 

Permukiman Rawan 

Rasio kepatuhan IMB 

kab/ kota 

 

Koordinasi Dan 

Sinkronisasi 

Perencanaan Tata 

Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Koordinasi Dan 
Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Koordinasi Dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

 

5.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Perumahan. Indikator program ini 

adalah : 

 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 98,2%  

 Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh 

rumah layak huni 100% 
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 Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program 

pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi 

penyediaan rumah yang layak huni 100%. 

b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum 

(PSU). Indikator program ini adalah : 

 Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak. 

c. Program Kawasan Permukiman. Indikator program ini adalah : 

 Persentase lingkungan permukiman kumuh 0,04%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, difokuskan pada 

indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.5  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 
 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 

Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pengembangan Perumahan 

Cakupan 
Ketersediaan 

Rumah Layak Huni 

Pendataan 
Penyediaan dan 

Rehabilitasi 

Rumah Korban 

Bencana atau 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Lingkungan 

Permukiman 

Kumuh 

 

 

Pembinaan 
Pengelolaan Rumah 

Susun Umum 

Dan/Atau Rumah 

Khusus 

 Persentase 

Lingkungan 
Permukiman 

Kumuh 

 

  

Luas kawasan kumuh 
yang tertangani 

Penerbitan Izin 

Pembangunan Dan 
Pengembangan 

Perumahan 

 Persentase 

Lingkungan 
Permukiman 

Kumuh 

 

Program Kawasan Permukiman 

Persentase 
Lingkungan 

Permukiman 

Kumuh 

 

Penataan Dan 
Peningkatan 

Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh 

Dengan Luas Di 

Bawah 10 (Sepuluh) 

Ha 

 Cakupan 

Ketersediaan 

Rumah Layak 

Huni 

Jumlah Rumah tidak 
layak huni yang 

difasilitasi peningkatan 

kualitasnya 

Peningkatan 
Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh 

Dengan Luas Di 

Bawah 10 (Sepuluh) 

Ha 

 Cakupan 

Ketersediaan 

Rumah Layak 

Huni 

Jumlah rumah tidak 
layak huni yang 

difasilitasi peningkatan 

kualitasnya 

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 

Cakupan 

Ketersediaan 
Rumah Layak Huni 

Urusan 

Penyelenggaraan 
PSU Perumahan 

 Persentase 

Lingkungan 
Permukiman 

Luas kawasan kumuh 

yang tertangani 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Kumuh 

 

 

5.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

Indikator program ini adalah: 

 Presentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas 

75% 

 Cakupan penegakan perda dan perkada 83% 

 Rasio Linmas per Jumlah RT 1,34 

 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari 

penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota 

100%. 

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Indikator 

program ini adalah: 

 Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten 85% 

 Cakupan penanganan penyelamatan non kebakaran 

kabupaten 100% 

 Tingkat waktu tanggap (response time rate) 7 menit 

 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi 

standar kualifikasi 100% 

 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%. 

c. Program Penanggulangan Bencana. Indikator program ini 

adalah: 

 cakupan pelayanan penanggulangan bencana 100% 

 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi 

rawan bencana 100% 

 Jumlah warga negara yang memperoleh  layanan 

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 

 Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 100%. 

d. Program Penanganan Bencana. Indikator program ini adalah 

cakupan pelayanan penanggulangan bencana 100%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, 

difokuskan pada indikator capaian program dan kegiatan sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.6 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat 
 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

Persentase Cakupan 

Penanganan 

Gangguan 
Tibum Tranmas 

 

Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Kabupaten/Kota 

Persentase Personil 

Satpol PP 

Berkualitas PPNS 
 

Persentase 

gangguan 

Trantibum yang 
dapat 

diselesaikan 

Rasio Linmas per 

Jumlah RT 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum Dalam 

1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks Rasa Aman  

Cakupan penegakan 

perda dan perkada 

Penegakan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

Cakupan penegakan 

perda dan perkada 

Persentase Perda 

dan Perkada  

yang ditegakkan 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 
layanan akibat dari 

penegakan hukum 

Perda dan Perkada 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan 

dalam rangka 

Dampak Penegakan 
Peraturan Daerah 

dan Perkada 

 

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non 

Kebakaran 

Cakupan 

Penanganan 

Bencana Kebakaran 

Kabupaten 

Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan, Dan 

Penanganan Bahan 
Berbahaya Dan Beracun 

Kebakaran Dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

Layanan 

penanganan 

bencana kebakaran 

Persentase 

pelayanan 

penyelamatan 

dan evakuasi 

korban kebakaran 

Cakupan 

penanganan 

penyelamatan non 
kebakaran 

kabupeten 

Layanan 

penanganan 

bencana non 
kebakaran 

 

Tingkat waktu 

tanggap (response 

time rate) 

Tingkat Waktu 

Tanggap (Response 

Time Rate) 

Penanganan 
Kebakaran 

Waktu tanggap 

(response time) 

penanganan 

kebakaran 

Persentase aparatur 

pemadam 

kebakaran yang 

memenuhi standar 

kualifikasi 

Inspeksi Peralatan 

Proteksi Kebakaran 

Peningkatan jumlah 

aparatur pemadam 

yang memenuhi 

standar kualifikasi 

 

Jumlah warga 

negara yang 
memperoleh 

layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

kebakaran 

Jumlah warga 

negara yang 
memperoleh layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

kebakaran 

 

Program Penanggulangan Bencana 

Cakupan pelayanan 

penanggulangan 

bencana 

Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Pelayanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

bencana 

Jumlah warga 

negara yang 
memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana  

Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Layanan informasi 

rawan bencana 

Jumlah warga 

negara yang 
memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Pelayanan Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban 

Bencana 

Pelayanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan 
pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 
penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat terhadap 
Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Desa 

Tangguh Bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 
penyelamatan 

dan evakuasi 

korban bencana 

 
5.2.1.6 Sosial 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pemberdayaan Sosial. Indikator program ini adalah : 

 Rasio PMKS 7,67 % 

 Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut 

usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat 

jaminan sosial 5,6% 

 Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang 

memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 

 Jumlah warga negara penyandang lanjut usia terlantar 

yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 

 Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang 

memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar 

panti 100% 

 Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan 

dasar 45% 

b. Program Rehabilitasi Sosial. Indikator program ini adalah : 

 Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai 

standar 65%. 

c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Indikator program 

ini adalah : 

 Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan 

dasar sosial 75 %. Jumlah waga negara korban bencana 

Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan 

jaminan sosial 100%. 

d. Program Penanganan Bencana. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pelayanan penanggulangan bencana 100%. 

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Indikator 

program ini adalah : 



V-15 
 

 Persentase TMP yang di Kelola 100%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Sosial, difokuskan pada indikator capaian program dan kegiatan 

sebagai berikut : 

 

Tabel 5.7 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Sosial 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pemberdayaan Sosial 

Persentase PSKS 
Yang Aktif 

Menangani PMKS 

Sesuai 

Standar 

Pengembangan 
Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rasio PMKS Persentase penyandang 
disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar 

dan gelandangan 

pengemisyang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di 

luar panti 

Program Rehabilitasi Sosial 

Persentase 
Penyandang 

Disabilitas Anak 

Terlantar, 

Lanjut Usia 

Terlantar, 

Pengemis Dan 
Gelandangan 

Yang Mendapat 

Jaminan 

Sosial 

Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, 

Serta Gelandangan 
Pengemis Di Luar 

Panti Sosial 

Persentase Keluarga 
Miskin Yang 

Memperoleh 

Pelayanan Dasar 

Sosial 

Persentase penyandang 
disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar 

dan gelandangan 

pengemisyang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di 
luar panti 

Persentase Keluarga 

Miskin Yang 
Memperoleh 

Pelayanan Dasar 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang 
Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan 

Korban HIV/Aids 

Dan Napza Di Luar 
Panti Sosial 

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 

Persentase Keluarga 

Miskin 
Yang Memperoleh 

Pelayanan 

Dasar Sosial 

Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

  Persentase penyandang 

disabilitas terlantar, 
anak terlantar, lanjut 

usia terlantar 

dan gelandangan 

pengemisyang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di 

luar panti 

Program Penanganan Bencana 

Cakupan Pelayanan 

Penanggulangan 

Bencana 

Perlindungan 

Sosial Korban 

Bencana Alam Dan 
Sosial 

Kabupaten/Kota 

  Persentase korban 

bencana alam dan sosial 

yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

pada saat dan setelah 

tanggap darurat 

bencana daerah 

Kabupaten 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

Persentase TMP 

Yang Dikelola 

Pemeliharaan 

Taman Makam 
Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

  - 

 

 

5.2.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

5.2.2.1 Tenaga Kerja 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Indikator program ini 

adalah :  

 Persentase Perusahaan yang Telah Menyusun Dokumen 

Perencanaan Tenaga Kerja sebanyak 100%. 

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, 

indikator program ini adalah: 

 Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi Kompetensi 

sebanyak 50%. 

c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase pencari kerja yang sudah bekerja 48%. 

d.  Program Hubungan Industrial. Indikator program ini adalah : 

 Persentase kasus yang terselesaikan 100%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Tenaga Kerja, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.8 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Tenaga Kerja 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program Perencanaan Tenaga Kerja 

Persentase 

Perusahaan yang 
Telah Menyusun 

Dokumen 

Perencanaan Tenaga 

Kerja 

Penyusunan 

Rencana Tenaga 
Kerja (RTK) 

Persentase 

Perusahaan yang 
Telah Menyusun 

Dokumen 

Perencanaan Tenaga 

Kerja 

Persentase kegiatan 

yang dilaksanakan 
yang mengacu ke 

rencana tenaga 

kerja 

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Persentase Peserta 

Pelatihan 
Bersertifikasi 

Kompetensi 

Pelaksanaan 

Pelatihan 
Berdasarkan Unit 

Kompetensi 

Persentase Peserta 

Pelatihan 
Bersertifikasi 

Kompetensi 

Persentase Tenaga 

Kerja Bersertifikat 
Kompetensi 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Pembinaan 

Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta 

Tingkat 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Program Penempatan Tenaga Kerja 

Persentase Pencari 

Kerja 

Yang Sudah Bekerja 

Pelayanan 

Antarkerja Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan fasilitasi 

terhadap perusahaan 

dalam melakukan 

perekrutan tenaga 
kerja 

Peningkatan jumlah 

perusahaan yang 

mengikuti job fair 

Persentase Tenaga 
kerja yang 

ditempatkan (dalam 

dan luar negeri) 

melalui mekanisme 

layanan Antar Kerja 
dalam wilayah 

Pengelolaan 
Informasi Pasar 

Kerja 

Pelindungan PMI 

(PRA Dan Purna 

Penempatan) Di 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penerbitan 

Perpanjangan IMTA 

Yang Lokasi Kerja 

Dalam 1 (Satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Hubungan Industrial 

Persentase Kasus 
Yang 

Terselesaikan 

Pengesahan 
Peraturan 

Perusahaan Dan 

Pendaftaran 

Perjanjian Kerja 

Bersama Untuk 
Perusahaan Yang 

Hanya Beroperasi 

Dalam 1 (Satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase Kasus 
Yang 

Terselesaikan 

Persentase 
Perselisihan 

Hubungan 

Industrial Yang 

Diselesaikan Melalui 

Perjanjian Bersama 
Oleh Mediator 

Hubungan 

Industrial 

Persentase 

Perusahaan yang 

menerapkan 
tata kelola kerja 

yang layak (PP/PKB, 

LKS Bipartit, 

Struktur Skala 

Upah, dan terdaftar 

Pencegahan Dan 

Penyelesaian 
Perselisihan 

Hubungan 

Industrial, Mogok 

Kerja Dan 

Penutupan 
Perusahaan Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

5.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Program Perlindungan Khusus Anak. Indikator program ini 

adalah : 

 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu 

100 %. 

b. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 

Perempuan. Indikator program ini adalah : 

 Persentase pekerja perempuan 60,79%.  
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c. Program Perlindungan Perempuan. Indikator program ini 

adalah: 

 Persentase pekerja perempuan 60,79%.  

d. Program Perlindungan Khusus Anak. Indikator program ini 

adalah : 

 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu 

100 %. 

e. Program Perlindungan Khusus Anak. Indikator program ini 

adalah : 

 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu 

100 %. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, difokuskan 

pada indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.9 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  
Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 

Persentase Pekerja 

Perempuan 

Pelembagaan 

Pengarusutamaan Gender 

(PUG) Pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  

Persentase ARG pada 

belanja langsung 

APBD 

 

 
 

 

 

Persentase Pekerja 

Perempuan 

Penguatan Dan 

Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Persentase Pekerja 

Perempuan 

Program Perlindungan Perempuan 

Persentase Pekerja 
Perempuan 

Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks 
Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

Rasio kekerasan 
terhadap perempuan, 

termasuk TPPO (per 

100.000 penduduk 

perempuan) 

   

Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan Bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan Yang 

Memerlukan Koordinasi 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

 

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 

Persentase Pekerja 

Perempuan 

 

 

 

 

Pengumpulan, Pengolahan 

Analisis Dan Penyajian Data 

Gender Dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data Di 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Persentase ARG pada 

belanja langsung 

APBD 
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5.2.2.3 Pangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah : 

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan 

Dan Kemandirian Pangan. Indikator program ini adalah : 

 Persentase ketersediaan pangan utama 100%. 

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat. Indikator program ini adalah : 

 Persentase ketersediaan pangan utama 100%. 

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase penanganan daerah rawan pangan 95%. 

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase keamanan pangan 89%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pangan, difokuskan pada indikator capaian program dan kegiatan 

sebagai berikut : 

Tabel 5.10 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pangan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 

Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian 

Pangan 

Persentase Penyediaan Fasilitasi terhadap Mengoptimalkan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 

Cakupan Perempuan 
Dan 

Anak Korban 

Kekerasan Yang 

Terselesaikan 

Penanganannya 

Pada Unit Pelayanan 
Terpadu 

 

 

 

 
 

Pelembagaan PHA pada 
Lembaga Pemerintah, 

Nonpemerintah, Dan Dunia 

Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  

Persentase anak 
korban kekerasan 

yang ditangani 

instansi terkait 

Kabupaten 

Penguatan Dan 

Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  

 

Program Perlindungan Khusus Anak 

Cakupan Perempuan 

Dan 

Anak Korban 

Kekerasan Yang 
Terselesaikan 

Penanganannya 

Pada Unit Layanan 

Terpadu 

 

Penyediaan Layanan Bagi 

Anak Yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Yang 

Memerlukan Koordinasi 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Persentase anak 

korban kekerasan 
yang ditangani 

instansi terkait 

Kabupaten 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Ketersediaan 

Pangan Utama 

Infrastruktur Dan 

Seluruh Pendukung 

Kemandirian Pangan 

Sesuai Kewenangan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

lumbung pangan 

melalui pembinaan 

dan pembangunan 

lumbung pangan 

fungsi lumbung 

pangan  untuk 

ketersediaan 

pangan 

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

Persentase 

Ketersediaan 

Pangan Utama 

Penyediaan Dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok Atau Pangan 

Lainnya Sesuai Dengan 

Kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota Dalam 
Rangka Stabilisasi 

Pasokan Dan Harga 

Pangan 

Meningkatkan 

pemantauan stok 

pangan dan 

distribusi pangan 

Inventarisssi 

data distribusi 

dan stok pangan 

Pengelolaan Dan 

Keseimbangan 

Cadangan Pangan 
Kabupaten/Kota 

Pengadaan gabah 

untuk stok pangan 

dan Meningkatkan 
fungsi gudang 

cadangan pangan 

sebagai stok 

cadangan pangan 

Pengadaan 

gabah untuk 

stok pangan dan 
Meningkatkan 

fungsi gudang 

cadangan 

pangan sebagai 

stok cadangan 

pangan 

 Pelaksanaan 
Pencapaian Target 

Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun 

Sesuai Dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

Meningkatkan 
kesadaran 

masyarakat 

tentang makanan 

B2SA (Bergizi, 

berimbang, Sehat 
dan Aman) melalui 

sosialisai 

Peningkatan 
pemanfaatan 

pekarangan 

untuk 

meningkatkan 

pangan lainnya 

Program Penanganan Kerawanan Pangan 

Persentase 

Penanganan 

Daerah Rawan 

Pangan 

Penanganan 

Kerawanan Pangan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Meningkatkan 

kemandirian 

pangan melalui 

pembinaan dan 

pendampingan 
kepada desa rawan 

pangan 

Penyaluran 

cadangan 

pangan pada 

daerah rawan 

pangan  

Program Pengawasan Keamanan Pangan 

Persentase 

Keamanan 

Pangan 

Pelaksanaan 

Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatkan 

pembinaan kepada 

kelompok tani 

penghasil pangan 

segar 

Meningkatkan 

stok pangan 

yang aman 

 Pengujian pangan 
segar dan intervensi 

terhadap produsen 

penghasil pangan segar  

 

Melakukan pembinaan 
terhadap kelompok 

maupun desa rawan 

pangan. 

Dilakukan untuk 

capaian indikator 

kinerja daerah urusan 
pangan 
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5.2.2.4 Pertanahan 

Rencana program yang akan dilaksanakan  adalah Program 

Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk 

Pembangunan. Indikator program ini adalah : 

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah 

Untuk Pembangunan. Indikator program ini adalah :  

 Persentase luas tanah bersertifikat 73,19%. 

b. Program Penatagunaan Tanah. Indikator program ini adalah : 

 Persentase penyelesaian administrasi pertanahan 73,19% 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pertanahan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.11 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pertanahan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  
Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 
Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 

Persentase luas 

tanah bersertifikat 

Penyelesaian Masalah 

Ganti Kerugian Dan 

Santunan Tanah 

Untuk Pembangunan 

Oleh Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase luas 

tanah bersertifikat 

73,19%. 

  

Persentase 

pengadaan tanah 

untuk 

kepentingan 

umum 
 

 

 

Program Penatagunaan Tanah 

Persentase 

penyelesaian 

administrasi 

Penggunaan Tanah 

Yang Hamparannya 

Dalam Satu Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

penyelesaian 

administrasi 

pertanahan 73,19% 

Persentase 

pengadaan tanah 

untuk 

kepentingan 

umum 
 

 

 

5.2.2.5 Lingkungan Hidup 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Indikator program 

ini adalah : 

 Indeks kualitas lingkungan hidup 66,56%. 

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup. Indikator program ini adalah : 

 Indeks kualitas lingkungan hidup 66,56%. 

c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH). Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 

dan/ atau kegaitan yang memiliki izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 42%. 
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d. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Indikator 

program ini adalah : 

 Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 

dan/ atau kegaitan yang memiliki izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 42%. 

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Indikator program ini 

adalah : 

 Presentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan 

hidup 5%. 

f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. 

Indikator program ini adalah : 

 Presentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan 

hidup 5%. 

g. Program Pengelolaan Persampahan. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase penanganan volume sampah 73%. 

h. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) 

Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase penanganan volume sampah 73%. 

i. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 

Indikator program ini adalah : 

 Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) 8,19% 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Lingkungan Hidup, difokuskan pada indikator capaian program 

dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.12 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Lingkungan Hidup 
 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas 

Lingkungan 
Hidup 

Rencana 

Perlindungan Dan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(RPPLH) 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kualitas Air Persentase ijin 

lingkungan yang 
diawasi 

Penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 
(KLHS) 

Kabupaten/Kota 

Pemantauan 

kualitas air sungai 

dan perairan umum 
secara berkala  

Pemantauaan thd 

kegiatan industri 

Indeks Kualitas 

Udara 

Persentase tindaklanjut 

Pengaduan Masyarakat 

di Bidang Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(PPLH) Kabupaten/Kota 

Indeks Tutupan 

Lahan 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

yang potensi 

menimbulkan 

pencemaran udara, 

Meningkatkan 

penghijauan 

penyerap polutan 
disekitar industri, 

Sosialisasi kepada 

kegiatan industri 

untuk mengganti 

bahan bakar yang 
rendah emisi 

Memperketat 

kegiatan industri 

yang mengajukan 

izin lingkungan 

terkait teknologi 
yang digunakan 

proses industri agar 

emisi yang di 

hasilkan memenuhi 

baku mutu 
Pemantauan 

perubahan tutupan 

lahan, 

pemeliharaan 

tutupan hutan 

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

Pencegahan 

Pencemaran 

Dan/Atau 
Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

Cakupan Pembinaan 

Dan Pengawasan 

Terhadap Usaha 
Dan/Atau Kegiatan 

Yang Memiliki Izin 

Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Persentase ijin 

lingkungan yang 

diawasi 

Persentase tindaklanjut 

Pengaduan Masyarakat 

di Bidang Perlindungan 

dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

(PPLH) Kabupaten/Kota 

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

Proporsi Ruang 

Terbuka Hijau 

(Rth) 

Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

Kabupaten 

 

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya 

Dan Beracun (Limbah B3) 

Persentase 

Penanganan 

Volume Sampah 

Penyimpanan 

Sementara Limbah 

B3 

Cakupan Pembinaan 

Dan Pengawasan 

Terhadap Usaha 

Dan/Atau Kegiatan 
Yang Memiliki Izin 

Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
 

Nilai pengujian kualitas 

air 

Indeks Kualitas 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

Kabupaten 

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Cakupan 

Pembinaan Dan 

Pengawasan 
Terhadap Usaha 

Dan / Atau 

Kegiatan Yang 

Memiliki Izin 

Lingkungan Dan 
Izin Perlindungan 

Dan 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Pembinaan Dan 

Pengawasan 

Terhadap Usaha 
Dan/Atau Kegiatan 

Yang Izin 

Lingkungan Dan 

Izin Pplh 

Diterbitkan Oleh 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 
Kabupaten 

Persentase ijin 

lingkungan yang 

diawasi 

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat 

Persentase 

Peningkatan 

Komunitas 

Pecinta 

Lingkungan 

Hidup 

Penyelenggaraan 

Pendidikan, 

Pelatihan, Dan 

Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

Untuk Lembaga 
Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Penanganan 

Volume Sampah 

Jumlah pengelolaan 

sampah 

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

Persentase 

peningkatan 

komunitas 
pecinta 

lingkungan hidup 

 

Pemberian 

Penghargaan 

Lingkungan Hidup 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Penanganan 

Volume Sampah 

Jumlah pengelolaan 

sampah 

Program Pengelolaan Persampahan  

persentase 

penanganan 

volume sampah 

Pengelolaan 

Sampah 

Cakupan Pembinaan 

Dan Pengawasan 

Terhadap Usaha 
Dan/Atau Kegiatan 

Yang Memiliki Izin 

Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Persentase ijin 

lingkungan yang 

diawasi 

Persentase 
peningkatan 

komunitas pecinta 

lingkungan hidup 

 

 

5.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Indikator program 

ini adalah : 
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 cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 100% 

b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil. Indikator program ini 

adalah : 

 cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 100% 

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data. Indikator program ini adalah : 

 cakupan pengelolaan database kependudukan 100% 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, difokuskan 

pada indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.13 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target IKK 

Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pendaftaran Penduduk 

Cakupan 

Kepemilikan Kartu 
Tanda Penduduk 

(KTP) 

Pelayanan 

Pendaftaran 
Penduduk 

 Cakupan 

Perekaman KTP 
Elektronik 

Penyelenggaraan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Penambahan 

layanan di 

Kecamatan 
Mall Pelayanan 

Publik (MPP) dan 

jemput bola usia 

pemula 

Program Pencatatan Sipil 

Cakupan 

Kepemilikan Akta 

Kelahiran Usia 0-18 
Tahun 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

 Persentase 

Penduduk usia 0 - 

18 tahun Yang 
Mempunyai Akte 

Kelahiran 

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Cakupan 
Pengelolaan 

Database 

Kependudukan 

Pengumpulan Data 
Kependudukan Dan 

Pemanfaatan Dan 

Penyajian Database 

Kependudukan 

 Jumlah PD yang 
telah 

memanfaatkan 

data 

kependudukan 

berdasarkan 
perjanjian kerja 

sama 

Penyelenggaraan 

Pengelolaan 
Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

 

5.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penataan Desa. Indikator program ini adalah : 

 Persentase desa yang bermasalah 20%. 

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase desa yang bermasalah 20%. 
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c. Program Peningkatan Kerjasama Desa. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian 

masyarakat desa 25%. 

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Indikator program ini 

adalah: 

 Persentase peningkatan kawasan perdesaan 75%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 
 

Tabel 5.14 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target IKK 
Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Penataan Desa 

TMMD/ Karya 

Bhakti 

Yang Dilaksanakan 

Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

Persentase 

Peningkatan 

Kelembagaan Dan 
Perekonomian 

Masyarakat Desa 

Persentase 

Peningkatan 

Status Desa 
Mandiri 

 

 

Program Peningkatan Kerjasama Desa 

Prosentase 

Peningkatan 
Kawasan Pedesaan 

Fasilitasi Kerja Sama 

Antar Desa 

Persentase Desa 

Yang Bermasalah  

Program Administrasi Pemerintahan Desa 

Prosentase desa 

yang bermasalah 

Pembinaan Dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Peningkatan Kapasitas 

aparat pemerintah desa 

 

 

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum 

Adat 

Persentase 

peningkatan  
kelembagaan dan  

perekonomian  

masyarakat desa  

 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Yang 
Bergerak Di Bidang 

Pemberdayaan Desa 

Dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota Serta 

Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum 

Adat Yang Masyarakat 

Pelakunya 

Hukum Adat Yang Sama 

Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 

 

5.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah : 

a. Program Pengendalian Penduduk. Indikator program ini adalah: 

 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang 14% 
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b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Indikator 

program ini adalah : 

 Cakupan peserta KB aktif 71%. 

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 

(KS).  Indikator program ini adalah : 

 Total Fertility Rate (TFR Rata-rata jumlah kelahiran hidup 

laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang 

wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa 

reproduksinya 2,02%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, difokuskan 

pada indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 
Tabel 5.15 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

Cakupan Peserta KB 
Aktif 

Pelaksanaan Advokasi, 
Komunikasi, Informasi 

Dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk 

Dan KB Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal 

Cakupan Peserta KB 
Aktif 

TFR (Angka 
Kelahiran Total) 

Pengendalian Dan 
Pendistribusian 

Kebutuhan Alat Dan 

Obat Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan Pelayanan 

KB Di Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Persentase 
pemakaian 

kontrasepsi 

Modern 

(Modern 

Contraceptive 

Prevalence 
Rate/mCPR) 

Pemberdayaan Dan 

Peningkatan Peran Serta 

Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 
Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Dan 

Pembinaan Kesertaan 

Ber-KB 

  

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

Total Fertility Rate 

(TFR) Ratarata 
Jumlah Kelahiran 

Hidup 

Laki-Laki Dan 

Perempuan Yang 

Dilahirkan Oleh 

Seorang 
Wanita Tiap 1000 

Penduduk 

Hingga Akhir Masa 

Reproduksinya 

Pelaksanaan 

Pembangunan Keluarga 
Melalui Pembinaan 

Ketahanan Dan 

Kesejahteraan Keluarga 

 

Percepatan pelaksanaan 

kegiatan pendukung 

pencapaian TFR. 
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5.2.2.9 Perhubungan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana 

LLAJ. Indikator program ini adalah : 

 Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan 

38 km/jam. 

 Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada 

daerah rawan kecelakaan 88%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perhubungan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.16 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Perhubungan 

 

Indikator 

Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

Persentase 
Penyediaan 

Fasilitas 

Perlengkapan 

Jalan Pada 

Daerah 

Rawan 
Kecelakaan 

Penetapan Rencana Induk 
Jaringan LLAJ 

Kabupaten/Kota 

Persentase 
Penyediaan Fasilitas 

Perlengkapan Jalan 

Pada Daerah 

Rawan Kecelakaan 

sebesar 88% 

Kinerja Lalu Lintas 
Kabupaten Melalui 

Indikator V/C Ratio 

Penyediaan Perlengkapan 

Jalan Di Jalan 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Terminal 

Penumpang Tipe C 

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan Dan 
Pembangunan Fasilitas 

Parkir 

 Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor 

   

Audit Dan Inspeksi 

Keselamatan LLAJ Di 

Jalan 

Penyediaan Angkutan 
Umum Untuk Jasa 

Angkutan Orang 

Dan/Atau Barang Antar 

Kota Dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Penetapan Rencana 

Umum Jaringan Trayek 
Perkotaan Dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

5.2.2.10 Komunikasi dan Informatika 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program informasi dan komunikasi publik. Indikator program 

ini adalah : 

 cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai 

media 100% 

b. Program aplikasi informatika. Indikator program ini adalah : 
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 kebijakan internal SPBE 3,06 

 tata kelola SPBE 2,43 

 layanan SPBE 2,7 

 indeks SPBE  

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Komunikasi dan Informatika, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.17 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 
Perlu Ditingkatkan 

Program Informasi Dan Komunikasi Publik 

Cakupan Informasi 

Yang Dipublikasikan 

Melalui Berbagai 

Media 

Pengelolaan Informasi 

Dan Komunikasi 

Publik Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan yang 

ditargetkan 100%, 

diikuti dg 

efektifitas 

informasi yang 
dipublikasikan 

agar masyarakat 

mengetahui dan 

mendukung 

kebijakan dan 

program prioritas 
pemerintah dan 

pemerintah daerah 

kabupaten 

Persentase 

masyarakat yang 

menjadi sasaran 

penyebaran informasi 

publik, mengetahui 
kebijakan dan 

program prioritas 

pemerintah dan 

pemerintah daerah 

kabupaten 

    

Program Aplikasi Informatika  

Tata Kelola SPBE Pengelolaan Nama 

Domain Yang Telah 

Ditetapkan Oleh 
Pemerintah Pusat 

Dan Sub Domain Di 

Lingkup Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kebijakan Internal 

SPBE 

Persentase Perangkat 

Daerah (PD) yang 

terhubung dengan 
akses internet yang 

disediakan oleh 

Dinas Kominfo 
 
 

Layanan SPBE Pengelolaan E-
Government Di 

Lingkup Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase ASN 
Pengelola TIK Yang 

Tersertifikasi 

Kompetensi 

Dibawah 

Pengelolaan Dinas 

Kominfo 

Persentase Layanan 

Publik yang 

diselenggarakan 

secara online dan 

terintegrasi 

 

 

5.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Rencana  program  yang  akan  dilaksanakan adalah : 

a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase koperasi aktif 88,75% 

b.  Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan 

Usaha Mikro (UMKM). Indikator program ini adalah : 
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 Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha 

Kecil dan Menengah 2,5%. 

c. Program Pengembangan UMKM. Indikator program ini adalah : 

 Persentase perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah 5,5%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.18 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 

Prosentase 

Koperasi Aktif 

Pendidikan Dan 

Latihan Perkoperasian 

Bagi Koperasi Yang 

Wilayah Keanggotaan 
Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase Koperasi 

Aktif  

Meningkatnya 

Jumlah Koperasi 

Yang Berkualitas 

(Berdasar Rat, 
Volume Usaha Dan 

Nilai Asset) 

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 

Persentase Usaha 

Mikro yang 

Berkembang 

Menjadi Usaha 

Kecil dan 
Menengah 

Pemberdayaan Usaha 

Mikro Yang Dilakukan 

Melalui Pendataan, 

Kemitraan, 

Kemudahan Perizinan, 
Penguatan 

Kelembagaan Dan 

Koordinasi Dengan 

Para Pemangku 

Kepentingan 

Persentase Usaha 

Mikro yang 

Berkembang Menjadi 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

Pendataan jumlah 

potensi usaha 

UMKM serta 

pendampingan 

terhadap pelaku 
usaha UMKM 
 
Meningkatnya 
Usaha Kecil yang 

menjadi wirausaha 

Program Pengembangan UMKM 

Persentase 

Perkembangan 

Usaha Mikro, 

Kecil Dan 

Menengah 

Pengembangan Usaha 

Mikro Dengan 

Orientasi Peningkatan 

Skala Usaha Menjadi 

Usaha Kecil 
 

Pemberian bantuan 

modal usaha kepada 

wirausaha, dukungan 

stimulan bantuan 

modal usaha dan 
pelatihan  

Fasilitasi kemitraan 

pemasaran dengan 

pasar modern / retail 

dan berbasis IT 

Fasilitasi kemitraan 
permodalan antara 

UMKM dengan 

perbankan 

Persentase 

Perkembangan 

Usaha Mikro, Kecil 

Dan 

Menengah 

Adanya fasilitasi 

terhadap UMKM 

dalam hal 

pengembangan 

usaha, SDM, serta 
teknologi 
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5.2.2.12 Penanaman Modal 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Indikator 

program ini adalah : 

 Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal 100%. 

b. Program Promosi Penanaman Modal. Indikator program ini 

adalah : 

 persentase peningkatan jumlah investor 8%. 

c. Program Pelayanan Penanaman Modal. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase pelayanan perijinan pembangunan dan 

lingkungan yang sesuai standar pelayanan 55%. 

 Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa 

usaha yang sesuai standar pelayanan 80%. 

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

Indikator program ini adalah : 

 Realisasi investasi yang terlaporkan 3,33 Trilyun. 

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis 

100%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Penanaman Modal, difokuskan pada indikator capaian program 

dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.19 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Penanaman Modal 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

Cakupan 

Harmonisasi 

Kebijakan 

Penanaman Modal 

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Dibidang Penanaman 

Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penetapan 

Kebijakan daerah 

tentang insentif 

dan kemudahan 

penanaman modal  

Penyusunan 

peraturan dan 

kebijakan daerah 

untuk calon investor 

tentang Penanaman 
Modal 

 

 

 

Pembuatan Peta 

Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota 

Program Promosi Penanaman Modal 

persentase 

peningkatan 

jumlah investor 

Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman 

Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
Meningkatkan minat 

investor untuk 

berinvestasi dengan 

mengadakan temu 

Penyusunan 

strategi dan 

kegiatan promosi 

dalam penanaman 

modal 

Promosi tentang 

kemudahan 

penanaman modal 

dan peningkatan 

standar pelayanan 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

usaha dan kegiatan 

promosi investasi 

Program Pelayanan Penanaman Modal 

Persentase 

pelayanan 

perijinan 

pembangunan dan 

lingkungan yang 

sesuai standar 
pelayanan 

Pelayanan Perizinan 

Dan Non Perizinan 

Secara Terpadu Satu 
Pintu Dibidang 

Penanaman Modal 

Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Persentase 

Pelayanan  

Perijinan 
Pembangunan Dan 

Lingkungan Yang 

Sesuai Standar 

Pelayanan 

Penyusunan SOP 

pelayanan perijinan 
dan komitmen untuk 

memberikan 

pelayanan prima 

kepada masayarakat 

Persentase 

pelayanan 

perizinan 

perekonomian dan 

jasa usaha yang 
sesuai standar 

pelayanan 

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Realisasi Investasi 

Yang 

Terlaporkan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 

perusahaan yang 

melaporkan LKPM 

Koordinasi dan 

pengawasan kepada 

pelaku usaha dan 

perusahaan dalam 

hal penanaman 
modal 

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

Cakupan Data dan 
Informasi 

Penanaman Modal 

yang dirilis 

Pengelolaan Data Dan 
Informasi Perizinan 

Dan Non Perizinan 

Yang Terintegrasi 

Pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan Data dan 
Informasi 

Penanaman Modal 

yang dirilis 

Pengelolaan data dan 

informasi secara 

elektronik 

 

5.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase organisasi pemuda yang aktif 95,95%. 

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pembinaan olahraga 92,00%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kepemudaan dan Olahraga, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.20 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Kepemudaan Dan Olahraga  
 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

Persentase 

Organisasi 

Kepemudaan 

Yang Aktif 

Penyadaran, 

Pemberdayaan, Dan 

Pengembangan Pemuda 

Dan Kepemudaan 

Persentase 

Organisasi Pemuda 

Yang Aktif 

Tingkat Partisipasi 

Pemuda Dalam 

Kegiatan Ekonomi 

Mandiri (Jml Pemuda 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Terhadap Pemuda 

Pelopor 

Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda 

Pemula, Dan Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

16-30 Th Yang 

Berwirausaha) 

Pemberdayaan Dan 
Pengembangan 

Organisasi Kepemudaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

Cakupan 

Pembinaan 

Olahraga 

Pembinaan Dan 

Pengembangan Olahraga 

Pendidikan Pada 
Jenjang Pendidikan 

Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

  Peningkatan Prestasi 

Olahraga (Perolehan 

Medali Or Pada Even 
Nasional/Internasional) 

 

5.2.2.14 Statistik 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pelayanan data statistik sektoral 100%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Statistik, difokuskan pada indikator capaian program dan kegiatan 

sebagai berikut : 

 

Tabel 5.21 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Statistik 

 

Indikator 

Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 

Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Cakupan 
Pelayanan 

Data 

Statistik 

Sektoral 

Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral Di Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 

Target cakupan 
100% dikuti 

dengan  

peningkatan 

Akurasi data 

statistik sektoral 

Persentase Perangkat Daerah 
Menggunakan Data Statistik 

Dalam Menyusun Perencanaan  

Persentase Perangkat Daerah 

Yang Menggunakan Data 

Statistik Dalam Melakukan 

Evaluasi  

 

Inventarisasi daftar data 
yang ada di semua 

Perangkat Daerah, 

Melaksanakan 

penyusunan metadata 

statistik sektoral sebagai 

bagian dari wujud prinsip 
satu data berdasarkan 

daftar data yang telah 

disusun  

Melakukan pengumpulan 

data berdasarkan daftar 
data yang telah disusun 
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5.2.2.15 Persandian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program 

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. 

Indikator program ini adalah: 

 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan 

pengamanan informasi dan persandian 18%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada Urusan 

Persandian, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

 
Tabel 5.22 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Persandian 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan 

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

Persentase 

Perangkat Daerah 

Yang Telah 

Menggunakan 

Sandi Dalam 
Komunikasi 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 

Perangkat Daerah 

Yang 

Mengimplementasik

an Pengamanan 
Informasi Dan 

Persandian 

Tingkat Keamanan 

Informasi Pemerintah 

(Persandian) 

 Sosialisasi 

pengamanan 
informasi, 

Meningkatkan 

penggunaan SSL 

pada aplikasi 

perangkat daerah 

  

 

5.2.2.16 Kebudayaan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :  

a. Program Pengembangan Kebudayaan. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan 

67%. 

b. Program Pembinaan Sejarah. Indikator program ini adalah : 

 Jumlah Tema Dokumentasi Sejarah Lokal 1 tema. 

c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 18%. 

d. Program Pengelolaan Permuseuman. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase Museum Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola 

100%. 
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Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kebudayaan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.23 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Kebudayaan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target IKK 

Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pengembangan Kebudayaan 

Persentase 

Kelompok Seni / 
Budaya Yang 

Diaktualisasikan 

Pengelolaan 

Kebudayaan Yang 
Masyarakat Pelakunya 

Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase kelompok 

seni dan budaya 
yang 

diaktualisasikan 

 

Pelestarian Kesenian 

Tradisional Yang 

Masyarakat Pelakunya 

Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembinaan Lembaga 

Adat Yang Penganutnya 

Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
Memberikan dukungan 

pentas seni/budaya di 

obyek wisata/desa 

wisata, 

menyelenggarakan 

pagelaran seni/budaya, 
pembuatan aplikasi 

pendataan organisasi 

kebudayaan Kudus, 

dan meberikan 

dukungan pentas 
seni/budaya untuk 
acara Car Free Day 

Program Pembinaan Sejarah 

Jumlah Tema 

Dokumentasi 

Sejarah Lokal 

Pembinaan Sejarah 

Lokal Dalam 1 (Satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyusunan buku 

atau media 

informasi tentang 

sejarah lokal 

 

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 

Persentase Cagar 

Budaya 
Yang Dikelola 

Secara Terpadu 

Penetapan Cagar 

Budaya Peringkat 
Kabupaten/Kota 

Persentase Cagar 

Budaya yang 
diregistrasikan dan 

dikelola secara 

Terpadu 

Terlestarikannya 
Cagar Budaya Pengelolaan Cagar 

Budaya Peringkat 

Kabupaten/Kota 

Program Pengelolaan Permuseuman 

Persentase Museum 

Tingkat 

Kabupaten/Kota 

yang dikelola 

Pengelolaan Museum 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan jumlah 

koleksi museum, 

penyusunan kajian, 

serta pemeliharaan 

sarpras museum 
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5.2.2.17 Perpustakaan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Pembinaan Perpustakaan. Indikator program ini adalah:  

 Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 8,7% 

 Persentase ketersediaan bahan Pustaka 73% 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perpustakaan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

 
Tabel 5.24 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Perpustakaan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  
Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 
Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pembinaan Perpustakaan 

Persentase 
Pengunjung 

Perpustakaan Per 

Tahun 

Pengelolaan 
Perpustakaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah pengunjung Nilai tingkat 
kegemaran membaca 

masyarakat 

Persentase 

ketersediaan bahan 

Pustaka  

Pembudayaan 

Gemar Membaca 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 
Penambahan koleksi 

Pengembangan 

literasi berbasis 

inklusi sosial 
Indeks Pembangunan 

Literasi 

 Promosi layanan 

dan publikasi 

kegiatan 

perpustakaan 

diberbagai media 
baik media sosial, 
online maupun cetak 

Penambahan jenis 

layanan 

perpustakaan 

dengan pelibatan 
masyarakat, 

komunitas berupa 

pelatihan dan 

pemberalajaran 

gratis 

 

 

 

5.2.2.18 Kearsipan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah : 

a. Program Pengelolaan Arsip. Indikator program ini adalah:  

 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal 

retensi arsip 22,58%. 

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip. Indikator 

program ini adalah: 

 Persentase Arsip terselamatkan 100%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kearsipan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 5.25 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Kearsipan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Program Pengelolaan Arsip 

Persentase 

Perangkat Daerah 

Yang Melaksanakan 

Jadwal 
Retensi Arsip 

Pengelolaan Arsip 

Dinamis Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Perangkat Daerah 

Yang Melaksanakan 

Jadwal Retensi Arsip 

 Tingkat 

keberadaan dan 

keutuhan arsip 

sebagai bahan 
pertanggungjawa

ban 

 

Pengelolaan Arsip 

Statis Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Pengelolaan Simpul 

Jaringan Informasi 
Kearsipan Nasional 

Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 

Persentase Arsip 

Terselematkan 

Autentikasi Arsip 

Statis Dan Arsip 
Hasil Alih Media 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Perangkat Daerah 
Yang Melaksanakan 

Jadwal Retensi Arsip 

 Tingkat 

ketersediaan 
arsip sebagai 

bahan 

akuntabilitas 

kinerja, alat bukti 

yang sah. 

 

  

5.2.3  Urusan Pilihan 

5.2.3.1 Kelautan dan Perikanan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah : 

a.  Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Indikator program 

ini adalah : 

 Persentase peningkatan produksi perikanan 98,9%. 

b. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase peningkatan produksi perikanan 98,9%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kelautan dan Perikanan, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.26 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Kelautan dan Perikanan 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 
Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi Perikanan 

Pemberdayaan 

Pembudi Daya Ikan 

Kecil 

meningkatkan 

pembinaan dan 

penyediaan 

Meningkatkan 

produksi hasil 

perikanan budidaya 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 
Perlu Ditingkatkan 

Pengelolaan 

Pembudidayaan 

Ikan 

sarpras 

pembudidaya ikan  

dan tangkap 

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi Perikanan 

Pembinaan Mutu 

Dan Keamanan 

Hasil Perikanan Bagi 
Usaha Pengolahan 

Dan Pemasaran 

Skala Mikro Dan 

Kecil 

Meningkatkan 

pembinaan dan 

penyediaan 
sarpras 

pengolahan 

perikanan 

 Meningkatkan 

produksi hasil 

perikanan olahan 

 Pendampingan 

terhadap pelaku 

usaha perikanan 
agar dapat 

memfasilitasi dan 

memberikan akses 

dalam mengatasi 

kendala-kendala  

  

 

5.2.3.2 Pariwisata 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah : 

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai 

8%. 

b. Program Pemasaran Pariwisata. Indikator program ini adalah : 

 Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata 13%. 

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif. Indikator program ini adalah : 

 Persentase peningkatan promosi pariwisata 14%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pariwisata, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.27 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pariwisata 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

Persentase 

Peningkatan 

Sarpras 
Pariwisata Yang 

Memadai 

Pengelolaan 

Kawasan Strategis 

Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Persentase Peningkatan 

Sarpras Pariwisata Yang 

Memadai 

Kontribusi sektor 

pariwisata 

terhadap PDRB 
harga berlaku 

Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Persentase Peningkatan 

Promosi Pariwisata 

Persentase Kenaikan 

PAD Sektor Pariwisata 

Program Pemasaran Pariwisata 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Persentase 

Peningkatan 

Promosi 

Pariwisata 

 

Pemasaran 

Pariwisata Dalam 

Dan Luar Negeri 

Daya Tarik, 

Destinasi Dan 

Kawasan Strategis 
Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Promosi pariwisata 

dilaksanakan 

melalui media cetak, 
media online/TV 

dan media tatap 
muka.  
 

Persentase Peningkatan 

Promosi Pariwisata 

 

Persentase 

peningkatan 

perjalanan 

wisatawan 

nusantara yang 

datang ke 
kabupaten 

Tingkat hunian 

akomodasi 

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Persentase 

Peningkatan 

Sarpras 

Pariwisata Yang 

Memadai 

Pelaksanaan 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

Pariwisata Dan 
Ekonomi Kreatif 

Tingkat Dasar 

Persentase Peningkatan 

Sarpras Pariwisata Yang 

Memadai 

Kontribusi sektor 

pariwisata 

terhadap PAD 

 

 

5.2.3.3 Pertanian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Pertanian 

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian 

c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana 

Pertanian. Indikator program ini adalah : 

 Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / 

perkebunan 98,52%. 

d. Program Penyuluhan Pertanian. Indikator program ini adalah : 

 Persentase peningkatan kapasitas petani dalam 

menerapkan pengetahuan maupun teknologi pertanian. 

e. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner. Indikator program ini adalah : 

 Persentase peningkatan produksi peternakan 95,24%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pertanian, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel 5.28 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pertanian 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 

Persentase 

Peningkatan 

Penyediaan sarana 
pertanian 

Pengendalian Dan 

Pengawasan 

Penyediaan Dan 
Peredaran Benih/Bibit 

Ternak, Dan Hijauan 

Pakan Ternak Dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatkan 

produksi benih padi 

bersertifikat 
Meningkatkan 

pembinaan dan 

pendampingan 

terhadap kelompok 

tani 
Penyediaan sarpras 

pertanian berupa 

jaringan irigasi, 

jalan usaha tani dan 

Alsintan 

Produktivitas 

pertanian per 

hektar per tahun 

Pengembangan sarana 
Pertanian 

Pembangunan sarana 

Pertanian 

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

Persentase 

Peningkatan 

Penyediaan 

prasarana pertanian 

Memberikan bantuan 

sarpras 

pertanian/perkebuna

n terhadap kelompok 
tani 

  

 Membangun 

infrastruktur 

pertanian dan 

memberikan bantuan 

sarpras 
pertanian/perkebuna

n terhadap kelompok 

tani (Pembangunan 

dan rehabilitasi Jalan 

Usaha Tani dan 

JITUT) 

  

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi 

Peternakan 

Penjaminan 

Kesehatan Hewan, 

Penutupan Dan 

Pembukaan Daerah 

Wabah Penyakit 
Hewan Menular 

Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatkan 

pembinaan dan 

pendampingan 

terhadap peternak 

Penyediaan sarpras 
peternakan 

(kandang/bibit 

ternak/obat) 

Pengobatan ternak 

secara rutin. 
Mengantisipasi 

semakin meluasnya 

wabah PMK, melalui 

kegiatan 

Pengendalian dan 

Penanggulangan 
Penyakit Hewan 

dan Zoonosis 

dilakukan 

penambahan 

pengadaan obat 
penanggulangan 

wabah PMK 

 

 

Persentase 

Penurunan 

kejadian dan 

jumlah kasus 

penyakit hewan 
menular 

Pengelolaan 

Pelayanan Jasa 

Laboratorium Dan 
Jasa Medik Veteriner 

Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penerapan Dan 

Pengawasan 

Persyaratan Teknis 

Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 

 

Percepatan 

penanganan dan 

pengendalian wabah 
PMK serta vaksinasi 

bagi hewan ternak 

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Persentase 

Peningkatan 

Produktivitas Hasil 

Pertanian/Perkebun

an 

Pengendalian Dan 

Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

Kabupaten/Kota 

 

Melakukan 
pembinaan dan 

pendampingan secara 

rutin kepada 

petani/kelompok tani  

Meningkatkan SDM 

Petani melalui 

pembuatan demplot 

tanaman pangan 

dan pemberantasan 

hama penyakit 
tanaman 

 Meningkatkan 

produktifitas 

hasil pertanian 

Program Penyuluhan Pertanian 

Persentase 
Peningkatan 

Kapasitas Petani 

dalam menerapkan 

pengetahuan 

maupun teknologi 
pertanian 

Pelaksanaan 
Penyuluhan Pertanian 

Meningkatkan SDM 
Petani melalui 

pendampingan dan 

penyuluhan 

terhadan kelompok 

tani 

 Meningkatkan 
produktifitas 

hasil pertanian 

 

5.2.3.4 Kehutanan 

Rencana program yang akan dilaksanakan Program 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. 

Indikator program ini adalah: 

 Persentase tutupan lahan 0,4%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kehutanan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.29 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Kehutanan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

Persentase Tutupan 

Lahan 

Pengelolaan Taman 

Hutan Raya 

(Tahura) 

Kabupaten/Kota 

Indeks Tutupan 

Lahan 

 

 

5.2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral 

Rencana program yang akan dilaksanakan Program 

Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. Fokus kegiatan pada 

Fasilitasi pelayanan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi. 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber 

daya mineral 100%.  

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Energi dan Sumber Daya Mineral, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel 5.30 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target IKK 

Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 

Cakupan Fasilitasi 

Perizinan 
Pemanfaatan Energi 

Dan 

Sumber Daya 

Mineral 

Penatausahaan Izin 

Pemanfaatan 
Langsung Panas 

Bumi Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase fasilitasi 

pelayanan perijinan 
pemanfaatan energi 

baru terbarukan 

Persentase 

perusahaan 
pemanfaatan 

panas bumi yang 

memiliki ijin di 

kab/Kabupaten 

 Fasilitasi legalitas 

usaha, dilaksanakan 
untuk memacu 

inovasi  terhadap 

sumber energi 

terbarukan yang 

mencakup sumber 

energi panas bumi, 
angin, biomassa, 

sinar matahari, 

aliran dan terjunan 

air, limbah produk 

pertanian dan 
perkebunan, serta 

limbah atau kotoran 

hewan ternak dalam 

rangka mendukung 

program Pemerintah 

untuk mempercepat 
pencapaian target 

bauran energi baru 

terbarukan di 

Indonesia  

  

 

5.2.3.6 Perdagangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. 

Indikator program ini adalah : 

 Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD 4,30% 

 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan 

Barang Penting. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pengelolaan pasar rakyat 90 % 

 Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian 

bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang 
bersubsidi serta pelaksanaan promosi 95%. 
 

 Program Pengembangan Ekspor. Indikator program ini adalah : 

a. Nilai Ekspor  95 % 

 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen. Indikator 

program ini adalah : 

 Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen 90%. 

 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 60% 
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Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perdagangan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.31 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Perdagangan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target IKK 

Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

Kontribusi 

Pendapatan Pasar 

Terhadap PAD 

Pembangunan Dan 

Pengelolaan Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Cakupan Bina 

Kelompok 

Pedagang/Usaha 

Informal 

 Persentase pelaku 

usaha yang 

memperoleh izin 

sesuai dengan 
ketentuan 

(IUPP/SIUP Pusat 

Perbelanjaan dan 

IUTM/IUTS/SIUP 

Toko Swalayan) 

Pembinaan 
Terhadap Pengelola 

Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Masyarakat Di 

Wilayah Kerjanya 
Percepatan 

penyerahan Pasar 

Bitingan dan Pasar 

Jember, sehingga 

dapat memungut 

retribusi PKDnya, 
Melaksanakan 

monitoring dan 

evaluasi pemungutan 

serta penyetoran 

retribusi pasar 

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 

Cakupan 

Pembinaan Fasilitasi 

Perdagangan, 
Pengendalian Bahan 

Pokok Dan Barang 

Penting, 

Pengawasan Barang 

Bersubsidi Serta 

Pelaksanaan 
Promosi 

Menjamin 

Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok 
Dan Barang Penting 

Di Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Cakupan Pembinaan 

Fasilitasi 

Perdagangan, 
Pengendalian Bahan 

Pokok Dan Barang 

Penting, Pengawasan 

Barang Bersubsidi 

Serta Pelaksanaan 

Promosi 

Persentase kinerja 

realisasi pupuk 

Pengendalian Harga, 
Dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok 

Dan Barang Penting 

Di Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota 

Cakupan Fasilitasi 
Perlindungan 

Konsumen 

  

Pengawasan Pupuk 
Dan Pestisida 

Bersubsidi Di 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Pengembangan Ekspor 

Jumlah Promosi 

Produk 

Ekspor 

Penyelenggaraan 

Promosi Dagang 

Melalui Pameran 
Dagang Dan Misi 

Dagang Bagi Produk 

Ekspor Unggulan 

Yang Terdapat Pada 

1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kontribusi 

Pendapatan Pasar 

Terhadap PAD 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target IKK 

Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 

Cakupan Fasilitasi 
Perlindungan 

Konsumen 

Pelaksanaan 
Metrologi Legal, 

Berupa Tera, Tera 

Ulang, Dan 

Pengawasan 

  Persentase alat – 
alat ukur, takar, 

timbang dan 

perlengkap annya 

(UTTP) bertanda 

tera sah yang 
berlaku 

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 

Bina Kelompok 
Pedagang/Usaha 

Informal 

Pelaksanaan 
Promosi, Pemasaran 

Dan Peningkatan 

Penggunaan Produk 

Dalam 

Negeriunggulan 
Yang Terdapat Pada 

1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kontribusi 
Pendapatan Pasar 

Terhadap PAD 

  

 

5.2.3.7 Perindustrian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah : 

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase pertumbuhan IKM 0,35%. 

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota. 

Indikator program ini adalah: 
 Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan izin 

usaha industri 30 %  

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase jumlah perusahaan industri yang terpantau 

dalam pemantauan melalui SI-INAS 25% 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perindustrian, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.32 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Perindustrian 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program Hubungan Industrial 

Persentase Kasus 

Yang 

Terselesaikan 
 

 

 

 

 
 

Pengesahan 

Peraturan 

Perusahaan Dan 
Pendaftaran 

Perjanjian Kerja 

Bersama Untuk 

Perusahaan Yang 

Hanya Beroperasi 
Dalam 1 (Satu) 

Persentase 

Pertumbuhan IKM 

Pertambahan 

Jumlah Industri 

Kecil Dan Menengah 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pencegahan Dan 
Penyelesaian 

Perselisihan 

Hubungan 

Industrial, Mogok 

Kerja Dan 

Penutupan 
Perusahaan Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Persentase 
Pencapaian Sasaran 

Pembangunan 

Industri Termasuk 

Turunan Indikator 

Pembangunan 

Industri  Dalam 
RIPIN Yang 

Ditetapkan Dalam 

RPIP 

 

Program 
Pengendalian Izin 

Usaha Industri 

Kabupaten/Kota. 

Sosialisasi tentang 

alur proses 

perizinan berusaha 
dan melaksanakan 

fasilitasi pemenuhan 

komitmen perizinan 

berusaha agar 

semakin mudah dan 

ringkas 

Persentase Jumlah 
hasil pemantauan dan 

pengawasan izin 

usaha industri 

Persentase Jumlah 

Hasil Pemantauan 

Dan Pengawasan 
Dengan Jumlah 

IUKI Dan IPKI Yang 

Lokasinya Di 

Daerah Kab 

Program 
Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Industri Nasional 

Pengelolaan SI-INAS 

Persentase jumlah 
perusahaan industri 

yang terpantau dalam 

penyampaian data 

melalui SI-INAS 

 

 
5.2.3.8 Transmigrasi 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Fokus kegiatan pada 

Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase calon transmigran yang terfasilitasi 25%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Transmigrasi, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

 
Tabel 5.33 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Transmigrasi 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 

Persentase Calon 

Transmigran 

Yang Terfasilitasi 

Penataan 

Persebaran 

Penduduk Yang 

Berasal Dari 1 (Satu) 

Persentase Calon 

Transmigran Yang 

Terfasilitasi 

Jumlah Satuan 

Pemukiman 

Transmigrasi Yang 

Difasilitasi 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembangunannya 

Dan Pembinaannya 

 

5.2.4   Fungsi Pendukung 

5.2.4.1 Sekretariat Daerah 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah : 

 Indeks Kepuasan Masyarakat 83,5 %. 

 Persentase efektifitas kelembagaan Perangkat Daerah 

 Cakupan Pembinaan Kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

pelayanan publik, akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 

dan reformasi birokrasi  

 Persentase kelancaran pelayanan kedinasan KDH/wakil KDH 

100% 

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan 100% 

 Persentase fasilitasi Kerjasama 100% 

 Persentase penataan terhadap peraturan Per-UU-an dan 

penyelesaian penanganan kasus pemda 89% 

 Persentase peningkatan produk hukum daerah yang 

diinformasikan 100%. 

 Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan 

kegiatan keagamaan 100% 

 Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan 

zakat.infak, sodaqoh 100% 

c. Program Perekonomian dan Pembangunan. Indikator program 

ini : 

 Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID 84% 

 Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD 

8% 

 Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat 

waktu 90% 

 Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 90% 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Fungsi Pendukung Sekretariat Daerah, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 5.34 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Sekretariat Daerah 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 

Persentase Fasilitasi 

Tata Pemerintahan  

Administrasi Tata 

Pemerintahan 

Penegasan batas 

wilayah Kabupaten, 

wilayah desa/ 

kecamatan 

  

Persentase Fasilitasi 

Kerjasama 

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah 

Kerjasama yang 

mencapai MoU 

  

Persentase penataan 
terhadap peraturan 

Per-UU-an dan 

penyelesaian 

penanganan kasus 

pemda  

Fasilitasi dan 
koordinasi hukum 

Kualitas Ranperda 
yang tersusun 

  

Persentase 

peningkatan produk 
hukum daerah yang 

diinformasikan  

Pendokumentasian 

produk hukum dan 
pengelola informasi 

hukum 

Publikasi produk 

hukum 

  

Persentase  

fasilitasi peningkatan 

kesejahteraan sosial 

dan kegiatan 
keagamaan  

Pelaksanaan 

kebijakan 

kesejahteraan 

rakyat 

Peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat  

  

Persentase fasilitasi 

penyaluran dan 

pemanfaatan 

zakat.infak, sodaqoh  

Pelaksanaan 

kebijakan 

kesejahteraan sosial 

Peningkatan 

kesejahteraan sosial 

  

Program Perekonomian Dan Pembangunan 

Persentase 

Pelaksanaan 

Rekomendasi TPID 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian 

Pengendalian dan 

distribusi ekonomi 

 

 Pemantauan 
Kebijakan Sumber 

Daya Alam 

Kinerja anggaran 
dari DBHCHT terkait 

bansos dialihkan ke 

urusan Sosial 

 

Persentase Realisasi 

Kegiatan 

Pembangunan Yang 
Tepat Waktu 

Pelaksanaan 

administrasi 

pembangunan 

  

Program Penunjang Urusan Pemerintahan  

Indeks Kepuasan 

Masyarakat  

Pelayanan internal 

mendukung kinerja 

organisasi 

Peningkatan kualitas 

pelayanan 

  

Cakupan Pembinaan 

Kelembagaan, 
ketatalaksanaan dan 

pelayanan publik, 

akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Daerah 

dan reformasi 
birokrasi  

Pengelolaan 

kelembagaan dan 
anjab, peningkatan 

kinerja dan RB, 

fasilitasi pelayanan 

publik dan 

tatalaksana 

Membentuk 

organisasi yang 
adaptif 

  

Persentase kelancaran 

pelayanan kedinasan 

KDH/wakil KDH 

100% 

Fasilitasi Protokol 

dan komunikasi 

pimpinan 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Persentase efektifitas 

kelembagaan 

Perangkat Daerah 

Penataan Organisasi     

 
5.2.4.2  Sekretariat DPRD 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

Indikator program ini : 

 persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi 100% 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Fungsi Pendukung Sekretariat DPRD, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.35 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Sekretariat DPRD 

Indikator 

Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 
IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 

Persentase 

Agenda Kerja 

DPRD Yang 

Terealisasi  

Pembentukan Peraturan 

Daerah Dan Peraturan 

DPRD 

    

Pembahasan Kebijakan 

Anggaran 

    

Pengawasan 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

    

Peningkatan Kapasitas 

DPRD 

    

Penyerapan Dan 

Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat 

Pelaksanaan Dan 

Pengawasan Kode Etik 
DPRD 

Fasilitasi Tugas DPRD 

 

5.2.5 Fungsi Penunjang 

5.2.5.1 Perencanaan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah. Indikator program ini adalah : 

 Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 

100%; 

 Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 

100%; dan  

 Persentase keterisian data/informasi 55%. 

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah. Indikator program ini adalah : 
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 Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya 100%. 

 Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan  sumber 

daya alam 100%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Fungsi Penunjang Perencanaan, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.36 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Perencanaan 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 
IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Persentase 

Konsistensi Program 

RPJMD Ke Dalam 

RKPD 

Penyusunan 

Perencanaan Dan 

Pendanaan 

    

Persentase 
Keterisian Data 

Data Perencanaan 

Pembangunan 

Analisis Data Dan 
Informasi 

Pemerintahan 

Daerah Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

    

Persentase 
Konsistensi 

Program RKPD Ke 

Dalam APBD 

Pengendalian, 
Evaluasi Dan 

Pelaporan Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase Keterisian 
Data/Informasi 

  

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Cakupan Fasilitasi 

Perencanaan, 

Pengendalian Dan 
Evaluasi Kinerja 

Bidang 

Pemerintahan Dan 

Sosial Budaya 

Koordinasi 

Perencanaan Bidang 

Pemerintahan Dan 
Pembangunan 

Manusia 

    

Cakupan Fasilitasi 

Perencanaan, 

Pengendalian Dan 
Evaluasi Kinerja 

Bidang Prasarana 

Wilayah, Ekonomi 

Dan Sumber Daya 

Alam 

Koordinasi 

Perencanaan Bidang 

Perekonomian Dan 
SDA (Sumber Daya 

Alam) 

    

Koordinasi 

Perencanaan Bidang 

Infrastruktur Dan 

Kewilayahan 

    

 

5.2.5.2 Keuangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 100%. 
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 Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 100%. 

 Capaian realisasi pembayaran belanja PD 95%. 

 

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator program 

ini adalah: 

 Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset 

yang dimiliki Pemerintah Daerah 95%. 

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Indikator program ini 

adalah: 

 Persentase Realisasi PAD 100%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Fungsi Penunjang Keuangan, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.37 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Keuangan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

Persentase Klasifikasi 

Dan Kode Rekening 
Belanja Yang Sesuai 

Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Koordinasi Dan 

Penyusunan 
Rencana Anggaran 

Daerah 

    Budget 

execution: 
Deviasi realisasi 

belanja terhadap 

belanja total 

dalam APBD 

Capaian Realisasi 

Pembayaran Belanja PD 

Koordinasi Dan 

Pengelolaan 
Perbendaharaan 

Daerah 

  Cash 

Management: 
Persentase 

anggaran 

sisa terhadap 

total belanja 

dalam APBD 

tahun 
sebelumnya 

Rasio Tahapan 

Penyusunan LKPD 

Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

Koordinasi Dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan 

Daerah 

    

 

Penunjang Urusan 
Kewenangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

  

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Persentase Jumlah 

Koreksi Audit BPK 

Terhadap Total Aset 

Yang Dimiliki 
Pemerintah Daerah 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

   Assets 

management 

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Persentase Realisasi 
PAD 

Kegiatan 
Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

   Revenue 
mobilization: 

Deviasi realisasi 

PAD terhadap 

anggaran PAD 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

dalam APBD 

 

 

 

5.2.5.3 Kepegawaian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Kepegawaian Daerah. Indikator program ini adalah : 

 Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai 

standar 100%. 

 Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan 

kode etik/aturan perilaku 95%. 

 Persentase perangkat daerah yang taat terhadap pelaporan 

kepegawaian 100% 

 Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi 

dengan simpeg 88% 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Fungsi Penunjang Kepegawaian, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.38 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Kepegawaian 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  
Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 
Dengan Target IKK 

Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Kepegawaian Daerah 

Persentase Pelayanan 

Administrasi 

Kepegawaian Yang 

Sesuai Standar 

Pengadaan, 

Pemberhentian Dan 

Informasi 

Kepegawaian ASN 

  Rasio pegawai 

Fungsional (PNS 

tidak termasuk 

guru dan tenaga 

kesehatan) 

Persentase Pejabat 
Eselon II,III,IV,JFU, 

JFT Yang Memenuhi 

Standar Kompetensi 

Mutasi Dan Promosi 
ASN 

  Rasio Jabatan 
Fungsional 

bersertifikat 

Kompetensi 
Pengembangan 

Kompetensi ASN 

Persentase Perangkat 

Daerah Yang Berhasil 

Melaksanakan Kode 

Etik/ Aturan Perilaku 

Penilaian Dan 

Evaluasi Kinerja 

Aparatur 

   

 

5.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 

20 JP pertahun 1,6%; 
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Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Fungsi Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan, difokuskan pada 

indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 5.39 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  
Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 
Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Persentase Asn Yang 

Memenuhi 

Pendidikan Dan 
Pelatihan 20 Jp Per 

Tahun 

Sertifikasi, 

Kelembagaan, 

Pengembangan 
Kompetensi Manajerial 

Dan Fungsional 

  Rasio Jabatan 

Fungsional 

bersertifikat 
Kompetensi 

 

5.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Penelitian dan Pengembangan Daerah. Indikator program ini 

adalah: 

 Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian 

daerah 86%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Fungsi Penunjang Penelitian Dan Pengembangan, difokuskan pada 

indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.40 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Penelitian Dan Pengembangan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target IKK 

Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

Capaian Fasilitasi 

Bidang 

Pengembangan Dan 

Penelitian Daerah 

Penelitian Dan 

Pengembangan 

Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan 

Pengkajian 

Peraturan 

Capaian Fasilitasi 

Bidang 

Pengembangan Dan 

Penelitian Daerah 

Persentase 

peningkatan 

fasilitasi 

kelitbangan yang 

dilaksanakan 

mengacu pada 

kegiatan utama 

kelitbangan. Penelitian Dan 

Pengembangan 

Bidang Sosial Dan 

Kependudukan 

Penelitian Dan 

Pengembangan 

Bidang Ekonomi 

Dan Pembangunan 

Pengembangan 

Inovasi Dan 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target IKK 

Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Teknologi 

 

5.2.6 Unsur Pengawasan 

5.2.6.1 Inspektorat 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase perangkat daerah yang bersih dari 

penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material 

100%; 

 Persentase aduan masyarakat yang telah selesai 

ditindaklanjuti 100%; 

 

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase aduan pungli yang selesai ditindaklanjuti 100%. 

 Nilai rata-rata maturitas SPIP PD 3,4 

 Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai 

ditindaklanjuti 100% 

 Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat 

WBK/WBBM 26,5% 

 Persentase realisasi progres PMPRB 95% 

 Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi 

dan pencegahan KPK 95%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Fungsi Penunjang Pengawasan, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.41 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pengawasan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  
Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program Penyelenggaraan Pengawasan 

Persentase 

Perangkat Daerah 

Yang Bersih Dari 

Penyimpangan 

Pengelolaan Dan 

Aset Yang Bersifat 
Material 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal  

  

  

  
  

Persentase Perangkat 

Daerah Yang Bersih 

Dari Penyimpangan 

Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Yang 

Bersifat Material 

Peningkatan 

Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) 

Persentase Aduan 

Masyarakat 

Yang Telah Selesai 

Ditindaklanjuti 

Penyelenggaraan 

Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 

  

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  

Target Indikator RKPD 

Yang Perlu 
Ditingkatkan  

Keterkaitan Dengan 

Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Persentase Tindak 

Lanjut 

Rekomendasi 

Koordinasi 

Supervisi Dan 

Pencegahan 
KPK 

Perumusan 

Kebijakan Teknis Di 

Bidang Pengawasan 

Dan Fasilitasi 

Pengawasan 

  

Pendampingan Dan 

Asistensi 

  

Persentase aduan 

pungli yang selesai 

ditindaklanjuti 

100%. 

Pendampingan Dan 

Asistensi 

  

Nilai rata-rata 
maturitas SPIP PD 

3,4 

Pendampingan Dan 
Asistensi 

 Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) 

Persentase laporan 

gratifikasi yang 

telah selesai 

ditindaklanjuti 
100% 

Pendampingan Dan 

Asistensi 

  

Persentase 

Perangkat Daerah 

yang berpredikat 

WBK/WBBM 26,5% 

Persentase realisasi 

progres PMPRB 95% 

Pendampingan Dan 

Asistensi 

  

 

5.2.7 Unsur Kewilayahan 

5.2.7.1 Kecamatan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 

Indikator program ini : 

 cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik 100% 

b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 

Indikator program ini : 

 cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan 

kelurahan 100% 

c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. 

Indikator program ini : 

 cakupan kegiatan koordinasi trantib umum 100% 

d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. 

Indikator program ini : 

 cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 

100% 

e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. 

Indikator program ini : 

 cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada Unsur 

Kewilayahan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 5.42 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Unsur Kewilayahan 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan Dengan  
Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 
Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

Cakupan 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan 

Pelayanan 

Publik (Kota) 

Penyelenggaraan 
Urusan 

Pemerintahan Yang 

Tidak Dilaksanakan 

Oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
Yang Ada Di 

Kecamatan  

   

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 

Cakupan Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa Dan Kelurahan 

(Kota) 

Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

  

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi 

Trantib Umum (Kota) 

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman Dan 
Ketertiban Umum 

  

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Cakupan 

Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 

Umum 

(Kota) 

Penyelenggaraan 

Urusan 
Pemerintahan 

Umum Sesuai 

Penugasan Kepala 

Daerah 

  

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Cakupan 

Pemperpusbinaan 

Dan 
Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa (Kota) 

Fasilitasi, 

Rekomendasi Dan 

Koordinasi 
Pembinaan Dan 

Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

  

 

5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum 

5.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan. Indikator program ini : 

 Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok 

radikal yang tertangani 100% 

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 

Pendidikan Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Indikator program 

ini: 

 Persentase Potensi Konflik sosial yang tertangani 100% 

 Persentase pendidikan politik masyarakat 100% 

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan. Indikator program ini: 
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 Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani 100% 

 Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 100% 

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial dan Budaya. Indikator program ini: 

 Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani 100% 

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Indikator 

program ini: 

 Persentase Potensi Konflik sosial yang tertangani 100% 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada unsur 

Pemerintahan Umum, difokuskan pada indikator capaian program 

dan kegiatan sebagai berikut: 

 
Tabel 5.43 

Sinkronisasi Target Indikator RKPD Dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Unsur Pemerintahan Umum 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 

Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 

Presentase Potensi 

Gangguan 

Keamanan Dari 
Kelompok 

Radikal Yang 

Tertangani 

Perumusan Kebijakan 

Teknis Dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila Dan 

Karakter Kebangsaan  

   

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan 

Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

Presentase Potensi 

Konflik 

Sosial Yang 
Tertangani 

Perumusan Kebijakan 

Teknis Dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, 
Perwakilan Dan Partai 

Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum 

Kepala Daerah, Serta 

Pemantauan Situasi 

Politik 

  

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

Persentase Potensi 

Konflik 

SARA Yang 

Tertangani 

Perumusan Kebijakan 

Teknis Dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan Dan 
Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan  

   

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

Presentase Potensi 
Konflik 

SARA Yang 

Tertangani 

Perumusan Kebijakan 
Teknis Dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi, 

Sosial Dan Budaya  

   

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 

Presentase Potensi 

Konflik 

Perumusan Kebijakan 

Teknis Dan Pelaksanaan 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan 

Keterkaitan 

Dengan  Target 

Indikator RKPD 
Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan 

Dengan Target 

IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

SARA Yang 

Tertangani 

Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional 

Dan Penanganan Konflik 

Sosial  

 

 




